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RINGRASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari (1) sejauh

mana  peraturan perundang-—undangan di bidang pengangkatan
anak mengatur pemenuhan kesejahteraan anak, (2) sejaubh
mana putusan-putusan pengadilan {(di bidang pengangkatan
anak) memutuskan demi kesejabhteraan anak, (3) bagaimana
pengarub  peraturan perundang-undangan dan atau putusan
pengadilan di bidang pengangkatan anak terhadap hukum
pengangkatan  anak yang ada, serta (4) permasalahan yang
ada pada faktor peraturan perundang—undangan, tentang
berfungsinya hukum.'

Latar bhelakang diadakannya peﬁelitian dengan tujuan
sebagaimana tersebut di atas adalah bahwa karena di satu
pihak terdapat ketentuan pada Pasal 12 Undang—Undang No. 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak vyang menentukan
bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan
xesejahteraan anak. Di pihak lain, peraturan perundang-
undangan  yang ada di bidang pengangkatan anak isi materi
hukum maupun bentuk hukumnya adalah bermacam—macam. Di
pihak lain lagi, kesejahteraan anak merupakan hal vyang
menjadi  perhatian  bangsa-bangsa di dunia. Di Indonesia
s jak tanggal 23 Juli 1997 terbit Undang—~Undang No. &
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang di Indonesia
merupakan dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan anak .
Hukwn tentang pengangkatan anak (di Indonesia) berkembang
tidak saja karemna adanya paraturan yang mengatur pengang-—
vatan anak vang terbitnya secara bertahap dan berselang di

dalam waktu yang lama, tetapi juga berkembang pula melalui

b
DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

putusan—-putusan pengadilan yang menetapkan suatu hal yang
sebelumnya tidak ada ketentuannya atau tidak boleh dilaku-—
kan.

OQbyek penelitian ini berupa peraturan perundang-—
undangan dan putusan-putusan pengadilan di bidang pengang-
katan anak. Putusan pengadilan yvyang diteliti adalah
Putusan  Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Surabaya,
Jakarta Selatan, dan Sleman. Putusan pengadilan vyang
diteliti adalah semua putusan masing-masing pengadilan
negeri  tersebut sejak tahun 1979 sampal saat penelitian
dilakukan (tahun 1993). Metode penelitian yang dipakai
dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
daktrinal., Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam ketentuan
mengenal pengangkatan  anak yang ada di dalam peraturan
perundang—undangan  di bidang pengangkatan anak, terdapat
materi yang pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan kondisi
kesejahteraan ampak. MNamun tidak adanya ketentuan usia dini
anak dan tidak adanya ketentuan batasan umur orang tua
angkat pada pengangkatan anak antar WNI secara langsung
dan adanya ketentuan diperbeolehkannya Orang vyang berstatus
tidak kawin sebagai orang tua angkat pada pengangkatan
anak  antar WNI  pada umumnya merupakan  hal vyang tidak
Se2Gual dengan maksud pengangkatan anak berdasarkan
kesejabteraan  anak., Mengenai pemenuhan persyaratan untuk
berfungsinya  bukum, penelitian ini menunjukkan bahwa
peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pengang-—
katan anak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
Ketentuan—ketentuan hukum adat Yyang tidak sesuai dengan

maksud  pengangkatan anak  berdasarkan keszjahteraan anak

»x i
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ditinggalkan oleb peraturan perundang-undangan di bidang
penganghatan anak , sedangkan hukum Islam yang tidak meng—
{=inkan pengangkatan anak dengan akibat hukum anak angkat
sebagai anak kandung tidak terpengaruh oleh perundang-
undangan tersebut. Warga negara Indonesia keturunan Cina
mengikuti ketentuan perundang—undangan itu.

Selanjutnya mengenai putusan pengadilan negeri,
penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya putusan
pengadilan negeri di bidang pengangkatan anak telah meng-
arah kepada pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan
anak. Pada beberapa putusan pengadilan didapati suatu
putusan Yyang memperbolehkan orang yang berstatus tidak
vawinm sebagail orang tua angkat. Hal ini dapat terjadi
Larena ketentuannya memang memungkinkan. Perkembangan
nukum melalul putusan—putusan pengadilan negeri yang dapat
disampaikan melalui penelitian ini adalah bahwa kakek—
nenek dapat mengangkat cucu sendiri menjadi anak angkat,
avah tiril menganggat anak tirinya, orang yang berstatus
tivdak kawin selain mnona juga dapat berupa Jjejaka dan
waria.

Saran yang diajukan oleh penelitian ini adalah bentuk
hukum  yang mengatur pengangkatan anak adalah berbentuk
undang-undang tidak sebagaimana yang disebut oleh avat
{2) Pasal 12 Undang—Undang No. 4/1979 yaitu dengan bentuk
peraturan pemerintah. Bila diikuti penunjukkan ayat
{3) Pasal 2 vang mengatakan bentuknya adalah peraturan
perundang—undangan, maka supaya ditegaskan saja dalam
bentuk undang-—-undang- Selain itu saran yang diajukan
adalah supaya dibedakan pengertian anak angkat dengan anak

ssuh atau anak pemeliharaan.
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ABSTRACT

Yey words: children’'s welfare, function of law, child
adoption, legislation of child adoption, court

decisions of child adoption, single parent,

stepfather, grandparents, the form of Law.

Thiu rosearch aims at studying (1) to what extent the
legislation of child adoption regulates the fulfilment of
children’'s welfare, (2) to what extent court decisions (in
ttwve field of child adoption) are made for the sake of
children's welfTare, (3) how the legislation and or court
decinsions in child adoption affect the existing law of
chirld adoption, and (4) the other existing problems in the
tactor of legislation with respect to bhow the law
functions.

The abjects of this research are the legislation and
court decisions in the field of child adoontion. The method
applied an this research i1is doctrinal law research method,
and Lt analysis carried out is normative gualitative
analywis.

The result of this research reveals that the existing
legislaticon of child adoption bhas included the material
contents which regulate child adoption for the sake of
children’'s welfare. Nevertheless, the absence of rules on
the child’'s early age and the age limit of the Indonesian

parents who will adopt children among Indonesian citizens

xiii

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

{private adaption), and the availability of rules

permitting the unmarried people to adopt children among
Indonesian citizens (domestic adoption) are the things
which are not in accordance with the purpose of adopting
children based on children’s welfare. Concerning the
fulfilment of requirements in the factor of legislation so
as o to make the law function, this research reveals that
the rules which especially regulates child adoption do not
fTulfil the requirements actually needed.

Adat law principles which do not match with the
purpose of child adoption based on children’s welfare bave
been left out by the regulations on child adoption, while
the Islamic law which does not permit child adoption in
which the child will become a natural one is not affected
by the regulations. Citizens of Chinese descendants follow
these regulations.

Court decisions in child adoption have shown the way
leading to the adoption for the sake of children’'s
welfare., Several court decisions have also shown that
single parents are allowed to be adoptive parents.
The development of law reflected in the court decisions
has revealed that a grandparent is permitted to adopt
his own grandchild, a stepfather is permitted to adopt
his stepchild, and single parents, such as spinsters

(unmarried women) , bachelors (umnmarried men) , and

bisexuals are allowed to adopt children.

xiwv
SETIONO

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ...




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

The recommendation proposed by this research is that

the form of legislation regulating the child adoption

Showld be in the form of Law. There should be a strict

definition in Bahasa Indonesia to differentiate an adopted

chiild from a foster child.
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BAB 1

PENDAHULUAN

t.1. Penjelasan Judul

Jugul yang dipilihb uwntuk penelitian ini ialah @
"Pengangkatan _ﬁnak berdasarkan Kesejahteraan Anak”,
dengan sub judul "Suatu Studi. Tentang Perkembangan
Hukum, Fermasalahan Pada Faktor Feraturan Perundang-—
uwndangan Tentang Berfungsinya Hukum pada Hukum
Fengangkatan Anak .

Pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak
merupakan suatu wonsekuensi dari ketentuan Undang—
Undang No. 4 Tabun 1779 tentang Kesejahteraan anak
whususnya Pasal 12 yang menyatakan bahwa pengangkatan

anak dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan

Pasal 12 tersebut memberikan ketentuan yang
imperatif bahwa pengangkatan anak itu dilakukKan harus

mendasarkan kepada kepentingan kesejahteraan anak.

DISERTASI

1) pasal 17 UU No. 4/1979 terdiri dari T ayat.
Ayat (1) berbunyli : Pengangkatan anak menurut
adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan

mengutamakan repentingan kesejahteraan anak.
Ayat (2) berbunyi 3 wepentingan kesejahterasan

anak vyang termaksud dalam ayat (1) diatur
tebih lanjut dengan FPeraturan Pemerintah. Avyat
{3) berbunyi : FPengangkatan anak untuk

kepentingan xesejahteraan anak yang dilakukan
di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan ber-
dasarhkan Feraturan Perundangan. Fasal ini
memberi hketentuan bahwa pelaksanaan untuk
repentingan kesejahteraan anak itu berlaku
maik untuk pengangkatan anak yang menurut adat
dan kebiasaan maupun vyang di luarnva.

PENGANGKATAN ANAK I?ERDASARKAN SETIONO
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Fernvataan yang mergarahkan kepada pendapat itu dapat
ditemukan pada ayvat (1) yang berbunyi: "Pengangkatan
anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan
menaquiamakan  kepentingan tesejahteraan anak’”. Kata—
nata “dengan mengutamakan repentingan kesejahteraan
anak mEngandung pengertian bahwa pelaksanaannya
menitikberatkan hesejaohteraan anak daripada khe-
pertingan lain. Fepentingan lain mana — dalam adat
dan kebiasaan - dapat dikarenakan untuk kepentingan
orang tua. <} Tujuan untuk kepentingan melangsungkan
returunan dalam garis laki-laki dapat diketemukan
pula pada hukum pengangkatan anak {adopsi) bagi orang
Cina, Stb. 1917 MNo. 1Z7. {Ka Tjiay Sing, tt, 3&8).

Dengan demikian, Fasal 12 UU No.4/1979 memberi-
vwan dasar pada perbuatan pengangkatan anak yaitu,
nergangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak,
bukan (lagyr) wuntuk kepentingan orang tua abtau
repentingan pihak—-pihak iain.

Namun sSayang, peraturan pelaksanaan dari Fasal
127 Ud No. 4/1979 belum ada. Dalam situssi belum
asdanya peraturan pelaksanaan tersebut telah ada
retoentuan—ketentuan hukum yang mengatur tentang

gengangkatan anak yang mengacu kepada kesejahteraan

2) Pengangkatan anak dapat terjadi antara lain
karena ingin keturunani —-untuk mancing; —untuk
teman anak randung; - untuk menambah/mendapat-
Lan t@naga <erija (S. Meilana, 1982 @ 3).
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anmah. Ketentuan hukum tersebut bermacam—macam. Macam

Letentuan hukum tesebut dapat berupa isi ketentuannya
maupun bentuk peraturan hukumnya. Macam isinya,

retemntuan vang kKhusus mengatur pengangkatan anak,
misalnya Keputusan Menteril Sasial No. 13 HUK/Kep/l793
tentang Petunjuk Felaksanaan Pengangkatan Anak;

veputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/S L9293 tentang

Penyempurnaan Lampiran Xep.Men.Ses. R.I. No. 135/7HUK/

199X tentang FPetunjuk Felaksanaan Fengangkatan Anak,
Surat Edaran Mahkamah Agung No. & Tahun 1983 jo. SEMA
No. 2 Tahum L%7% tentang Pengangkatan Anak; SEMA  No.
4 Tahun 1989 tentang Fengangkatan Anak; Surat Edaran
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Na. JHK 1/1/%,
23 Pebruari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak
Warga negara Indoneesia cleh Orang Asing. Ketentuan
vang mengatur suatu bidang tertentu  {bukan bidang
pengangkatan anak), tetapi salah satu ketentuannya
mergatur mengenal pengangkatan anak); misalnya 1
LU No. 10 Tahun 1992 tentang Ferkembangan e
cendudukan dan Fembangunan Keluarga Sejahteraj; Fer.
MaEn . Sos. Republiik Indonesia No.l1J3 Tahun 1981 tentang
Jrganisasi vyang Dapat Menyelenggarakan Usaha Fe—
nyantunan Anak Terlantar; Instruksi Direktur Jenderal
Rehabilitasi Dan Felayanan Sosial Départemen Sosial
No. Q91/Rps/1/B2 jo. Instruksi Menteri Sosial No.
HIIK.S—1=2-58 Tahun 1972 mengenai Inventarisasi dan
identifikasi Terhadap Organisasi Sosial Yang
Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar di

Wilayah para Kepala Xantor Wilayah Departemen Sosial;

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Keputusan Direktur Jenderal Departemen Sosial No.
DO S Rps /L /82 tentang Fetunjuk Pelaksanaan Usaha
Fenyantuan Anak Terlantar Oleh Organisasi Sosial.

Dari pemaparan tersebut di atas sekaligus dapat di

ketahul  mengenail macam bentuk hukum Yang mengatur
rengangkatan  anak berupa : Undang-Undang, Keputusan
Menteri, Feraturan Menteri, Instruksi Menteri, ,

Imtruksi Direktur Jenderal dan Surat Edaran.

D1 samping peraturan perundang-undangan sebagali-~
mana disebut di atas, perkembangan bukum pernganghkatan
anak terjadi melalui putusan pengadilan negeri.
Futusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32 Tahun 1970
mernetapkan seorang nona dapaf mengangkat seorang anak
perempuan; hal mana sebelumnya tidak pernah terijadi.
Putusan seperti itu mengundang pendapat yang
rontroversial. Di satu pihak berpendapat Pputusan vang
demikian itu s=mesual dengan perkembangan Jaman
{Bubekti, 1285: F& dan Zaimi, 1985 S9). Di lain
pihak berpendapat itu tidak sesual dengan tujuan
Ppenganghkatan amak untuk kepentingan anak iHartono,
L1988 $6-467). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.é44IPDT.Pf1?87, menetapkan Searang waria dapat
mengangkat seorang anak perempuan. Putusan tersebut
Tudah menjadi preseden dan pengadilan tinggi tidak
dapat mengkoreksinya karema tidak ada permohonan
Danding. Pengadilan—pengadilan lain akan mudah
mendikutinys. Betulkah putusan vang demikian sesuai

dengan usaha pencapaian kesejahteraan anak 7
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Peraturan’ perundang-undangan di atas (yang meng-
aturnya bermacam dalam isi maupun berntuknya) dan
bersifat sementara tetapi menjadi dasar hukum per-—

buatan pengangkatan anak, 3) dan putusan pengadilan

mengenail pengangkatan  anak ini vyang dimaksudkan
sebagai bhukum pengangkatan anak pada penelitian ini.
Jadil pengertian  bhukum di  sini adalah peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan. %) studi
tentang Perkembangan Hukum mempunyal maksud meneliti
perihal berkembangnya isi materi peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan negeri mengenai

permgangkatan anak. 5) Hasil analisis nantinya dapat

DISERTASI

3} Erma Sofwan Sjukri mengatakan bahwa SEMA  No.
2/1977 jio. SEMA No. &/1983 merupakan ketentuan
yang bersifat memaksa, yang berlaku sebagali
spiegel regel {(Sjukri, 19932:3). Pernyataan
seperti ini contoh pendapat yang menyatakan
peraturan perundang-undangan di bidang peng-—
angkatan anak merupakan dasar hukum perbuatan
pengangkatan anak.

$) ronsep otau pengertian tentang apa vyang di-

artikvan olehk hukum harus dilakukan lebih
dakulu apabila kita akan melakukan penelitian.
Spetandye osenyebutkan ada lima kansep hukum

yaitu sebagai asas-—asas kebenaran dan keadilan
yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
sebagai norma-norma positif di dalam sistem
perundang—-undangan hukum nasional; sebagai apa
vang diputuskan oleh hakim in concreto sebagai
pola—pola perilaku sosial yang terlembagakan,
eksis sebagai variabel sosial vang empirik;
sebagai manifestasi makna-makna simbolik para
pelaku sosial sebagaimana tampak dalam inter-—
aksi antar mereka (Wignyosoebroto, 1992).

Perkembangan berarti perihal berkembang. Ber-
kembang mempunyail pengertian menjadi bertambah
banvak, meluas. Menjadi bertambah sempurna
{¥amus Umum Bahasa Indonesia).
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digunakan bahan pembabasan yang berkaitan dengan

penqaruh peraturan perundang—undangan itu  terbhadap

hukuwm  pengangkatan anak vyang telah ada vwaitu bhukum

adat, Fukum Islam, Stbh. 1917 Neo. 129. Adapun  per-
aturan perundang-undangan yang diteliti pada prinsip-

nys peraturan yang ada setelah tabhun 1979, yaltu

~

setelah keluarnva Surat Edaran Mahkamah Agung No. °
Tatun 1979 tentang fPengangkatan Anak vang dikeluarkan
tepatnya pada tanggal 7 April 1979. Mulai saat itu
diatur upaya pencapaian kesejahteraan anak. Tentunya

peraturan yang ada sebelum itu juga akan diteliti.

Hal ini merupakan konsekuensi sifat penelitian  vyang

=

~

meneliti perkembangan hukum. Contohnya GStb. 1917
Nag. 137, meskipun adanya sebelum tahun 1979 tetap
diteliti karena secara yuridis peraturan tersebut
masih berlaku. FPenelitian terhadap peraturan  vang
demikian ini bermanfaat karena akan mendapatkan data
tentang {tahapan) perkembangan hukum pengangkatan
anak.

Demikian Jjuga putusan pengadilan negeri yang
diteliti adalah putusan pengadilan negeri yang ada
zeteialh keluarnya SEMA No. 271379, tangga; 7 April
1972 tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan
diteliti putusan yang mungkin ada sebelumnya vyang
putusannya merupakan preseden yang dapat diikuti oleh

pengadilan negerl lainnya.
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Kembali ke pembicaraan mengenal peraturan per-—
undang=undangan di bidang pengangkatan anak.,
Feraturan vang ada (bermacam-—macam dalam isi materi
Aukum  dan benitulk hukumnya) menjadi dasar hukum  bagi
pengangkatan anak di Indonesia pada saat ini, Keadaar
peraturan vyang demikianm itu perlu diteliti apakah
peraturan itu memenuhi persyaratan berfungsinya hukum
Mengapa demikian 7 3Sebab peran suatu peraturan per-
undang—undangan cukup besar dalam hubungannya dengan
Felaksanaannvya. Petugas harus mempunyai pedoman

antara lain peraturan tertulis tertentu yvang mencakup

-
i

S -taln} iinghup tugasnya (Soekanto, 1985:31). Dalam

nada vang ekstrim dikatakan bahwa keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan hukum sudah dimulai sejak
peraturan yang hacrus dilaksanakan itu dibuat. Faktar
neraturan perundang—undangan sebagai salah satu

faktor dari Taktor-faktor berfungsinys hukum mem—

P

punvalil beberapa  syarat vang harus dipenuni agar
hukum {(peraturan perundang-undangan) dapat berfungsi
Jengan baik.,

Uraian di atas merupakan penjelasan mengenai sub
Judul penelitian "Fermasalahan Pada Faktor Ferundang-
undangan Tentang Berfungsinya Hukum".

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Ke-—

zejahteraan Anak, adalah pengertian sebagaimana vyang

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO
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terdapat pada Fasal i ayat 1 (a) UU No. /1777,
Menurut  pasal tersebut, kesejahteraan anak adalabh
=uatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat
menjamin  peritumbuhan dan perkembangan dangan wejar,
halk secara rohani, jasmani madvpun sosial. Berpedoman
hepada  Fasal 1 ayat (al 1tu, penganghkatan anak
mendasarkan Lesejahteraan anak mempunyai maksud
melaluli pengangkatan anak, anak vang giangkat tumbuh
dan berkembang rohani, jasméni dan sosial secara
wajar. Timbul pertanyaan, dalam tata kehidupan dan
cemghidupan yang bagimanakah anak angkat dapat tumbub
4zm  berkembang secara wajar? Untuk mendapat Jjawaban
pertanvaan itu perlu bantuan suatu ilmua, disini
Sipilih peikologi perkembangan anak. >) Ilmu itu
Japat menielaskan honsep mengenai bagaimana
L ordisi—kondisi yang perlu dipenuhi agar seorang anak
davat tuwmbuh dan herkembang secara walar, rohami,
ia=nani  dan sosialnya. Dengan penjelasannya  itu-

w2 lanJutnya dapat diketahui pula (sebagai pedoman)

rermdisi~kondisi  yang diperlukan  agar anak angkat

S) pgikologi perkembangan anak membicararkan
kepribadian sessorang terbentuk pada Masa
kanak= karnak dan mempermasalahkan apa vyang
sebenarnya terjadi pada seorang anak (Atmodi-
wirio, 1791). Jedangkan kegiatan Jiwa akan
kelihatan juga dalam kegiatan raga atau
jasmani (Djamali, 1983). dengan demikian aspek
wajiwaan dan jasmani maupun sosial dapat di-
ketabul melalui bantuan psikologi perkembangan
anak .
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dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. FPengertian
inilah vyang dimaksudkan sebagai kesejahteraan anak

pada penelitian int.

lLatar Belakang Masalah

Fengangkatan anak berdasarkan kesejabhteraan anak
merupakan amanat Undang-Undang No. 4 Tabhun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, tujuh belas tahun vyang
lalu.

Usaha hkeseijahteraan anak merupakan usaha luhuar
untuk melindungi anak. Anak merupakan insan yang
ismah vang nasibnya tergantung kepada o©orang-—-orang
laln.

Usaha kesejahteraan a&anak telah secara luas
meniadi  perhatian dunia (Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak AN ak tahun 1959). Pemerintah Indonesia telah
beriomitmen untuk melaksamakan dengan menandatangani
wonvensi tentang Hak-Hak Anak pada tanggal 28 Januari
1570,

Tfengangkatan anak suatu perbuatan yvang menvyventuh

nasib seseorang anak. Nasib anak lalu menjadi hidup

di iingkungan bukan keluarganya sendiri. Mereka
benar-—-benar tergantung nasibnya kepada keluarga
"Darunya'. riereka perlu perlindungan agar nasib

mererka sejahtera seperti kawan—kawan mereka.
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Pengangkatan anak sering dilakukan di Indonesia.
Hukum { peraturan perundang-undangan) Yang mengatur
pengangkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak
sampai saat ini belum ada secara nasional. Fernah ada
Frencana  pasal-pasal vang mengatur pengangkatan anak
terdapat pada rancangan  undang-—undang perkawinan.
Rancangan undang—undang disstujui oleh pembentuk
wndang-undang menjadi Undang-Undang Ne. 1 Tahun 1974
rentang Ferkawinan, rancangan pasal—-pasal mengenal
pengangkatan anak tidak termuat dalam Undang-Undang
Mo . 1 Tahun 1974 tentang Ferkawinan, Padahal,
hreberapa rekomendasi pertemuan ilmiah mendesak agar

segera dibentuk ketentuan hukum vang bersifat

nasional.’} Ranyaknya desakan ini merupakan bukti

DISERTASI

7Ireromendasi tersebut
1. Keputusan Honggres Ikatan Notaris (INI) ke IXx
tahun 1950 menyatakan : "...dirasa sudah tiba
saatnya bagi pemerintabh untuk mempertimbangkan
SEeCara sungguh—sungguh pembuatan undang—undang
yang bersifat nasional mengenatl pengangkatan
anak {adopsi) bagi seluruh golongan penduduk”.

2. Seminar Aspek-iAspek  Hukum  Perlindungan Anak
Dilihat Dari Segi Generasi Muda, tahun 19382,
Menyatakan : " .. .seyogyanya inisiatif untuk

mewwujudkan undang-undang tentang pengangkatan
anak didukunq =epenuhnya oleh sikap positif
masyarahkat,

5. Seminar Fembaharuan Hukum Perdata Nasional tahun
1981 menyatakan @ ... a. Lembaga pengangkatan
anak perlu segera diatur dalam hukum nasionals;
h. Perlu diadakan ketentuan—ketentuan yang dapat
mencegah penyalahgunaan lembaga pengangkatan
anak™.
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bagaimana pentingnya pengangkatan anak ada pengatur-
annya (sSecara nasional).

merdeka

peraturan yang keluar sejak negara kita
di bidang pengangkatan anak bermacam—macam dalam isi

materi Rukumny & maupun bentuk hukumnya, dikeluarkan

dalam waktu yang bertabap. Surat Edaran Menteri

rehakiman Republik Indonesia No.JHA 1/1/2, tertanggal

74 Pebruari 1778, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2
vahun 1879 tertanggal 7 April 19793 Surat Edaran

Mahkamah Agung No. & Tabhun 1983 tertanggal 30Q

September 19833 Surat Edaran Mahkamah Agung No.&
Tahun 1989 tertanggal Z7 September 1989. Keputusan
Memteri Sosial No. 41 Tahun 1934 tertanggal 14 Juni
1984 ; feputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 19935
tertanggal 26 Meil 19935; Peraturan tentang Felaksansan
Usaha Kesejahteraan Anak terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan dengan waktu yang
bertahap—tahap: Feraturan yang tidak mengatur secarsa
langsung pengangkatan anak tetapi dalam salabh satu
pasalnya menyingguna masalab pengangkatan anak ,
misalnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang
Mewarganegaraan  Republik Indonesia, tertanggal 29
Juli 1958, dan peraturan—peraturan lainnya.

Dari semua peraturan perundang-—-undangan yang ada
itu., Surat Edaran Mahkamah Agung No. &6 Tahun 1983

tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.

~ Tahun L1779. mengenai Pengangkatan Anak merupakan

e
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peraturan Yyang utama di bidang Pengangkatan anak.
Peraturan lainnya yang berupa Keputusan Menteri
Sosial No. 4171984 dan Keputusan Menteri Sosial No.
13/1993 merupakan peraturan yang memantapkan SEMA No.
&/ 179383 tersebut. Hal tersebut tampak dari: (1) per-—
timbangan Kep. Men. Sos. No, 41/1984 sebagai berikut:

“bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya SEMA
No.Ss Tabun 19383 tentang Penyempurnaan SEMA No.Z2
Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dipandang
perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial
tentang Fetunjuk Felaksanaan Perizinan Fengang-—
katan Anak”

{2) Fenjelasan Umum Kep. Men. Sos. No. 41/1984 vyang

menvatakan

"L (2) Sambil menunggu dikeluvarkannya Undang-—
Undang Pengangkatan Anak tersebut, maka untuk
menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak telah
ditetapkan berbagai kebijaksanaan antara lain @

= B

(o IR
c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. & Tabun 1733
tentang Fenyempurnaan Surat Edaran Mahkamah
Agung Mo. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan

Anak.
3. Untuk lebih memantapkan kebijaksanaan Pe-
memrintab  dimaksud ce-.. dipandang perlu

menetapkan Fetunjuk Pelaksanaan FPerizinan
Pengangkatan Anak.

PFerkembangan selanjutnya, Kep.Men.Sos NoO. 41/
1984 diganti dengan Kep. Men. Sos No. 13 Tahun 1993
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam
aAag L an pembukaan kKep.Men.50%. No.13/1993 pada "Mem-
perhatikan”, tetap menunjuk kepada SEMA No.5/1983
sepertl pada pertimbangan pada Kep. HMen. Sos.

MNa.d1/1989.
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Uraian di atas ingin menunjukkan bahwa Kep. Men.
Sas. No. 41/1984 jo. ¥ep. Men. Sos No. L3/1993
merupakan peraturan yang tidak dapat dipisahkan
dengan  SEMA No. /1983, Dengan kata lain, SEMA No.
&£/1983 dimantapkan dengan Kep; Mer. Sos. No. 41/1934
io. Kep. Men. Sos. Mao. 1371995,

Pada bagian pembukaan pada "Memperhatikan”
Ledua FHeputusan Menteri Sosial itu, keduanya me—
nunmjukkan kepada Undang-tUndang No. 4 Tahun 1979
tentang Hesejahteraan anak. Pada Kep. Men. Sos No.
4171984 terdapat pada nomor 2, sedang pada Kep. Men.
Sos. No. 1371993 terdapat pada nomor 3. Penunjukkan

kepada Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan

it

anak, mempunyail arti bahwa maksud yang ada pada SEMA
Mo . 5/ 1983 sebagai M. kepentingan anak angkat
+tersebut  yang harus diutamakan di atas hkepentingan—
keperntingan pihak—-pihak eea” sama artinya dengan
wepentingan kesejahteraan anak harus diutamakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pertama,
SEMA No. &/198% merupakan suatu rangkaian dengan Kep.
Men. Sos. No.41/1984 jo. Kep. Men. Sos. No. 13719935,
vedus istilah pada SEMA No. &/71983 vaitu "pengangkat-
NYs anak harus mengutamakan kepentingan anak'", =sama
dengan pengertian runtuk kesejabteraan Anak’.

sgMA  No. &£/198% dikeluarkan karemna belum ada

undang—undang pengangkatan anak (lihat Fenjelasan

Umum Kep. Men. Sces. No. 341/1984). Dengan demikian
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SEMA No .5/ 1983 beserta peraturan lainnya, merupakan

peraturan  yang bersifat sementara saja berkaitan

belum adanya undang—-undang pengangkatan anak. Di

pihak lain amanat pemenuhban rezejahteraan anak sudabh
mendesak untuk diterapran {Fasal 12 UU No. 3/17977
Wep. rres. Np. I&/719700, timbul per tanyaan apakah

paeraturan itu sudah mengatur pemenuhan wondisi vyang

diperlukan bagi kesejahteraan anahk 7

SEMA  No. &/1983 seserta peraturan yang lain

merupakan petunjuk dan arah terhadap perkembangan

lembaga pengangkatan anak. pPeraturan—peraturan itu

rantu berpengarub terhadap hukum pengangkatan anak
varg ada =zpbelumnya seperti hukum pengangkatan anak
menurut hukum adat, tukum Islam dan Stbh. 1917 No.
bab ketentuan yang ada dalam SEMA Nao. &/1983

"

nerlainan dengan betentuan yang ada dalam hukum vyang

129, =1=1
aga sebelumnya. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan
mer aturan perundang-undangan tersebut terhadap hukum
vang adég penting untuk diteliti sebagai bahan kajian
temtang perkembangan hukum di bidang pengangkatan
anak dan sebagal bahan yang berguna pula untuk kajian
tentang pembentukan undang-—undang nasiocnal .

Peraturan perundang-undangan di bidang pengang-—
Latan anak sebagaimana diuraikan di atas, merupakan

peraturan yang bersifat sementara. Meshkipun

H
- s "

sementara, Erna Sofwan Sjukri mengatakan

selama ini telab diterima dan berlaku serta dipatuhi
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olelh masyarakat, sehingga merupakan ketantuan vyang
bersifat memaksa (dwingend), Yang berlaku sebagai
spiegel regel” (Sjukri, 1992 : 5). Jika Erna Sofwan
Siukri menvyatakan seperti di atas, maka bagaimana
jika peraturan perundang-undangan itu dilihat dari
sudut persyaratan berfungsinya hukum khususnya pada
faktor peraturan perundang—undangan. Perliunya hal
tersebut diteliti adalah untuk mengetahui hal-=hal
v&ng dapat menimbulkan kesimpangsiuran terhadap
peraturan perundang-undangan Yyang sebenarnya harus
menjadi patokan.

Prerubahan dalam masalah pengangkatan anak yang
terjadi pada masyarakat, hebanyakan bagi calon orang
tua angkat untuk memperoleh putusan pengadilan
{Scekito, 1983 : 37). Kalau putusan pengadilan dibuat
demgan pertimbangan vyang memperhatikan syarat-syarat
terpenuhinya kondisi pencapalian kesejahteraan anak
tentu  putusan tersebut akan menjamin terpenuhinya
tuiuan itu. ¥enyataannya banyak kasus oleh beberapa
mengadilan negeri  dalam putusannya ternyata tidak
memenuhi tujuan seperti itu. Hal ini dapat dilihat

dari pernyataan Mahkamah Agung sebagai berikut :

w...2. Mahkamah Agung menjumpai banyak kasus
yang telah diputus oleh beberapa pengadilan
megeri terutama di kota—kota besar, dalam

putusan manma ternyata ada kekurangan-—kekurangan
sebagai berikut

2.1, Pemeriksaan di muka sidang dilakukan
terlalu summier hanya merupakan proforma
saja tanpa tampak adanya usaha untuk
mempercoleh gambaran dari motif yang

menjadi latar belakangnya ...
Pertimbangan hukum tidak sempurna hkarena
antara lain

-
e B e A - v s« w

t)
k)
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2.2.2. tidak menonjolkan bahwa kepentingan
i calon anak angkat yang harus
diutamakan (SEMA No. &/1983 nomor
I11.2.)

Fernyataan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip di
atas  menunjukbkan masilh ada putusan pengadilan vyang
tidak mementinghkan hepentingan anak. Agar hakim dalam
memutuskan permohonan pengangkatan anak mengutamakan
nepentingan anak ., SEMA No. &/1983F jo. SEMA No. 2719779
memberikan keténtuan pemeriksaan permochonan pengang-—
matan anak. Hal ini mendorong‘diadakannya penelitian
untuk mengetahui apakah putusan pengadilan negeri
dalam bidang pengangkatan anak telabh memutuskan
sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

{yang cermaksud =gar kepentingan anak diutamakan)

itu.

Perumusan Masalah
Rerdasarkan  uraian pada latar belakang per-—

rasalahan di atas, permasalahan dirumuskan di bawah

1. Npakah peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkatan arak yang ada saat ini vyang menjadi
dawar hukum pengangkatan anak sudah memuat keten—
tuan yang mengatur pemenuhan kondisi kesejahteraan
anak angkat.

2. HBagaimanakah pengarub peraturan perundang—undangan

dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkatan

anak terhadap hukum pengangkatan anak vyang ada.
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. fpakah peraturan perundang—undangan di bidang

penganghkatan anak yang ada saat ini sudah memenubi

persyaratan tentang berfungsinya hukum, Khususnya

pada fahtor peraturan parundang—undangan.
4. Apakah putusan pengadilan negeri dalam bidang
penganghatan snak dalam memutuskan permohonan
anak telah sesual dengan katentuan

pengangkatan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. &5/1983.,

1.4. Tujuan Penelitian

DISERTASI

Dari apa vang telah diuraikan pada bagian
mengenai latar belakang permasalahan penelitian ini
pada hemat peneliti telah banyak mengungkapkan ap&
vang sebesnarnya merupakan tujuan penelitian ini.

Pertama, penelitian ini dilakukan dengan maksud
untuk memneliti sejauh mana peraturan perundang-
wndangan di bidang pengangkatan anak mengatur
pemenuhan resejahteraan anak dan sejauh mana putusan
pengadilan memutuskan demi resejahteraan anak. ita
menyadari bahwa kesejahteraan anak sudah merupakan
tekad bagi tidak saja masyarakat indonesia tetapi
juga masyararat dunia untuk dilaksanakan sehingga
perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
diwujudkan dengan putusan pengadilan negeri.

Kedua, berhubungan dengan apa yang disnbut di
atas dengan menempatkannya di dalam kerangka

remahaman yang demikian itu diharapkan, bahwa kita
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juga dapat mengenali permasalahan*permasalahan yang

ada pada fartor peraturan perundang-undangan ber-

fungsinya hukum pada hukum {peraturan perundang—

undangan) penganghkatan anak. tersebut. Dengan
mengenall permasalahan~permasalahan tersebut kita
dapat memahamni hal—-hal wang dapat memacetkan

realisasi pelaksanaan kesejahteraan anak.

Ketiga, penelitien ini dilakukan dengan maksud
1 LUk memberikan data konkrit Yang menyangkut

putusan  pengadilan di bidang pengangkatan anak yang

memutuskan hal—-hal yang baru yang menimbulkan
pendapat vomtroversial. Melalui penelitian ini
diupayakan dilakukan pembahasan guna penjernihan

persgalannya.

Sk hirnya penelitian ini bertujuan dengan maksud
un tuk memberikan bahan-—bahan sebagai sumbangan
pikiran bagi dilarukannya pengkajian terhadap bidang
ini, sebab bidang pengangkatan anak merupakan suatu
bidang  vang kompleks dapat dilihat dari beberapa

sudut pandang.

1.5, Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat
disebutkan sebagai sumbangan pengetahuan mengenal
pengangkatan anak dan pengaturannya, sehingga masya-
rakat akarm lebih jelas pengetabhuannya mengenai bidang

ini. “epada ‘pemerintah, penelitian ini merupakan

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

19

sumbangan konkrit mengenai perkembangan hukum
pengangkatan anak sehingga dapat dijadikan bahan
pemikiran dalam mengeluarkan ketentuan—ketentuan di
bidang ini. Ragi para ilmuwan diharapkan gapat
membangkitkan minat untuk turut membicarakannya lebih
lanjut dan lebih mendalam. Semakin banyak ilmuwan
mwembicarakannya dengan berbagal sudut pandang akan
menghasilkan bahan—bahan yang berguna bagi penyempur-—
naan peraturan di bidang ini karena seperti yang

telah disinggung di muka bidang ini merupakan suatu

bidang yang kompleks.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengangkatan Anak Pada Umumnya

vata—nata a&dgoption, rostering, godparenthoad
{dalam bahasa asing) pada hahasa Indanesia sering
diteriemahkan dengan satu istilah pengangkatan anak ,
padahal artinya berbeda.

Ada 1ima tugas dan hubungan orang tua dengan
anaknya, yvailtu : (1) mengandung dan melahirkans;
(7Y menyusui o dan mengasub . memeliharanyas (3) men=—
didik baik sSegi moral maupan pengetahuan teknisi
P3) menjadi sumber identitas dalam masyarakat;
JUY penanggung Lehidupan menjelang anak usia Jdewasa.
AFoRtIcn, jika semua tugas orang tua, kecuali vyang
pertama giambil aiih oleh agoptant (orang tua
amghkatl. Fostering Jjika nomor dua, tiga dan lima
diambil alih aolen fosterparent. Sadparenthocod atau
co-narenthcod iebih lomggar iagi. Hubungsan cara imi
Hlasanya hanya berkaitan dengan hal—hal keagamaan
Cae bona, ob iy blobonoaeT

Qahaza Jawa mengenal kata mupd dan ngenger.
Avak pupon {(dijabarkan dari rata pokok pupul, maksud-—
My a anak {tu diangkat {diambil) sajak masih bayil
vang sering diletakkan di atas puptt {pangku)

ibunya {Frawirchamidjojo, 1985 : 109). Fada ngenger,
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terkandung pengertian anak dipelihara, dididik,
dengan harapan kalau anak sudah besar nanti dan sudah
berhasil, anak akan kembali kepada orang tua kandung-
Nya . Adoption dapat disamakan dengan mupu dan
rostering dapat disetarakan dengan ngengér ({Kartono,
et al., t.t. : 1?). Fengertian adeoption tersebut
sesuai dengan pendapat Sudargo Gautama yang menyata-—
Kan bahwa adopsi harus dipandang sebagai kehendak
meniru alam dengan menciptakan suatu hubungan hke-
turunan vyang #unstmatig (riliation artificielle) =
acdeptio naturam imitatur. "... Jika tidak, kita tidak
dapat bicara tentang adopsi" (Gautama, 1981 : 90).
Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. GSoetojo
Frawironhamidiojo {(Frawirohamidjojo, 1786 : 104),

Qastian Tafal (Tatal, 17982 : 47).

FPengertian Anak

Fengertian anak dalam bidanmg hukum perdata erat
huttunganmya dengan pengertian mengenai kedewasaan.
Menaenal batas umur digolongkan sebagai anak terdapat
poer bedaan hetentuannya (Soemitro, 1990:17).

Menurul Fasal 37 Undang-Undang ﬁo. 1 Tahun 1974
tentang Ferkawinan,., anak yang belum mencapai umur 18
tahun atauw belum pernah melangsungkan perkawinan ada
di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

dicabut dari kekuasaannvya. Menurut Pasal JIFI0  Kitab
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Undang—-Undang Hukum Ferdata, yang dinamakan belum

dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun  dap

belum  Kawin. Apabila kawin sebeluwn berumur 21 tahun

dan perkawinan putus sebelum mencapal wnur 21 tahun,
tetap diangaap sudah dewasa.

meEreka

Metentuan dalam hukuwn adat terdapat berbagai
Uxuran. Pada dasarnya terdapat satu  ukuran  yaltu

telah sanggup hidup sendiri mencari naftkah penghidup-—

an terlepas dari orang tua, sudah matang untuk dapat

hidup bersama dengan anggota jenis kelamin lain dan

telah ikut dalam pembicaraan—pembicaraan adat vyang

menyanghkut kekeluargasan dan permusyawaratan dalam

lingkungan kepentingan masyarakat di mana anak itu

thidup (Harahap, 1275 ¢ 2Q1). Menurut hukum Islam,

orarng yang sudah dewasa adalah orang yang sudah akil
haliq, vyang berarti (1) telah dapat membedakan vang
tenar  dan  yang salah, {(2) telah mencapai umur 135
tahun  dan  telah matang untuk dapat hidup bersama

A

dengan anggota jenis kelamin lain (Harahap, 1275 :

208 . Dengan demikian anar yang belum memenubi

Letentuan di atas dinamakan anak yang belum dewasa.
Menurut Undang-Undang No.4 Tahbun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, yvang disebut anak adalah se-—

seorang Yang belum mencapai umnur 21 tahun dan  belum

vawin (Pasal 2).
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Dilihat dari sudut kesejahteraan anak, anak
tidak dipandang sebagai manusia yang masih
kecil tetapi sebagai manusia yang mempunyai irama
hidup dengan hukum=—hbukum perkembangan biologis dan
mental mereka sendiri. Anak yang sedang tumbuh,
mempurnyai tingkah laku yvang berbeda dengan orang
dewasa. Dalam pikiran mereka, dunia itu indektik
dengann  pribadipya. Mereka belum dapat membedakan
fantasi dan kenyataan, hanya setelah pericde dewasa

mereka dapat membedakannya (Friedllander, 1983 : 3&7-

J&8) .

Sifat Dualisme Sistem Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische

n

taatsregeling timbul dualisme dalam hukum perdata
Indonesia, karena berlaku dua macam hukum perdata,
yaltu  hukum perdata  Eropa yvyang tercantum dalam
Burcerlijh Wetboek dan Wethoek van Koophandel (yang
diterjemahkan masing-masing menjadi Kitab Undang-
Undang Hukum Ferdata dan Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang) berlaku  untuk penduduk golongan Eropa dan
Timur Asing, sedang untuk golongan Bumiputera
(Indonesia Asli) berlaku hukum adat (Mustafa, 1985 :
33). Menurut Soedikno Mertokusuma sekarang tidak lagi
dikenal pembagian penggolongan peﬁduduk menjadi
golongan Eropa; Timur Asing Cina dan bukan Cina serta

golongan Indonesia Asli. Undang—-Undang No. &2 Tahun
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1758 tentang Kewarganegaraan hanya mengenal satu

jenis kewarganegaraan, yaitu warga negara Republik

Indonesia tanpa ada pembagian-pembagian golongan

(Mertokusumo, 1992 @ 10Q).
Fersentuhan antara hukum adat dan hukum Islam
terdapat beberapa teori, valitu teori Receptio in

Campliexu, teori Seseptie, teori Receptic A Contrariog.

Menurut teori Seceptioc in Complesu, orang Islam
Indonesia telah menerima bukum Islam secara keseluruh—

an  dalam satu kesatuan yvang utuh, oleh karena itu

hukum mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi

vakni hukum Islam bagi pemeluk agama Islam. Teori

receptia  Iin caomplexu inl dijadikan landasan pedoman

sistem tata hukum sampail abad ke 17 (Harahap, 1993 :

5T .

Tecri Seceptie mengatakan antara bhukum Islam dan

hukum adat adalabh dua unsur yang saling bertentangan,
bahtan saling antagonistik. Hukum yang mengatur tata
tertib masyarakat bukan hukum Islam tapi yang berlaku
adalabh hukum adat. Memang ke dalam hukum adat telah
ada pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru
MEHRUNY Al rekuatan sebagai norma bukum  apabila di-
toerima dan sesual Jdengan hukum adat (Harahap, 1993
503, Bertitik tolak dari teori receptie ini yang

manentukan apakabh hukum Isiam berlaku bagli masvarakat

ditentukan oleh hukum adat (Harahap. 1992 : 680 dan

Thalib, 1§82 : I3).
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Menurut teori Receptia a contrario, pada inti
pokoknya mengatakan bahwa telah berkembahg suatu
garis hukum éampir di seluruh kepulauwan Indonesia.
Garis hukum itu adalah hukum adat hanya dapat berlaku
dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat
iira hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum

[slam. (Harahap, 1993 : 463). Teori ini kebalikan dari

teori receptie.

2.4, Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum di

Indonesia

2.4.1. Menurut Hukum Adat
Di berbagai daerah hukum adat di Indonesia,
mengenal pengangkatan anak tidak terdapat
keseragaman karena hal itu ada kaitannya vang
langsung dengan hukum keluarga. Di daerah—

daerah vyang hubungan keluarganya mengikuti

garis hkebapakan (patrilineal) antara lain
Tapanultl, Nias, Gavo, Lampung, Maluku,
Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya

pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki
dengan ftujuan utama penerus keturunan. Di
daerah—daerah vang mengikuti garis ke—ibuan
(Matrilineal) terutama di Minangkabau pada
prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengang-

katan anak. Di daerah-daerah vang mengikuti
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ke—ibu—bavakan {parental) antara lain
Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak {laki-
laki atau wanita) pada umumny a berdasarkan
alasan—alasan: untuk memperkuat pertalian
rekeluargaan dengan orang tua anak yang di-
angkat: untuk menolong anak vyang diangkat atau
dasar belas kasihani atas kepercayaan 4&agar
dengan menganghkat anak kedua orang tua anghkat
akan dikaruniai anak sendirii untuk membantu
pekerjaan orang tua angkat {Budiarto, 1983
Fengangkatan anak mempunyai tingkatan—
tingkatan rertentu. Di Bali pengangkatan anak
mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan
antara anak dengan Orang tua kandungnya. Dalam
pawarisan anak mewarisi dari orang tua angkat
seperti halnya anak kandung (Prawirohamidjoio,
1934 . 1029). Di daerah Toraja dan kebanyakan
di Fulau Jawa pengangkatan anak menjadikan sSi
anak mempunyah kedudukan seperti anak kandung.
Di dasrah lain pengangkatan anak tidak
menyebabhkan hAubungan kekeluargaan dengan orang
tua kandung Sama sekali putus. {Budiarto,
1935 : 2%) . Becara umum dapat dikemukakan

pengangkatan anak dalam hukum adat dilakukan

secara terang atau tunai vyaitu dilaksanakan

dengan upacara—upacara (rites de passage )
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tertentu {Prawirohamidjojo, 19846 : 1909) .
FPengangkatan anak berdasarkan adat pada umum—
nya tidak ditujukan pertama—-tama dan terutama
pada kepentingan kesejabteraan anak baik

rohani, jasmani maupun sosial (Budiarto, 1983

Menurut hukum Islam, tidak dikenal lembags
pengangkatan anak. (FPrawirohamidjojo, 1986 :
11Q)Y. Pengertian pengangkatan amnak menurut
hukum Islam ditujukan kepada suatu pengertian
sebagai pengasuban anak dengan tujuan agar
anak tidak s=sampal terlantar atau menderita
dalam pertumbuhan dan perkembangannvya (Basyir,
1982 + 27).

Menuwrut Stb. 1917 No. 129, suatu ketentuan
vang berlaku bagi golongan Cina, vyang dapat
mengangkat anak adalah laki-laki bheristeri
atau pernah beristeri dan tidak mempunvai
returunan anak laki—laki dalam garis laki-
laki. Hanya anak laki-laki yang belum Kawin
dan yang belum diambil sebagai amak angkat
oleh oring lain dapat dianékat anak. Anak
angkat tersebut selanjufnya menggunakan nama
keluarga orang tua angkatnya dan mempunvyai

kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung.
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Kenyataan Penganghkatan a&ak

Di Fkota—-kota besar terjadi pengangkatan anak
haik yang Jelas orang tua kandungnya madpun  yang
tidak, dilakukan dengan perantaraan yayasan spsial.
valau dulu bayi atau anak tersebut, bahkan sedapat
mungkin diambil dari valangan keluarga sepdiri, kini
mak in banvak orang mengangkat sebagai anak bayi atau
anak yang ditinggalkan di rumah-rumah sakit oleh
arang tua atau ibu kandung ataupun yang diserahkan
kepada yayasan perawatan bayi-bavyi terlantar,
(Saekito, 1983 : 38).

renyataan {terutama di kota—kota besar) banyak
pengangkatan anak dilakukan terhadap bayi atau anak-
ETRIEY teriantar yang ditinggalkan oleh orang tuanya
menun jukkan bahwa iembaga pengangkatan anak makin
rengarah ke lembaga adopsi vang dikenal di negara-
neqara Barat. Hal inl disebabkan oleh karena pengurus
vavasan sosial dalam usaha melindungi kepentingan
Af1Aak v ang alan diserahkan kepada calaon crang tua
angihat memperjdunakan metode Rarat. Itu dapat di-
mengerti karena  pada  unumnya  bukum adat melihat
secgangkatan anak hanya dari sudut kepentingan orang
tua angkat saja dan kurang atauw bahkan tidak melihat
Hari esudut kepentingan calon anak angkat (Soekito,
1593% : 39). Kebanvakan yayasan tempat penampungan dan
pemeliharaan bayi mensyaratkan bagi para calon o©orang

tua  angkat untuk memperoleh Fenetapan Fengadilan
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{Spekito, 1993 : 3IF). Walaupun pengangkatan anak
sebenaranya menurut  hukum adat tidak memer lukan

penegtapan pengadilan, tetapi kita tidak boleh
merpmehkan fakta bahwa terutama di kota—-kota Dbesar
ehidupan dewasa ini sudah banyak dipengaruhi olebh

pengertian modern (Soekito, 1983 : 4l1).

Akibat Hukum Dalam Praktek Pengadilan

Pongadilan di dalam  praktek telah merintis
nengenai akibat  hukum di dalam pengangkatan anak
antara anak dengan orang tua sebagai berikut

{Budiarto, 1985 : 29).

&) Hubungan darah @ dipandang sulit untuk memutuskan
hubungan anak dengan orang tua kandung. b) Hu-
bungan waris : dalam hal waris, secara tegas anak
sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari
arang tua kandung. Anak yang diangkat akan men—
dapat warisan dari orang tua angkat. c) Hubungan
perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus
hubungannya anak dengan orang tua kandung dan
beralih kepada orang tua angkat. Beralibnya 1ini
baru dimulal sewaktu putusan  diucapkan oleh
pengadilan. d) hubungan marga, gelar, kedudukan
adat : dalam hal imi anak tidak akan mendapat
marga, gelar dari corang tua kandung, melainkan

dari orang tua angkat,.
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2.7. Keputusan Presiden No. 3& Tahun 1990 tentang
Pengesahkan konvensi tentang Hak—Hak Anak

Pengertian terhadap nasib, kesejahteraan anak
certa perlindungan anak di dunia membentang untuk
lebih dari setengah abad lamanya. Tepatnya sekitar 73
tahun. Fada tabun 1924 dikeluarkan Deklarasi Jenewsa
tentang Hak=Hak Amak . Kemudian pada tanggal 20
Nopember 1939, Sidang Umum PBR menerima Deklarasi
Hak—iHak Anak. Hak—hak 1itu juga diakui dalam The
Universal Ceciaration of Human Rights dalam The
International Covenant on Economic Sacial and
Cuitural fRights. Tanggal 29 Nopember 1989 Per—
serikatan Bangsa—Bangsa mene tapkan ronvensi tentang
Harn—Hak Anak (Canventian an the Rights of Child)} vang
mengakul pentingnya arti kerjasama internasional
untuk meningkatkan taraf kehidupan anak-—anak di
setiap negara. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
mengesahkan vonvensi tersebut yang telah ditanda-
tangani oleh Pemerintah Repdblik Indonesia di New
vork tangaal Z& Januari 1990 (Departemen Sosial RI,
1983 @ 148 — 201).

Menurut pendapat peneliti, pernyataan member—
lakukan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak di Indonesia
melalui suatu Keputusan Presiden tidak tepat. Tepat—
nva  memberlakukan Monvensi tersebut  di Indonesia
dengan bentuk hukum undang-undang, sebab pasal 11 UUD
1945 menyatakan Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara tain.
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2.3. Anak Angkat Merupakan Anak Yang Rawan
Anak angkat adalah anak yang bukarn saja termasuk

golongan anak yang rawan (vulnerable) Jjuga mereka

menghadapi hal-hal yang lebih sensitif dibandingkan

dengan anak pada uwmuonya. Satu keluarga yang
mempunyali anak angkat mempunyai sejumlah sumber
perselisihan potensiil {(Hurlock, 1990 : 213). Jika
hal itu terjadi maka akan memimbulkan apa yang oleh
Gelles disebut chiid abuse {Gelles, 1976 : 386-387).
Anak angkat sebagaimana anak pada umupnysa memsutuhkan
rebutuhan yang bersifat psikologik bagi perkemb%ngan
dirinya sebagai manusia (Kahan, 1977 : 400). Mereka
perlu perilindungan {(Singer, 1988: 5 ; bandingkan pula

Reid, 1992: 4 dan Ranuhy 1992: &). Melalui hukum,

perlindungan yang diharapkan itu  akan terwujud
varena hukum mempunyal Remampuan untuk memaksanya

L=,

kalau perlu demngan ancaman atan penerapan sanksi.
{Rahardjo, 1993 : 370

2.9. Tanggapan Terhadap Suatu Putusan Pengadilan di Bidang
Fangangkatan Anak

mutusan Fengadilan Negerl Randung Mo . JI2/L970

Comp. , tanggal 25 Pebruari 1979 menetapkan segrang
PO & twanita tidak menikah) mengangkat anak. Fer-—-
timbangan hukuwm keputusan tersebut antara lain:

" . .hahwa menurut hemat kami harus dipertimbang-
van lebih dari segalanya adalah kepentingan

daripada anak ..."-

Fada bagian lain pertimbangan hukum menyebut-—
kan:
" . _berkedudukan  vang baik dan berpenghasilan
baik ...".
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Meskipun Fengadilan Megeri Bandung tersebut di
dalam pertimbangan hukumnysa memperhatikan kepenting-—
arn  anak, tetapi képentingan anak yang diperhatikan
itu adalah kepentingan yang bersifat materiil sajia,
yvailu mendacarkan {(memandang) dari "wedudukan dan
penghbasilan yang baik" J(calon) arang tua angkat.
S1ti Soemarti Har tono memberi tanggapan terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Randung sSebagai berikut
{Hartono, 19688 @ Ha) e

"L, Apakah  benar vepentingan anak yang di-—
utamaran kalau sebelum adopsi ia mempunyail
orang tua lengkap, sedangkan Jjustru dengan
adanya adopsi ia memjadi tidak mempunyai orang
tua. Sebab dengan diadopsinya anak itu hubungan
perdata dengan orang tua aslinya putus dan anak
itu  oleh hukum dianggap dilabirkan dalam per—
Lawinan e@rang tua angkatnya. Derngan adanya
kenyataan bahwa dalam kasus ini si  orang tua
tidak meningkah atau belum menikah, maka dengan
penetapannya ini Pengadilan Negeri Bandung
tidak sadar telah menyulap Ny. Suwrlinne Tanu-—
tarmadjia menjadi leghorn vang dapat bertelur
tanpa ayam jantan. Padahal, seorang anak itu di
samping materiil butub csekali kasih sayang
ayvah—ibu &gar supays pertumbuhan jiwa raganysa
wajar”.

Selanjutnya ia mengatakan pula dalam kasus ini
hakim tidak melakukan Rechisverming tetapi justru

nelakukan Sechtsmisvorming {Hartono, 1988 : b65-67).

2.10. Perkembangan Hukum
Dikatakan antara hukum dengan lingkungannya
rerdapat hubungan yang erat, vaitu hubungan inter-—
aksi atau saling tukar—-menukar. Hal ini berarti
bahwa di samping hukum merupakan suatu institusi
normatif yang memberikarn pengaruhnya terhadap

lingkungannya, ia juga menerima pengarubnya serta
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dampak dari lingkungannya tersebut (Rahardjo, 1982
200). Masyarakat itu senantiasa berubah tidak ada
yang statis (Rahardjo, 1982 : 201)., Perubahan-—-
perubahan yang terjadi dalam masyarakat Bapat
dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain :
{Scekanto, 1975 : 137): (1} perubaban-perubahan yang
terjadi =ecara lambat dan perubahan-perubahan yang
teriadi secara cepat, {2) perubahan—-perubahan
masyarakat yang pengarubnya kecil dan vyang besar
pengaruhnya, (3) perubahan—-perubahan masyarakat
yang dikehendaki atau direncanakan dan pgrubahan—
perubahan vyang tidak dikehendaki atau tidak di-
rencanakan. Terjadinya perubahan masyarakat dapat
hersumber xepada masyarakat itu  sendiri, misalnva
bertambah atau kurangnya penduduk, penemuan barug
vang bersumber di luar masyarakat sendiri misalnya
peperangan, kebudayaan lain dan sebagainvya. Sedang
vang mempengaruhi perubahan masyarakat adalah kontak
dengan kebudayaan lain, pendidikan maju, pernduduk
vamg heterogen ketidakpuasan terhadap bidang ke—

hidupan tertentu {(Soekanto, 1975 @ 139).

Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat

Mambicarakan masalah berfungsinya bukum dalam
masyarakat biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan
aparkabh hukum tersebut benar—benar berlaku atau tidak
{Soekanto, 198; : 29). Hal berlakunya hukum biasanya
ada anqgapan sebagai berikut : (Soekanto, 1983: 29):

1 hukum berlaru secara yuridis apabila penentu-
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annya didasarkan pada hukum yang lebih tinggi
tingkatnya atau apabila terbentuk menurut cara yang
telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan
keharusan antara suatu kondisi dan aribatnvaj;
{7) hukum berlaku secara sosiologis apabila hukum
tersebut dapat dipaksakan herlakunya oleh penguasa
walaupun masyarakat mungkin tidak menerimanya (teori
kekuasaan), atau hukum tadi berlaku karena diterima
dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuany i
{3 hukum tersebul berlaku secara filosofis artinya
sesual dengan cita—-cita hukum sebagai nilai positif

varng tinggi.

Dengan demikian pembicaraan menqgenai berfungsi-
my & hukum mer;pakan pembicaraan yang amat luas oleh
rarenanya biasanya seseorang hanva melihat dari satu
sudut saja (Soekanto, 1976 : J0). Hukum (atau
peraturan perundang—undangan} agar benar—benar
berfungsi senantiasa dapat dikembalikan pada empat
faktor vaitu {Soekanto, 1983 : 30) 3 (1) peraturan
nerundang—undangan itu  sendiriz (3) petugas yang
nensgakkan  atauw  meneraphkani (3) fasilitas yang
mendukung pelaksanaan hukumi (4) warga masyarakat
yang terhkena peraturan hukum.

Masalah umumnya yang terdapat pada faktor
neraturan perundang-undangan antara lain (Soekantao,
1985 ¢ T0) @ {1) apakah peraturan yang ada mengenai
bvidang kehidupan tertentu cukup sistematis,
{Z) apakah peraturan yang ada mengenai bidang ke-—

hidupan tertentu cukup sinkron, artinya (a}) apakah
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secara hirarkis tidak ada pertentangan, {b) apakah
cecara horisontal tidak ada pertentangan, {3) apakah
escara kuantitatif dan kualitatif peraturan vang
mengatur bidang wehidupan tertentu sudah cukup,

{3) aparabh pénerbitan peraturan tertentu itu sesuat

dengan persyaratan yuridis yang ada.

Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Hukum (di sini sebagail peraturan perundang-—
undangan) vyang dapat dilihat sebagai suatu aktivitas
yang bersifat formal yuridis. Dalam pandangan ini
maka ia dilihat sebagali suatu aktivitas untuk
merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telab
ditentukan, apa yang menjadi vehendak masyarakat.
Dengan demikian maka ukuran—-ukuran Yyang dipakai
untuk menilai pekerjaan lembaga peraturan perundang—
undangan ini adalah persifat normatip, yaitu apakah
ia bersesuaian dengan norma—normna hukum yang meng-—
atur tentang peranan dan vegiatannya (Rahardjo, 17380
: 117 .

Namun  demirian, hukum (peraturan perundang-
undangan) dapat pula sebagai sarana yang diperguna-—
wan orang uwntuk mencoba menimbulkan suatu keadaan
tertentu dalam masyarakat atau untuk mengendalikan
weadaan. Hukum digunakan untuk menimbulkan suatu
perubahan sosial yang nyata. Pengarahan atau proses

sosial ini disebut social engineering (Rahardjo,

1980 : 118).
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Di dalam proses social englneering sSasaran Yang
ingin dicapai yaitu tingkah laku atau mencapai
keadaan yang dikehendaki, ditentukan dengan jelas
(Rahardio, 19380 : 118). Peraturan—-peraturan yang
dilepas ke dalam masvarakat bukan merupakan satu-—-
satunya sSarana yang mengatur tingkah laku anggota
masyarahat. Di luar hukum  para  warga masyarakat
masih dibatawi timgkabh lakunya oleh berbagai macam
unsur kekuatan yang melingkunginya dan  yang tidak
rurang pentingnya adalah bekerjanya faktor—faktor
personal atas diri mereka. Interaksi hkesemua hal
tersebut satu sama lain akan menentukan seberapa
jauh para anggota masyarakat akan dapat memenuhi
tuntutan dari aturan hukum. Berdasarkan keadaan yang
rumit dan tidak mudah untuk ditentukan secara eksak
ini, maka dapat dimengerti mengapa proses sgcial
enginmeering itu dilihat sebagai suatu proses yang
berlanjut (FRahardjo, 1980 : 11i8).

Menurut Soetandyo Wignyosubroto, ada tiga
kelompok ahli hukuin yang berpendapat bagaimana hukum
difungsikan sebagai sarana untuk mereskayasa masyara—
vat Indonesia. Kelompok yang pertama adalah Mochtar
Kusumaatmadia, vang menyatakan ide law as a tool ar
social engineering ditujukan secara selektif untuk
memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonami
nasional saja. Hukum tak hendak menjamah ranah
kehidupan budaya dan spiritual rakyat {Wignyosoebro-
to, 1994: ZIT-234). Kelompok yang kedua berpendapat

bahwa dalam mengembangkan hukum nasional Indonesia
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dari modal dasar hukum koloniai yang telah dikaji
ulang berdasarkan grundnarm FPancasila adalah upavya
yang harus dipandang paling logis {Wignyoscebroto,
1994; 23I8). Pihak yang ketiga berpendapat bahwa
dalam memperjuangkan terwujudnya hukum nasional
dengan cara mengangkat hukum rakyat vaitu hukum adat
menjadi hukum nasional {Wignyosoebroto, 1994: 240).
Prinsip Pertumbuban dan Perkambangan'ﬁnak

Pola perkembangan anak mengikuti pola vyang
pasti, sebagaimana dikatakan Hurlock: "Setiap
species apakah hewan atsau manusia mengikuti pola
perkembangan yang khas species tersebut” {(Hurlock,
1991 : J0). Selanjutnya Hurlock mengatakan, bahwa
tidak saja pola perkembangan dapat diramalkan tetapi
ia juga mempunyai karakteristik tertentu yang sama
dan dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk pola
perkembangan mental maupun fisik (Hurlock, 1991:
S G Karena perkembangan anak dapat diramalkan
sebelumnya mendasarkan kRepada pola perkembangan anak
maka pola ini dapat digunakan untuk memilih a&anak
angkat (MHurleock, 1991: 33}.

ehidupan seseocrang manusia dimulai pada saat
pembuahan, vaitu ketika sel reproduksi wanita vyang
disebut ovum (jamak: ova) dibuahi oleh sel repro—
duksi pria disebut spermatozoon (jamak: spermataozs)
{Crow and Crow, 1984: 23; Hurlock, 1991i: 33F). Wak tu
pemnbuahban itu merupakan suatu saat terpenting

dalam kehidupan manusia. Pada saat itu perkembangan

seseorang di masa mendatang telab ditentukan.
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Farakteristik  bawaan spperti  warna wulit, warna

mata, penentuan jenis perempuan atau laki—-laki,

apakah anak itu merupakan anak tunggal atau anak

berikutnya dalam suatu keluarga termasuk intelegensi
sezorang telahb ditentukan ketika pembuahan terjadi
(Filhunas, 19589 @ 543 Ehatia and Safaya, 1780: 172).

Gotirlah anak gilahirkan, wehidupan anak dipengaruhi

slenh lingkungannya {(Gunarso, 1990: 42-33; Pilkunas,
1779 a4-603 Atmodiwirjo, 1791: 5-6). Hubungan
antara weturunan dan linghkungan merupakan hubungan
interaksi yaitu saling pengaruh mempengaruhi. Faktor
veturunan saja tidak menentukan sesuatu tingkah laku
spceorang melainkan masih tergantung pada lingkungan
rempat ia berada. sehaliknva lingkungan saja tidak

dapat distrukturran sedemikian rupa sehingga di-

haraphkan berkembang melebihi kerangka geneotip vyang

sbenar—-benarnya dimiliki (BGunarsa, 1990 : 47 — 48).

= .14. Perkembangan Rohani, Jasmani, Sosial

Untuk rRonsistensi pemakaian istilah, istilah
rodvani pads penelitian ini adalah sama dengan
pengertian pada ietilah mental pada beberapa litera-—
b . Ediasri ABtmodiwirjic, dalam tulisannvya FPer—
Lembangan ANaki suatu timjauan dari sudut Psikologl
Serbembangan ., snenyebut perkembangan anak ke dalam
bebarapa aspek, valtu fisik-motorik, mental, emosi
dan =osial (Atmodiwirjo, 1991 : 3}, Lester D. Crow
dan Alice Crow, dalam tulisannya Human Development

ans Learning menyebut: ", .. Fundamental to a per—
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con' s adjusment to the world in which the lives and

behaves are his phbysical constitution, his mental

abilities and his emotional status {Crow and Crow,
1964 3 S9). Bhatia dan Safaya dalam tulisannya
Ehucatianal ;nd Guidence menyebut perkembangan anak
e dalam physical srawth 'and Motor Development
diuraikan pada Rab 5 (Bhatia and Safaya, 1980 : 38) .
mental Jevelopment diuraikan pada Bab & (Bhatia and
Safaya, 1980: 486) , Emoticnal development dan Social
dJevelopment diuraikan pada Bab g (Bhatia and Sataya,
1980: bH1). Pengertian rohani pada tulisan ini adalah
cama dengan pengertian mental dari berbagai penulis
wang telabh dissgbut di atas.

Pertunbuhan rohani dapat didefinisikan sebagail
seningkatan wemampuan sgcara bertahap terhadap
rondisi limgkungannya dan Jjika perlu mengontrol

lingrungan. Ini berbeda dengan tanggapan Yang ber—

zifat reflekr (Crow and Crow, 10&4 3 33). Pertumbuhan

rohani mengikuti pala pengembangan tase—fase
pertumbuhan dan pengembangan manusia (Crow and
Crow, 1964 : 3A3). Faktor—faktor vyang mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan rohani seseorang adalah
Leturunan dan lingkungan {Crow and Crow, 1964 : 43).
rertumbuhan  dan perkembangan fisik, dapat ‘dibagi
manjadi empat periode utamag dua periode ditandai
dengan pertumbuhan cepat dua periocde lainnya oleb
pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan

enam bulan =setelab lahir, pertumbuhan tumbuh sangat
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cepat. Fada &khir tarbun pertama keghidupan pasca
lahiyr pertumbuhan memperlihatkan tempo yang sedikit
tambat dan kKemudian menjadi stabil sampal anak
memasuki tahap remaja atauw tahap kematangan kehidup-—
an zeksualnya (Hurlock, 1990 3 114). Besar hkecilnva
ukuran rubuh =esearang dipengarubi oleh keturunan
dan lingkungan (Hurlock, 1991 : 114). Ferkembangan
csosial berarti kemampuan berperilaku  yang sesuai
dengan tuntutan sosial. Pada semua tingkatan umur,
arang dipengaruhi oleh kelompok sosial dengan siapa
nereka mempunyai hubungan tetap. Pengaruh tersebut
paling kuat pada masa kanak-kanak dam sebagian masa
remaja awal, yvaitu saat terjadinya kelenturan psiko-
logis yang terbesar {Hurlock, 1991i: 252). Fengalaman
scsial awal dapat berupa (a) hubungan dengan anggota
reluvarga; (b)) orang di luar lingkungan rumah.
{Murlock, 1991 : 256-257). Pola perkembangan sosial,
dimulai waktu lahir, bayi pada bulan-bulan pertama
atau kedus bereaksi terhadap rangsangan di lingkung-
an  mereka, ridak membaedakan dengan Jjelas antara
cuara manusia dan suara lainnya. Baru bulan ke tiga
Gayi dapat membedakan antara manusia dan benda di
lingkungannya. Pendengaran mereka cukup berkembang.
Sast irmi sudah mulai siap untuk belajar bermasyara-
kat. Memudian diikuti dengan perkembangan sosial
nada masa kanak—kanak awal. Umuyr 2Z-6 tahun anak

belajar melakukan hubungan sosial dengan orang luar

iingkungan rumab terutama dengan anak—anak vyang
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umurnya sebaya- Selanjutnya diikuti dengan per—

kembangan sosial pada masa kanakr—kanak akhir.
Cetelah anak memasuki sekolah dan melakukan hubungan
lebih banyak dengan anak la;n dibandingkan dengan
hetika masa prasekolah, minat pada keluarga
herkurang. Fermainan yang bersifat individual meng-—
gantikan permainan kelompok. Dengan Perubahnya minat
naLN, reinginan  untuk bergaul dengan dan untuk
diterima oleh anak-anak di luar rumah bertambah.
{Hurlock, 199% @ 264). Fada waktu mulai sekolah anak
Ak i “usia gang’” yaitu usia yang pada saat itu
v seadaran cosial berkembang pesat. Memjadi pribadi
sang sosial merupakan zalah satu tugas perkembangan
wang utama dalam sericde ini (Hurlock, 1991 : 264) .
Digkriminasi so=1al berarti kecenderungan untuk
melaruran pembedaan di antara orang-orang dan tanda
stau isyarat tertentu yvang disertai dengan ke—
cendsrungan  untuk memper lakukan mereka dengan Cc&ra
werbeda dari orang iain, tampak secara dini gpada
nasa kanak—kanak tetapi belum berkembang sepenubnya
zampal  anak meniadi anggota sebuah gang (Hurlock,
(571 @ 269). Anak yang memperlakukan diskriminisasi
terbhadap orang lain memperlakukan grang lain sebagai
orang yang lebih rendah karena mereka berbeda bukan
Larena mereka betul-betul rendah (Hurlock, 1991
26FY., Di belakang diskriminasi adalabh prasangka,

valitu kecenderungan untuk menggolongkan semua hal
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vang menjadi. milik kelompok lain sebagai rendah,
apakah itu kelompok sosial, keagamaan, ras atau
jenis kelamin dan memperlakukan mereka sesual dengan
elebihrendahan itu, hal ini didasarkan pada se-
rangkalan sikap yang menyebabkan, menunjang ‘atau
membela diskrimimasi (Hurlock, 1991 : 270), Anak
vang menjadi kKorban prasangka akibatnya menganggap
bahwa iingkungan sosial memusuhi mereka dan tidak
seorangpun menyukai meregka. Sebagian anak menarik
diri dari kelompok atau mereka mungkin menjadi
agresif serta menunjukkan reaksi yang berlebihan.
Semakin anak sadar terhadap prasangka yang ditujukan
merehka, anak semakin rusak SECAra psikologis
(Huricgk, 191 @ 277,

Perkembangan sosial pada tahun pertama, arah
sosial pada btulan-bulan pertama belum dipengaruhi
sleh proses belajar; baru bulan ketiga anak me-—
nunjukkan pengenalan terhadap corang-orang tertentu
dan membedakan tanda—-%tanda vyvang diberikan oleh orang
tarsebut : usia satu sampal dengan empat tahun,
tingkah laku lekat sesudah umur satu tahun, tingkah
Laku lekat pada bagian kedua tahun pertama vyang
tertuju  pada satu orang seqgera akan tertuju  Jjuga
pada orang—orang lain di sekitarnya. #Anak pra-
sekolah dan anak sekolah; anak—-anak melepaskan diri
dari keluarga, ia makin mendekatkan dirl pada orang-

arang tain di samping anggota keluarga. Meluasnya
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1ingkungan cosial bagi anak menyebabkan anak men—
jumpal pengaruh—pengaruh vang yang ada di luar

pengawasan orang tua (Monk, et al., 1992 : &) —180).

Problem Anak Angkat

Di bawah asuhan prang tua angkat yang baik dan
bertanggung jawab, anak angkat dapat berkembang
sepertil halnya anak randung vang diasuh secara baihk
oleh orang tuanya cendiri (Mohamad , =2t al.., t.t;
181Y). Problem—problem yang biasanya terjadi pada anak
angkat (Mohamad ., et al., E.t. ¢ 18) : (1} anak
menjadi hiperaktif kurang Lonsentrasi, mudah
frustrasi dan juga impulsif; (2) negativisme, menen—
tang setiap pengajiaran atau latihan tergaul dengan
cphitarnya, serta tidak disipling (3) problem dalam
b emampuan belajar; (&) sifat agresif, anti sosial
4an perilaku ¥ang timbul akibat sdanya wonflik
Leiiwaans.

Cacangan suamil isteri ya&ang tidak mempunyai anak
adakalanya nemendam perasaan Kecewa yang dalam. Hal
ini dapat mengurangl kepercayaan pada diri sendiril,
saling nencari hkesalaban di antara mereka atau
menimbulkan rasa rendah diri. Untuk menjadi orang
tua angkat tidak ada tempat pbelajar atau meniru
seperti halnya seorang calon seorang ibu yang me~

tahirkan bayinvya sendiri. Mereka hisa mencontoh apa
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vang dikerjakan coleh orang tuanya, kakak—kakaknya.

Sikap yang didasarkan perasaan serba "lain daripada
vang lain” itu dapat membuatnya kaku ketika mendapat
Le-sempatan untuk menganghkat anak. la terlalu me-

manjakan anak, terlalu overprotective yang Justru

menghambat perkembangan emosi anak itu sendiri
(Mohamad, et al., t.t. : Z3).

Jika masalah pengangkatan anak diamati menurut
yvang sebenarnya secara dimensional, akan

proporsi
diketemukan hal—-hal sebagaimana disampaikan oleh
Arif Gosita (Bosita, 1985 : 44-49) sebagai berikut.
1. Feserta—-peserta vyang terlibat dalam terjadinva,
berlangsungnya pengangkatan anak :
1.1. orang tua kandung, yang mempunyai anak yang
kemudian diamgkat orang tua angkat;
1.2, pikak orang tua angkat, vyang mengangkat
anak ; |
1.3, pitak merantara vang dapat berupa @

1.3.1. individu

2. organisasi {yavasan, badan):

il

1.

1.4. anggota keluarga ﬁasyarakat lain, vang
mendukung atau menghambat pengangkatan amak;
1.5. anak vyang diangkat, yvang tidak dapat meng-
hindarkan diri dari perlakuan vyang meng-—
untungkan atau merugikan dirinya, menjadi

korban tindakan aktif atau pasif seseorang.
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Sebab—-sebab melakukan pengangkatan anak oleh

orang tua angkat:
2.1. ingin nempunyai keturunans;
7.2. ingin mempunyal teman untuk dirinya sendiri
atau untuk anaknya karena hkesepian;
<. ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan—
mya terhadap orang lain vyang mengalami ke~
sulitan hidup sesuail dengan kemampuannyas;

adanya orang—arang tertentu yang mengan jurkan

i

nengangkatan anak untuk kepentingan pihak
tertentu.
Sebab—sebab orang tua kandung ikut serta dalam
nengangkatan anak =

T.L., merasa tidak mempunyali kKemampu&n untuk mem-—

Z.7. melihat ada resempatan untuk meringankan

neban dirinva oleh karena ada Yyang ingin

menganghkat anaknyasi

acdanva imbalan pada persetujuan anak kandung-

nya diangkat 2nak oleh orang laing

~ . 4. macehat/pandangan o©orang lain di sekeliling-—
Nnyas

3.%, ingin anaknya tertolong materiil untuk ke-
hidupan gzlanjutnyas

= &, masih mempunyal anak beberapa lagi;

~ 7. tidak mempunvai rasa tanggung jawab untuk
membesarkan anak sendirig

3.8. tidak menghendaki anak yang dikandungnya,

karena hubungan yang tidak sah.
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4. Pihak—-pihak vang beruntung dan menderita pada
pengangkatan anak.
4.1. Pihak yang beruntung :
4.,1.1. orang tua angkat, merasa beruntung

karena keinginan untuk mendapatkan
anak terlaksana, tapi keberuntungan
ini belum terjamin lestari. Situasi
dan kondisi di kemudian hari bi=sa
perubah, misalnya perubahan perilaku
anak vang bersangkutan, anggota
keluarga lain atau masyarakat seki-

tarnya menerima atau tidak menerima,

anak v ang bersangkutan ternyata
mempunyal kelainan mental maupun
fisik, dan lain sebagainva. Ke—
heruntungan dapat berubah menjadi

penderitaan;g

4.1.2. orang tua kandung termasuk oOrang Y&ang
beruntung . Beban menjadi berkurang
atau hilang karena dilaksanakannya
pengangkatan anak. Anak yang semula
menjadi beban atau halangan sekarang
sudah diambil orang lain. Keber—

untungan dapat juga berupa imbalan

uang vang mereka terima. eber-
untungan di sini dapat berubah
menjadi penderitaan manakala di
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kemudian hari orsng tua g amdung
mengetahui anaknya mengalami per-
lakuwan yang tidak baiki
A.1.3. =anak v ang diangkat. anak akan munghkin
mengalami palayanan fisik yang lebih
taih daripada waktu berada pada grang
tua aslinyds tetaplt keberuntungan di
cini JuQa tidak ada jaminan he—
lestarianny?& bagi =i anak.
3,.2. pihak yang menderita 3
3.2.1. anak Yyang diangkat. Harapan bahwa
pengangkatan anak itu dapat mengatasi
wesulitan hidup anak tidak selalu
dapat terwujud. Malahan dapat @me~
ngembangkan lebih 1anjut resulitan
hidup anak di remudisn hari. PFen”
deritaan tidak segera rerjadi pada
zaat pengangkatan anak tetapl di
wemudian hari apabila terdapat
readaan =ebagail rerikut.
4.2.1.1. fnak tidak menarik atau
menyenangkan l1agi pagi orang
tua angkat oleh karena anak
mempunyal cacat mental atau
fisik sehingga menjadi beban
orang tua angkat. Merugikan

cecara finansiil dan atau
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memalukan keluarga, akibat-
nya anak menjadi terlantar.
Anak berperilaku buruk,
nakal. Perilaku buruk,
nakal, akibat pembinaan yang
tidak membangun atau pe—
manjaan oleh orang tua
angkat, akibatnya anak dapat
dikucilkan dengan berbagai
cara oleh keluarga.

Anak angkat menderita
mental, fisik dan sosial
oleh karena tidak diterima
sepenuhnya aleh karena
perbedaan ciri-ciri yang ada
pada dirinvya sejak lahir
oleh keluarga orang tua
angkat, masyarakat di tempat

mana ia tinggal. Anak meng-

alami diskriminasi karena
perbedaan keturunan, ras
bangsa asal mula dan

sebagainvya.

Anak angkat menderita akibat
dimanfaatkan wuntuk mencari
veuntungan keuangan, diper-

dagangkan oleh karena ciri-

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

49
ciri tubuh  yang menarik,
cantik atau kuat. Anak

angkat diperlakukan secara
tidak layak sebagai manusia
vang berakibat kerugian
mental, fisik, sosial tanpa
mendapat ganti rugi (dijual,
disiksa, tanpa dapat mem—
balas).
Apabila uraian mengenai prinsip pertumbuhan dan
perrembangan di nuka diterapkan pada masalah—masalah

van ada pada pengangkatan anak maka akan tampak

'8]

Leadaan sebagaimana di uraikan di bawah ini.

Anak hidup pada keluarga baru, vaitu orang tua
angkatnya. Ia akan tumbuh dan berkembang dalam
veluarga tersebut. Faktor veturunan dan faktor 1ing
kungan mempengaruhi perkembangan anak. Fada masa
znak  hidup dalam keluarga orang tua anghrat, faktor
beturunan vang berpengaruh pada fisik anak misalnvya
warna kulit, warna mata, warna rambut, besar/kecil
fisik, sehingga apabila anak angkat dari keturunan
orang yang berbeda secara nyata dengan orang-orang
tua angkatnya (dari segi fisik), misalnya mengenai
warna rambut, warna kulit, warna mata, maupun
besar/kecilnya fisik, akan tampak perbedaannya

dengan anggota keluarga orang tua angkat.
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Faktor Lingkungan yang dapat berpengarun pada
anak adalah gizi. status ekonaomi. Aanak yang memper=
oleh gizi vyang cukup akan tumbuh lebih baik di-
handingkan dengan anak yang tumbuh dengan gizi vyang
kurang. oStatus ekonomi keluarga berpengaruh pada
perkembangan anak . Anak yang hidup dalam keluarga
status ekonominya baik cenderung lebih baik fisiknya
daripada anak tainnya. Demikian sebaliknya. Anak
yang dipelihara secara sehat, jarang sakit, mem-
punyai tubuh yang baik daripada yang sakit—sakitan.
Dengan demikian anak angkat yang dipelihara pada
keluarga vyvang status ekonominya baik, vyang dapat
memberi gizi baik serta memelihara resehatan dengan
baik, terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik-
nya-

Dalam kehidupannysa pada keluarga orang tua
angkat 1ia akan hidup bersama dengan keluarga baru—
nya. la akan herhubungan tidak saja dengan orang tua
anghkatnya tetapi ia juga perhubungan dengan anggota
taimnya, misalnya anak kandung orang tua angkat
{kalau adal, kakak, nenek, dan sebagainya. Ia juga
nerhubungan  dengan masyarakat di sekitar keluarga
orang tua angkat.

Dalam hubungan sosial, anak angkat tidak luput
akan mengalami proses pemenuhan harapan sosial,

prasangha dan diskriminasi sosial. Kesulitan
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apak angkat dalam memenuhi .harapan sosial akan
dirasakan bagi anak yang karena Tfaktor keturunan
mempunyai fisik yang berbeda dengan keluarga orang
tua angkat. Demikian Jugs adanya nerbedasarn budavya.
Hal 1ni  semua dapat menimbulkan  prasangka dan
akhiraya anak akan anenerima  diskriminasi sosial
Jari lingkungan. Anak diangkat oleh orang tua angkat
vang berbeda ras atau bangsa. karena prerbedaan fisik
varmrg nyata dari lingkungan timbul  reaksi dar.
tenan-—temannya. ppalagyr kalau budava kelompok
vang bersangkutan menganggap kelompok di  luarnya
merupakan kelompok yang dianggap mempunyai kedudukan
yang rendab. Iny dapat wenimbulkan diskriminas.

perlakuan kelompok sasi1al tersebut  vang ditujukan

kepada anak anghkat.

Kondisi Yang Diperlukan Agar Anak Angkat Tumbuh dan
Berkembang Secara Wajar, Rohani, Jasmani, Sosial

Jik nola pertumbubhan dan perkembangan anak di

}

muka  digunakan  =sbagal oedoman antuak meEngetahul
bagaimana kondisi yang diperlukan pada anak angrkat

agar mereka tumbuh dan bertembang secara wajar, akan

tampak sebagalr berikut. Uraian dilakukan dengan
menglikuti sistematik vang digunakan oleh Arief
Gosita.
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1. Peserta-peserta yang terlibat dalam teriadinya,
berlangsungnya pengangkatan anak.
1.1. Orang tua kandung
Pengangkatan anak mempunyai akibat yang
ivas. Anak menjadi anaknya keluarga lain.
Crang tua kandung sebelum memutuskan
menyerahkan anak kepada orang lain harus
Setul—betul menyadari hal ini. Ia tidak
boleh menyesal dikemudian hari yang
selanjutnya is menuntut pengembalian anak-—
nya. Kalau ini terjadi akan menimbulkan
"yebingungan'" anak, dan “"kekecewaan" pada
yang mengangkat. Untuk mengatasi hal ini
membutuhkan =
a. suatu wadah/pihak-pihak yang memberi per-—
timbangan, nasehat kepada orang tua
vandung mengenai arti dan akibat me-—
nyerahkan anak kepada orang laing
b. ada hkepastian hukum adanya peristiwa
pengangkatan anak.
1.2. Fihak orang tua angkat
Orang tua anghkat perlu mempertimbangkan
secara masak akibat keputusan pengambilan
ANakK . Feriu ;da pibhak/wadah vyang memberi
pertimbangan dan wawasan yang jernih. Mereka
tidak menyesal di kemudian hari. Untuk

nemastikan tumbuhknya pertalisn batin, perlu
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waktu tertentu bagi calon crang tua angkat

untuk mengasubh anak  sebelum benar—-benar

mengangkat anak. Kepastian hukum diperlukan
supaya apa yang mereka latukan ada per-=

lingungan hukumnya. Untuk keperluan di atas

membutuhkan

a. suatu wadah/pihak—pihak vyang memberi
sertimbangan, nasezhat kepada calon  orang
tua angkat tentang akibat pengangkatan
anak ;

adanya waktu untuk menumbuhkan pertalian

U

batin cebelum calon orang tua angkat
betul-betul menentukan mengangkat anak;
c. adanya kepastian hukum, yang menjamin
kelangsungan pengangkatan anak;
Pihak perantara
Fihak perantara bekerja mendasarkan
Lepada tujiuan yaitu demi kepentingan anak.
Mereha tidak boleh bekerja mendasarkan
kepada pencarian keuntungan materiil Dbagi
dirinva.
Anggota keluargas; masyarakat lain
Anggota keluarga, masyarakat lain harus
mendukung dam menyetujui suatu pengangratan
anak. Jangan sampail di kemudian hari timbul
masalah vang bersangkutan dari pihak—-pihak

imi.
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1.5, Anak yang diangkat

Linghkungan vang dibutubkan anak angkat

s@bagai berikut.

- Keluarga yang utuh, yaitu berupa pasangan
suami-isteri (ada bapak dan ada ibu),
karema anak butuh tokoh ayah dan tokoh
ibu. Ketidak hadiran ayah bagi anak laki-
laki maupun ketidakhadiran ibu bagi anak
perémpuan pada masa falik {anak berumur
T - 3 tahun) menurﬁt Freud, menimbulkan
kekacauan dalam menentukan taokoh identi-
fikasi dan pembentukan eqo—idealnya.
Sifat—-sifat homoseksualitas pada anak
laki=laki dan lesbian pada anak perempuan
akan terlihat ketika sudah dewasa (Gunar=
so, 1790 : 101 - 102).

— Suasana keluarga harmcnis
Hubungan pribadi di lingkungan rumah
antara lain berupa hubungan pribadi antara
ayah dengan ibu, anak dengan saudara-—
=z=audaranya dan anak dengan qarang tuanya
mempunyal pengarubh  yang  kuat (Hurlock,
17991 : 2848). Secara keseluruhan, rumah
merupakan tempat belajar bagi ketrampilan
zpsial. Jika anak mempunyai hubungan vyang
memuashkan dengan anggata keluarga, merebka
dapat menikmati sepenubnya hubungan sosial
dengan orang-orang di luar ramah,

mengembanghkan  sikap sehat terhadao crang-
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crang lain dan belajar berfungsi dengan
cukz=es di dalam kelompok sebaya {Hurlock,
19791+ Z57).

Usia 4dini

Anak pada bulan—bulan pertama belum di-
pengaruhi  oleh proses telajar, baru paca
bul arn Letiga anak menunjukkan pengenalan
terhadap orang—orang tertentu dan belajar
moembedakan tanda—-tanda vyang diberikan
orang tersebut (Momks, et al., 1792 @ &62).
Tingkah laku lekat berkembang dalam bagian
kedua tabun pertama. Sesudah umur satu
talhun  maka orang dewasa lain  atau  anak
sabava lain bisa menjadi cbiek kelekatan.
ini beriangsung sampai anak berumur empat
tahun {Monks, et al., 1992 @ 1Q8). FAnak
yang diangkat pada usia bayi belum bisa
nembedakan wajah orang tua kandung dan
crang tua angkat. Makin bertambab wusia
dava ingat kian kuat terhacap masa lalu,
oleh kar=na itu zsemakin dini anak diangkat
peleratan anak terhadap orang tua angkat-
nya semakin kuat.

Sebelum ada pengangkatan anak diperlukan
tenggang waktu yang berwujud pengasuban
untuk beberapa waktu. Hal ini diperlukan
untuk aoengetahui apakah antara anak dan

calon orang tua angkat ada hubungan batin.
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Sebab—sebab melakukan pengangkatan anak oleh
orang tua angkat

Apa vyang penting pada pengangkatan anak
herdasarkan kecsejahtecraan anak adalah tujuannvya.
Tujuannya "mengentaskan” anak yang semula "tidak
seijahtera” menjadi anak yang sejahtera. Mengenai
sgebab—-sebabnya mengapa 0Orang mau mengangkat anak
bermacam—macam, bisa karena ingin mempunyai
keturunan, ingin mempunyai teman dan sebagainva.
Namun jangan sampai karena sebab—sebab ini
mengalahkan tujuannya. Jangan sampai karena sebab
ingin mempunyai keturunan, mengangkat anak yang
sebetulnya anak 1itu zendiri tidak memerlukan
upava pengangkatan anak. Faktor tujuan ini yang
nenting. Tetapi untuk menguhkur tujuan ses=20rang
relatif sulit. Ini membutuhkan suatu penilaian
oleh pihak—-pihak/badan yang bekerja secara
orofesional,
Sebab-sebab orang tua kandung ikut serta dalam
pengangkatan anak

vetidak mampuan materiil orang tua jangan
menjadi sebab orang tua menyerahkan anaknya
kepada orang lain. Ada upaya—upaya lain yang bisa
dikedepankan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.
Fengangkatan anak merupakan usaha vyang terakhir.
Jrang tua yang masih lengkap (suami—isti) jangan

begitu saja menyerahkan - anaknya kepada orang
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lain, Pernyataan yang kelibhatannya baik ini

sesungguhnya tidak mudah dipraktekkan. Sebab ini

hervariasi macamnya dan bisa kompleks. Ada oarang

tua masih "l=ngkap” {suami-istri). tetapi si3

suami meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah
dan sebagainvya, sehingga anak menderita; dan
sebagainya; untuk menentukan apakah anak seperti
ini boleh atau tidak diserahkan kepada orang lain
perlu pertimbangan yang matang. Untuk itu perlu
ada pihak-pihak/badan yang dapat mempertimbangkan
cecara bepar apakah anak perlu diangkat atau
tidak atau cukup dengan upaya yang lain.
Pihak—-pihak yang beruntung dan menderita pada
pengangkatan anak

walau Arif Gosita menyatakan bahwa dengan
pengangkatan anak, anak dapat menderita akibat
dia diangkat corang lain, maka hal tersebut tidak
boleh terjadi pada pengangkatan berdasarkan
resejahteraan anak. Fada pengangkatan ansak ber—
dasar kesejahteraan anak, anak harus tumbubh dan
berkembang secara wajar. Orang tua angkat cukup
waktu memelihara anak, anak tidak menderita lagi.
Jangan sampal setelah diangkét orang lain
imalahan) menderita. Untuk keperluan ini diperlu-

Kan suatu badan/spihak—pihak yang memantau ber—-

fangsungnya pengangkatan anak.
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Dari wuraian di atas dapat disimpulkan bahwa
xondisi yang dibutuhkan bagi tercapainya anak angkat
yvang sejahtara sebagai berikut.

1. Lingkungan keluarga orang tua angkat :

— harmonis;

- berstatus kawin (berwujud suami-istri);

— umur orang tua angkat {suami-istri) masih
memungkinkan cukup melangsungkan pemeliharaan
anak .

2. Anak ; umur sedini mungkin.

Z. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan batin
antara calgn orang tua angkat dan anak.

4. Ada badan/pihak—pihak yang memberi :

- nasehat kepada calon orang tua angkatj

- nasehat kepada orang tua anakj

-~ menilai keharmonisan calon orang tua angkatj

- menilai seberapa jauh tujuan pengangkatan anak
calon crang tua angkat; apakah demi anak atau
demi wepentingannya sendiri;

- apakah anak pantas diangkat orang laing;

-~ menilai seberapa Jjauh keikutsertaan keluarga
lain, masyarakat dalam suatu pengangkatan anak.

- mengawasi berlangsungnya pengangkatan anak.

5. Adanva kepastian hukum,.
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BAER 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Fengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambil-—
IR anak vamng bukan turunan dua orang suami-istri vyang
diperlakukan sebagal keturunan sendiri. Dengan demikian
waedudukan hukum &anak terhadap orang tuanya sama dengan
edudukan hukum anak keturunan sendiri (Soekito, 1983: 47—
AT I I

Snak adalah potensi serta penerus cita—~cita bangsa

vang dasar—-dasarnya telah diletakkan oleh generasi
zebelumnya. Agar setiap anak memikul tanggung jawab
tersebutl, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-—

luasnva untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara
rohani, jasmani maupun  sosial {Pertimbangan UU No.
A/497F) .

besejahteraan arak adalabh suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembang-
amnya dengan wajar baik secara rohani, Jasmani maupun
sosial (FPasal 1 avat a UU No. 4/1979).

Supaya amnak anghkat dapat tumbuh dan berkembang
dengan wajar baik secara robhani, jasmani maupun sosial,
mereka membutuhkan suatu kondisi  yang sedemikian rupa
zehingga wmereka dapat tumbubh dan berkembang secara wajar.

Setiap specirs apakah hewan atau manusia mengikuti

pola perkembangan vang khas species tersebut. Tidak saja

polas pertembangan dapat diramalkan, tetapi ia juga mem-
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surmyal warakteristik tertentu yang sama dan dapat diramal-
karn. Ini berlaku baik untuk pola perkembangan mental

maupun perkembangan fisik (Hurlock, 1991: 3J0-31). Karena

itu pola perkembangan fisik dan mental dapat meramalkan

perkembangan di masa datang, bal itu dapat digunakan
cebagai pedoman memilih anak angkat (Hurlock, 1991i: I3).

Anak angkat sebagaimana anak pada umumnya membutuh-
wan kebutuhan yang bersifat psikologik bagi perkembangan
dirinya sebagai manusia (Kahan, 1977: 400)., Mereka perlu
perlindungan hukum (Singger, 1983: 3).

Negara Indonesia akan mengambil langkah yang layak
untuk menjamin babhwa anak dilindungi terhadap semua bentuk
dishriminasi atau bhukuman berdasarkan kedudukan, kKegiatan,

pendapat vyang dinyatakan atau keyakinman orang tua anak,

walli atau anggota—anggota keluarga anak (Kep. Pres. No.

Lt}

TH/S1FF0) .

Usaha tkesejahteraan anak bermacam—macam, terdiri
atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan
rehabilitasi {Fasal 4 avyvat 1 FP No. 2/1788). Pembinaan,
pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan
dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelavanan khusus (Pasal 5
ayat 2 P.FP No, 2/7194G6).

Usaha pengangkatan anak sedapat mungkin dilaksana-—
kan oleh warga negara indonesia sesual dengan peraturan
perundang-undangan atau hukum yang berlaku (no. vIii, 3,
N¥ep. Dir., Jen. Rehab., dan Pelayanan Sosial No. QO4/Rps/

171932,
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Uzaha pengangkatan anak sebagai uvpava terakhir

dalam usaha kesejahtsraan amak (FPasal 1 Per. Men. Sos. No.

1Z/1981) .

Indische Staatsregeling

i~

vehendak Fasal 131 avat

qukum vang berlaku bagi orang Indonesia Asli adalah hukum

sdat { Subekti, 19417 &-7). Bertitik tolak dari ‘teori

receptie, vyang menentukan aspakah hukum Islam berlaku zagi

masvarakat adalah mukum adat (Harahap, 1992: 69).

Undang-undang nemberikan pengarahan ke arah suatu

rerubaharn  yang nyata. Pengarahan seperti ini disebut

asocial engineering {Rahardjo, 1983: 127).
Dalam tata hukum akan ada regenerasi norma bukum.
Nerma dengan isi wang lebih umum diteruskan menjadi leoih

husuee wang membentuk suatu susunan herjeniang (Stufenbsau)

{Fahardio, 1980: 43).

Di dalam Tap. MPRS. No. XX/ 1986 dikukuhkan suatu

pPrinsip akademik daripada ilmu hukum yang disebut

sturenthecrie suatu prinsip pertingkatan atau hierarki

[

b

Fukum  Primsip  vang mengajarkan bahwa suaty tata hukum

meruparkan sSuatu  kebulatan sistem bhukum (Wanjono, 1989:

a3,

N
3
'.l
u

vetetapan MRS No. ¥X/178685 menentukan 3

peraturan perundang-—-undangan berserta uwurutannya. Hasil

penelitian C.5.7. ¥ansil menyebutkan karena adanva kata

"dan tain-lain", pada jenis peraturan pelaksanaan lainnya,
2
r

-—

iuml an peraturan vang berurutan berkembang menjadi

peratuwran. Peraturan vyang terendab adalah Surat Edaran

(Kansii, L1988 : 143).

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
62

Fada suatu sistem hukum, materi (isi) bukumnysa

+idak saling bertentangan antara satu peraturan perundang-

uwndangan dengan peraturan perundangan lainnya (Purbacaraka

dan Soekanto, 1780 @ 143 .
Dilihat garti zegi berfungsinya hukumg, peraturan

perundang—undangan itu (sebagai salah satu faktor ber-—

fungsinya Puakum} harus memenuhi persyaratan tertentu.
Feraturan itu harus sistematis, sinkron baik secara

hirarkis maupun secara horisontal, secara kualitatif dan

Luantitatif  cukup mengatuwr bidang kehidupan tertentu dan
penerbitan peraturan itu sesuai dengan persyaratan yuridis
yvang ada (Soekanto, 1933 JQ).

Amtara hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan

vang erat, yaitu hubungan saling tukar-menukar. Hukum

nemberikan pengarub terhadap lingkungannya namun hukum

juga menerima dampak dari lingkungénnya (Rahardjo, 1982:
ZOQY .,

Terutama di kota—-kota besar kehidupan .dewasa ini
sudah dipenuhi olieh nengertian modern (Soekito, 1993
39 .
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BARB 4

METODE PENELITIAN

Obvek penelitian ini sebagaimana terlihat pada

Spnyelasan Judul — adalah peraturan perundang—undangan dan

putusan pengadilan yang mengenasi pengangkatan anak. Metode

cenelitian  yang dipakai adalah metode penelitian hukum

dork Lroanal (Wignyouworbroto, 1992 . Fenelitian hukuin

doktrinal adalah penelitian yang menggunakan sumber data

sehunder (Sosmitro, L1983 : Y.
Sumber data vyang dipakai adalah @ (a) peraturan

perundang—undangan, dan {b) putusan pengadilan.

Data Y anag berupa peraturan perundang-—undangan

adgalah peraturan perundang-undangan yang Yhusus mengatur
nengangkatan anak dan neraturan  perundang—undangan vyang

tidak rhusus mengatur pengangkatan anak tetapi dalam

{beberapa) ketentuannya mengatur secara tidak langsung

serihal pengangkatan anak. Penelitian terhadap kedua macam

reraturan perundang-undangan ini meliputi penelitian
sinkronisasi hukum vertikal dan horisontal, penelitian

istimatik hakum, penelitian mengenali kuantitas dan

It

Lualitas peraturan perundang-undangan (mengenai peng-—

angrkatan anak}, dan mengenal persyaratan yuridis peraturan

perundang—-undangan yang bersangkutan.

Penelusuran sumber data kepustakaan ini dimulai
dengan indeks atau daftar isi yang disusun berdasarkan

subyek dan cara yang dikemukakan oleh GBregory Churchill

53
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{Churchill; 1391). Aanalisis yang dilakukan berupa analisis
normatif—kualitatif {Soemitro, 1983 : 2). Caranvya meng—
ikuti petunjuk Soerijono Soekanto dan Sri Mamudji (Scekanto
dan Sri Mamudji, 198%3).

Data yang berupa putusan pengadilan negeri, yang
menjadi obyek penelitian adalabh putusan pengadilan negeri
berturut—turut 3 Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung,
Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman. Alasan pemilihan tempat
pengadilan negeri di atas = {1} SEMA No. &/1983 no. IV,
ZAa.1.1.5., Iv.2B.1.1.4., Iv.2C.1.1.4., menentukan per-
mohonan pengesahan/pengangkatan anak dialamatkan kepada
Metua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal/tempat kediaman anak yang bendak diangkat.
Fengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak menurut
penjelasan Lampiran SEMA MNo. 571983 no. iIv.B., adalah
mengikuti tempat kedudukan yayasan sosial di  mana anak
divrus, dirawat, dan dibesarkan. Yayasan sosial yang dapat
menyelenggarakan pengangkatan anak ditentukan dengan
Futusan Menteri Sosial {lihat instruksi Direktorat
Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, No. 091/Rps-—
151/82). (2) Pengadilan negeri di atas adalah pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum di mana
terdapat yayasan sosial vang diberi ijin menyelenggarakan
pengangkatan anak inter country maupun yang domestik.
{3) Pada pengadilan.negeri tersebut di atas dapat dilaku-—

kan pengangkatan anak tanpa meélalui yayasan sosial
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(private adopticn) (no. A.3.1.1. SEMA No. 6&/1983). FPe-
neliti meneliti putusan pengadilan negeri di tempat—tempat
tersebut peneliti dapat sekalian meneliti putusan mengenai
pengangkatan anak yang inter country adoption, dgmestic
adaption yang berasal dari yayasan sosial maupun vyang
private adaption (secara langsung) secara bersama—-sama.
Penelusuran terhadap putusan pengadilan padsa dasar-—
nya diambil semua putusan pengadilarn  sejak  tabun 1979
sampal saat ini {(tahun 1993). Alasan penunjukkan tahun,
varena pada tahun 1979 terbit SEMA No. 2/1979 vyang pada
intinya meminta kepada para hakim untuk memperhatikan
repentingan anak (no. I1.2.2.), tepatnya tanggal 7 April
1979, Uraian mengenai penelusuran secara terperinci untuk
masing-masing putusan pengadilan negeri akan disampaikan
pada Bab yang membicarakan hasil penelitian ini. Hal ini
disebabkan masing—masing pengadilan negeri mempunyai
krondisi—-kondisi sendiri-sendiri sehingga cara penelusuran—
nya xurang tepat Jika diuraikan sscara umum di sini.
Materi putusan pengadilan yvang diteliti meliputi:
fTa) Dasar yang merupakan latar belakang bakim memutus
suatu  putusan; (b)) Diktum atau amar putusan vyang memuat
mttusan yang berupa suatu perkembangan hukum baru.
Aralisis terhadap putusan pengadilan vyang berupa
dasar yang merupakan latar belakang hakim memutus suatu
putusan dilakukan dengan content analysis (Wignyosoebroto,

1573 : F2). Langkah—langkahnya mengikuti Krippendroff,
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1980). Adapun kategori yang dibuat adalah : (1) status
perkawinan yang mengangkat anak, diperinci menjadi kawin,
tidak kawing (2) jumlah dari macam pengangkatan anak,

diperinci menjadi secara langsung, vayasan sosial;
{3) umur anak, diperinci menjadi 2 5 tahun danm > 3 tahung
{34 umur orang tua angkat, diperinci menjadi £ 435 tahun
dan > 45 tabhuni (3) kewarganegaraan oOrang tua angkat,
diperinci menjadi Warga Negara Asing; Warga Negara
indonesia yang diperinci menjadi Warga Negara Indonesia
Cina, selain Cina, Asli; (&) agama, diperinci menjadi

Islam, Kristen, Katolik, Hinduq Budha; (7) sebab peng-

angkatan anak, diperinci menjadi {untuk) keturunan, teman,

anak, lain—laini (8) laparan Sosial: (9) lamanya sidang,
diperinci menjadi £ & bulan dan > & bulan. Pengumpulan

data dilakukan dengan menggunakan lembar koding (coding

shestl) vang dibuat berdasarkan lkategori vang ditetapkan
pada tahap penentuan kategori (Rakhmat, 1984 : 111).
Amalisis dilakukan dengan  menggunakan  tabulasi tabel

tunggal. Dari tabel-tabel tersebut dilakukan interpretasi-

n cara melihat kecenderungan prosentase vang ada

Gr

deng
daiam setiap tabel. Dengan melakukan interpretasi terhadap
tabel—-tabel tersebut ditemukan jawaban mengenai sejauh
mana Putusan Pengadilan Negeri {di Surakarta, PBPandung,
Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) telah memutuskan demi

kesejahteraan anak.
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Analisis terhadap putusan pengadilan negeri vyang

mengenai diktum &atauw amar putusan, (mengenail kasus

tertentu), dilakukan dengan analisis normatif-kualitatif

{Soemitro, 1983 : 9). Dengan cara analisis ini diketemuwkan

perkembangan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh

hakim.
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BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dibagi menjadi dua, vaitu oz
{1} yang mengenai peraturan perundang-undangan,

(21 vang mengenai putusan pengadilan, sebagai berikut

di bawah ini.
. 1.1. Hasil Penelitian Terhadap Peraturan Perundang—
undangan di Bidang Fengangkatan Anak
Has1il inventarisasi peraturan—perundangan
disajikan ke dalam dua macam, vaitu (1) inven-—
tarisasi vyang berdasarkan xepada bentuk  hukum

paeraturan, {2) vyang mendasarkan kepada isi

yl

materi hukum suatu peraturan.
S.i.1.1. inventarisasi Berdasarhkan Pada Bentuk
Hurum Feraturan

s.1.1.1i.L. Staatsblad 1917 No. 127: tentang
“etentuan Hukum ?erdata.dan Hukum
Dagang Yang berlaku Bagi Golongan
Cina. Pada bab kedua diatur menge~
nai adopsi {pengangkatan anak) .

s.1.1.1.2. Undang-Undang No. 62 Tahun 19358

tentang Kewarganegaraan Republik
Iindaonesia. Materi vyang mengenai
pengangkatan anak terdapat pada
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_1.1.1.3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

il

tentang Kesejahteraan anak. Materi
yang mengenai pengangkatan anak
terdapat pada Fasal 1Z.

.1.1.1.4. Undang—-Undang No. 10 Tahun 1792

¥

]

terntang Perkembangan Kependudukan

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Materi yang mengenai pengangkatan
=

anak terdapat pada Pasal 7.

Feraturan Perundang—Undangan Yang

n
P—-
A
L ]

N A R
Berupa Feraturan Pemerintah
- Feraturan Pemerintah No. 2 Tahun
1958 tentang Usaha Kesejahtera-—
an Anak Yang Mempunyai Masalab.
5.1.1.1.46. Peraturan Perundang-Undangan Yang
Berupa Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia
- Peoraturan Menteri Sosial Republik
indonesia No. 13 Tabun 1981
tentang Organisasi Sosial Yang
Dapat Menyelenggarakan Usaha
FPenyantunan Anak Terlantar.
Materi yang mengenail pengangkatan
anak terdapat pada Pasal 1.
5.1.1.1.7. Peraturan Perundang~-Undangan Yang
Berupa Keputusan Menteri Sosial

Republik Indonesia
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=.1.1.1.7.1.

5.1.1.1.7.5.

S.1.1.14.7.9.

S.1.1.1.7.7.

T

Feputusan Menteri Sosial No.
ﬂOfHQKfKEP/X/l?SO tentang Orga-
nisasi Sosial.

Keputusan Menteri Sosial MNo. 14
Tahun 1932 tentang Tata Cara Dan
Syarat Usaha Fengumpulan Sumbang—
an oleh Organisasi Sosial.
Keputusan Menteri Sosial NO .
31/HUK/KEP/VII/1984 tentang Pe—
tuniuk Pelaksanaan Perizinan
Fengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial No.
sg/HUK/ 1985 tentang Tim Pertim-
bancan Ferizinan FPengangkatan
Anak-fnak W.N.I dan W.N.A (Inter
country acdaption).

Keputusan Menteri Sosial No.
oo/BUE/1991 tentang Fenambahan
fnggota Tim Fertimbangan Perizin—
an Penganghkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial Na.
I7/HUKR/1991 tentang Pengangkatan
Anggota Tim Fertimbangan Fengang—
katan Anak.

Keputusan Menteri Sosial No.44/
19856 tentang Pemberian Izin/
fenolakan Permohonan Fengangkatan
Anak. W.N.I dan W.N.A (Inter

county adoption).
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$.1.1.1.7.83. Keputusan Menteri Sosial No.
1IAHUK/ 1993 tentang Petunjuk

FPelaksanaan Fengangkatan Anak.

1

L1.7.9. Meputusan Menteri Sosial No. 2/

¢
[
e

HUNAL2Y0 tentang Penyempurnaan
Lampiran Kep. Men., Sos RI No.l13/
HUK /1993 tentang Petunjuk Pe—
laksanaan FPengangkatan Anak.

S.1.1.1.8., Fetentuan Yang Berupa Surat Menteri

Sosial

5.1.1.1.8.1. No. HUK.3-1-38/78 tanggal 7
Desember 1978 perihal Petunjuk
Anak wdopsi Internasional.

3.1.1.1.8.2. No. 3T5/RP5/79 tanggal & Oktober
1977, perihal Yayvasan/Panti
Asuhan Perawatan Bayi Terlantar.

3.1.1.1.9. ¥etentuan Yang Herbentuk Instruksi

4]

1.10.10.2.1. Instruksi Menteri Sasial, No
MUK . 5-2-38 Tahun 1972, mengenai
pendaftaran atas semua Yayasan

dan badan sosial vyang mempunvai

kegiatan di bidang sosial di
daerah wewenang para Kepala
Perwakilan Departemen Sasial/

Kepala Jawatan Sosial di seluruh

Indonesia.
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£.1.1.1.9.2. Instruksi Direktur Jenderal

Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial
Departeman Sosial. No. 091/Rps—
1/1/82 tangg;l 20 Juni 1982,
mengenai inventsrisasi dan iden-—
tifikasi terhadap organisasi
sosial yang menyelenggarakan
usaha penyantunan anak terlantar
di wilayah para Kepala Kantor
Wilayah Departemen Sosial.
vetentuan Yang Berbentuk Keputusan
Direktur Jenderal
Veputusan Direktur Jenderal Re—
habilitasi Dan Felayanan Sosial
Departemen Sosial No. O04/Rps/1/92
tentang petunjuk pelaksanaan uzaha
penyantunan anak terlantar oleh
arganisasi sosial.
Fetentuan Yang Berbentuk Surat
Edaran
. Surat Edaran Mahkamah Agung No. Z

Tahun 1979 tentang Pengangkatan

RAnak .

.2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. &

Tahun 1983 tentang FPenyempurnaan
SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang

Fenganqgkatan Anak.
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5.1.4.1.0401.3.

S5.1.1.1.13.4.

Feraturan

dikelompaokkan bterdasarkan materi yang

perundang—undangan di atas

73

Surat Edaran Mahkamah Agung Mo. 4

Tahun 1989 tentang Pengangkatan

Fnak.

Surat Edaran Menteri Kehakiman

Fepublik Indonesia No. JHA 1/1/2

tanggal 24 Pebruari 1979 perihal
Frosedur Pengangkatan Anak Warga

oleh orandg

negara Indonesia
asing.
apabila

diatur-—

nya sebagai berikut di bawah ini.

S.1.1.2

Hukum

S.1.0.20%.

.
4L

pan]
bl =

inventarisasi Berdasarkan

FPeraturan

Isi Materi

Peraturan Perundang-undangan
Mengatur

Yang Khusus

ngangkatan Anak dapat dikelompok-—

an menjadi dua:

L.L.

S.1.1.2.1.%.3

DISERTASI

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ...

Fzraturan vang ada sebelum SEMA

No. 271979 jc. SEMA MNo. &/1983:

—

Stb. 1917 MNo. 129.

Surat Edaran Menteri “ehakiman

RI No. JHARL1/1/ 2 tertanggal 24

Pebruari 1978.

Surat Edaran Menteri Sosial No.

-

Huk . I-1-58/78 yang menganti-

sipasi ketentuan Surat Edaran

Menteri Kehakiman MNo. JHA 1/1/2
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S$.1.1.2.1.2. Burat Edaran Mahkamah Agung

£.1.1.2.1.2.1. SEMA No, 2 Tahun 1979 tentang
Fengangkatan Anak.

5£.1.,1.2.1.2.2. SEMA No. & Tabun 1983 tentang
Fenyempurnaan SEMA No. 2/197%.

5.1.1.2.1.2.3. SEMA No. 4 Tahun 19892 tentang
Fengangkatan Anak.

“ 1.1.2.1.2.4. Keputusan Menteri Sosial vang
herisi ketentuan untuk meng-
antisipasi SEMA No. &/198% Jjo.
SEMA No. 2/71979.

5.1.1.2.1.2.4.1., Keputusan Menteri Sosial No.

41 /HUK/KEP/VII/ 1984 tentang
Fetunjuk Pelaksanaan Peng-—
angkatan Anak.
5.1.1.2.1.2.4.2. ¥eputusan Menteri Sosial No.
S8/HUK /1985 tentang Tim Per-—
timbangan Ferizipnan .Peng—
angkatan Anak WNI dan WNA
(Inter country agoption).
S.1.1.72.4.2.4.%. Keputusan Menteri sosial No.
22/HUK /985 tentang Penambah—
an Anggoata Tim Perizinan
Fengangkatan Anak.
S5.1.1.2.L.2.3.34, Keputusan Menteri 5Sosial No.
S7/HUK /1991 tentang Peng—

angkatan Anggota Tim Per-

timbangan Pengangkatan Anak.
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5,1.1.2.1.2.4.5, Keputusan Menteri sosial No.
34/1986 tentang Pemberian
izin/Penolakan Permohonan
FPengangkatan Anak WNI dan WNA
(Inter countiry adoptian).
5.1.1.2.1.2.4.5. Weputusan Menteri Sosial No.
13/HUK/ 1993 tentang Petunjuk
Felaksanaan Fengangkatan Anak
5,1.1.2.1.2.4.7. WKeputusan Menteri Sosial No.
D/HUK /1995 tentang Penyempur—
naan Lampiran Kep. Men. Sos.
RI No. 13/HUK/ 19953 tentang
Fatunjuk Pelaksanaan Feng-
sngkatan Anak.
£.1.1.2.1.2.3.8. Zurat Menteri ©Sosial No:
HUK .3-1-58/73 tanggal 7
December 1973 perihal Fe-—
tunjuk  Anak  Adopsi Inter—

nasional.

5.1.1.27.2. Peraturan yang Bermaksud Mengupaya-
kan Kesejahteraan Anak Sebagai
Pelaksanaan Undang-Undang No. 4
1279.

£,1,1.2.2.1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tabun
1588 tentang Usaha Kesejabhteraan

Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
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s.1.1.2.2.2, Peraturan mengenai organi-sasi
sosial yang menyelenggarakan
kesejahteraan anak. Aturannya
tersebar dalam bermacam—macam
aturan sebagai berikut.
5,1.1.2.2.2.1. Peraturan Menteri Sosial No. 13
Tahun 1981 tentang organisasi
Sosial Yang Dapat Menyelengga—
rakan Usaha Penyantunan Anak
Terlantar.
5.1.1.2.2.2.2. Keputusan Menteri Sosial No.
3Q/HUK/KEP/X/1930 tentang Orga-
nisasi sosial.
£.1.1.2.2.2.3. Surat Edaran Menteri Sovsial No.
s35/RPS/79  tanggal & Oktober
1979 perihai Yayasan/Panti
Asuhan Perawatan Bayi Terlan-
tar.
5,1.1.2.2.2.4. Instruksi Menteri Sosial No.
HUK.S=-2-58 Tahun 1972 mengenail
Pendaftaran Atas Semua Yavasan
dan BRadan Sosial Yang Mempunyal
Kegiatan di Bidang Sosial di
Daerah Wewenang Para Kepala
Perwakilan Departemen Sosial/
Kepala Jawatan Sosial di

Seluruh Indonesia.
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b
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t)

LS. Keputusan Direktur Jenderal
Rehabilitasi Dan Pelayvanan
Sosial Departemen Sosial No.
004/Rps/1/82 *tentang Fetuniuk
Felak=zanaan Usaha Penyantunan
Anak Terlantar Qleb Organisasi
Sosial.
. Instrukst Direktur Jenderal
Rehabilitasi Dan Pelayanan
Sosial Departemen Sosial No.
0F1/RPS—-1/1/82 tanggal 20 Juni
19872 mengenai Inventarisasi dan
Identifikasi Terhadap Organisa-—
=i Sosial Yang Menyelenggarakan
Usaha Penyantunan Anak Ter—
lantar di Wilayah Para HKepala
Kantor Wilayah

Departemen

o=sial.

U1

Feraturan yang tidak mengatur
bidang pengangkatan anak maupun
kesejahteraan anak tetapi p;da
pasal (pasalnya) menyinggung atau

ada hubungannya dengan pengangkatan

anak .
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=5.1.1.2.53.1. Undang—Undang No. 62 Tahun 1958
tentang Mewarganegaraan FRepublik
Indonesia. Materi yang mengatur
pengangkatan anak terdapat pada
RPasal 2 dan Pasal 17.

5,1.1.2.3-2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1992
tentang Perke;bangan Kependudu-
kan dan Fembangunan Keluarga
Sejahtera. Materi yang mengatur

pengangkatan anak terdapat pada

Pasal 7.

<.{.72, Hasil Fenelitian Terhadap FPutusan Fengadilan
Di Bidang Penganghkatan Anak

Data vyang disampaikan di sini terdiri

dari dua bagian vyaitu (1) vang mengenail

1asan/pertimbangan hukum suatu putusan  peng-—

w

adilan, (32) yang mengenal putusan {amar)

putusan pengadiian.

“.1.2.1. Data yang Mengenai Alasan Fertimbang—
an Suatu Putusan FPengadilan
Data vyang disampaikan berturut—turut
dari Fengadilan Negeri (1) surakarta,
(?) Bandung (3J) Surabaya, {4) Jakarta

Selatan, (3) Sleman.
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S.1.2.1.1. fengadilan Negeri Surakarta
S.1.2.1.1.1. Jumlah Putusan/Fenetapan Mengenai
Pengangkatan Anak.
Jumlah FutusansFenztapan Pang-
adilan Negeri Surakarta mengenai
nenganghkatan anar sejak tahun
1979 sampai dengan tabun 1993

- s

sabagai berikut:

tahun 1977 i3
tahun 1980 : 17
tahun 1981 : 17
takun 1982 : 3
tabun 1983 : 14
tahun 1934 11
tahun 1983 : i1
tabun 1784 ¢ e
tahun 1987 @+ 22
tahun 1988 : 17
*ahun L198% 17

tahun 1990 : 12

tahun 1991 13.

tabun 1992 : 14

tahun 1993 : 11

Jumlah : 219

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
80

5.1.2.1.1.2. Status Ferkawinan orang tua angkat
Status perkawinan orang tua angkat sebagai-

mana terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel @ 1

Status Ferkawinan

Kawin Tidak Kawin
Tahun Total
Jumlah A Jumlah A
L9779 15 100 - - 135
1980 17 1Q0 - - i7
1981 17 100 - - 17
1982 7 78 2 22 3
1583 14 100 - - 13
1984 10 81 1 4 11
19885 i1 100 - - 11
1785 13 F3 1 3 17
1587 21 25 - | 5 ‘ 22
| 1
1983 A U el - E - i <7
i |
1987 i 17 i 1¢Q - ‘ ; -
LIS - ; - 12
!
! L3 Lo | - - 13
LFET 13 100 - - 14
1792 1C 32 1 13 11
Total 214 F7 S 3 219

mber: Hasil Feneli+tian Pada P.N. Surakarta, tabun 1995

oal

-
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Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa orang tua
angkat yang berstatus kawin ada ?7%, yvang berstatus tidak

Lawin 3¥.
Data menunjukkan bahwa orang tua angkat vyang ber-
atatus tidak kawin ada sebanyak lima orang, yang terdiri

dari dua orang pada tahuan 19823 satu oOrang pada tahun

1984 satu orang pada tahun 19856; satu orang pada tahun

19793,

Ferincian  yang herstatus tidak kawin, menurut data
sebhagai berikut.

Tahwun 1982«

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 533 tabun, anak

diangkat semenjak umur I tahun, pada tahun 1982 (pada

waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan) umur anak

11 tahun;: anak laki-lakiji orang tua kandung: ayah—-ibu;

tabun: alasan untuk memenuhi ketentuan P.P No. FILIRT7T,

yaitu P.F yang mengatur Peraturan gaji Pegawal Negeri

Sipil iNo. 499/19382).

7. status tidak kawin: seorang naona, umur 32 tahun, winur
anar S tahun; anak perempuan, orang tua kandung: ayah-
ibu; alasan pengangkatan anak: un tuk teman
(No. S3271382).

Tabhun 1934:
status tidak kawin: seorang nona, umur 38 tahunj; anak
diangkat sejak umur kurang dari 1 tahun; pada tahun
1984 {pada waktu ditetapkan dengan Penetapan FPengadil-
an ) umur anak & tahun: anak perempuan; alasan peng-
angkatan anak: uwntuk mengisi kekosongan hidup. (dNo.

319/17284).
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Tahun L178&4:
status tidak kawin: seorang Hona, unur 7é tahuni anak
diangkat =sejak umur 1 bulan pada tahun 1977: pada tahun
13784 {(waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan)
arak umur: 11 tahun; anak laki-laki; alasan pengangkat-—
an anak: agar anak menjadi pengayom pemohon (No.
FTASL?848) .
Tabun 1995
status tidak kawin: seorang nonai umur: 38 tahuni anak
diangkat sejak umur 12 harij pada tahun 1993 (pada
waktu ditetapkan dengan penetapan pengadilan) anak
berunmur 2 tabun: anak perempuan: alasan: demi anak;
crang tua anak: anak luar awin. i(No. 311/1993).
5.1.2.1.1.3. Macam PFPengangkatan Anak
Apa yang dimaksud dengan macam pengang-
katan anak di sini adalah macam pengangkatan
anak ditinjau dari apakah anak hidup bersama
orang tua atau keluarganya yang disebut
secara langsung (private adoption) ataukah
anak sebelumnya hidup/dipelihara dalam suatu
yvyayasan sosial.
Jumliah dari masing—masing macam peng-

angkatan anak tersebut sebagai berikut,

tampak pada tabel di bawah.
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Tabel 1 2
Jumlah dari Macam Fengangkatan Anak
Macam Pengangkatan Anak
Tahun Total
Langsung Yayasan
Sosial
1979 14 1 15
1980 12 5 17
1981 13 4 17
19T & = 7
19835 13 1 Lad.-
1984 11 - 11
19865 7 4 11
198& 13 4 19
1987 18 4 22
19388 4 13 17
1989 13 4 17
190 7 S 1z
1993 10 = 13
1992 l 8 & 13
1993 i = = 1t
Total 199 &0 219
Qumber: Hasil Fenelitian Pada PN Surakarta, tabun 1995
Dari data vyang ada menunjukkan babhwa jumlabh macam
iangsung {privat= adopticn)

penganghatan anak SECAara

sebanyak

sahbanvanr

DISERTASI

1

8]

3 dari 219

Man& anak

LHO atau 270

atau

diasuh

73%.. Sedang macam

dalam suatu
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yayasan

nenganghkatan

sasial
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5.1.2.1.1.4. Umur Anak Angkat

Unur anak angkat sebagai perikut tampak

pada tabel di bawah ini.

Tabel : I

Umur Anak Angkat

Umur Anak Angkat
Tabhun £ 3 tabun > 5 tabun Total
Jumlah % Jumlab s
1979 9 &Q & 4Q 15
19890 1z 71 S 29 17
1981 14 a8z = i8 17
1982 5 44 2 55 Q
1583 iz 8&8 2 14 14
1984 d 2 2 18 11
1982 4 82 2 i8 11
1985 14 74 =) 25 19
1987 22 100 - - 22
1988 17 100 - - 17
1989 17 100 - - 17
1990 iz 100 - - 2
1991 1= 100 - - 13
1972 A ) 100 - - 14
19935 11 100 - - i1
Total 189 256 30 14 217

Sumber: Hasil FPenelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 1993

Dari tabel T di atas dapat diketabui bahwa umur anak vang
dianghkat sebagian terbesar 86X berumur maksimal 3 tahun.
Anak yang berumur leb;h tinggi dari 5 tahun: 14%Z. Menurut
data umur anak yang berasal dari Yayasan Sosial semuanysa
berumur di bawah 5 tahun. Yang berumur lebih dari 5 tahun

sdalah anak vang diangkat pada pengangkatan anak secara
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lamgsung. Fada pengangkatan anak secara langsung, ada dua
macam penganghkatan anak. Yaitu, yang pertama, pengesahan
pengangkatan anaki yang kedua penetapan pengangkatan anak.
Pada pengesahan anak, anak telah diangkat terlebih dahulu
demgan mendasarkan pada hukum adat. akte notaris. Menurut
data, adax anak pada waktu 1tu masih berumur muda, yaitu
LAV Sotabn. Pada wakbtu dimohonkan pengesahan kepada
nengadilan negeri anak sudah berumur lebibh o fahun, yalitu
23 tahun {(FPenetapan No. JI0/198%). Pada renetapan pengang-—
batan anak, anak diéintakan langsung sebagai anak angkat.
Sebelumnya anak belum diangkat sebagai anak melalui cara

nukum adat, akte Notaris, menurut data, dilakukan sebagian

rhbesar terhadap anak yang berumur di bawah S tabun, tapi

rt

It

dga vang menunjukkan anak yang herumur lebib dari 35 tabun,

il

diangkat sebagai  anak angkat. Misalnya FPenetapan HMo.

{

AU98E. anak berumur 8 tahun.

o

0

[
on

dmur Orang Tua Angkat

Apa  vang dimaksud dengan  umur orang

tua angkat di sini adalah umur salah
satu suami atau isteri vang tertua. Ter—
masuk pengertian orang  tua  ini: orang

vang berstatus tidak kawin. Variasi wmur

orang tua angkat tampak pada tabel di bawah.
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Tabel : 4

Umur Orang Tua Angkat

86

Umur OCrang Tua angkat
Tahun < 4% tahun > 4% tahun Total
Jumlah s Jumlah rA
1979 12 30 > 20 15
1980 12 83 o 12 17
1981 15 EE=] 2 12 17
1982 } = pats) 4 44 9
1983 2 8& 2 24 14
1984 10 1 1 F i1
19835 10 71 1 9 11
19886 I 47 10 33 19
1987 =z 71 1 I 22
19688 12 71 =) 29 17
L9879 | La P32 = i8 17
L1390 ! ? 75 = 29 2
1771 7 a9 4 1 13
17992 11 79 =t 2 14
1995 a ) > 27 11
1
Total 172 738 47 22 219

Sumber: Hasil Fenelitian Fada FN. Surakarta,

Dari tabel di atas, dapat diretahui
zebagian terbesar aorang tua angkat di bawah

{TeNY. Umur

arang tua angkat di atas 4%

tahun 1995

bahwa umur

435 tahun

+tahun: 22%.

Menurut data, orang tua angkat yang mengangkat anak vyang

terasal dar

dmur di atas 45 tahun terdapat pad

mengangkat

n

DISERTASI

i Yayasan Sosial semuanya di bawah

acial (private adeptian)

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ...

45 tahbun.
a orang tua angkat vyang

amak secara langsung tanpa melalui Yayasan
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.&. ¥ewarganegaraan Orang Tua Angkat
rewarganegaraan orang tua angkat tampak

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel : S

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

W N 1
Tahun W.N.A Cima Selain Asli Total
Cina
Jml pa Jimnl A Jml % Jml A
1972 i 7 1 7 - - 13 85 153
1990 3 24 - - - -1 13| 7e 17
1981 s 18 - - - - 14 2 17
1982 - - 2 22 - - 7 7 9
1873 - - 1 7 - - 13 23 14
1234 - - 2 13 - - g g2 11
1985 1 9 - - - - 1Q 1 i1
1986 - - 2 11 - - 17 89 1<
1987 - - 3 14 - - 19 8& 22
17588 - - - - - 17 100 17
1989 - - - - - - 17 1Q0 17
LFFD - - - - - - 12 100 12
1991 1 - b = - - 11 92 13
17992 - - - - - 14 100 14
1993 - - 1 9 - - 13 Fi 11
Total 10 4 13 S - - 195 FQ 219

Sumber: Hasil Fenelitian Pada PN. Surakarta, tahun 1993

Dari tabel di atas tampak bahwa mengenal kewarga-
negaraan orang tua angkat, dapat kita kretahui orang tua

vang mengangkat anak sebagian besar adalah warga negara

tndaonesia. Dari bagian ini vang paling besar adalah warga

negara Indonesia asli. wWemudian, warga negara Indonesia
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golongan CTina. Warga negara Indonesia dari golongan salain

Cina tidak ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara

rahun 1985 tidak dijumpai di Fengadilan

n
in

ing setelah

Megeri Surakarta. Mengenail kewarga-negaraan asing menurut

data dapat diketahui adalah mereka yang berwarganegara

Inggris, Jerman maupun Belanda.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara

Indonesia golongan Cina menurut data vyang peneliti

toemukan, mereka mengangkat anak baik yang berasal dari

golongan mereka sendiri (tahun 1979, 1986, 1987) maupun

berasal dari golengan Indonesia Asli (tahun 1983,

19384). Pengangkatan anak dilakukan dengan dua cara. fang

pertama, mereka mengangkat anak melalui MNotaris lebih

dahulu. Setelah mendapat akte adopsi, mereka memohon

sengesahan  penganghkatan  anak kepada pengadilan negeri.

Yang kKedua, mereka langsung mengajukan permohonan anak

venada Fengadilan Megeri Surakarta.
o -
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4.2, 1.4.7. Agama Srang Tua Angkat

Agama orang tua angkat tampak pada

tabel di bawab ini.

Tabel : &

AGAMA

Agama
Tabun r7I~slam Kristen Katolik Hindu Budha Total
{
Jml A Jml w Jml Yo1Jdml > Jml %
1379 1z g7 2 1= - - - - - -| 13
1REC L3 TH z 12 z 2] - - - -t 17
1981 11 sS4 3 -4 Z ol B - - -1 17
1332 T 78E L 11 - - - - 1 (11 9
LFE3E iz 345 1 7 - - - - L 7 14
19g4 < 87 1 4 — - - - 1 7| 11
1788 3 7T = 27 - -~ - - - -} 11
1988 i1& 84 2 11 1 & - - - -1 13
1987 15 7O z 19 2 10 - - 2 1oy 22
1588 14 2 = 18 - - - - - -1 17
1989 1S 38 2 12 - - - - - -1 17
1990 10 az z i7 - - - - - -1 12
1991 = 59 2 18 1 al - - 1 81 1F
1592 12 85 1 7 1 71 - - - -{ 14
1?93 g 82 1 7 - - - - - -1 11
Totftal 174 79t 29 14 I 3 - - 7 1219

Sumber: Hasil Psnelitian Pada P.N. Surakarta, tahun 19795

Dari tabel di atas, tampak bahwa agama orang tua
angkat berturut—-turut: Islam (79%), Kristen, (14%),

satholik (4%), Budha (3%).
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5.1.2.1.1.8. Sebab-sebab Fengangkatan Anak
Sebab-sebab pengangkatan anak tampak
pada tabel di bawab imi.
Tabel : 7
Seocab-esebab Fengangkatan Anak
waturunan Teman ANnak Lain-lain
Tahun Total.
Jml pA Jml % Jml A Jml %4
1979 1z 87 - - 2 13 - - 15
1380 13 28 - - i ) 1 ) 17
1931 13 76 - - 3 i8 i ) 17
1982 4 43 3 33 2 22 - - 3
1983 ? &4 = 22 2 - - 14
1924 S 44 3 29 2 8 1 g 11
1985 & 55 2 13 1 2 13 11
1985 12 &3 3 15 3 156 1 3 19
1787 14 &3 & 28 2 < - - 22
1788 11 &35 b 29 - - 1 ) 17
tog9 | 8 | a7 2 | a7 1 & - - 17
t90 | 10 | 83 21 17 ~ - - - 2
|
2591 | & a5 4 31 2 15 ] 3 13
|
1292 ! % 54 2 14 14 1 8 14
!
£993 | & | S5 21 18 3| 27 - - 11
E
|
Total{ 141 &4 34z 20 25 12 9 4 219
{

Sumber:
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Fada tabel 7 di muka tertulis "keturunan”'i: "teman”
"amak”; dan "lain-lain”.

Apa vang termasuk ke dalam pengartian "keturunan”

adalan:

<

Caron. tidak mempunyal anan, ingin analk;

sebagal pemancing, supaya mendapat anak sandirij;

acdanva hubungan kKeluarga, lagi pula tidak mempunyai
AYd maka diminta oleh orang tua anak atau keluarga
antuk oaengangkat anaks

untuk menyambung keturunan:

5. diharapkan anak anghkat dapat menoclong di hari tua dan
meny ambung ke turunan hagi orang tua angkat;

&H. mendambakan anak;

7. sudah mempunyail anak, ingin tambah anak lagi.

Ana yang termasuk ke dalam pengertian "teman", ada—
lah:

{1, harena hanva mempunyai anak laki—laki saja; maka di-
angkat seorang anak perampuan sebaliknya;

Z. karsna  =epi, hutuh teman sehingga suasana keluarga
dapat ceria (untuk memenuhi lhebahagiaan) {untuk xe-
pentingan sendiri);

Apa vang termasuk ke dalam pengertian "anak" adalah:
1. karena belas kasihan kepada anak disebabkan orang tua

=i anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak;
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bersangkutan

iman dissbabkan anak yang

Las
anak

as

fu

rena oe
piatu,

]
w

+idak mempunyal orang tua {(yatim, yatim

lahir di iuar nikahl;

%. demgan maksud anak yang diangkat akan mendapat pen—
didikan vang layvak;

vasihan atas nasib si anak yang tidak

4. merassa belas

terurus.
Apa yang termasuk ke dalam pengertian "lain~lain,

adalah:
misalnya dulu anak sering

epercayaan,
nak yang dulu selalu meninggal, anak yang

orang

1 Larena unsur

4.

atau a
lahir diserahkan kepada keluarga lain atau

dapat sehat dan panjang wmurg

sakit

haru

iaim dengan harapan anak
untuk memperarat hubungan reluarga.
-~ tarsebut di atas tampak bahwa ke-

abel 7
atan anak di Pengadilan

cenderungan terbesar sebab pengangk
melanjutkan

v untuk kepentingan

Negeri  Surakarta
paturunan {&4%Y. Seterusnya =Secara berturutan, adalah
untuk  teman {(2Z0%), untuk anak (12%) dan vyang terakhir
adaian tain-lain (4%).

SETIONO
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g 1 .2.,1.4.9. Laporan Soeial
Laporan Sasial tampak pada tabel di bawal
ini.
Tapel @ 2
Laporan Sosial
i Laporan Sosial
i
. i L_angsung
Takun | YAy asan Sosial L__ i
l Fengesahan Penatapan
_m_d___r__,_._T_ﬂ__4_ Tot
a ada tidak : ada tidak ada tidak
ada ! ada ada
L _itotal total total
ami} ¥ lamii % Jml) 3% fdmii % Jmil % lJml} %
7 o4 1ol — ) T 1 | -t & {0} & - | =183 jiwo0p 8
1TEn 5 (100 - - = - - 5 {132 = - - 7 1100 7
1951 31dy - - 4 - - S 110 = - -1 3 {100 a
1752 S OjL00 - - 3 - - 5 {100 3 - - 1 1100 1
1783 (Bt ol B - 1 - - 5 (100 b - - g |1 3
1754 - - - - i - - 4 | 100 4 - - 7 {100 7
b= Sl A 100§ - - 4 - - 2 [100 = - - a 1100 3
1985 4 11001 - - 3 - - & 100 = - - 7 {100 I
V237 4 00t — - 4 - - RN Rte = - - {15 |100] 13
s AT (100 - - 135 - - 1 1100 i - - 3100 >
ey | o3 jLo0y - T 4 -} -1 1wl 1 - = 1z j100y L2
lean foa o) - | - % LT Loz jiool 2 | 2% T | &0 3
cpmy T (A00) - T T - = 1 {100l 1 3] 33} 51 55 °
R R S i & I R N U e ] = | 7if 3 j1o0l 7
A=A EERG IUR R y - > - - 2 100 2 71100 —- - 7
1
1
Tatalléo LO0h - - &0 - - 1ag [100] 28 i8 16174 841111
!

camber: Hasild FPenelitian Fada FP.N. Surakarta, tahun 1993

Sebhagaimana +elabh disampaikan pada no.S5.1.2.1.1.5. di
maka, macanm pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua,

cenganghkatan ariak di mana anak cebelumnya diasuh

WAL T
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(dipelihara) dalam suatu yayasan sosial), dan pengangkatan
apak di mana anak sebelumnya diasuh cleh orang tua atau
Leluarganya sendiri yang disebut secara langsung (private
agoption). Pada Yang terakhir ini dapat dibedakan lagi
nenjadis yang disebut pengesahan dan penetapan.

Pada macam yang herupa pengesahan, anak sebelumnys
sudabh diangkat aleh orang tua angkat melalui cara adat-
istiadat, akte notaris. Heberapa waktu remudian, grang tuea
angrkat memochon pengesahannya kepada pangadilan negeri.
Pada imacam yang berupa penetapan. calon oranrg tua angkat
molhon kepada pengadilan untuk menetapkan seseorang anak

menjadi anak angkatnya. Di sini, anak sebeslumnya belum

dianahkat {misalnya’ dengan cara adat—istiadat atau akte
notaris) oleh calon orang tua angkat.

Fada tabel 8 di atas tampak bahwa putusan pengadilan
yanag menataphkan macam pengangkatan anak di mana anak
. diasuh d&alam sgatu yayasan cosial., semuanysa ada laporan
sosial, yang berupsa pengesahan apak angkat tidak ada

laporan soeial. Futusan macam pengangkatan anak 1angsung
vyang berupa penetapas: mulai tahun 1990 sudah ada laporan

sosial {tabun 1990 2%3 tahun 1991: A4%.: tahbun 1992: 7ik:

tahun 19733 100%NY .

5,1.2.1.5.10. Lamanya Sidahg
sidang pemeriksaan permohonan penge—
sahanipengangkatan anak berlangsung kurang

dari & bulan. webanyakan waktu berkisar dari

2 mingguy sampai dengan 3 bulan.

DISERTASI
PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN

SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Y3

engadilan Negeri Bandung

]
3
g
b
0

5,1.2.1.2.1. Jumlah Putusan/Fengtapan Mengensai
Fengangkatan ANak.

Jumlah Futusan/Fenetapan

Fengadilan Negeri Bandung mengenal

pengangkatan anak sejak tahun 1979

sampal dengan tahun 1992 <sebagail

berikut:

tahun ;979 : =8
tahun 1980 : 17
tabhun 1981 : 51
tahun 1982 HECY -
tahun 1983 : a2
tahun 1734 I
tahun 19895 : 19
tahun 19386 COE
tahun 1987 : T4
tahun 1788 21

tahun 1989 H i35

tabun L1770

~l

tahun 1991% :

tahun 1992 11
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2. Status FPerkawinan Orang Tua Angkat

S,1.2.8.2.2.
Status perkawinan craﬁg tua angkat sebagai-
mana terdapat pada tabel sebagai berikut,.
Tabel : 9
Status Perkawinan
''''' Kawin Tidak kawin
Tahun Total
Jumlah £ Jumlah A
1979 38 1Q0 - - 35
198Q 154 Fa 1 ) 17
1FE1 &1 100 - - &1
1782 ! 33 @2 =Y 3 )
1783 20 P& z 4 82
17384 25 FS 1 4 27
1985 ! 13 25 1 3 19
19848 34 100 - - =4
1937 33 7 1 3 T4
1583 i 21 % 130 - - 21
i

1989 1S 100 - - 13
1990 13 S 2 14 15
1991 5 as 1 14 7
1992 10 71 1 -9 11

Total 374 FéH 1= 4 387

Sumber: Masil Penelitian Pada P.N. Surakarta, tabun 1993
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Dari tabel ¢ di atas dapat diketahui bahwa di Peng-

adilan Megeri Bandung terdapat ketetapan pengadilan yang

menetapkan orang tua berstatus tidak kawin. Menurut data,

nerincliannya sebagal bherikut.

Tahun L19680:

=tatus tidak bawin: seorang nona. Umur 70  tahun  BWNI

asli. Anak yang diangkat anak laki~laki. Umur anak 7

Labuan., Diangkat sejak umur 1 tahun. Orang tua kandung

anak: ayah-—ibu. Alasan mengangkat anak: menginginkan

anak . Untuk memelihara hari tuanva. (Mo. S25/71980).

Tabhun 1982:

1. status tidak kawin: seorang nona, umur 5& tahun. Meng-

angkat anak seorang anak laki-laki dari pasangan suami—

isteri. Alasan mengangkat anak: untuk tumpuan hari

depan (MNoO. T52/71982) .

mona umuyr 42 tahun. Mengangkat anak

t-)

status tidak kawin:

sk peErempuan, dari pasangan suami—isteri.

Slasan; arang tua anak, anaknya banyak. (Ket. No.139/

nona umur 8 tabun WNI Cina. Anak

%]

status tidak kAawin:

yang diangkat: anak laki-takij; anak luar kawin. Alasan:
kasihan anak (MNo. 129/1982) .

Tahun 19835:

{. status tidak kawin: seorang nona. Umur 59 tahun. WNI

asli. Anak yang diangkat seorang laki-laki, umur 2V

tabhun; diangkat sejak kecil. Alasan, untuk tempat ber-

gantung di kemudian hari. Orang tua anak: pasangan

suami—-isteri (No. A4g/ 1983) .

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR -
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
98

2, status ridak kawin: Jejaka umur 56 tahun. anak yang
giangkat seorang laki-laki., Umur anak: 17 tahun. Diang—
vat seiak masih kecil. gnak luar kawin (No. /811/1983) .

$

Tahun 1784

status tidar kawin: nonpa. Umurs 47 tabhun. Alasan meng-
anghkat anak: ingin anak . Tanggal % Desember berturut-
turut mengangkat tiga anak- Seorang laki-laki. umur 18 |
rahun. anak dari pasangan suami igteri; dua anak perem— |
puan, masing-masing amur 17 tabun dan 2 tabhun. Orang
adalah pasangsan suami isteri. Ketiga anak

tua anak
tersebut berasal dari tiga orang tua yvang berbeda. (No.
LOQ/ 1L984%) -
Tabun 1985:
status vidak kawin: nona WNT asli. Umur: 936 tahun.
nengangkat anak laki—laki umur 7 tahun. Diserahkan
sejak anak umur 2 tabun. Orang tua anak, pasangan suami
isteri. Alasan mengangkat anak: ingin sekali mempunyail
amnak {(No. =20,/1985) .
Tahun 1987:
status tidak Rkawin: =eorang nona. Umur: 48 tahun WNI
asii. Mengangkat anak laki-laki, umur g tahun, dari
{(No-.

pasangan suami isteri. Blasan:t ingin anak.

734/1987) -

Tabhun 1990:
1. status tidak kawin: seorang nona, umur 37 tahun, WNI
Ccina. Mengangkat anak taki—-laki, umur 5 tahung, anak
tuar hawin. alasan mengangkat anak untuk kepentingan

arak .
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~  =tatus tidak kawin: s2orang nona, umur 77 +tahun. Meng-

“ .

angkat sSeorang amak persmpuan, umur 22  tahun. Anak

diserahkan kepadanya pada waktu anak 3 tabun, pada

sahun L1971, Alasan menganghkat anak, orang tua tidak

ber tanggung Jjawab Lepada anaknya sendiri (No. 31/1990).

Tahun 1991:

nona, umur 42  tahun.

alaotus tidak Kawin: BEOr ang

Menganghkat anak laki-laki umur 4 tabun. Alasan, untuk

temanhidup. orang tua anak pasangan suwami isteri. Ayah

apak adik kandung ocrang tua angkat. (WNI Cina) {No.

2{3/1991)

farun L792:

tatus ridak wawlin: seorang nNONa, amur 438 tahun.

_—
ATl

Mengangkat  anak laki—laki umur 17 tahun. Diasuh sejak

winwer b tahun . Orang tua anak pasangan suami isteri.

Slasan  untuk teman hidup. Tidak ada rekomendasi dari

ial. {(MNoO.

1l
i

Dinas o0

‘

Fengangkatan Anak

Sebagaimana pada no. 5.1.2.1.3 di muka,

yang dimaksud dengan macam pengangkatan anak
d4i =ini adalah macam pengangkatan anak di-
+injau dari apakah anak hidup bersama aorang

atau-

rua atau keluarganya (secara langsung)

kah anak sebelumnya hidup/sdipelihara dalam

syatu  vayasan spsial. Demikian seterusnya
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apabila pada uraian di bawah membicarakan hal
seperti ini.

Jumlah dari masing-masing macam peng-
angkatan anak rarsgbut scebagaimana tampak
pada tabel di bawah.

Tabel : 1O

Jumlah dari Macam Fengangkatan Anak

Macam Pengangkatan Anak
Tahun Total

Langsung Yayasan

Sosial

1279 33 S 38
1980 12 3 17
1981 51 10 &1
1982 23 11 34
L9833 ae = 52
12994 25 1 2
1583 17 2 12
1985 30 4 I3
1987 25 a 34
1988 18 3 21
1989 19 - 15
1990 11 4 135
1791 7 - 7
1ee2 & S 11
Total I28 51 =87

Sumber: Hasil Fenelitian Pada P.N. Bandung, tabun 19934

Dari

data vyang ada menunjukkan bahwa Jumlah macam

pengangkatan anak yang langsung {anak hidup bersama orang

tua atau keluaganya) ada 326 dari 387 macam pengangkatan

anak atau 84%, sedang macam pengangkatan anak di mana anak

diasuh dalam suwatu yayasan sosial sebanyak &1 atau’ 1&6%4.
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3. Umur Anak Angkat

Umur anak angkat sebagai berikut tampak pada

tabel di bawah.

Tabel : 1!

Umur Anak Angkat

Umur Anak angkat
Tahun < 5 tahun > % tabun Total
sumlah s Jumiah 7

1979 0 77 8 21 38
198Q 12 71 3 29 17
1981 87 &8 13 22 &3 Xx)
1982 32 a9 4 11 I6
1983 43 ao 1 20 54 %)
1964 23 77 7 23 IO x)
19853 16 24 s 16 1<
1735 24 57 11 31 IS x)
1987 dal 7 1¢Q 2 R
1938 19 35 = 14 22 %)
1987 i1 T3 3 27 15
1990 10 a7 3 I3 15
17991 S 71 2 29 7
1992 = 32 2 13 11

Total 308 7 21 23 397

}
I
Sumber: Hasil Fenelitian Fada P.N. Bandung, tabun 1793

Tenjelasan:

i. pada tahun 1981 ada ketetapan pengadi;an yvang menetap-
kan seorang mengangkat anak sejumlah tiga orang anak.
{Jumlah: &l + 2 = &3).

2. pada tahun 1987 ada dua ketetapan vyang menetapkan

pengangkatan anmak masing—-masing sejumlah dua orang

anak {Jumlah 32 « 1 =+ 1 = 534).
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3. pada tahun 1984 ada dua ketetapan yang menetapkan dua
orang tua angkat mengangkat masing—masing tiga orang
dan dua orang. (Jumlah 27 + 2 + 1 = 30).

4, pada tahun 1985 ada satu ketetapan vyang menatapkan
orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah 3J4+%1 =
33).

pada tahun 1987 ada satu ketetapan vyang menetapkan

L

orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah 3I4+1 =

5.

pada tahun 1988 ada satu kretetapan vyang menatapkan

i
.

orang tua angkat mengangkat dua anak. (Jumlah 21+1 =

Dari tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa umur
anak yang diangkat sebagian terbesar 77% f(lihat tabel)
berumur maksimal é tabun. Menurut data, umur anak vang
berasal dari Yayasan Sosial semuaﬁya berumur dibawah S
tabun: vang berumur lebih dari 3 tabun {23%) adalah anak
vang oiangkat pada pengangkatan anak secara langsung.
Seperti penielasan nNO. 5.1.2.1.1.4. di atas, weadaan
sebagaimana dijelaskan pada S.1.2.1.1.4 sama dengan

vgadaan sebagaimana pada 5.1.2.1.2.8. FPada pengangkatan

S2CAara langsung, ada dua macam pengangkatan anak, yvang
pertama, berupa pengesahan anak; vang redua, penetapan
anak .

Menurut data, pengangkatan anak vyang dilakukan

repada anak vang diasuh/dipelibara oleh Yayasan Sosial
cemuanya berumur di bawah 5 tahun. Pengangkatan anak vang

s@Cara langsung, ada anak vang diangkat berumur lebih S

tabhun.
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Umur Orang Tua Angkat

Fengertian umur orang tpua 4i =ini, sama
dengan rengertian  umur orang tua pada no.
5,:.2.0.10.%  di muks, aity umur dari  salah
satu suami =2tzu lsisri vang maling tua {ter—
tinggi) . t=rmasuk dalam pengertian ini orang
tua angkat berstatus tidak kawin. Pengertian
imi akran peneliti pergunakan pada pembicar=an
yang sama pada bagian di bawah nanti.

Yariasi umur orang tua- zrghkat sarosh

pada tabel di bawah.

Umur Zrarnz ¢ T 3Raxn
Tahun 45 tahun 4% tzahun Total
Jumlah o Jumiah A

1277 & 1 25 2 b 38
13980 10 S9 7 41 17
198L =2 85 | 2 15 51
1982 27 73 4 23 35
1983 = 71 15 22 32
17845 17 & 10 7 27
19838 12 53 7 37 19
17986 27 g5 = i3 Z4
1287 23 32 =S 18 =3
1938 14 &7 7 33 21
1989 11 73 4 27 15
1970 10 &7 al I3 i3
17791 5 71 2 2 7
1992 10 21 i g 11

Total 297 77 = 2= 387

Sumber: Hasil FPenelitian oada P.N. Randung,. tahun 1993
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tatel di atss *ampak btahwa umur sebagian ter-

di bawah 435 tahun 77% dan vyang

di atas 43 tahun: Z34. Crang tua angkat vang

mengangkat amnak yang berasal dari Yayasan Sosial  semuanya

gL bawahh 34353 tabun. Umur di1 atas 43 tahun terdapat pada

arang tua angkat vyang

langsung

mengangkat amnak sacara secara

S.1.2.5.2.5. Mewarganegaraan Orang Tua Angkat
Newarganegaraan arang tua angkat tampak
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel : 13
Kewarganegaraan Orang Tua Angkat
W M I
Tahun W.N.A Cina Selain Rsli Total
Cina
Jml “ Jmi * Jmi % Jml 7%
1977 10 28 7 13 - - 21 54 38
1980 = 18 e 29 - - ? a3 17
1981 4 1S g i3 - - 44 72 61
1782 S 17 7 19 - - 23 &4 35
19335 3 190 X 23 - - 4 &8 52
19394 - -~ g 3Q - - 1z 70 27
19835 - - 3 146 - - 16 84 13
1784 ] 13 g 25 - - 20 59 =
1987 - - i 21 - - 27 79 34
17388 2 10 1 3 - - i8 8% z
L1989 - - > 2 - - iZ 80 13
1990 1 7 2 1= - - 12 g0 15
1991 - - 1 14 - - & 1 86 7
1992 - - 1 9 - - 10 ?1 11
Total 41 11 73 19 - -] 27% 70 387
Zumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mengenal
rewarqanegaraan orang tua angkat dapat diketahui, orang
tua vyang mengangkat anak sebagian terbesar (lihat tabel)
adalah warga negara Indonesia. Kemudian berturut-turut
adalah warga negara Indonesia goleongan Cina, dan selanjut-
nya oleh warga negara asing. Warga negara Indonesia dari
golongan =elain Cina tidak ada yang mengangkat anak.

Warga negara Asing yang mengangkat anak adalah warga
negara RBelanda, Jerman, Swedia.

Fengangkatan anak vyang dilakukan oleh warga negara
Indonesia geolongan Cina, menurut data vyang peneliti
ketemukan, mereka mengangkat anak vyang berasal dari
colongan mereka sendiri (Cina) maupun yang berasal dari
zolongan Indonesia asli. Fengangkatan anak oleh mereka
dilakukan dengan dus cara. Yang pertama, mereké mengangkat
anax melalui Notaris. Setelah mendapat akte Notaris,

meraka memohon pengesahan pengangkatan anak kepada

ssngadilan, Yang kedua, merska mengajukan permchonan
perngangkatan anak langsung kepada Pengadilan Negeri
Randung.
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5.1.2.1.2.7. Agama Orang Tua Angkat

e

1056

Aagama orang tua angkat tampak pada tabel

di bawah ini.

Tabel 14
A G A A
Agama
Tahun Isla Wristen Katolik Hindu Sudha Total
IR Y
Jml P Jml 2 Jml v |lam1) % Jml|%
1279 ia 7 11 el & 16} - - = 8t =
1580 2 a7 5 29 3 18] - - 1 8| 17
1981 =9 &g 12 20 7 11 - - 3 s &1
1582 21 s ? 25 3 11 -~ - 2 51 36
1783 a7 &1 13 o5 5 1ol - - 2 4} 52
1984 | 14 =9 2 Z0 2 71 - - 1 4| 27
F v i . I
1935 14 7a 3 o1 3 s - - - -1 19
1985 19 S5 a 24% 3 121 - - 3 al =4
oo - = a2 o1 = R - 2 =] 34
ey % -5 ! 74 | | | ;
i?@a ! oty 1 TS 3] ral oz wl -1 -1 - - 2t
1 1 1
158 ! 11 | 73 3 27 - - - - - -
= i i}
1700 112 30 1 7 2 13| - - - - 5
i
1991 g s 3&[ 1 14 - - - - - - 7
1992 i o | 91t 9f - - -4 -1 - ~1 1
| ! ¢
i ] _ __
Total !Z247 &4 a4 2T 39 o} - - 17 ai=a7
i L
Sumber: Hasil Fenelitian Fada P.N. Surakarta, tahun 1993
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Dari +tabtel di atas, tampak hahwa agama orang tua
angkat berturut—turut: Islam (&84%);: Kristen {(22%) 1

Natolik (190%); Budha (4%).

L2.1.2.8. ZSebhab-sebab Fengangkatan Aanak

h

1
- 4

Sebab-sebab pengangkatan anak tampak

pada tabel di bawah ini.

Tabel : 15

Sebab-sebab Fengangkatan Anak

Keturunan Teman Anak Lain—lain
Tabun Total
Jml ol Jml e Jml kA Jdml pA
1979 28 74 = a 7 18 - - 38
17280 14 a2 1 S 2 12 - - 17
1981 4 S5 10 1s 1s 25 1 2 ol
1782 22 &1 o 14 ? 25 - - 36
1783 39 T3 4 2 g 158 1 2 a2
1584 13 &7 4 143 3 1c - - a7
1985 14 73 3 15 2 11 - - 19
1885 27 e 2 & 4 12 1 3 >4
1987 257 TS = b4 3 i3 - - Ia
1538 = 52 =3 14 S 24 - - 21
1932 iz a0 1 7 2 13 - - 15
L1990 8 i 53 - - 7 | 47 - - 15
1993 & gs - - 1 14 - - 7
1992 g8 | 7% - - 3402 - - 13
i
v
Totalj 259 70 39 10 76 1iQ 3 1 387

Sumber: Hasil Fenelitian Pada P.N. Bandung, tahun 1995

Dari tabel 13 di atas tampak bahwa kecenderungan
terbesar sebab-sebab pengangkatan amak di Pengadilan
Negeri Randung &dalah untuk kepentingan keturunanm (70%),
kemudian untuk kepentingan anak (19%Z), dan untuk teman

'

(LOWY, lain-lain: L.
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$.1.2.1.2.9. Laporan Sosial
Laporan 3Sosial tampak pada tabel di
bawah ini.
Tabel : 1&
Lapcran Scsial
E Laporan Sosial
Langsung
Tabwn Yayasan Sosial
Pengesahan Penetapan
Total
ada tidak ada tidak ada tidak
ada ada ada
totat total total
Jmli ¥ 1dml] % Jml} ¥ (dmli % dml] % (Oml| %
e i s hwo] -] -] = [ =] -=Talwal 8 | -] -] 25]100] == ™3
S ;10:?'! S = - =} & jax & - | - 51100 & 17
1731 510 1&7&3. - 1 = i 1D -1 =~ |12 |100f 12 -1 - | 37100 = =34
1932 i1 1001- o 11 - - S 100 S P - 0o 20 Th
1963 | 3 o) - - ; z |- IRl ST ' - l - _’J:r:v"f b -
-‘-i;;i'"v*;:—‘;— C i -]-i7jwo] 7 |- - | 19lic0] 17 i
1985 | 2 ?mo? -l =1 2 |-l -{s3jwo] 3 | -|-11zlwol iz 19
1988 i & fuool =L - 4 -0 - l1e frooj 12 | - | - | 18l100] 18 2
1857 ’ 3 lOOi - - 8 - = 11Q 100 10 - - 1&1100 15 4
w8 [ 3100l - -1 3 {-f~fsiw0] 5 |-]-1| 13100 i 21
1 - - - - - - - S 1100 S - - FILO0 ? 13
1990 | 3 j100f - | - 4 - =15 |10 o 1) 20| a8 s 5 15
171 l -1 -} =i - - - -1 3 10 3 2 50 2] = 3 7
e i s jej -~y - 05 |~ - | 2Hp 2 | 3 78] 1] 2| a 11
|
Total|sl 1100] - - a1 - } - |98 |10Q| 98 ) 3| 22| 971228 =7
Sumber: Hasil Fenelitianm Pada P.N. Bandung, tahun 199%
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FPenjelasan mengenai macam pengangkatan anak sama
sebagaimana telah dijelaskan pada ne.5.1.2.1.1.9 di muka.

Dari tabel di atas dapat diketabui bahwa putusan
pengadilan Ppada macam pengangkatan anak di  mana anak
diasuh dalam suatu yavasan sosial,. semuanya ada laporan
sasial (100%). FPada macam pengangkatan anak vang langsung
yang berupa pengesahan tidak ada laporan sosial, sedang
vang  berupa permchonan penetapan mulai tabun 1990 sudah
ada laporan sosial (tahun 1990: 20%: tahun 1991: S0%;

tabhun: 1992: 75%.

5.1.2.1.2.10. Lamanya sidang
Sidang pemeriksaan permohonan pengesah-—
anipehgangkatan anak berlangsung kurang dari
5 bulan. Hebanvakan wéktu berkisar Z wminggu

sampai dengan I bulan.

“.1.2.1.5. Fengadilan Negeri Surabaya

Sebelum peneliti mengajukan *emuan data
gi Fengadilian Negeri Surabaya, peneliti ingin
mengemukakan terlebih dahbulu mengenai teknik
pengambilan data vyang peneliti lakukan di
Fengadilan Surabava.

Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Sura-
baya mengenai Pengangkatan anak amat banvyak.
Karena hketerbatasan peneliti, baik dalam soal
waktu maupun tenaga, peneliti tidak mampu men-

jangkau semua arsip putusans/penetapan vyang adea.
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Putusan yang bisa peneliti jangkau adalah
putusan/penetapan tahun 19846 sampai dengan
tahun 1993. Data diambil dengan cara sample.

perlu diketabui di Ragian Arsip Pengadil-
an Megeri Surabaya, teknik kearsipan dilakukan
sebagai berikut:

1. arsip putusan/penetapan dikumpulkan ber-—
da§arkan per tahun;
2. arsip di bagi-bagi ke dalam {(di bidang

hukum perdata) sub bagian lagi. Misalnya

bagian "adopsi”, bagian *ganti nama®", dan

sebhagainya;
3. untuk masing—-masing bagian, misalnya
bagian "adopsi”, arsip putusan/penetapan

disimpan ke dalam suatuy bendel kertas

atau plastik atau kotak karton. Masing—

masing bendel /kotak berisi 23 arsiﬁ. Jika
misalnya 1 tahun ada 100 keputusan, maka
akan ada empat bendel/kotak wyang berisi

untuk masing-masing kotak sebanyak 29

arsip putusan pengadilan.

Isi dari masing—masing bendel/kotak
bermacam—macam atau bervariasi. Yariasi ter-—
sebut mencakup:

-  putusan #inter country adoption”

- penetapan “single parent”

DI
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-~ penetapan mengenal pengangkatan anak
secara langsung Yang bisa terbagi lagi ke
dalam macam:

- vang dilakukan oleh WwHI golongan Cina

- yang dilakukan oleh WN1I golongan

Indonesia asli.

- penetapan mengenai pengangkatan anak
yang dilakukan terhadap anak yang berasal
dari Yayasan Sosial.

Tidak setiap bendel/kotak pasti berisi
semua macam tersebut di atas. Misalnya suatu
nendelskotak tertentu tidak berisi putusan
inter country adaoptior. Sebaliknya bendel yang
1ain mengenai inter country adoption ber tumpuk
di sana. Demikian juga untuk macam yang lain.

Untuk mendapatkan data, peneliti meng—
ambil sampel sebanyak 20 “.

Cara pengambilan data:

- semua bendel dibuka. pilihat mana—mana
yang ada putusanipenetapan mengenai inter
country adoption mana vang single parent
dan yang macam lain.

- pada prinsipnya tiap bendal/kotak diambil

sampel sebanyak Z0% yang mewakili masing-—

masing putusan/penetapan. Dengan catatan
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szandainva dalam suatu bendel/kotak
tertentu tidak ada suatu macam putusan/

penetapan tertentu, {misalnya mengenai
inter country adoption, maka untuk macam
putusan itu dicarikan dalam bendel/kotak

yang lain sedemikian rupa s2hingga macam

putusan/penetapan tersebut terwakili.

Pemilihan sampel 20% tersebut juga di- °-

pilih yang oleh peneliti "perlu dibahas”

atau dipelajari dalam penelitian ini.

Dengan cara tersebut peneliti

merasa
hahwa data mengenai Putusan/Penetapan Feng-
adilan Negeri Surabaya .dapat terwakili.

Adapun hasil pengambilan data dapat

peneliti ajukan sebagai berikut di bawah ini.

5. 1.7.1.5.1. Jumlah FutusansFenetapan mengenai Pengang-
Yatan Anak
Jumlab FPutusan/Fenetapan Pengadilan
Negeri

Surabaya mengenai

pengangkatan anak

s2jar Fahun 1985 sampai dengan tabun 1993

sebagai berikut:

tabun 1936

: ?2
tahun 1987 H 84
tahun 1988 : 101
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tahun 1989 s 73
tabhun 1990 : 78
tahun 1991 : 79
tabun 1972 &7
tahun 1993 - §
Untuk masing—-masing tahun peneliti
mengambil sampel sebanyak Z0¥, sehingga
akan

besarnya jumlah putusan/penetapan yang

peneliti bahas sebanyak:

tahun 1986 H 18
tahun 1987 : 17
tabhun 1988 s 20
tahun 1989 : 13
tahun 1990 s 15
tahun 1971 : 16
tahun 1992 : 14
HE W1

tahun 1993

Status Perkawinan orang tua angkat

Status perkawinan orang tua angkat
sebagaimana terdapat pada tabel sebagai
berikut.
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Tabel @ 17

Status FPerkawinan

Kawin ' Tidak hkawin
Tahun Total
Jumlah A Jumlah pA
19856 18 1QQ - - 18
1987 18 4 1 & 17
1988 iq 3 1 3 ‘20
1989 13 87 2 13 i3
1990 143 I3 1 7 15
1991 13 P4 i =Y 16
1992 14 100 - - 14
19X 12 2 1 a 13
——F—Tota 121 Fo 7 a 128

Sumber: Hasil penelitian Pada P.N. Surabaya, tahun 1993

Dari tabel 17 di atas dapat diketahQi bahwa orang tua
angkat nerstatus kawin: @54, yang berstatus tidak kawin:
=1, Adapun oerinciannys sebagai Serikut:

Tahun 19871

status tidak Kawin = seorang waria, umuar 35 tahun, meng—
angkat anak laki—~laki umur 1 tabun, anak sah dari pasangan
suami—isteri. Alasan mengangkat anak: ingin sekali meng=
angkat anak yang bersangkutan. (No. 644/1987) .

Tahun 1988:

status tidak kawin: sSe0orang nona, umur 3& tabun, mengang—
kat anak laki—-laki umur T tabhun, dari pasangan suami—

isteri. Alasan: ingin anak. (No. 137/1938) .
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tidak kawin: seorang nNoNa, umur & tahun, WNI

Cina. mangangkat anak seorang anak laki—laki wumur =2

s ahun  dari pasangan Qrang tua suami-isteri. Alasan:

untuk perlindungan mass tua. (Mo. 1B82/17989).

= status tidak kawin: secrang nona, wour 32 tahun. Wi T

asli menganghkat ssorang anak perempuan umur i {satu)}

tahun, dari pasangan zuami—isteri. Alasan: ingin anak ,
{(Na. 203/198%9).

Tabun 19903

cratus tidak hkawin @ seorang jejaka, umur S8 tabun, peng=

angkatan anak peresmpuan 23 tabun, sudah diasuh sejak

wecil. Alasan: mendambakan hadirnya seorang anak. (No.

status tidak vawin: seorang jejaka, umar 49 tahun, WNI

Cina, mengangkat anak perempuan;s anak luar kawin. Alasan:

untuk memperpoleb keturunan. iNo. 3I34/1971).

'i

Tahbhun 1793:
ztatus Tidak wawin: seorang Nona, umuy 47  tabhung meng-—
angrkat anak laki—-laki umur 8 tahun, dari pasangan suami—

isteri. Alasan: mendambakan anak dan nemenubi kebutuhan

batin.
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- =, Macam Pengangkatan Anak
Jumlah dari masing-masing macam peng-—

angkatan anak sebagai berikut, tampak pada

+ahel di bawah.

Tabel : 18

Jumlah dari macam pengangkatan Arak

Macam Fengangkatan Anak
Tahun Total

lLangsung Yayasan

Sosial

19846 14 3 18
1987 13 = 17
1988 15 a 20
173879 L= 2 15
1990 ' 13 2 i5
1991 1z E) 156
1992 12 2 14
1993 10 3 13
Total 104 Z3 12Z8

aumber: Hasil Penelitian Fada P.N. Surabava, tahun 1995

Dari tabel 18 di atas, dapat diketahui Sahwa Jjumlah
macam pangangkatan anak yang langsung diajukan permohonan
pe pengadilan {private adoption) sebanvyak 104 dari 128
macam pengangkatan anak atau 617%, sedang macam pengangkat—
an  anak dimana anak diasuh dalam suatu vyayasan sosial

csebanyak 24 dari 126 macam atau I9%.
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S.1.2.1.3.4,. Umur rAnak aAngkat

Umur &anak angkat sebagai berikut tampak

pada tabel di bawabh.

Tabel : 19

Umur Anak Angkat

Umnur Anak Angkat
Tahun S tahun 3 tabun Total
Jumlah kA Jumlah A
1984 156 89 2 11 i8
1e87 13 a3 = 17 i8 x)
1538 13 . 0 2 1Q 20
1989 13 = 1 7 15
1990 ! 11 S50 5 32 165 x)
1991 j 1z 7S 45 25 1&6
19772 ' 11 7o > 2 14
JRTATIGS i 10 7 X 23 13
Total 107 3° 23 18 130
!

Sumber: Hasil Penelitian Fada P.N. Surabaya, tahun 1995

Fenielasan

Tabun 1987 ada =zatu penetapan yvang menetapkan orang tua

angkat mengangkat dua orang anak (jumlah = 17+1= 18).

Tathun 1990 ada satu penetapan yang menetapkan orang tua

anghat mengangkat dua orang anak (jumlah = 13+1 = i4&a).
Dari tabel 172 di atas dapat kita ketabui bahwa umur

anak vang diangkat sebagian terbesar (82%) (lihat tabel)

TErusar maksimal S tahun. Menurut data, umur anak yang
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werasal dari yayasan cosial semuanya berumur di bawah 9

e

tabun {23%) . Yang berwnur lebib dari % tahun adalah anak

yang diangkat pada pengangkatan anak secara langsung.

Fada pengangkatan amak secara langsung. yang berupa
penetapan anak, menurut data, zebagian besar anak diangkat

berumur di bawah 3 tahun.

5,.1.2.1.3.5. Unur Orang Tua Anghkat

Variasi wmur orang tua angkat tampak

pada tabel di bawah.

Takhel : 20

Umur Orang Tua Anghkat

umur Orang Tua Aangkat
Tahun 45 tahun 45 tahun Total
Jumlah A Jumliah %

1784 12 6T & 33 i8
1987 i 38 2 12 17
1983 15 73 3 23 20
1989 12 3¢ > 20 15
1990 10 &7 pa 33 13
1991 1z 7S 4 25 is
1992 g 543 a Y- 14
1993 11 35 2 15 13

Total P45 75 32 29 123

Sumber: Hasil Fenelitian Fada P.N. Surabaya, tabun 1993
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tabel 41 atas Lahwa umnur =sebsaglan ter-

tameak Sahb
tua anagkat Fi hawah 4% tabun. Orasng tua
bterasal dari Yayasan

iva 21 bawah 4% tahunm. dmur di oatas &S *ahun

rada  orang tua  yarg mengangkat anak secara

anegaraan Jrang Tua Angkat

SV1.T.1.0 A, Hewarg
Kewarganegaraan orang tua angkat tampak
sebagaimana tabel Ji bawah ini.
Tabel : 21
Yewarganegaraan Jrang Tua Angkat
| WoON I
Tabun l W.N,A Cina Selain l Asli Total
j i Cinsa
{ i i }
famyopox foom1 o Pomy |ou | o-np
i 4 ! * ' 4
R - = - i , - —:4 78‘ 18n_d
Le=s7 Lo ) ; 3 24 f - § - 2 70 17
i
- 988 2 | 10| & i zO - ~1 12 | so 20
' ;
1939 1 7 E 4 ; 27 - - ¢ 55 15
19290 1 7 2 13 - - 12 80 13
19714 1 ) = i - - 12 73 14
1992 b3 7 3 21 - - 10 72 14
1993 - - 3 | 23 - -l 10| 77| 13
Total ? 7 27 21 - - ?2 72 128
Fumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Surabava, tabhun 1595
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Dari tabel di atas tampak bahwa mengenai kewarga-
negaraan orang tua angkat, dapat kita ketabui, orang tua
vang mengangkat anak setagian terbesar (72% dan 2174 = 93%
adalah warga negara Indonesia. Dari bagian ini yang paling
beegr adalah warga negara Indonesia asli (72%). Kemudian
menyusul warga negara Indonesia golongan Cina (21%). Warga
negara [ndonesia dari golongan selain Cina tidak ada vyang
mengangkat anak. Warga negara asing yang mengangkat anak
7%. Mengenai kewarganegaraan asing, menurut data adalah
mereka vyang berwarga negara Inggris, Jerman, Amerika,
Australia dan Belanda.

Fengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia golongan Cina. menurut data vang peneliti temu—
kvan mereka mengangkat amak melalui dua cara. Yaitu,
pertama. mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih
datulu. Setelah mendapat akte adopsi; mereka memohon
pengesahan anak kepada pengadilan negeri. Yang kedua,
nereka langsung mengajukan permohonan pengangkatan anak
epada Fengadilan Negeri Surabavya. Mereka mengangkat anak
saik yang berasal dari golongan mereka sendiri maupun vang

dari golongan Indonesia asli.
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Z.1.3.7. Agama Orang Tua Angkat

e .
(UL
Agama orang tua angkat tampak pada tabel
di bpawah ini,
Tatel : 22
AGAMA
rgama
Tahun l ITxzlam Kristen natolik Hindu Budha Total
{
}
Jml e Jm1l pa Jml o lJdml % Jdml 4
1934 1z 58 4 2z 1 S — - 1 &1 18
197 | 11 | &5 s | 29 1 st - | -} - - 17
| i
158ag 1< S0 7 =5 R 15 - - - -1 29
193839 4 S0 3 26 1 71 - - 1 71 1S
LFF0 L1 73 = ala) 1 il -t - -] i3
i
i@y oo g s 21 13 1 51 — - 1 &l 16
) - 1
¢ : {
1322 = | =7 3] 38 1 7io- - - -l 13
! i i
L3I 5 B f 7’5 z E 15 - - - - 1 g! 13
i' ! |
Ta+al [ 23 P 5851 I2 i 25 7 i -1 -1} a 31123
. |
H "
i

Zumber: Hasil Penelitian Pada F.N. Surabaya, tahun 1993

Dari tabel di atas, tampak bahwa =gama orang iua

angkat berturut—turut: I=slam (&5%) s Kristen (22%)

Yatolik (FM): Budha (IR).

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

122
£.1.2.1.7.3, Sebab-senab Fenganghkatan Anak
Sebab-sebab pengangkatan anak tampak
pada tabel di bawah ini.
Tabel : 25
Sebab-csebab Fengangkatan Anak
Yeturunan Teman Anak Lain—-lain
Tabhun Total
Jml il Jml y Jml bA Jml ~
1985 12 &7 4 22 2 11 - - i
1597 11 55 .4 23 2 12 - - 17
1933 12 &0 ) 30 2 10 - - 20
1939 w0 b er | &} zs 1 7 - - 15
1990 g 1 33 = 20 4 27 - - 15
i
1FFL 12 74 2 15 2 bR - - 15
i f
1992 | 1o | 7o 2114 2 14 - - 14
| '
(9FT | 0 77 2| 15 - - 3
R A [ 1 g 1
1 T
! : l , |
Total! 23S | &6 7 27 0 21 & 7 LT - - | 128
1 ! ¢ | | | '
: ; [ ) i | i
Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N., Surabava, *tahun 1995

Dari +takel I3 d4I atas tampak babwa ¥ecenderungan
ts=rtesar zebab pengangkatan anak di  Fzngadilan Negeri
Turabayvas adalah untuk kepentingan melanjutkan keturunan

=R kemudian untuk teman (2L%) dan untuk  kepentingan
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Laporan Sosial

Laporan Sosial tampak pada tabel di

bawah ini.

L aporan Scsial

i
E
f Lang=ung
Toder YVayasan cosial
"H'ﬂ " Fengesahan Fenetapan
; Tote
i ada tidak ada tidak ada tidak
5 ada ada ada
! total total total
fam1d  faml] % ami} % [ami} % Jmi{ % |Jml} %
| | 3 3 o| 11 1€
T oA |10 - b - 4 - - I 10 3 - - 111100 1
U 100 !
} -
s f oz ool - - 3 -] -3 w0l 3 ) - - 111100} 1L 1
! P T
908 4 _L\Jf - - 4 - - 4 1100 4 - - 121100 12 o
sam |z lenl - =1 2 v - -j2iwal = -1 - ool 1 1
LTOT < PRSLRE Py
PR A PSR S A R I T - B A i 8| e 8 L
1591 [ 4 P1O0f - - 3 - F =7 4 t1cal 3 30 m s a2 g L
§
wom 2o - -1 2 lof-lslwol 5 | als7y 3| anl 7 1
i
imgm { T jtoo] =t - I | -| - |30l 3 |s|7 29 7 1
Total |24 H1oO| -~ - 24 - - |29 i100] 229 12 16 &30 34 7a 1z
I
Sumber: Hasil Penelitian FPada P.N. Surabavya, tahun 19995
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Fenjielasan mengenai macam pengangkatan anak sama
sebagaimana telah dijelaskan pada mo. 5.1.2.1.1.9 di muka.

Dari +tabel 24 di atas dapat diketahui bahwa putusan
sengadilan  pada macam pengangkatan anak di  mana anak
diasuh dalam suatu yayasan sosial, semuanya ada laporan
=ns1al (1007 ). Fada macam pengangkatan anak yang langsung
yarg  beruapa permohonan pengesahan anak tidak ada laporan
sosial, sedang berupa permohonan penentapan mulai tahun
1991 sudah ada laporan sosial {tahun 1991: 38%4; tahun

1992:57%;: tabun 1993: 71%).

S.1.2.1.3.10. Lamanya sidang
Sidang pemeriksaan permohonan pengesah-
an/pengangkatan anak berlangsung kurang dari
S5 bulan. Kebanyakan waktu berkisar 2 minggu

sampai dengan 3 bulan.
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1.4, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
S.1.2.1.4.1. Jumlah Futusan/Penetapan Peng-

adilan mengenal pengangkatan Anak

]

Jumlah Futusan /  FsEnotapan

3
=
o
Bl
1]
B
’.‘
C4
M
'
|
rk
D]
m
M
P
LY
rt
L1
3

Fengadila
nengenal pengangkatan anak sejak
tabun 1581 sampal dengan tabun

i¥9Z sebugail berikut:

tahun 1531 t 59
tahun 1982 : &2
tahun 1983 1 32
tahun 1984 : R
tahun 1985 : 4%
tahun 19856 : 44
tabun 12867 : S48
tahun 1928 : 43
tabun 17879 : e
tabhun 1990 ! 732
tahun 1991 H &Q
tabun 1992 : 45
tahun 1993 : 57
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S.1.2.1.4.,2. Status Perkawinan Orang Tua Angkat
Status perkawinan orang tua angkat
sebagaimana terdapat pada tabel sebagai

berikut.

Tabel : 25

Status Ferkawinan

Kawin Tidak kawin
Tabun Total
Jumlah i Jumlah %

1981 59 100 - - 59
1982 &2 100 - - &2
1983 31 97 1 3 32
19g4 31 . 100 - - 31
19835 45 100 - - 43
19846 34 10Q - - 44
1987 543 10Q - - 34
1988 38 100 - - 48
1989 54 F5 1 2 an
1790 7z 100 - - 72
1991 59 g =] 1 2 50
1992 45 100 - - 445
1993 a7 ?g3 ~ - 57
Total H62 ?q 3 1 563

Sumber: Hasil Penelitian FPada F.N. Jakarta Selatan, tabhun
1295

Dari tabel Z5 di atas dapat diketahuil bhabwa sebagian
terbesar dari orang tua angkat adalah berstatus kawin
1994, vang berstatus tidak kawin kecil saja (L%) orang
tua =single parent, menurut data sebaga bérikut.

Tabhun 1783:
status tidak kawin: seorang nona, umur 41  tahun, meng-
angkat anak laki-laki, umur 3 tahun. Alasan, untuk teman

hidup. Oranmng tua anak, pasangan suami-isteri. {No.

TL9/1785Y.
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Tahun 1989:

status tidak kawin: seorang nona, umur 41 tahun, meng-
angkat anak perempuan, umur 4 tahun. Anak luar kawin, di-
serahkan pada waktu anak masih berumur 1 tabhun. Alasan:
kasihan kepada anak. (No., &21/:1989)

Tabun 1991:

status tidak kawin: seorang nona, umur 34 tabun, meng-
angkat anak umur 34 tahun: perempuan, diserahkan pada waktu

P

aNak berumur I tabun. Anak luar hkawin. Alasan: kasihban

anak. {(No. 2771921 .

$.1.2.1.4.3. Macam Penqgangkatan Anak
Jumlah dari masing—-masing macam peng-
angkatan anak sebagaimana tampak pada tabel
di bawab ini.
Tabel : 25

Jumlah dari Macam Fenganghatan Anak

Macam Pengangkatan Anak
Tahun Total
Langsung Yayasan
Soesial
181 27 32 A
1982 12 43 &S2
1983 23 7 )
1784 2 7 Z |
1985 34 A 43 |
1984 22 iz e}
1987 i9 AR 343
1988 31 17 a8
1989 7 i8 S5
1990 oSS i7 72
19921 41 i< &S0
1992 30 15 “+d
1293 38 19 S7
Total 430 253 b65

Sumber: Hasil Penelitianm Fada P.N. Jakarta Selatan, tabhun
1225
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Dari tabel di atas dapat kita ketahui

putusan

Fengadilan

macam pengangkatan anak yang secara

pabwa jumlah
langsung di

Negeri Jakarta Selatan sebanyak 430 dari 663

nacam pengangkatan anak atau &3% sadang macam pengangkatan

anak di

sibanyar

mana anak diasuh dalam suatu

245 atau 1&%.

S.1.2.1.4.4, Unur Anak Angkat

Umur anak angkat tampak

sebagai berikut di bawah.

Tabel : 27

Umnur anak Angkat

yvayasan sosial

pada tabel

Umur Anak Angkat

Tahun 17 9 tabun * 3 tabun Total
Jumlah i kA Jumliah 4

t
1981 a7 i 20 12 20 59
19382 51 1 82 i1 13 52
1983 25 N < 7 =2 I2
1984 =7 { 87 3 13 31
198s 31 a7 14 a1 45
1984 : I3 ; 7= 12 27 43 %)
1587 4g {89 5 11 34
19638 o< Lo8s 4 io ag
1969 45 Lo 80 11 20 S6 x)
1990 &Q , 33 12 17 72
199 31 83 9 15 &0
1992 8 83 3 17 456
1993 43 73 1a 25 57

Total 538 21 129 e 567
Sumber: Hasil Fenelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun

DISERTASI

1995
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Fenjelasan
£} Suatu ketetapan pengadilan vang menetapkan orang tua
angkat mengangkat dua anak.
Dari data yang ada dapat kita ketabui bahwa umur anak
vang diangkat sebagian terbesar (81 %) berumur maksimal 5

tahbun. tenurut data, umnur anak yang berasal dari vyavasan

sosial semuanya berumur maksimal 3 tabun.
Yang berumur lebib dari 3 tabun adalab anak yang diangkat
pada penaangkatan anak secara langsung.

Fada penetapan pengangkatan anak, menurut data,

sebagian besar anak diangkat berumur di bawah 3 tahun.

%.1.2.3.4.3. Umur Orang Tua Angkat
Variasi umur orang tua angkat tampak
pada tabel di bawah.
Tabel : 28

Umur Orang Tua Angkat

< Umur  QOramng Tua Angkat
Tahun 2 453 tahun > 43 tabun Total
Jumlah [A Jumlah %
19681 51 a5 8 14 bk
1982 SO 81 12 i9 &2
1983 27 34 3 16 32
1984 27 87 4 13 31
1735 ot 73 12 27 495
19845 I 82 8 18 44
1987 3 80 11 20 54
1783 z 23 & . P 48
1959 40 78 13 27 85
1930 a3 75 19 26 72
17?71 45 77 13 2 50
1992 37 80 2 20 44
L1933 31 72 18 Z8 37
Total 526 7 1379 21 663
Fumber: Hasil! Penelitian Fada P.N. Jakarta Selatan, tahun
1995
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Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan
umur orang tua angkat s2bagian terbesar di bawah 45 tabun
{79%). Demikian pula pada masing-masing tahun, sebagian
terbesar umur orang tua angkat di bawab 45 tahun (libhat
tabel}.

Orang tua angkat vang mengangkat amak vyang berasal
dari yayasan sosial semuanya di bawah umur 523 tahun,. Umur

4i atas 45 tahun terdapat pada orang tua yang mengangkat

anak secara langsung.

5.1.2.1.4.48. Kewarbanegaraan Qrang Tua Angkat
Kewarganeqaraan'orang tua angkat tampak

sekbagaimana %tabel di bawah ini.

Tabel: 279

Kewarganegaraan Orang Tua Angkat

l ‘ WwoON I
H
Tahun ! W.NLA Cina Selain Asli Total
i Cina
boJdmi A Jmi o Iml " Jml %
ieal = 539 4 7 - - 2 44 =
1382 34 35 7 il - - 21 R 2
1983 = 15 G & | 18 - - 22 2= 32
1933 | - - ! 5 | 19 - -f 235 | 81 31
1985 S i3 3 3 - - K- IA EX
17286 R 7 3 1a - - 3 73 44
1987 | & | 11 ? | 17, - -y 3% | 72 54
1488 ? i9 3 17 - - 31 &4 438
1989 = 24 st I - - =7 &7 35
1990 11 135 I 1= - - 22 72 72
1991 it is 3 13 - - 41 &9 &0
1992 7 15 el 15 - - 2 70 35
1993 a 14 4 7 - - 335 79 S7
Total} 142 21 33 13 - -1 438 56 6635

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun
1993
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Dari tabel di atas tampak babwa mengenai Kewarga-—
negaraan orang tua angkat, dapat kita ketahui, orang tua
vang mengangkat anak secara keseluruhan, sebagian terbesar
adalalh warga negara Indonesia (56&% dan 1534 = 79%). Dari
Sagian ini yang paling besar adalah warga negars Indonesia
asli (&S50 . Kemudian menyusul warga negara Indonesia
gqulongan Cina {(13%). Warga negara Indonesia dari golongan
“zelain Tina tidak ada yang mengangkat anak.

Waraga negara a&asing vang mengangkat anak 21%..
Mengenai kewarganegaraan asing, menurut data mereka adalah
Swis, Amerika Serikat, Belanda, Jerman Barat, Swedia,
Sustralia.

ngangkatan anak yang dilakukan olefnh warga negara
Indonesia geolongan Cina, menurut data vang peneliti
temurkan mereka mengangkat anak melalui dua cara, vyvaitu,
pertama, mereka mengangkat anak melalui Notaris lebih
dabulu. Setelabh mendapat akte adopsi, mereka memohon
pengesahan anak_ Kepada pengadilan negeri. Yang ‘k=dua,
mereka langsung mengajukan permohonan  pengangkatan anak
“epada Fengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mereka meng-
angkat anak baik anak yang berasal dari golongan mereka

sendiri maupun yang dari golongan Indonesia asli.
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S.1.Z2.1.4.7. Agama Orang tua Angkat
Agama orang tua angkat tampak pada tabel
di bawah ini.
Tabsl : IO
“GAMA
Agama
Tahun Islam Kristen Katolik Hincu Budha Total
gml | % [ gmd | w | Jm1 [ % jamil % | Jmilx
1?81 | 2& | a4} 8 14 23 | 29| - | - 2 ] 3] s9
1982 12 J1}] 15 243 23 40y — - 3 al &2
1733 18 35 4 =g 4 134 - - 1 S| 32
15784 23 74 S 17 2 ol - - i 31 31
1985 335 7 7 15 4 ? - - 2 4| 435
19858 SO &8 g 18 3 Ty - - 3 7] 44
1987 34 &3 11t 21 ) 7t - - e 7] 34
1988 28 S8 1¢ 10 21 71 - - 3 &1 38
1989 J1 3& 13 24 ? 18} - - 2 4] S&
1990 | as &84 14 | 17 8 1l - - 5 & 72
+ i ]
H H t H
2354 § 13 | osaf 2 .3 s | w8 -~ - 2 !zt s0
!
1592 Za S5 4 ¢ 20 3 17y - - 3 7! 4s
t
1997 | I3 | s1; 13 | 23 7 | 2y - | - 2 | a} 57
Total [386 | S71133 | 20f 114 | 17] - } -1 32 | slees
H ] ]
Sumber: Hasil FPenelitiar Psadz P.N. Jakarta Selatan, tahun

1995

DISERTASI

DR e A
- e

tabe!

ot
)

atas,

herturut—-turat:

L

Sudha

s

tampak bkahwa

I=slam (S7%4),

tanY.,

agama orang tua

Kristen,

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ...

(20%) .

SETIONO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

133
5.1.7.1.4.8. Sebab—sebab Fengangkatan Anak
gSebab-sebab pengangkatan anak tampak
pada tabel di bawah 1ni.
Tacel @ =1
Sebab—sebab FPengangkatan Anak
Keturunan Teman Anak Lain—-lain
Tahun Total
Jml % L aml v boamy bow | aml %
1981 38 &4 1z 2 ] i3 - - 59
1982 37 &Q 13 21 12 19 - - &2
1983 i8 55 a8 23 & 19 - - 32
1984 17 S35 I IO = 13 - - 31
19838 29 54 ? 20 7 15 - - 4%
19856 X 70 2 18 a 12 - - 44
1987 2 7 a8 13 4 7 ~- - a4
1983 32 &7 ? i 7 15 - - 43
19879 38 &9 g 14 8 15 - - 53
1990 a2 &8 12 17 1 i3 - - 72
1991 43 3 10 17 7 2 - - 50
1992 4 74 7 13 b 13 - - 44
1993 37 sl 12 21 3 13 - - a7
Totall 4435 &7 125 i< 74 14 - - &£65
{
Sumber: Hasil Penelitian Pada P.M. Jakarta Selatan, tahun
1998
Nar: tahel 23 di stas tampak bahwa kecenderungan

rarmzcar sebabk pengangkatan anak di fengadilan Negeri
Jakarta Selatan sscara xeseluruhan adalah untuk kepenting-
an keturunan (&7%); kemudian Qntuk teman (19%) dan untuk
kepentingan anak {14%). Urut-urutan sebabj; keturunan,
teman dan anak, adalabh sama apabila kita perhatikan per-—

mandingar setiap tahumnva {lihat tabel)}. .
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5.1.2.1.4.9. Laporan Sosial
Laporan Sosisl tampak pada tabel di
bawah ini.
Tabel : 32
Laporan Sosial
Laporan Sosial
Langsung
Tahw Yayasan Sosial.
Pengesahan Fenetapan
. Total
ada tidak ada tidak ada tidak
ada ada ada
total total total
Jml} % [JImif % Jml) % [dml] % Jmli % {Jdmlf %
1981 2L - - =} -1 - KIplew 153 ] - = 141100 14 =
193 S| 103F — - 43 - - 10]100 11 - - 81100 8 &2
1933 FILOD} - | — ?i -1 - 5§ 100 &ji-—-1- 1711001 17 32
19 710Q ~ | - 7] - - &1 100 641 -1 - 18100 18 31
1985 | 111100y - - 11 - - 15100 13 | - |~} 241100 24 43
1 21100 —  — 12 - — | 115100 i1 71 - — | 2111007 21 44
1937 151100 - - 13 - - 8} 100 8 - - 311100 oL b
1583 174100 — } -~ 17§ - — | 12{100 241 =43 - | 1911007 19 48
1939 181100 - - 81 -1 - | 5100 13 { - | = | 24{100| 24 33
1990 | 17[100) - | — 17 | - | = | 131100) 14 S5y 18 T35y 851 41 72
1991 19100} - | - 19 | — 3 — | 10§100f 10 | 15] 48| 1s) 32 =1 &0
1952 161100} - | - 5 - f - 1100 ? 1 12 3 9] 43y 21 46
1953 191100 — | — 19 | -} - 14100y 14 | 12 71 7| 22| 243 37
Total iZS5{100) - | - |Z35 - ] — 180100 1480 | S0} 171230 S3{250 o565
I
Sumber: Hasil Fenelitian Pada P.N. Jakarta Selatan, tahun
1995
Dari tabel 32 di atas dapat diketahui bahwa putusan

pengadilan

pada macam

pengangkatan anak di mana anak

diasuh dalam suatu yayvyasan sosial, semuanya ada laporan

spsial

DISERTASI

(100%),

Pada macam pengangkatan anak yang
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vang berupa permchonan pengesahan tidak ada laporan
sosial., sedang yang berupa permchonan penetapan mulai
tahun 1990 sudah ada laporan sosial (tahun 1990  13%;
tabhun 1991: a8%W:

tabun 1992: 57%; tahun 1993: 71i%).

S.1.2.1.4.10. Lamanvya sidang

Sidang pemeriksaan permohonan pengesah--

anspengangkatan anak berlangsung kurang dari

5 bulan.

-

flebanyakan waktu berkisar 2Z minggu

sampai dengan 3 bulan.

5.1.2.1.5. Fengadilan Negeri Sleman

Feneliti perlu melaporkan hal—-hal sebagai
berikut.

Berdasartkan cacatan

arsip di bagian

dokumentasi hukum P.N. Sleman putusan/penetapan

pengadilan negeri yvang mengenai

pengangkatan
anak sebagai berikut:
tabun 1980 : 23
tahun 1931 HE S
tabun 19837 : 14
tahbun 17984 r 25
tahun L1985 .
tabun 1984 : 19
tahun 1987 : 27
tabhun 1988 s 31

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ...
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tahun 19389 H T
tabhun 1970 : 11
tahup 1971 : 14
tabhun 1992 : 15
tahun 1973 : 21
tabun 19924 : 4
— FPeneliti tidak bisa mendapatkan semua

putusan/ketetapan tersebut di atas. Hal itu

dikarenakan bacian dokumentasi pengadilan

negeri vyang bersangkutan belum ada kesiapan

untuk memenuhi permintaan peneliti mendapat-

wan data vang di perlukan.

— Data vyang diperoleh peneliti banya berupa
putusan/ketetapan vang diberikan oleh patugas
vang bisa mereka lakukan.

- Data vang peneliti peroleh sebagai berikut di

hawah.

2Z2.1.3.1. Jumlah FPutusan/kKetetapan FPengadilan Negeri

.
3.1

DISERTASI

Mengenai Fszngangkatan Anak
Jumlah Futusan/Fenetapan Pengadilan
Negeri ~Sleman mengenail pengangkatan anak

vang dapat peneliti perolebh sebagai berikut:

2

tahun 1981

tabun 1982 M >
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tahun 1783 :
tabhun 1984 : >
tahun 19895 :

tabun 12835

h

tahun 1997 : 3

tahun 1933

N

tahun 17989

+J

tahun 1990 : 2

tahun 1991

-
£a

tahun71992

5

tabun 1993

tabhun 1994 H

k)

Feneliti mengakul data seperti itu tidak

mewakili keadaan keseluruhan populasi peneli-

tian, namun data tersebut dapat berguna bagi

peneliti untuk mengetabhui proses pengangkatan

anak vang terjadi di Fengadilan Negeri

Sleman. Meskipun sedikit namun

ada gunanva

{manfaatnya) bagi peneliti.

5.1.2.1.5.2. Status Ferkawinan Orang Tua Angkat
Semua putusan/ketetapan vyang ada me-
nunjukkan  bahwa orang tua angkat berstatus
kawin.
DISERTASI
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S.1.2.1.5.3. Macam FPs=ngangkatan Anak
Jumlan dari masing-masing macam pengang-—
katan anak sebagai mana tampak pada tabel di
bawah ini.
Tabel : T
Jumliah dari macam Pengangkatan Anak
Macam F=2ngangkatan Anak
Tahun . Total
Langsung | Yavasan
| Scsial
1981 - 2 2
1982 - 3 =
1688 1 z =
1994 1 2 3
19335 - i - -
19858 = 2 3
1987 1 =2 =
1938 3 2 b=
1989 - 2 2
1990 ! 1 i 2
13991 b 3 4
1792 1 K 3
L1393 =z 1 =
1994 2 - 2
Total 156 zZ8 : 43

Sumber: Hasil Fenelitian Pada P.N. Sleman, tahun 1993

Dari tabel di atas tampak pengangkatan anak secara

langsung sebanyak Ll& dari 341 atau 3I9%, sedang yvang melalui

Yavasan Sosial sebanvak 23 atau s617%.
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S.1.2.1.5.4. Umur Anak Angkat
Umur anak angkat tampak pada tabel
zebagai berikut di bawah.
Tabel : 4
Umur anak angkat
Umur Anak Angkat
Tahun “© 5 tahun > 5 tahun Total
Jumlah % Jumlah A
1981 2 100 - - 2
1782 3 100 - - X
1983 2 57 i I3 3
19384 3 100 - =
19353 - - = - -
1988 5 100 - - 3
1987 3 100 - - 3
1988 3 100 - - 3
1989 2 140 - - 2
19790 1 S0 i 50 2
1991 4 100 - - 4
1992 3 75 1 25 4
1993 2 &7 1 33 3
19949 i 3Q 1 50 2
Total ) 83 & 12 41
Sumber: Hasil Fenelitian FPada P.N. Sleman, tahun 19735
Dari tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan
anak yang diangkat berumur di bawah 5 tahun {88%). Dilihat
pertahun, anak vyang berumur di bawah 3 tahun cenderung

iebih banyak daripada vyang di atas 5 tahun (lihat tabel).

DISERTASI
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5.1.2.1.5.5. Umur Orang Tua Angkat

Variasi umur orang tua angkat tampak

pada tabel di bawah ini.

Tabel : 33

Umur Orang Tua Angkat

Umur Orang Tua Angkat
Tahun < 43 tahun > 43 tabhun Total
Jumlah % Jumlah %
1981 2 100G - - 2
1782 3 190 - - 3
1983 2 &7 1 I3 3
1934 =z 1Q0 - - X
1985 - - - - -
1985 3 ga 1 20 S
1987 = 100 - - 3
1988 S 100 - : - 3
1289 : : =0 1 =9 -
17RO ' ; = '! 2
. ]
ErE : a 100 | - - 4
t
1992 % 3 100 - - a
1393 i 3 100 - - 3
L1995 ‘ 1 SO i 53¢ 2
Total 38 . g8 =) 12 41

Sumber: Hasil Peneliitian Pada P.N. Sleman, tahun 1995

Dari tabel di atas tampak bahwa umur orang tua

angkat secara reseluruhan di bawah 4% tahun (88%). Umur

ebih 4% tahun 12%.
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3.1.2.1,.5.5. Kewarganegaraan 0rang Tua Angkat
newarganegaraan orang tua angkat tampak

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel : T&6

Kewarganegaraan J0rang Tua Angkat

W N I
Tahun W.N.A Cina Selain Asli Total
Cina
Jdml % Jml X Jdml Y4 Jml y s
isa1 1 rle - - - - 1 pale) 2
1982 1 I3 . i >3 - - 1 34 >
1983 1 I3 - - - - 2 &7 =
{7841 - - - - - - 3 1Q0 3
i9as - - - - - - - - -
1986 - - - - - - 5 1100 S
1937 - - - - - - 3 1100 U
1988 1] 20 - - - - 4 | 80 5
1789 - - - - - - 2 | 1QQ 2
1990 - - o - - - 2 1100 2
1991 - - - - - - 4 j100Q 4
1992 - - - - - - 4 11Q0 4
19935 = - - - - - I 1100 3
1994 - - - - - - 2 1100 2
Total 4 10 i 2 - - 356 88 41

Sumber: Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman, tahun 19932

Dari tabel di atas dapat kita Fketahui bahwa di
Fengadilan Negeri Sleman, warga negara Indonesia asli
merupakan orang tua angkat yang terbesar (38%). Kita
Ketemukan juga WNI golongan Cina 2%. Adapun WNA vyang
peneliti ketemukan dalam data adalah WBNA dari Amerika

Serikat, Australia.
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Agama orang tua angkat tampak pada tabel

di bawah ini.

Tabel 1 37

tabhun 1993

Rgama
Agama
Tahun Islam Kristen Katolik Hindu Budha Total
Jml Y Jml % Jml L o dmly % Jml %
1981 1 30 - - 1 SQ1 - - - - 2
1982 i I3 2 &7 - - - - - - 3
1983 2 &7 - - - 0 - - - 3
1984 3 100l - - - - -1 - -1 -] =
1785 - | - - - - i e -1 -1 -
1985 3 j100 - - ~ -1 - - - - 3
1987 i -V B | 3 - -1 -1 - -t -] 3
1Fg8 = &0 3 20 1 20§ - - - - s
1989 2 {100] - - - -1 =1 - -} -} 2
1990 2 1100 - - - -t -} - - -t 2
1591 3 {100 - - - - - - - - a
1992 4 1100 - - - - - - - - 4
1993 2 | &7 1 T3] - -1 -1 - -1 -1 =
1994 i 2 11040 - - - - - - - - z
Total J 3 | ®a} s 13 3 71 -1 - -} ~| 31
H |

Sumber

Dari tabel di atas, tampak bahwa

angkat berturut—turut: Islam (80

Katholin (T%).

)

Hasil Penelitian Pada P.N. Sleman,
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Sebab—-zebab Pengangkatan Anak

Feneliti melaporkan di sini bahwa sebab-—

sebab pengangkatan amak semuanya "untuk
kvepenptingan keturunan" dengan variasi per-
nyatzan: untuk menyambung keturunar; uniuk
punvya anak lagi untuk pancingan.
S.1.2.1.5.9. Lapaoramn Sosial
Laporan 3Sosial tampak pada tabel di
bhawahy ini.
Tabel : 38
Laporan Sosial
: Laporan Sosial
!
f Langsung
Tz | vayasan cosial
i Fengesanan Pemetapan
} _— Total
[ ada tidak aga tidak ada tidak
i ada ada ada
| : itotal total v total
LImi Pamly W Jmif % jJdmly % Jol[ 4 [Iml} %
! ! ! !
e o oaend - f -1 ozt - J-]-F-1-1 - 2
LREE TILTDG - | Tt =-p -1 =-4q- - -t -1 =1 = - 3
LRES 20300 - | = 2i-1-1-1- - -1 - 110 1 at
193s 2100l - - 20 - =-1-1- - - - 1100 1 3
S ENIN - U . - — - - - - - - - - - - -
1FRS 1 Dl - - 23 -1 = 11100 1y -1- 2)100 2 3
eET L 2ol - 4 - 2l -t -1 =-1- - - - 1{100 1 3
1953 2100 - - 2 -3 - 11100 1 -1 - 21100 2 3
1937 ZHio2) - - 23 -1 =V=-1- - -y =1 =|- - 2
1970 Lpsoag - = 1 -l -1 =1 - -1 - 11100 1 2
B Il - b - I -4 - 11100 1 1 S 1} 30 2 4
1972 Fhiond - | - -1 - 11100 [ I -1 - a
LFIX SR ) B Ly -} -4 -} - - 211001 -~ - 2 3
1993 —}-; - - -1 -13- 111Q0 1 1oy - - 1 2
Total| 28j100f - | - |28 |- | -1 sj100] s | &) 31| 9 &9 13 a1

Sumber s

DISERTASI

Masil Fenelitian Pada P.N. Sleman,

tahun 19993
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Dari tabel 38 di atas dapat diketahui bahwa
putusan pengadilan pada macam pengangkatan
anak di mana anak diasuh dalam suatu yayvasan
zosial, semuanya ada laporan sosial (100%).
Fada macam pengangkatan yang langsung vyang
barupa permohonan  pengesahan tidak ada
laporan sosial, sedang vyang berupa permohlo—

nan penetapan mulai tabhun 1991 sudah ada

lapaoran sosial (tahun 1991 350%; tabhun
1992: <=%3 tabun 19933 100%3; tabun 1994:
100Q7%.

5.1.2.1.5%.1Q,. Lamanya sidang

Sidang permohonan pengesahan/pengang-—
katan anak berlangsung kurang dari & bulan.
Yebanyakan waktu berkisar 2 minggu sampai

dengan I bulan.

f
t.J
i)

Data vyang Mengenai Putusan (Amar) Putusan Peng-
adilan

Fada sub bab ini disampaikan temuan masing-
masing putusan  pengadilan negeri vyang berupa
rasus pengangkatan anak.
.1.2.2.1, Pengadilan Negeri Surakarta
Fengangkatan anak oOleh ayanh tiri, (Fe-

netapan No. 1368/7Ptd F1989/7 PN Ska).

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
145

Pemohon. Drs. Joko Mulyadi mengajukan permohon—
an mengangkat anak, anak luar kawin disterinya.
Alasan yang ditemukan adalah agar anak vyang
tadinya berstatus luar kawin setelab diangkat

L ampak menjadi jelas statusnya, valtu anak

AMEFK .
angkat  dari  pemochon dan isterinvya {ibu si
anak) .
P S Pengadilan Negeri Bandung
L. 2.2t Permohonan Pengangkatan Anak oleh kakek—
nenek terhadap cucu sendiri ditolak oleh

pengadilan (Fenetapan No.l184/1982/P/P.N.Rdg).

Pomohon Fredi Sudiono dan Ny. Sri Liana-

wmati, sejak tanggal 17 Desember 1%80 telah

mengambil dan meEngurus seorang bayi diberi
mama Silvia Widyaningsih yang dilahirkan agi

Bandung tanggal 17 Desember 1980.

- bhayi tersebut diserahkan oleh ibunya kepada
cemohon  dikarenakan bapak dari anak ter-—
sebut tidak bertanggung jawab dan ibunva
tidak sanggup untuk membiayai dan mendidik
lebib lanjut.

- hubungan pemcohon terhadap anak yang bernama
Silvia Widyaningsih adalah hubungan keluar-—
ga yang mana ibu dari anak tersebut adalah
anak kandung pemohon, jadi pemohon adalah

Lakek dan nenek dari anak tersebut.
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- pemohon  sendiri hanya mempunyai anak dua
orang yvang kedua—duanya telah berumah

tangga dan menyetujui atas pengangkatan

anak ini.

— bahwa demi untuk masa depan anak tersebut,
maka pemohbon ingin pengesahan dari FPeng-
adilan Negeri I Bandung.

- Fengadilan Negeri Bandung dengan Penetéban

No. 184/ 1932/P/PN Bdg., menolak permohonan

pemohon.

FPertimbangan bukum bakim (Pen. No. 1B4/19382/P

/PN Bdag):

- Menimbang, bahwa hubungan pemohon dengan
anak yang akan diangkatnya adalah sebagai
kakek/nenek dengan cucunya;:; sehbingga peng-
sngkatan anak tersebut oleh pemohon akan
sangat wmerobah status keluarga pemochon
yaitu seorang anak bermama Silvia Widya-
ningsih semula cucu pemohon akan menjadi
anak pemchon, semula anak tersebut pada
premohon memanggil kakek/nenek harus berubah
menjadil ayah/ibu,

- Menimbang bahwa dengan pengangkatan anak

tersebut oleh pemohon maka anak secara
yuridis akan menjadi +tiga orang, termasuk
ibu biologis anak tersebut sehingga dengan
demikian anak perempuan pemochon yang adalah
ibu kandung dari anak yarng akan diangkat
pemchon ; mau tidak mau harus menjadi %akak
dari anak yang akan diangkat pemchon ter-
sebut dam sebaliknya anak tersebut menjadi
adik dari ibunva,.

- Menimbang bahwa pengangkatan anak itu oleh

pemohon oleh karenanya akan sangat merobah
hubungan dan status kekeluargaan antara
pemobon dengana anak angkatnya, antara anak
perempuan pemohon dengan anak argkat
pemohon dan sebaliknya dan akibatnya dalam
lapangan kewarisan.
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Menimbang, bahwa seandainya pemohon merasa
kasih savang dan ingin menjamin kelangsung-—
an Hidup cucunya tersebut termasuk mengenal
relangsungan pendidikannya, tidaklah perlu
pemohon harus mengangkat cucunya menjadi
anak angkatnya tersebut; pemohon dapat
dengan bebas menyantuni-mendidik dan meme-
muhi kebutuhan amnak tersebut baik kebutuhan
yang bersifat materiil maupun emosionil.

~ Menimbang babwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka per-—
mohoran pemobon hkarena tidak beralasan maka

harus ditolak.

Di sini kita catat bahwa permohonan
untuk mengangkat cucu sebagai anak angkat

ditolak oleh pengadilan.

GolLTon L. Penebtapan No. 811/83/FPdt/F/Aa/Bdg.. yang

menetapkan  seorang lelaki berstatus tidak
Lawin ({jejaka) bernama Achmad Radjamin
laki—-laki

sebagai orang tua angkat dari anzk

Ridwan .

Duduk persoalannya @
- Sdr Achmad Radjamin, telah menerima pe-
nyverahan anak dari seorang ibu, anak luar

Lawin, Ibu anak masih ada bubungan keluarga

dengan pemohon.

- Dengan penverahan itu diharapkan agar
pemnchon (sdr Achmad Radiamin) dapat memeli-

hara dan  dikemudian hari sebagai anak

kandung sendiri.

SETIONO
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- Anak tersebut telah merasa sebagal anak
kandung terhadap pemohon dan sebaliknya

anak tersebut t=lah memanggil ayah pada

pemobon.

~ Karema menurut peraturan tentang adopsi
vang sekarang berlaku, bagi seseorang vang
mengangkat anak diharuskan mendapatkan
pengesahan pengadilan, pemohon mohon agar
supaya Pengadilan Negeri Bandung berkenan
mengabulkan permohonan pemohon agar peng-—

angkatan anak tersebut atas nama Ridwan
dinyatakan sah sebagai anak kandung

pemohon.
Pengadilan Negeri Randung dengan Fe-—

netapan No. 811/83/Pdt/P/Ra/Bdg mengabulkan

permohonan tersebut.

Pertimbangan. hukum hakim sebagai Serikut

{Pen. No. 811/83/Pdta P/AasBdg):

- Menimbang selain surat—-surat tersebut di
stas, pemohon mengajukan bukti-bukti saksi
yaitu . D. Kusmara dan 2. Zainal Abidin,
saksi~saksi tersebut di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan membenartan serta
mernguatkan segala yang dikemukakan pemohon
sehubungan dengan permchonannya tersebut.

- Menimbang babwa berdasarkan pertimbangan-—

pertimbangan tersebut di atas di mana per-
mohenan pemohon cukup beralasan dan tidak
bertentangan dengan peraturan hukum, maka
permochonannya tersebut dapat diterima dan
dikabulkan.
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5. 1.2.2.5. Fengadilan Negeri Surabaya
5,1.2.2.5.1. Fermohonan pengangkatan anak oleh kakek—-nenek
terhadap cucu sendiri dikabulkan oleh
pengadilan.
(Penetapan No. 1as53/Pdt.PAL992/7PN Sbj).
Duduk persocalan sebagai berikut.
- Femohon, Ferdinandus, Izaac Adrian dan

Rakarbessy Judith Jacoba Hendrette, suami-—
isteri, hendak mengangkat anak, cCcucunya
sendiri yang bernama Judith Regina Elisa-
beth Siegers, lahir 25 Februari 1983 di
Surabaya. Anak dari pasangan suami isteri
vang bernama Siegers, Federrik Janbert dan
Ferdinandus Evelin Adriana.

—~ Orang tua kandung sudah bercerai dan
zebagai wali anak adalah ibunya yang ber—
nama Fernandus Evelin Adriana.

—~ kwarena anak mulai kecil ikut dengan pemohon
{hakek dan nenek) anak selalu dekat dengan
pemohon.

- ibu kandung anak sekarang sudah meningkah
lagi dengan orang lain. Karenannya pemohon
ingin mengajukan permohonah untuk diijinkan
memgangkat anak yang bernama Judith Regina
Elisabeth Siegers.

- Pemohon sekarang sudah tidak mempunyai anak

becil lagi.
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Pengadilan Negeri Surabava dengan
vetetapan No. 1864/Pdt.P/1992/PN Sbj. me-—
ngabulkan permohonan pemohon.

Fertimbangan hukum hakim sebagai berikut

(Pen. No. 1864/Pdta.P/1992/PN Sby):

- Menimbang, babhwa maksud permohonan para
pemohon tersebut tidak lain hanyalah untuk
menjaga status anak tersebut di kemudian
hari agar sah menjadi anak angkat para

pemohon  suami isteri bernama Ferdinandus,
Izaac Adrian dan Bakarbessy Judith Jacoba

Hendrette.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta—fakta

tersebut di atas maka wajarlah permohonan
para pemohon tersebut untuk dicantumkan
sgbagai orang tua angkat anak tersebut
dapat dikabulkan.

Dari Fenetapan NO. 1854/Pdt/FP/L1992/P.N.
S5by ini dapat kita catat bahwa permohonan
pengangkatan anak oleh pasangan kakek dan
nenek terhadap cucunys sendiri dikabulkan
dengan alasan menjaga status anak tersebut di

vemudisn hari.

5,1.2.2.3.2. Permohonan pengangkatan anak oleh seocrang
waria terhadap seorang anak laki-laki di-
vabulkan oleh pengadilan
{(FPenetapan No. s34/Pdt . P/1987 /PN Shi).
Duduﬁ perscalannva:
-~ pemobon, Dorce A%hadi, secara resmi pada

tanggal 1& Desember 1986 telah menerima
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penverahan seorang anak laki-laki yang
diberi nama éuheimi Saleh, yang 1lahir 11
Nesember 1985.

— anak tersebut anak sah dari suami/isteri
hermama Sutrisno Kijo dan Muani.

— apak tersebut sejak baru lahir sudah diasub
dan dipelihara oleh pemohon.

-~ anak tersebut diserahkan cleh orang tuanya
kepada pemohon dengan rela hati un tuk
diasuh, dipelihara seperti anak kandung
sendiri, oleh karena orang tua anak ter-
sebut sudah tidak sanggup lagi membiavyail
anak tersebut.

- pemohon  sangat berkeinginan zsekali meng—
angkat anak oleh karena pemobon sanggup
mengasuh, memelihara dan merawat anarx
tersebut di atas, sehingga dengan demikian
pemohon memohon kepada pengadilan untuk
mengabulkan permohonan pemohcon untuk meng-
angkat anak yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri Surabaya dengan
TPpnetapan No.534/1987/7/Pdt. PN Shij) mengabul—
kan permobonan tersebut.

Pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut

(Pen. No. 544/1987/Pdta. PN Sby):
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Menimbang, bahwa kepentingan vyang paling
periu diperhatikan ialah kepentingan si
anak. maksudnya agar diperhatikan agar
dengan pengangkatan anak tersebut ocleh
pemchon  haruslah terjamin akan hari depan
vang lebih cemerlangj;

Menimbang, bahwa bhemat pengadilan negeri
dari segi material untuk membiayai anak
untuk masa depannya tidak perlu diragukan
zebab s=sebagaimana pengakuan pemohon vyang
mempunyal penghasilan yang lumayan sebagail
artis penvanvi/pelawak dan umum mengetahui
bahwa pemohon adalah sebagai seourang artis
vang cukup terkenal di Surabavaj

Menimbang bahwa yvang perlu mendapat per-
hatian ialah tentang persoalannya apakah
pemabon  mampu untuk merawat anak tersebut
secara wajar mengingat pemohon kelihatannya
adalah seorang waria yang dijuluki masyara—
kat sebagai warla vyang mungkin SRCaAra
physiologis akan mempangaruhi perkembangan
si anak tersebuty

Menimbang bahwa pengadilan negeri membatasi
dgiri dalam faktor—-faktor kejiwaan dan
tentang kebenaran pemohon sebagai waris
harena berada di bidang lain namun vyang
jelas hemat pengadilan negeri jika benar
pemohon seorang waris maka sifat ke—
wanitaannya lebih menonjol untuk berperan
sebagai ibu dalam mengasuh anaknya dari
pada perawatan yang dilakukan oleh seorang
laki—-laki;

Menimbang babwa karena pengadilan negeri
telah mempertimbangkan tentang kepentingan
si anak sekarang sebagaimana dari segi
kepentingan si pemohon sendirdi;

Mernimbang bahwa dari segi kepentingan si

pemohon maksudnya ialah untuk apakah
penganghkatan anak tersebut dilakukan oleh
pemohon

Menimbang babwa jelas dengan pengangkatan
anak ini pemohon akan mendapat pendamping
selama hidupnya dan anak tersebut dapat
menjadi ahli waris atas segala hartanvya;
Menimbang bahwa demikian pula dengan
kepentingan masyarakat pada umumnya dengan
adanya pengangkatan anak ini vang dilakukan
aleh pemohon maka sekaligus telah menunjang
usaha masyarakat/negara pada anak yang memn-—
butuhkan bantuan pada umumnya baik melalui
amak asuh, panti asuban dan lainvaj;
Menimbang bahwa berdasar pada segala per-—
timbangan tersebut di atas maka permohonan
pemohon harus dikabulkan.
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PDari Penetapan NO. 534/1987 ini  kita
dapat mencatat habhwa: seorang waris
dikabulkan wmenjadi orang tua angkat. Dalam
pertimbangan hakim tampak faktor psykolegis
tidak dipertimbangkan. Hal ini tampak pada
Lalimat " ... Fengadilan negeri membatasi diri
dalam faktor—faktor kejiwaan dan tentang
rebenaran pemohon sebagai waris berada di

"

bidanq lain {(garis bawah, peneliti) ...".

Analisis Hasil FPenelitian

5.7.1. Analisis Hasil Penelitian Terhadap FPeraturan
Perundang—undangan di Ridang Penganghkatan Anak

Pada sub bab ini akan disampaikan uraian

mengenail: (1) ketentuan hukum mengenai peng-
angkatan anak menurut peraturan perundang-—
undangan yang mengatur pengangkatan anak;

(2 ketentuan mengenai pemenuhan kesejahteraan

anak oleh peraturan perundang-undangan vang
mengatur pengangkatan anak:; (3) permasalahan

pada faktor peraturan . perundang—-undangan

tentang berfungsinya hukum pada hukum peng=-

angkatan anak.
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5.2,.1.1. Ketentuan Hukum Mengenai Pengangkatan
Arnak Menurut Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Pengangkatan fAnak
Peraturan perundang—undangan
vang dipergunakan sebagai dasar
analisis adalabh:
1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. &
Tabhun 1983 tentang Penyempurnaan
Surat Edaran Mahkamab Agung No. 2
Tabhun 1979 tentang FPengangkatan
Anak.
2. ¥eputusan Menteri Sosial No. 15/
HUK /1993 tentang Petunjuk Pelaksa-—
naan Fengangkatan anak. jo. Kepu-
tusan Menteri Sosial No.2Z/HUK/1993
tentang Penyempurnaan Lampiran
Keputusan Menteri Sosial RI  No.
13/HUK/1993  tentang Petuniuk Pe—
laksanaan pengangkatan Anak.
Analisis terhadap peraturan di atas akan
selalu dikaitkan dengan peraturan lainnya vang
ada kaitannya dengan hal vyang bersangkutan,
dengan tujuan agar dapat diperoleh pemahaman

secara menyeluruh.
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Sebelum terbit SEMA No. Z/1979 dan SEMA
No. &/1983, pada tanggal 24 Pebruari 1979
terbit Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik
indonesia No. JHAZL/L/Z.

Surat Edaran itu ditujukan kepada semua
Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris

Sementara dan Notaris Pengganti di seluruh

Indonesia,

Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHA/
1/1/2 itu dikeluarkan berdasar alasan karena
pada saat itu jumlah pengangkatan anak warga
negara Indonesia oleh orang asing ternyata
meningkat. Di samping itu juga karena masalah
nengangkatan anak warga negara negarasa Indone—
sia oleh orang asing pada saat itu mendapat
sorotan masyarakat karena:?

i. tidak ada persyaratan untuk pengangkatan
anak Internasional yang memberikan jaminan

vang baik bagi kesejahteraan anak vang

dianghkat;
2. legalitas nrosedur pengangkatan anak
tersebut kadang—kadang diragukan oleh

Femerintah Negara lain yang warga negaranya

mengangkat anak Indonesiaj

. tidak ada keseragaman prosedur pengangkatan

L

anak .
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Bérdasarkan Surat Edaran Menteri Ke-—

JHA/L1/1/72 diatur babhwa penganghkat-—

hakiman No.
an anak warga negaira Indonesia oleh orang
asing bhanya dapat dilakukan dengan suatu

[
Tidak

pengadilan negeri.

dibenarkan

putusan
pengangkatan anak dilakukan dengan akta

notaris yang dilegalisir oleh pengadilan.

Keadaan tersebut merupakan gambaran babwa
dalam

pengaturan pengangkatan anak

kebutuhan
masyarakat makin bertambah dan dirasakan untuk

memnperoleh jaminan kepastian hukum hanya
didapat setelah memperoleh suatu putusan

pengadilan.
Agung

IV Surat Edaran Mahkamah

Fada no.
permohonan

MO . &5/198%, dinyatakan bahwa
pengesahan anak dapat dibedakan:
pengesahan/pengangkatan anak

1. permphonan

antar WMIj;
permohonan pengesahan/pengangkatan anak UWMNA

-

oleh orang tua angkat WNI;

permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI

e

aleh orang tua angkat WNA.
Fermohonan pengesahan/pengangkatan anak

ad.l.
orang

antar WNI dapat dilakukan antara
dengan orang tua angkat

tua kandung

SETIONO
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(Private &doption) (no. Iv.2.a.3.1.1},
dapat pula dilakukan terhadap calcn anak
angkat yang berada dalam asuhan Yayasan
Sosial (Ppo. IY.2.B.3.1.1).

ad.2. Fermohonan pengesahan/pengangkatan anak
WNA oleh WNI harus dilakukan melalui
suaty Yavasan Sosial yang memiliki izin
dari Departemen Sosial {no. IV.2.R.
FT.i.1).

ad.3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak
WNI oleh WNA harus dilakukan melalui
suatu Yayasarn BSosial (no. Iv.2.C.
J.1.3) .

Dari ketentuan Surat Edaran Mahakamah
Agung No. H/178% dapat dibuat suatu skema
macam pengangkatan anak sebagai berikut.
Fencangkatan Anak:

I. pengangkatan Anak antar WNI (Domestic
Adaption}:
1. langsung antara orang tua anak derngan
calon orang tua angkat (private adop—
tion);

Z. melalui Yayasan Sosial;
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i1, pengangkatan Anak antar Warga Negara
{Imter Country adoption): melalui Yayasan
Sosial.
1. pengangkatan Anak WNA oleh WNT ;
2. pengangkatan Anak WNI oleh WNAS

Ketentuan mengenai persyaratan permohonan

pengangkatan anak dapat diketemukan dalam

heberapa ketentuan, terutama pada Kep. Men.

Sos No. 41719843 Kep. Mensos No. 13719935

¥eputusan Dir. Jen. Rehabilitasi dan Pelayanan

Seosial No. Kep. 0Q4/Rps/1/82, SEMA No. 6/19835

jo. BEMA No. 2/1979, SEMA No. 4/1989;

Apabila diperhatikan ada dua macam
instansi yang mengeluarkan ketentuan tersebut,
yvaitu, Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya,
dan Departemen Sosial, dengan bebterapa per-—
aturan perundangannya.lﬂedua macam peraturan
vang dikeluarkan oleh kedua macam instansi itu
saling berkait. Ini disebabkan karena:

L. ketentuan SEMA yang mengatur tentang per-
mohonan pengesahan/pengangkatan anak, di
mana permohonan pengangkatan anak ditentu-
kan melalui Pengadilan (no. III.1. SEMA No.

£7/1983) 3
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sermohonan pengesahan/pengangkatan anan

tJ

baik antar WNI (domestic e&adoption) vyang
langsung ke pengadilan negeri (private
sdoption) {SEMA No. $/1989, no. 3), dan
vang melalui Yayasan Sosial maupun Fen—
gangkatan Anak {Inter Country adoption)
meme;lukan surat Lgporan Sasial (SEMA No.
&/1983) . Ketentuan mengenal bagaimuna
surat laporan itu dibuat, di atur <Zalam
peraturan perundang—-undangan vyang dibuat
oleh Menteri Sosialj

3. permohonan penyesahan/pengangkatan anar
melaluil Yayasan Sosial ditentukan oleh SEMA
No. 67198353, harus mendapat ijin Menteri
Sosial., Bagaimana mendapatkan ijin Menteri

S0z1al diatur dalam peraturan perundang-

undangan vang sebagai dikeluarkan oleh
Manteri Sosial.
Fzbagal  acuan  uwraian  mengenai ketentuan—

“etantuan persyaratan permohornan  penganghkatan
znak adalah sebagai berikut.
“. Fenganghkatan Anak Antar WNI {Domestic
ROcpticny
1. Calon Orang Tua fngkat

-

Z. Calon Anak Angkat
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B. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI {Inter
Country Adoption)
1. Calon Orang Tua Angkat
2. Calon Anak Angkat
C. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA {Iinter

Country Adoption)
1. Calon Orang Tua Angkat

2. Calon Anak Angkat.

—.

6. Pengangkatan Anak Antar WNI (Dogmestic

adoption)
1. Calon Orang Tua Angkat.

Menurut Keputusan Menteri Sosial No.

13/1993, no. V.A.1l, syarat-syarat calon

orang tua angkat warga Negara Indonesia:

a. berstatus kawin dan telah menikah
sekurang-kurangnya lima tahun kecuali
bagi mereka vang dinyatakan dengsan
surat Keterangan Dokter &hli kandung-—
an bahwa tidak mungkin m@mempunyal/
melahirkan anak (Kep. Men., Sos. No.
2/1993) 3

b. wmur minimal JI0 tabhun dan maksimal 40

tahbun (berdasarkan akta kelahiran):
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c. tidak mempunyai anak atau hanysa
mempunyal seorang anak;

d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasar-
kart Surat Keterangan Lurah/XKepala
Desa setempat;

2. berkelakuan baik berdasarkan Surat
Keterangan dari Kepolisian Republik
Indonesia;

f. dalam keadaarn sehat Jjasmani dan
rohani berdasarkan Surat Keterangan
dari Dokter Pemerintah;g;

g. membuat pernyataan tertulis bahwa
rengangkatan anak adalah untuk
kesejahteraan anak;

h. adanya laporan sosial;

i. telah mengasuh calon anak yvang akan
diangkat selama enam bulan berdasar—
kFan izin pengasubhan.,

Mengenai persyaratan "berstatus kawin®,
diatur juga oleh Keputusan Direktur Jenderal
Rehabilitasi dan Felayanan Sosial No., 004/82;
Yeputusan Menteri Sosial No, 14/198%; SEMA
Ng. 5/1983% jo. SEMA No. 2/1979 tidak mengatur.
Mengenai "lamanva kawin", dua ¥Keputusan Men-—

teri Sosial mengatur beda., Keputusan Menteri
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Sosial No. 4171984 menentukan lamanya kawinan
adalah 1lima tahun saja. Keputusan Menteri
Sosial No. 1371993 menentukan selain lima
tahurn bagi lamanya perkawinan juga menentukan
adanya kekecualian vyaitu kurang lima tahun
vaitu bagi mereka vang tidak mungkin mem—
punval/melahirkan anak.

Svarat umur, minimal 30 tahun dan maksi-
mal 45 tahun, pada Keputusan Direktur Jenderal
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No. 004/
1982, mengatur minimal 23 tahun, maksimal 45
tabhun Keputusan Menteri Sosial No. 41/84 juga
memnentukan 25 tahun sampai 43 tahun, tetapi
ada ketentuan tambahan vyang menentukan &adanya
selisih ' antara calon orang tua angkat dengan
calon anak angkat minimél 20 tabun.

Persyaratan "tidak mempunyai anak ataﬁ
hanya mempunyai seorang anak". Keputusan
Direktur Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No.
CO4/82  mengatur beda, yaitu: mempunysai anak
angkat seagrang dan tidak mempunyai anak
kandung; mempunyai anak kandung seorang.
Keputusan Menteri Sosial No. 41/1982 mengatur
hampir sama dengan Keputusan Direktur Jenderal
Rebabilitasi dan Pelayanan Sosial No.Q04/1984,
vaitu: belum mempunyai anak atau mempunyai

anak angkat seorang dan tidak mempunyai ansk

kandung.
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Perbedaan antara Keputusan Menteri Sosial
No. 1371993 dengan ketentuan dus terakhir
sebagai berikut.

Menurut Keputusan Menteri Sosial No. 41/
1984 dan Keputusan Direktur Jenderal Rehabi-
i1itasi dan Pelayanan Sosial No. 004/82, orang
tua vyang tidak punya anak kandung atau mem-—
punyai  anak angkat satu, boleh menjadi caion
Dorang tua angkat. Berdasarkan Keputusan
Menteri Sosial No.i3/1993 mereka vang sudah
punya anak angkat satu tidak boleh menjadi
calon orang tua angkat. Karenra syaratnya:
"tidak mempunyai anak atau hanya mempunvyai
seorang anak” saja, tidak menyebut-nyebut soal
punya anak anghkat. Dengan demikiamn ketentuan
pada kKeputusan Menteri BSosial No. 1371993

iebih ketat daripada kedua peraturan ter-

dabulu.

Fersyaratan nomor d dan Qs valtu
mengenai: "mampu ekonomi, berkelakuan baik,
zehat jasmani, rohani membuat pernyataan

tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk
resejabhteraan anak”, diatur sama pada Keputus-—
an Menteri Sosial Neo. 41/84. Pada Keputusan
Dirertur Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan
Scsial No. 004/1982 hanya mensyvaratkan ‘"sehat

rohani dan jasmani" saja. Tidak ada persyarat-
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an "mampu ekonomi", dan tidak ada persyaratan
membuat "persyaratan tertulis untuk kesejahte-—
raan anak". Dengan demikian, Keputusan Menteri
Sosial {kedua—-duanya) lebih maju ‘dibandingkan
dengan peraturan sebelumnya karena Keputusan
Menteri Sosial tersebut mengharuskan adanya
persyaratan bahwa pengangkatan anak itu di-
lakukan demi kesejahteraan anak" dan per-
syaratan pula mampu ekonominya". Syarat mana
tidak ada pada pekaturan sebelumnvya.
Fersyaratan "adanya Laporan Sosial".
Fersyaratan itu diatur juga oleh Neputusan
Menteri No. 341/1924. Keputusan Direkturat
Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial No.
Q04,82 tidak mengatur. SEMA No.&/71983, juga
mengatur, tetapi hanva untuk pengangkatan anak
yang melalui Yayasan sajai; yang Private
adoption tidak ada ketentuannya. SEMA Np.4/B9
L menentukan bahwa pengangkatan anak yang
secara langsung {(private adopticn) harus ada
Laporan Sosial. Dengan demikian ketentuan pada
SEMA No.4/198%9, Keputusan Menteri Sosial
Mo.l3/71993 lebih maju lagi dibandingkan dengsan
SEMA Na, 6/1983 dan peraturan perundang—
undangan sebelumnya, karena peratur#n tersebut

memperketat pengangkatan amak dengan meng-
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haruskan adanya laporan sosial terhadap peng-

angkatan anak yang secara langsung- Ketentuan
mana menunjukkan kemajuan dalam memberikan
usaha kesejahteraan anak.

Fersyaratan "telah mengasuh calon anak

celama & bulan”. Xetentuan yang seperti itu
tidak ada pada SEMA No.4/71983 jo. SEMA No.

/1979, maupun Keputusan Direktur Jenderal No.

0Q4a, 1982,
No XIII, Keputusan Menteri Sosial No.
1371993 menentukan bahwa permohonan anak

angkat antar WNI (domestic adoption)y oleh
calon orang tua angkat yang tidak berstatus
wawin dapat diberikan dengan izin dari Menteri
Sosial. Ketentuan serupa terdapat pada Ke-—
nutusan Menteri Sosial No.31/1984 ataupun pada
SEMA Mp. &/1983.

Calon Amak Angkat

vep. Mer. Sos. No. 271993 (no. 4.2.a)
menentukan svarat calon anak angkat
ial berada dalam asuhan organisasi sosial:
(b) ada laporanm spsial.

Menurut pendapat peneliti, meskipun
weputusan Menteri Sosial No. 2/1993 tidak
mengatur batas umur &anak, tetapi kalau kita
mempelajari ketentuan Peraturan Menteri Sosial

Np. L3 Tahun L1981 tentang Organisasi Sosial
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vang Dapat Menyelenggarakan Usaha FPenyantunan

Anak Terlantar, Pasal 1 menentukan bahwa usaha

penyantunan anak terlantar dilakukan terhadap

anak terlantar diberikan pada anak di bawah

lima tabun. Keputusan menteri Sosial No. 2/
1995 menentukan anak harus berada dalam asuhan
organisasi sosial; maka disimpulkan batas umur

maksimal anak yang akan diangkat adalah Oi

bawah umur lima tahun.

R. Pengangkatan Anak WNA oleh WNI
1. Byarat Calon Orang Tua, Angkat
Syarat—-syaratnya sama dengan vyang ter-—

dapat pada syarat—-syarat pengangkatan anak

antar WNI di muka.

retentuan mengenai larangan pengangkatan
anak secara langsung (private adoptian) pada
pengangkatan anak WNA oleh WNI terdapat pada

(Y

¥ep. Men. Sos No. 13/1793: Kep. Men. Sos No.
31/1984; SEMA No. 6/1983.

Ketentuan menganai larangan pengangkatan
anak oleh orang yang berstatus tidak kawin
{cecara single parent) pada pengangkatan anak

WNA  oleh WNI ada dalam SEMA No. &/1983, no.

IV.2.B.3.1.2) saja.
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2. Calen Anak Angkat
Rerdasarkan Kep. Men. Sos. No. 2/199%

{no. 4), syarat calen anak angkat: {a) berada
dalam asuhan organisasi sosial; (b) usia belum
mencapai lima tabun {(c) harus ada persetujuan

tertulis dari Pemerintah Negara asal calon

anak angkat:; (d) ada laporan sosial.

FPengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh
Warga negara Asing
1. Calon orang tua angkat.

Menurut Kep. Men. Sos. No.13/1993, no.,
V.n.2.,jo. Kep. Men. Sos. No. 271993 syarat
calon orang tua angkat Warga Negara Asing:

a. memenuhi syarat sebagaimana syarat-syarat
calon orang tua angkat Warga Negara
Indonesia yang mengangkat anak Warga Negara
Indonesia sebagaimana dimaksud di muk e
{pada hai 1864-145 di muka), buruf a sampai
Muruf 1;

b. mendapat persetujuan tertulis dari Pemerin-
tah Negara asal pemohon;

c. telah bertempat tinggal dan bekerja secara
sah sekurang—kurangnya dua tahun berturut-—
turut di Indonesia berdasarkan surat ke-—
terangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang.
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d. membuat pernyataan tertulis untuk melapor-
kan perkembangan anak melalui Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;

e. untuk syarat i, huruf. a.,b,d,f,h (pada hal
164-165 di muka), dan angka 1 huruf b,c,d
{buruf di atas) harus sudah didaftarkan dan
disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan
negara calon orang tua angkat warga negara
asing di Indonesia dan diketahui kebenaran-—
nyaskeabsahan tanda tangan dari. perwakilan
negara vyang bersangkutan oleh Departemen
Luar Negeri.

Mengenai syarat pada nomor a di atas,
analisis terhadap syarat-syarat tersebut sama
dengan analisis yang telab perneliti sampaikan
di muka pada waktu peneliti membicarakan
svarat calon oramg tua angkat pada pengangkat-
an anak antar Warga Negara Indonesia.

Fersvaratan "tidak mempunvai anak atau
hanya mempunyai searang anak". Pada Surat
Edaran Menteri Sosial No. 9&/111/Dir/BKS/1/88
terdapat ketentuan mengenai syarat calon orang
tua  angkat yang telabh mempunyai anak. Surat
Edaran  Menteri itu bermaksud menjelaskan

pengertian bahwa pada pengangkatan anak WNI
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oleh WNA adalah merupakan Uitimum Remedium.
Surat Edaran itu memberikan ketentuan sebagail

berikut (no. 3):

"femohon vang telah mempunyai anak iebih
dari satu, dapat diberikan izin dengan

pertimbangan:
a. anak vang akan diangkat adalah anak
yang dalam keadaan cacat phisik atau

mental.
b. karena kecacatannvya itu sudah tidak ada

keluarga yang bersedia mengangkatnya.

Syarat yang "dramatis" seperti di atas
tidak diketemukan pada Kep. Men. Sos No.
13/19935.. Menurut pendapat peneliti dengan
keluarnya Kep. Men. Sos No. 13/1993 ketentuan
"dramatis” tersebut dengan sendirinya tidak
berlaku lagi. Karema berdasarkan asas perun-—
dang—undangan dengan keluarnya Keputusan
Menteri, Surat Edaran Menteri (yang kedudukan-—
My a lebih rendah) tidak berlaku lagi. Lagi
pula ketentuan yang ditulis demikian it
memberi kesan seoiah—olah keluarga orang tua
Warga Negara fsing yang mengangkat anak WNI
itu "lebih manusiawi dibandingkan orang WNI,
sebab mereka itu mengangkat anak yang karena
~acatnya itu sudah tidak ada keluarga (WNI)
vang bersedia mengangkatnya.

Fada no. XIII, tantang Ketentuan
“husus, Kep.Men.Sos. No. 13/1993 merumuskan

babwa nermohonan pengangkatan anak warja
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negara ;ndonesia yang kembar oleh warga negara
asing yang telah mempunyai seorang anak dapat
diberikan izin walaupun pengangkatan anak
tprsebut mengakibatkan pemohon mempunyai anak
angkat lebih dari 2 (dua) orang. Karena pada
perumusan tersebut mengenai pengangkatan anak
WNI oleh WNA maka secara & contrario, dapat
ditafsirkan bahwa pada macam pengangkatan anak
yang lain {antara WNI atau anak WNA oleh NNI)'
tidak diperkenankan. Ketentuan  itu hanya
berlaku khusus bagi pengangkatan anak WNI oleh
WNA. Hal seperti ini dapat menimbulkan perta-—
nvyaan mengapa terdapat "diskriminasi" keten-
tuan 7

Fada no. X1 tentang Larangan, ditentukan
bahwa warga negaré asing dilarang mengangkat
anak warga negara Indonesia yang berada dalam
asuhan orang tua‘wali. Ketentuan yang seperti
ity juga terdapat pada Kep. Men. Sos No.
341/19384 dan SEMA No. &/1983. Mengenai larangan
orang berstatus tidak kawin mengangkat anak
hanya terdapat pada SEMA No. 46/1983 saja (no.
I1I.C.53.1.9.), Ketentuan syarat bertempat
tinggal dan bekerja di Indonesia sekurang-
kurangnya 3 tahun tidak sesuai dengan kKe-—
tentuan Pasal 8 Kep. Men. Tenaga Kerja No.

208/Men/1992, di mana menentukan kontrak rerja
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tenaga WNA paling lama dua tahun. Ketentuan
seperti ini telah disempurnakan oleh Kep. Men.
Sos No. 271995 angka 3.2 yang merubah keten-
tuan figa tahun menjadi dua tahun.

Calon Anak Angkat

r)

Kep.Men.Sos. No. 2/199% no. 4.3 menentu-
kan syarat calon anak angkat sebagai berikut:
a. berada dalam asuhan organisasi sosial;
b. usia belum mencapai 5 tahunj; c. ada laporan
sosial.

Sebelum peneliti mengakhiri pembahasan
mengenai ketentuan persyaratan permohonan
pengangkatan anak pada umumnya (menyangkut
ketiga macam pengangkatan anak}, peneliti
ingin mengemukakan suatu perumusan pada no.
XIII, nomor 3 Kep. Men. Sos No. 13/1993,
tentang ketentuan khusus, vang cleh peneliti
dirasa aneh.

Yep.Men,Dos Ne., 13/1993 no. T menentukan:
"Permchonan pengajuan izin pengangkatan
anak untuk kedua kalinva hanva dapat di-
ajukan setelah 2 {dua} tahun berlangsung-
nya pengangkatan anak vyang pertama”.

Hetentuan seperti ini oleh peneliti
dianggap &aneh, karena kalau kita membaca
ketentuan ini timbul pengertian bahwa pengang-
katan anak dapat dilakukan dua kali. Ketentuan

vang demikian itu bertentangan dengan

ketentuan vang ada pada no. vV.A.1.C, yang
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bertunyi: "tidak mempunyai anak atau hanva
mempunyai seorang anak”.

Menurut ketentuan itu yang boleh mengaju—
xan permchonan pengangkatan anak adalah mereka
vang tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai
seorang anak, sama sekali tidak ada ketentuan
yang menyebut "atau mempunyai anak angkat”.
Tampak di sini Kep. Men.Sos NoO. 1371993
mengenai hal ini tidak konsisten, mengatur
sepsuatu dengan ketentuan yvang berbeda.

retentuan mengenal syarat calon orang tua
angkat dan calon anak angkat sebagaimana
diutarakan di atas diperuntukkan bagi peng-—
angkatan anak di mana anak berada dalam asuhan
organisasi sosial. Ketentuan mengenal syarat
calon orang tua angkat dan calon anak angkat
di mana anak tidak berada dalam asuhén
organisasi sosial tidak ada ketentuan.
Ketentuan yang dijumpai sebagai berikut:

Fengangkatan anak yang langsung dilakukan

-

antara orang tua kandung dengan orang tus
angkat (private adoption) diperbolehksan

{SEMA No. 6/1983F, no. No. IV.2.A.3.1.1)

t-J

Felaksanaan pengangkatan anak yang berada
dalam asuhan orang tua / wali oleh Warga
Negara Indonesia (Private Adoption) ter-
lebih dahulu harus dibuatkan laporan sosial

{Kep. Men. Sos. No, 1371993 no. IV.2)
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Ketentuan—ketantuan Mengenai Tata Cara Izin

Fengangkatan Anak
i. Fengangkatan Anak Antar Negara Indonesia

({Domestic Adoption) .‘

Tata caranya, termuat pada no. Y.E.l. Kep.

Men. Sos No. 13/19935, sebagai berikut.

4. Permohonan diajukan secara tertulis di
atas kertas bermeterai cukup kepada
¥epala Kantor Wilayah Departemen Sosial
Propinsi di mana organisasi sosial vang
telah ditunjuk berkedudukan dengan
dilampiri syarat—-syarat mengenal status
perkawinan, dan keterangan menganal
“"tidak mempunyal anak"” atau "hanya
mempunyai satu anak”.

b. Permohonan tersebut tembusannya di-

sampaikan kepada Menteri Sosial melaluld

Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan
Sosial.

c. Dalam mengadakan penelaabhan dan
penelitian atas permchonan vyang di-

ajukan, Kepala kantor Wilayah Departemen
Sosial dibantu oleh Tim Pertimbangan
Pengangkatan Anak Propinsi vyang ke
anggovaannya terdiri atas: FPemerintah

Daerah, Kepalisian, Kantor Wilayah

Departemen Kehamikan, Kan.Wil Departemen
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Kesehatan, Kan.Wil. Departemen Agama,
Organisasi Sosial (no. VI1.2).

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial
Propinsi sebelum memutuskan untuk mem-
berikan izin atau menoclak terlebih
dahulu mendengar/membaca laporan dari
Pekerja Sosial yang dituniuk, térutama
vang berkaitan dengan pelaksanaan peng-—
asuhan anak.

e. Apabila permohonan izin pangangkatan
anak ditolak, maka dalam keputusan harus
disertai alasan—alasan penolakannya.
Keputusan pemberian izin pengangkatan
anak diberikan dalam bentuk Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pro-
pinsi vang bersaﬁgkutan.

Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan

pengangkatan anak {(Hasil penelitian lapangan

di pengadilan negeri):

1.

1]

5.

surat Fermohonan ditujukan kepada Kakanwil
Dep.Sos (asli):

surat Pernyataan/Motif pengangkatan anak
{asli);

sura£ Keterangan #elakuan Baik (suami-—
isteri) (asli);

foto copy Surat Nikah, KTP. K.Kj;

foto copy Surat Lahir (suami—-isteri);
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surat keterangan dokter kandungan Pemerin-

&.
tabhs

7. surat keterangan kesehatan dari dokter
Pem;rintah. (suami-;stari) (asli);

8. surat keterangan pendapatan/penghasilan

{asli};

. surat keterangan persetujuan pengangkatan
anak dari pihak keluarga suami—-isteri
{asli);

10. surat keterangan persetujuan pengangkatan
anak dari anak pemohon, bagi pemohon vyang
mempunyai anak (asli)g

11. foto copy akte kelahiransakte kenal lahir
calon anak angkat;

17, foto copy surat—-surat penyerahan calon
anakangkat, antara lain:

- penyerahan anak dari orang tua kandung
vepada Dinasg

~- penyerahan anak dari dinas kepada
organisasi Sosial;

- penvyerahan anak dari organisasi sosial
kepada calon orang tua angkat untuk
diasuh sementaraj

13. laporan sosial calon orang tua angkat dan
calon anak angkats

14, dokumen—dokumen lain yang mendukung per-

mohonan.
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Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

Rerdasarkan no. V.2. Kep. Men. Sos. No.

13/199% tata cara bagi calon orang tua Warga

Negara Indonesia mendapatkan izin pengangkatan

anak sebagai berikut.

DISERTASI

Permohonan untuk mendapatkan izin peng-
angkatan anak diajukan di atas kertas
berméterai cukup kepada Kepala Wilayah
Departemen Sosial Prgpinsi di mana organi-
sasi sosial berkedudukan.

Fermohonan tersebut tembusannya disampaikan
kepada Menteri Sosial melalui Direktur
Jenderal R8ina Kesejahteraan Sosial.

Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian
atas permohonan yang diajukan, Kepala
“antor Wilavab Departemen Sosial dibantu
oleh Tim FPertimbangan Fengangkatan Anak
Fropinsi.

Xepala Kantor Wilayah Departemen Eosial
Fropinsi sebeium memutuskan untuk memberi-
kan izin atau menoclak terlebih dahulu
mendengar . /membaca L aporan Sosial dari

rekerja Sosial yang ditunjuk terutama vyang

berkaitan dengan pelaksanaan pengasuhan
anak .
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e. Apabila permohonan irin pengangkatan anak
ditolak, maka dalam Keputusan harus di-
sertai alasan—alasan penolakannya. Keputus-—
an pemberian izin pengangkatan anak diberi-
kan dalam bentuk Keputusan lﬂepala kKantor
Wilayah Departemen Sosial Propinsi vyang
bersangkutan.

. Rerdasarkan no. 4.c. Kep. Men. Sos. No.

~h

271998, barus ada persetujuan tertulis dari
Pemerintah Negara asal calon anak angkat.
3. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia
oleh Warga MNMegara Asing
No. V.3.2. Xep. Men. Sos No. 13/1993
diatur mengenai tata cara permohonan peng-
angkatan anak bagi calon orang tua warga
negara Asing, sebagai berikut.

a. Fermohonan untuk mendapatkan izin peng-
angkatan anak secara Fertulis di atas
vertas bermeterai cukup kepada Menteri
Sosial melalui Direktur Jenderal Bina Ke-—
sejahteraan Sosial dengan dilampirkan
syarat—-syarat vang telah ditentukan.

b. Dalam mengadakan penelaahan dan penelitian
atas permohonan vyang diajukan Menteri
Sosial dJibantu oleh Tim FPertimbangan

Fengangkatan anak.
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c. Menteri Sosial sebelum memutuskan untuk
memberi izin atau menolak, terlebih dahulu
mendengar/membaca laporan dari Pekerja
Sosial vang ditunjuk terutama .yang ber-
kaitan dengan pelaksanaan pengusahaan anak.

¢. Apabila permohonan izin ditolak, maka dalam
Keputusan harus dicantumkan alasan-alasan
penclakan.

2. Keputusan izin pengangkatan anak dikeluar-

kan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial.

Ketentuan—ketentuan Mengenai Laporan Sosial
LLaporan Sosial adalah dokumen yang
dibuat oleh Fekerja Sosial/Fejabat Sosial/
Fekerja Sosial Masyarakat di Lingkungan ¥antor
Sosial setempat dengan dibantu coleh Organisasi
Sosial dan harus dilegalisir oleh Kepala
Kamtor Wilayah Departemen Sosial csetempat
atau pejabat vang ‘ditunjuk yang lingkup cakup-
annya antara lain meliputi (1) identitas;
{2) keadaan kesehatan Jjasmani dan mental/
rohanig {3} keadaan keluarga dan lingkungan-—
nya:; (4) keadaan ekonomi keluarga: (3) hubung-
an sasial; (&) alasan dan tujuan pengangkatan
anaki (7)) Kesimpulan dan saran. |

Selaniutnya no. IV.2. Kep. Men. Sos No.

1371993 menyatakan:
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" 2 Pelaksanaan Pencangkatan anak vyang

LRI B

berada dalam asuhan orang tua/s/wali oleh
warga negara I[ndonesia (private adoption)
terlebih dahulu harus dibuatkan laporan
sosial”.

Kétentuan mengenai "lapeoran Sosial” kita
dapati juga dalam: Kep. Men. Sos No. 4171984,
SEMA No. &6/1983, SEMA No. 4/198%.

Jika kKita membandingkan ketentuan
“laporan sosial"” yang ada pada Kep. Men. Sos
No. 13/199% dengan tiga ketentuan vyang ter-—
akhir, kita mendapat perbedaan ketentuan
sebagai berikut.

1. Kep. Men. Sos No. 13/1993 menentukan:

- laporan sosial mengenal latar belakang
orang tua angkat, orang tua kandung, dan
calon anak angkat beserta laporan
mengenai pelaksanaan asuhan yarg dilaku-=
kan oleh calon orang tua angkat terhadap
calon anak angkat,

- laporan scsial diperlukan baik pada
nenganghkatan anak vyang diasuh dalam
prganisasi sosial maupun pada pengangka-—

tan  anak yang berada dalam asuhan orang

tuas/wali (private adopticn).

3

Kep. Men. Sos. No. 41/71984 menentukan:
~ laporan sosial mengenai latar belakang
orang tua angkat, orang tua kandung dan

calon anak angkat saja, tidak mengenal
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laporan pelaksanaan asuhan yang dilakukan

calon orang tua angkat terhadap calon

anak angkat.

— laporan sosial bhanya diperlukan bagi
perigangkatan anak vyang diasuh dalam
organisasi sosial. Pada privat adoption
tidak diperlukan "laporan sosial”.

J. SEMA No. &/7198F menentukan:

- laporan Sosial hanya diperlukan bagi
pengangkatan anak vyang berada dalam
asuhan organisasi sosial, tampak dari
burnyi no. IV.3.1.1.4, sebagai berikut:

"Fengadilan negeri mendengar
lang=ung, s@0rang petugas/pejabat
Instansi SBoaial setempat yang a&akan
memberikan penjelasan tentang latar
belakang kKehidupan sosial ekonomi
anak vyang dimohonkan untuk diangkat
kalau anak angkat WNI tersebut ber-—
asal dari Badan/Yavyasan Sosial (bukan
private adoption)".

Dari kata-kata "bukan private adop-
tion", itu, kita dapat menvimpulkan bahwa
SEMA  No. &/198TF menghendaki "Laporan So-
sial"” hanva diperlukan bagi anak yang ada
dalam organisasi sosial, vang tidak diasubh
dalam oceganisasi sosial (yaitu private
adoption) tidak diperlukan laporan sosial.

Mengenal laporan tentang pelaksanaan asuhan

SEMA Mo. &/1983 tidak menyebutnya.
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SEMA No. 4/1989 menentukan:

1%

SEMA No. 4/1989, no. J, memberi penegasan:
" maka dalam hal menerima, memeriksa

dan pengadili permochonan/pengesahan peng-
angkatan Anak antar WNI {(domestic adoption)
yvang diajukan langsung ke pengadilan neger:
{private adoption), harus disertai "Surat
Yeterangan/lLaporan So=ial atas dasar
penelitian Petugas/Pejabat Scsial setempat
dari pemcheon/calon srang tua angkat  WNI.L,
anak vyang akan diangkat, dan orang tusa
kandung WMI, sebagai salah satu alat/surat
suk+ti geperti dimaksud no. IV.I.RALZ2.2.3.
Di =ini, BSEMA No. a/1989 ingin
menegaskan Sahwa laporan sosial hagi peng-
angkatan anak secara langsung diperlukan.
Ha! ini merubah ketentuan yang ada pada
SEMA No. &/1983T3. Fada SEMA Mo, 6/19805
renentukan laporan sosial tidak diperlukan
pada pengangkatan anak secara langsung
{private adeption) (no. IV.3.1.1.4}.

Pari uraian tersebut, tampak kesungguban
Mahkamah Agung dan Pemerintah melaluil peratur-—
s serundang-undangan memberikan  perlindungan
rapada a&anak. Ferkembangan ketentuan tampak
membuktikan hal tersebut. Dimulai dari ke-
tentuan vang ada pada SEMA No. 671983 vang
hanya menentukan laporan sosial bagi  peng-—
angkatan anak di mana anak ada dalam asuhan
crganisasi sosial; kemudian SEMA itu dianti-
sipasi Kep. Men. No. 4£1/1984, vyang masih

menentukan laporan sosial hanya bagi pengang-—

katan amnak dimana anak diasuh dalam organisasi
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sosial; kemudian SEMA Mo. 4/1989, vang mene-
gaskan bahwa laporan sosial juga diperlukan
bagi pengangkatan anak secara langsung (pri-
vate adopticn)., Kep. Men. Sos No. 1271993,
menentukan tidak =saja private adoption maupun
pergangkatan anak yang diasuh dalam organisasi
sosial memeyr lukan laporan sosial, tetapi
peilaksanaan asuhan yang dilakukan oleh calon
orang tua angkat yang dilakukan sebelum peng-

angkatan anak (yang lamanya & bulan) harus

pula dilaporkan dalam laporan sosial.

VYetentuan Acara Fermobhonan Fengangkatan Anak
Pada IEMA No. &/1983F, diatur bagaimana
heracara permohonan pengangkatan untuk masing—
masing macam pengangkatan, vyaitu pengangkatan
anak antar WNI, anak WNA oleh WNI dan anak WNI
oleh WNA masing—masing diatur secara

gndiri~-sendiri, ¥alau kita pelajari masing-

il

masing ketentuan, banyvak ketentuan yang pada
prinsipnya sama, namun ada pula perbedaannvya.
Agar penvampaian ini praktis, teknik vang
preneliti pakal adalah peneliti menyampaikan
retentuan sSecara bersama—sama, baik yang
menyanghkut pengangkatan anak antar Warga
Megara Indonesia, anak WNA oleh WNI; maupun

anak WNI oleh WNA, mengenal ketentuan vang
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Sama . - Bagi ketentuan vyang berbeda. pada
pembicaraan mengenail vhal tertentu &kan di-
tunjukkan perbedaan tersebut.
vetentuannya sebagai berihut.
1. Syarat dan bentuk surat permohonan {Sifat-
nya voluntair).
1. Permobonan hanya dapst diterima apabila
ada urgensinya., umpama ada ketentuan-—
retentuan undang-undang yang mengharus—

kannya.

2. Permohonan dapat dilakukan secara lisan

ataw tertulis,

%, Dapat diajukan dan ditanda tangani oleb

pemohon sendiri atauw kuasanyeé. Di
samping itu pemohon dapat  juga di-
dampingi/dibantu sSeseorang. Dalam hal

didampinai maupun pemohon memakai kuasa,
pemohon wajib hadir dalam pemerirksaan
sidang pengadilan.

2. Dibubuhi meterail secukupnya.

5. Dialamatkan kepada Ketua Fengadilan
Negeri vyang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal/domisili anmak vyang di-

angkat.

tJ

Isi Surat Permohonan.

1. Dalam bagian dasar hukum dari permoheonan
tersebut secar jelas diuraikan dasar
yanag mendorong {motif) diajukannvya

permohonan pengesahan/penganghkatan anak.
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Harus nampak bahwa permchonan pengesah—
an/pengangkatan anak itu dilakukan ter-—
utama untuk kepentingan calon anak vyang
bersangkutan, dan digambarkan ke—
mungkinan kehidupan hari depan si anak
csetelah pengangkatan anak terjadi.
Isi Petitum bersifat tunggal: yakni
tidak disertai petitum yvyang lain.
impama: cukup dengan: "Agar si anak dari
B ditetapkan sebagal anak angkat dari
c".

atau
"Agar pengangkatan anak yang telah
dilakukan oleh pemohon (c) terhadap anak
B yvyang bernama A dinyatakan sah”".
tanpa ditambah tuntutan lain seperti:

"Agar ditetapkan anak bernama A tersebut

ditetapkan sebagai ahli wWwaris
dari «.aC",
atau

"Agar anak bernama A tersebut ditetapkan
berwarga negara RI  mengikuti status
kewarganegaraan ayab angkatnya bernmnama C
tersebut” (ketentuan pada pengangkatan
anak WNA oleh WNI)}.

atau
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"fgar ditetapkan anak bernama A tersebut

ditetapkan mengikuti status kewarga—
negaraan ayah angkatnya bernama c
tersebut {ketentuan pada pengangratan

anak WNI oleh WNA).
. Femeriksaan Di Persidangan
L. Pengadilan negeri mendengar langsung.

a. Calon orang tua angkat, sedapat
mungkin juga anggota keluarga yang
terdekat lain—-lainnya (anak yang
orang tua angkat yang telah besar).
BRila perlu juga mereka yvang menurut
hubungan kekeluargaan dengan calon
orang tua angkét WNI atau yang karena
status '5051a1nya dikemudian hari
dipandang mempunyai pengaruh terhadap
ketidupan anak untuk selanjutnva.

o, Orang tua yang sah/walinya yang sah/
keluarga vyang berkewajiban merawat,
mendidik dan membesarkan anak ter-—
sebut.

c. Badan/vayasan sosial vyang telah
mendapat izin dari Departemen Sosials
Feiabat Instansi Sosial setempat
untuk bergerak di bidang kegiatan

pengangkatan anak.
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d. Seorang Fetugas/Pejabat Instansi
Sosial setempat vang akan memberikan
penjelasan tentang latar belakang
wabiduran sosial skeonomi anak vyang

dimotonkan untuk diangkat kalaw anak
berada di Hadan/Yayasan Sosial.

e. Caion anak angkat kalau menurut
wiurnyva sudabh Jdapat diajak bicara.

f. Pihak kepolisian setempat.

Q. Fetugas/Fejabat Imigrasi dan bilamana
tidak adas pejabat imigrasi di suatu
daerah, petugas/pejabat tertentu dari
Femerintah Daecah ovarg dituniuk untub
nemberiikan penielasan tentang status
tmigratur dJdar: calon anak WNA {pada
pengangkatan anak WNA  oleh WINT Y 3
tentang  status imigratur  anak  WNI.
‘pada pangangkatan anak wMNI oleh WS )
dan  atau calon arang tua angkat YNNI

pada pengangkatan anak WNA oleh

wWhi.: dam atauwscalon orang tua angkat
ANA {pada penganghkatan anak WNI oleh
LR

Z. Fengadilan negeri memeriksa dan meneliti
alat-alat bukti lain yang dapat menjadi
dacar permohonan ataupun pertimbangan

Dutusan sengadl lam.
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3. Pengadilan negeri mengarahkan pemerik-
saan dipersidangan untuk memperocleh
gambaran yang sebenaranya tentang latar
belakang/motif dari pihak-pihak. Untuk
méngetahui kesungguhan, ketulusan dan
resadaran kedua bélah pihak dan akibat-
akibat dari perbuatan pengangkatan anak.
Mengetahui bagaimana keadaan ekonomi,
keluarga calon orang tua angkat. Untuk

mengetahui tanggapan keluarga dekat

orang tua angkat

Futusan pengadilan terhadap permohonan—per-—

mohonan pengesahan/pengangkatan anak terhadap:

a .

.

permohonan pengesahan/penganghkatan anak

antar WNI;

permohonan pengesahan/spengangkatan anak bNA

oleh WNI;

permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI

oleh WNA.
FPutusan pengadilan terhadap permohonan
pengesahan/pengangkatan anak antar Wi I

berupa "Fenetapan"

Futusan pengadilan terhadap permohonan
pengesahan/spengangkatan anak WNA oleh WNI
berupa "Putusan®

Futusan pengadilan terhadap permchonan
pengesahan/pengangkatan anak WNI  oleh WNA

berupa "Futusan”
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wetentuan Mengenai Akibat Hukum Pengangkatan
Arrak

SEMA No. 6&/1983, mengenai isi surat
permohonan menentukhan babhwa isi petitum surat
permohonan pengesahanspenetapan  pengangkatan
anak haruslah bersifat tunggal, vakni tidak
disertai petitum yang lain. Tidak bolebh ditam-—
hah tuntutan lain, seperti “agar ditetapkan
anak A tersebut sebagai ahli waris dari  ..."
atau "agar anak bernama A tersebut ditetapkan
berwarga negara Republik Indonesia”.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa SEMA
tersabut tidak mempersoalkan apakah peng-
angkatan anak itu mempunyai akibat hukum yang
penuh {(sempurna) atau yang terbatas. Mengenail
putusnya hubungan pembagian harta warisan pada
wak tu ditetapkannya putusan pengadilan negeril

belum menjadi persoalan. Hal ini baru menjadi

rerspoalan kalau kKelak ada sengketa.

5.2.1.2. ¥etentuan Mengenai Pemenuhan kKesejahteraan Ar&k

cleh Feraturan Ferundang—undangan vang Mengatur
Fengangkatan Anak

Analisis dilakukan dengan jalan mencari

materi hukum yang ada pada peraturan perundang—

undangan di bidang pengangkatan anmak, mana-mana
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vang sudabh maupun yang belum mengatur ketentuan

tentang pemenuban kondisi kesejahteraan anak.
Sebagaimana disampaikan pada tinjauan

nustaka di muka hal 88 kondisi vyang dibutuhkan

agar anak angkat dapat tumbuh dan Dberkembang

secara wajar sebagai berikut.

i. Lihgkungan keluarga orang tua angkat:

- harmonis (memerlukan penilaian oleh badan/
pihak vang profesional);

- orang tua angkat berstatus hkawin (suami-—
isteri)

- umur orang tua angkat (suami—-isteri) masih
memungkinkan cukup untuk berlangsungnya
pemeliharaan anak.

2. Anak:
- umur sedini mungkin,
Z. Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan
batin antara calon orang tua angkat dan amnak.
<. Ada badan/pihak-pihak yang memberi:
- nasehat kepada calon orang tua angkat:
- nasehat kKepada orang tua anakj
- menilai keharmonisan calon arang tua angkati;
- menilai seberapa jauh tujuan mengangkat anak
caion orang tua angkat; apakabh demi anak
atau demi kepentingannya sendirig
- apakah anak pantas diangkat orang lain;
- menilai seberapa jauh keikut sertaan ke—

luarga masyarakat lain dalam suatu peng—

angkatan anak.

A

Adanya kepastian hukum,
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Ketentuan vang mengatur masing—masing unsur
kondisi tersebut adalah sebagai berikut di bawah
imi.

Lingkungan keluarga orang tua angkat

=

Suasana harmonis suatu kehidupan keluarga
calon keluarga orang tua angkat memerlukan
penilaian oleh badan/pibhak yang profesional.

Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. I1IT.2 me—
nvatakan:

"Laporan Sosial adalah suatu dokumen yang
dibuat oleh Pekerja Sosial berdasarkan
hasil penelitian vyang memuat antara
lain:

a. keterangan tentang identitas dan
latar belakang kehidupan calon orang
tua anghkat, erang tua kandung, dan
calon anak angkatg

bh. keterangan tentang pelaksanaan asuhan
yang dilakukan oleh calon orang tua
angkat terhadap calon anak angkat.”

wep.Men.350s. No. 1371993 no. XIII.4&4 me-
nyatakan:

"CFokerja Sosial/Fejabat Sosial /FPehkerja
Sosial Masyaraat yang diberi kewenmangan
membuat Laporan Sosial, harus memenubi
kiasifikasi sebagai berikut:

a. Fekerja Sosial yang berpangkat se-—
rendah—rendahnya Ajun Pekerja GSosial
Madva; atau

b. Pejabat vyang secara fungsional me-—
laksanakan tugas di bidang usaha
penvantunan anak terlantar; atau

c. Pekerja Sosial Masvarakat yang telah
diangkat dan disumpah oleh Menteri
Sosial Republik Indonesia.

Dari ketentuan di atas badan/pihak vyang
diberi wewenang meneliti keadaan kehidupan dan

penghidupan calon orang tua angkat adalah
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rekerja Sosial. Tugas Pekerja Sosial menurut
ketentuan Kep.Men.Ses. No. 13/1993 no. XIII.S

adalah sebagai berikut:

Y. mengadakan pemantauan terhadap
pelaksanaan pengangtan anak baik sebelum
MaupEUn sesudah terjadi pengangkatan

anak, dan memberikan laporan tertulis
tentang hasil pemantauan kepada Menteri
Sosial secara hirearki.”

Hasil pemantauan Fekerja Sosial sebagai-
mana ditentukan Kep.Men.Sos. No. 13/1997 no.
NIIT.S tersebut di atas dituangkan ke dalam
suatu Laporan Sosial (Kep.Men.Sos. No. 13/1997
no. I1.2). Laporan Sosial berisi laporan vang
mencakup {Lampiran Kep.Men.Sos. No. 13/1993%)
csebagai berikut:

1. ldentitas;

T. keadaan kesehatan jasmani lingkungan

dan mental/rohanij;

3. keadaan keluarga dan lingkungannya:

a. riwavat perkawinan;

b. wiwmaval xehamilan:

c. latar belakang arang tuaj

d. susunan keluarga/jumlah dan usia anak

kandung:

2. suasana rnebidupan keluarga pada umum-—

nya.

4. kepadaan ekonomi;

3. hubungan sosialj;

5. alasan dan tujuan pengangkatan anak;

7. kesimpulan dan saran.

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

192

Melihat isi Laporan Sosial seb&agaimana
tersebut di atas tampak LLaporan Sosial berisi
Hal-hal vyang menyeluruh mengenai kehidupan
suatu calon arang tua angkat. Terutama no. 3
Laporan Sosial berisi laporan mengenal keadaan
keluarga dan lingkungan calon orang tua ang-
vat. Lebibh—lebih no. 3.e, secara eksplisit
disebut mengenail suasana kehidupan keluarga
pada umumnya. Keterangan yang demikian itu
merupakan keterangan mengenal suasana
keharmornisan suatu keluarga (calon arang tua
anghkat).

Uraian di atas ingin menunjukkan dua hal,
vaitu pertama, badanspihak—-pihak yang diberi
tugas oleh Kep.Men.Sos. No. 13/1993 untuk
menilai keadaan lingkungan keluarga orang tua
angkat adalab Pekerja Sosial. Ke dua, Laporan

lnsial  vang dibuat oeh Fekerja Sosial itu  di

)]

dalamnya berisi laperan antara lain mengenel

keharmonisan suatu ksluarga (calon orang tua
angkat}.
SEMA No. 471989 no. 3 menentukan:

"... dalam hal menerima, memeriksa dan
mengadili permohonan/pengesahan pengang-
katan anak antar WNI (domestic adoptian)
yang diajukan langsung ke pengadilan
negeri (private adoption) harus disertai
Surat Keterangan/Laporan Sosial atas
dasar penelitian Petugas/Fejabat Sosial
setempat dari pemohon/calon orang tua

angkat WNI, ..."
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Kep.Men.Sos. No. 1371993 no. II1l1.1 menen—
tukan @ "... dan keharusan dibuatnya Laporan
Seosial bagili pengangkatan anak vyang berada
daiam asuhan orang tuaswali {private
edoption)”.

¥ep.Men.80s. No. 1371997 no. IV.2 mensn-—
tukan : "2. Pelaksanaan pengangkatan anak vang
berada dalam asuban orang tua/wali oleb Warga
Negara Indeonesia (private adoption) terlebih
dahulu harus dibuatkan Laporan Sosial”,

SEMA No. 2/198% no. ¥ dan Kep.Men.Sos.
Nex . 1771897 A, IV.2 menentukan  bagi  macam

mengangkatar  arpak sSECars langsung {(private

adootion) harus ada lLaporan  Sosial. Laporan

Sosial merupakanr  suatu dokumen vyang dibuat
2leh oriabat  yang ditunjuk Qaitu Fekerja
[osial, wang berisi  antara  lain laporan
nengenai  keharmonisan keadaan ke2luarga calon

orang tua argkat. Jadi dengan demikian SEMA
Mo, 4/1%978 mo. 3 dan Kep.Men.Sos. Mo. 13/ L9935
no. IIT.: dan no. IV.Z berisi ketentuan vang
mengatur bagi macam pengangkatan anak secarz
langsung fantar WNI) suasana harmonis suatu
rehidupar “2luarga calon orang hua anphkat
pErlu peniiaian oleh badan/oihak vang

srofesional. Denganp demijkizn SEMA No. 4/1969
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mo. 3 dan Wep.Men.Sos. No. 13/1993 no. ITT.:
dan no. IV.Z2 berisi ketentuan vang menyatakan
perlunya suasanya harmonis pada calon orang
tua angkat pada macam pengangkatan anak secara
langsung.

SEMA No. 46/19835 no. IV.3.A.2.3 menentukan
bahwa penrngadilan negeri dalam hal menerima,
kemudiarn memeriksa dan mengadili permobonan
pengesahan/pengangkatan anak antar WNI me-
meriksa dan meneliti alat-alat bukti vyang

dapat menjadi dasar permohonan ataupun per-—

timbangan putusan pengadilan antara lain
Laporan Soowial. Berdasarkan ketentuan no.
IV.INLZ. 3 SEMA  No. 6/198F;, Laporan Sosial

yarng diperlukan itu hanya diperlukan bagi
macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak
itu berasal dari yavasan sosial.

ep.Men.30s. Mo, 1571993 no. V.A.Ll.h
menentukan syarat calon orang tua angkat WHI
bagi macam pengangkatan anak dimana anak
terada dalam asuhan organisasi sosial harus
ada Laporan Sosial.

Dari kedua ketentuan di atas diketahuli
bahwa syarat orang tua éngkat dimana anak
berada dalam asuban organisasi sosial harus
mempunyai Laporan Sosial selanjutnya pengadil-

an negeri memeriksa Laporan Sosial. Sebagai-
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mana dijelaskan di atas, Laporan Sosial berisi
laporan antara lain mengenail suasana harmonis
keluarga calon orang tua angkat. Ketentuan
tersebut berlaku pada macam pengangkatan anak
antar WNI dimana anak diasuh dalam organisasi
{yavasan) sosial.

SEMA No. &/1983 no. IV.3.R.2.3 menentukan
bahwa pengadilan negeri dalam hal menerima,
memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/
pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat
WNI memeriksa dan meneliti Laporan Sosial.
Ketentuan SEMA No. &/1983 no. iv.2.B.3.1.1
menyatakan pengangkatan anak WNA harus dilaku-
kan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki
izin dari Departemen Sosial. Kep.Men.Sos. No.
13/199% no. V.A.1.h memuat syarat calon orang
tua angkat WNI {dalam hal ini bagi macam
pengangkatan anak WNA oleh WNI) ada Laporan
Sosial.

Dari ketentuan—ketentuan tersebut di atas
dapat diambil pengertian bahwa untuk macam
pengangkatan anak WNA oleh WNI calon orang tua
angkat harus mempunyai Laporan Sosial se-
lanjutnya pengadilan negeri dalam memeriksa
permohonan pengangkatan anak tersebut harus

memeriksa dan meneliti Laporan Sosial. laporan

Sosial bherisi laporan mengenal antara lain
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eyasana harmonisz  keluargsa calon oOrang tua
angkat. Dengan demikian peraturan tersebut
sudah memuat ketentuan perlunys sutasana
harmonis pada calon orang tua angkat (pada
macam pengangkatan anak WNA oleh WNI).

SEMA No. &/1983 no. IV.3.C.2.37 menentukan
dalam hal menerima kemudian memeriksa per—
mohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua
angkat WNA pengadilan negeri memeriksa dan
meneliti Laporan Sosial. Ketentuan SEMA No. &/
1983 no. IV.2.C.3.1.3 menyatakan pengangkatan
amak  WNI  oleh WNA  harus dilakukan melalui
suatu  yayasan sosial yang memiliki izin  dari
Departemen Sosial. ¥ep.Men. Sos No. 1371995
no. V.A.Z.e menyatakan syarat calon orang tua
angkat WNA {dalam hal ini bagi macam pengané—
batan anak MWMI oleh WNA) ada Laporan Sosial.

Dari ketentuan di atas dapat diketabui
bahwa untuk macam pengangkatan anak WNI oleh
WMA  calon orang tua angkat harus  mempunyai
Laporan Sosial, selanjutnya pengadilan negeri
dalam memeriksa permobonan pengangkatan anak
tersebut harus memeriksa dan meneliti Laporan
Sosial vang bersangkutan. Laporan Socsial
berisi laporan mengenai antara lain suasana

harmonis keluarga calon orang tua anghkat.
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Dengan demikian peraturan tersebut di atas
sudah memuat ketentuan mengenai perlunysa
ceuasana harmonis keluarga pada calen orang tua
angkat {(pada macam pengangkatan anak WNI olebh
WNAD .

Orang tua berstatus suami isteri thawin),
SEMA  No. &/1983 no. Iv.2.B.3.1.2 menentukan
bahwa pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI
yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah
tidak .diperbolehkan._ Ketentuan ini jika
ditafsirkan secara a contrario menentukan
calon orang tua angkat tersebut harus ber-
ctatus kawin. Demikian juga ketentuan SEMA No.
4£/198F nog. IV.Z2.C0.3.1.4 ditafsirkan secara &
cantraric menentukan calon orang tua angkat
WMl harus berstatus kKawin.

Yep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.l. &
menentukan syarat calon orang tua angkat WNI
dimana anak berada dalam asuhan organisasi
sosial. Syarat calen orang tua angkat WNI
tersebut adalah berstatus kawin. Ketentuan no.
v.x.1 ¥ep.Men.Sos MNo. 13/1993 mengatur menge-
mai syarat calon orang tua angkat WNI pada
umumnva. ¥arena ketentuan no. V.A.l1 bersifat

umum, maka ketentuan nmo. V.1 dapat berlaku

bagi macam pengangkatan anak WNA oleh WNI,
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Perdacarkan nengertian vyang demikian itu,
Letentuan Kep.Men.Sos No, 13/1993 no. V.1l.a
wvang menentukan syarat orang tua angkat WNI
nerstatus kawin berlaku bagi macam peng-—
angkatan anak antar WNI dimana anak diasuh
dalam prganisasi sosial maupun untuk macam
pengangkatan WNA oleh WNI.

Kep.Men.50s Na. 1371993 no. V.A.2.2
menentukan syarat calon orang tua angkat WNA
berstatus kawin. Ketentuan ini berlaku untuk
macam pengangkatan anak WNI oleh WNA .

Uraian di atas menunjukkan bahwa SEMA No.
a/1987 dan Kep.Men.Sos  No. 1371993 telah
memuat retentuan mengenai syarat calon orang
tua angkat bagi macam pengangkatan antar WNI
dimana anak dalam organisasi sosial, antar WNA
oleh WNI dan antar WNA oleh WNI, vyaitu ber-
ztatus kawin.

Umur keluarga (suami-isteri) masih me~
mungkinkan cukup waktu ocrang tua angkat me—
langsungkan pemelibharaan anak.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 nao. V.A.1l.b
menentukan syarat calon orang tua angkat WNI
bagi anak yang berada dalam asuhan organisasi
sosial umur minimailcalon orang tua angkat

adalah 30 tahun dan maksimal 43 tahun. Suatu
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batasan umur vang memungkinkan calon orang tua
angkat benar-benar mempertimbangkan kepastian
untuk mengangkat anak dan batas umur dimana
orang tua angkat pantinya masih mempunvai
waktu vang panjang untuk memelihara anak
angkat. Ketentuan no. VY.A.l1 Kep.Men.Sos No.
1371993 itu adalah ketentuwan mengenai orang
tua angkat WNI pada umumnya. Dengan demikian
ketentuan no. V.A.l.b tersebut di atas dapat
berlaku bagi macam pengangkatan anak antar WNI
dimana anak diasuh dalam organisasi sesial
maupun  berlaku untuk macam pengangkatan anak
WHNA olebh WMI,

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. V.Ah.2.e
menentukan syarat calon orang tua angkat WNA
adalah berstatus kawin. Dengan demikian
Kep.Men.Sos No. 1371993 telah memuat ketentuan
mengenai syarat orang tua angkat vaitu
berstatus bkawin (suami-isteri) bagi macam
pengangkatan anak antar WNA oleh WNI maupun

pengangkatan anak WNI cleh WNA.

Umur anak dini

Kep.Men.S5os No. 271993 no. 4.3.a menentu-
kan | anak bergda dalam asuhan organisasi
sosial. Berdasarkan Per.Men.Sos No. 15371981

tentang Organisasi Sosial Yang Dapat
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Menyvelenggarakan Usaha Fenvantunan Anak Ter-
lantar Fasal 1, yang menyatakan babhwa usaha
penyantunan anak terlantar gilakukan terhadap
anak terlantar diberikan pada anak di bawabh
lima tahun, maka ketentuan Kep.Men.Sos No.
2/1995 diartikan anak berumur di bawah lima
tahum. Ketentuan umur anak yang demikian itu
berlaku pada macam pengangkatan arnak antar WNI
dimana anak dalam asuhan organisasi sosial.
¥ep.Men.Sos No. Z/1995 no., 4.3.b menentu—
kan bahwa bagi anak yang akan diangkat oleh
WNA atau anak asing yang akan diangkat oleh
WNI  beium mencapai lima tahun. Ketentuan
tersebut berlaku bagi macam pengangkatan anak

WNT aleh WNA maupun anak WNA oleh WNI.

Dari wraian tersebut dapat diketahui
bahwa Kep.Men.Sos No. 2/199% telah memuat

vetentuan mengenai usia dini anak bagi macam
sengangkatan anak antar WNI Jdimana anak dalam
asuhan organisasi sosial dan  macam peng-—
angkatan analk WMA oleh WNI maupun pengangkatan
anak WNI olah WNA,

Ada tenggang waktu untuk menilai hubungan
batin antara calon orang tua angkat dengan

calcon anak anghkat

[ ]
(e ]
(]

-

Kep.Men.%os No. 13/1993 na.

menentukan  babhwa pengangkatan anak antar  UWNI
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yang berada dalam asuhan orang tua/wali di-
haruskan dibuatkan Laporan Sosial. Menurut
ketentian no. II.2.b Kep.Men.Sos No. 13/1993,
isi Laporan Sosial antara lain keterangan
pelaksanaan asuhan. Dengan demikian ada ketern-
tuan mengenai adanvya tenggang waktu menilai
hubungan batin antara calon orang tua angkat
dengan anak angkat. Ketentuan ini berlaku bagi
macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak
diasuh ocrang tuaswali.

Kep.Men.Sos No. 1371993 no. V.A. 1.1
menentukan syarat calon orang tua angkat WNI
untuk mendapatkan izin pengangkatan anak bagil
orang vang berada dalam asuhan organisasi
sosial adalah telah mengasuh calon anak vyang
akan diangkat selama enam bulan berdasarkan
izipn pengasuhan. Ketentuan neo. V.A.1 Kep.Men.
Sos No, 1Z3/1793 itu adalah ketentuan mengenai
svarat calon aoarang tua WNI pada umumnva.
Pengan demikian ketentuan no. V.A.l1.i di atas
dapat berlaku bagi macam pengangkatan anak WNI
dimana anak diasuh dalam organisasi sosial
maupun  berlaku untuk macam pengangkatan anak
WNA oleh WNI. Dalam waktu pengasuhan selama
enam bulan itu diharapkan sudah timbul hu-
bungan batin antara calon orang tua angkat

dengan calon anak angkat.
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Keo.Men.Zos No. 13719953 no. VI.L nerentu-
kam bahwa pemrohonan izin pengasuban anak S=01

anak oleh WNA diajukan secara tertulis k=zada

<epala Karntor Wilavab Deps-~~=mar Sc=isl
Fropinsi dimana organisssi =scsial vyarg di-
toeniay nerkedudusas - Ketzntusan ini berlanu

hagi macsm —engangkatan anak WNI oleh WNA,

Dai o ouraian di oatas dapat diketaruil bahwa
vep,.Men.S2s No. 1T/1993 teslah memuat ketentuan
mengenrsi adanya tenggang waktu untuk menilai
hubungan batin antara calon orang tua angkat
de2ngan calon  anak angkat untuk semua macam
rengangkatan anak (pengangkatan anak antar WNI
dimana anak diasuh olebh orang tua/wali maupun
vang diasuh dalam organisasi sosial maupun
pengangkatan anak WNA oleh WNI  maupun peng-
angkatan anak WNI oleh WNA}).
~fda bacgarn/pihak-pihak vyang tugasnya membsari
saran, nasehat, menilai atas maksud Jan ze-—
laksanaan z&ngangkatan anak

Weo.Men.3o0s. No. 13/199% no. XIIl.a
menyebutkan bahwa yvang diberi wewenang membuat
Laporan Sosial adalah Pekerja Sosial/Pzkeria
Scsial/Pekeria Sosial masyarakat. Mereka itu
adalah pibhak—-pihak yang diberi tugas membuat

Laporan Sosial. Laporanmn Sosial merupakan
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lanmoran vang berisi mengenai keadaan calon
orang tua angkat. Keadaan tersebut mengenai
identitas, keadaan kesehatan Jjasmanti dan
mental/rohani, keadaan keluarga dan lingkung-
ANMY&a , keadaan ekeonomi keluwarga, hubungan
sosial, alasan dan tujuan pengangkatan anak;,
kesimpulan dan saran. Dari ketentuan vyang
terakhir ini vyvaitu memberikamn kesimpulan dan
saran terkandung maksud Pekerja Sosial itu
menilai apakah calon orang tua angkat pantas
untuk mengangkat seorang anak angkat atau
tidak. Demikian sebaliknvya seorang calon amak
angkat pantas diangkat oleh orang tua anghkat
atau tidak. Kep.Men.Sos. No, 1371993 menentu-
kan Pekerja GSosial mengadakan pemantauan
pelaksanan pengangkatan anak sebelum maupun
sesudah terjadi pengangkatan anak. Ketentuan
sebagaimana disebut di muka berlaku bagi semuas
mnacam pengangkatan anak.

Da;i uraian di atas dapat diketahui bahwsa
Kep.Men.3os. No. 1371993 sudah memuat keten-~
tuan tentang adanya bacan/pihak-pihak vyang
memberi saran, nasehat, menilai pelaksanaan
pengangkatan anak (berlaku bagi semua  macam

pengangkatan anak).
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Adanvya kepastian hukum suatu pengangkatan
anak .

SEMA No. &/1985 no. I menvyatakan "...
untuk memperoleh jaminan kepastian hukum 1tua
hanva didapat setelah mempercleh suatu putusan
pengadilan”. Pernyataan tersebut berlaku untuk
semﬁa pengangkatan anak. Dengan demikian SEMA
Me. &/179846 memuat pernvatsan mengenai penting-—
nya kepastian bhukum melalui  putusan peEng—
adilan.

SEMA No. & /1986 no. IV.2.A.3.1.2 menen-
tukan bahwa pada pengangkatan anak antar WNI,
seorang vang tidak terikat dalam perkawinan
sah/belum menikah diperbolehkan mengangkat
anak. Kep.Men.Sos. No. 1371993 no. XIII.X me-
nentukan bahwa permohonan pengangkatan anak
antar WNI {domestic adopticn) oleh calen orang
tua angkat yang tidak berstatus kawin diper-—
bolehkan. ¥Fetentuwan tersebut berlaku bagi
macam pengangkatan anak antar WNI  baik  vang
langsung maupun macam dimana anak diasubh dalam
organisasi sosial.

retentuan sebagaimana ditentukan oleh
SEMA No., &/1986 dan Kep.Men.Sos. No. 1371993
sebagaimana disebut di atas merupakan Ke-
tentuan vyang tidak sesuai dengan pengertian
resejahteraan anak angkaf. Palam pengertian
kesejahteraan anak angkat, orang tua angkat

berstatus suami—-isteri.
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retentuan mengenal usia dini calon anak
angkat pada macam pengangkatan anak antar WNI
secara langsung tidak ditemukan pada peraturan
perundarg-undangan. Dengan demikian pada macam
pengangkatan anak itu anak angkat yang berusia
tidak dini dapat diangkat. FPengangkatan anak
dimana anak usianya tidak dini lagi tidak
zesuai dengan pengertian kesejahteraan anak
angkat.

wetentuan mengenai umur calon orang tua
angkat {suami—-isteri) masih memungkinkan cukup
untuk berlangsungnya pemeliharaan anak pada
macam pengangkatan anak antar WNI sectra
langsung {anak berada dalam asuhan orang tua/
wali) tidak ditemukan. Hal demikian ini tidak
sesUai dengan pengertian kesejahteraan anakh
angkat.

Sabagai akhir analisis ini disampaikan
simpulan sebagaimana di bawah ini. Simpulan
tidak diberikan secara eksak mengingat amnali-
sis yvang dilakukan berupa normatif kualitatif.
Jawaban berupa uraian deskriptif yang merujuk
kepada unsur—unsur yang peneliti ajukan dari
suatu kondisi vang dibutuhkan agar anak angkat
dapat tumbuh dan berkembang secara wajar

rohani, jasmani dan sosialnva.

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




DISERTASI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

206

Dari analisis di atas ternyata peraturan
perundang—undangan di bidamg pengangkatan anak
vang mengatur masing—-masing kondisi yang diperlu-
Lan bagi tercapainya kesejahteraan anak angkat
s=bagai berikut di bawah ini,

{. Peraturan perundang-undangan Yyang mengatur
mengenai perlunya suasana harmonis keluarga
calon orang tua angkat sudah ada ketentuannya.
Secara terperinci sebagai berikut.

SEMA No. 4/198% no. 3 dan  Kep.Men.Sos.
MNO. 13/199% no. II1.1 dan no. IV.2. Ketentuan
itu berlaku untuk macam penganghkatan antar WMI
SECcara ilangsung {anak diasuh oleh orang
tuaswalil., Menurut ketentuan no. IIl.a dan no.
(V.2 Kep.Men.Sos No. 1371993 menentukan pe-—
laksanaan pengangkatan anak yang berada dalam
asuhan orang tua/wali oleh WNI teriebih dahulu
harus dipuatkan Laporan Sosial. SEMA MNo.
3,/198% menentukan pengadilan negeri dalam hal
menerima, memeriksa dan mengadili permobonan/
pengesahan pengangkatan anak antar WNI vang
diajukan secara langsung harus disertai Lapor-
ar Sosial. Laporan Sosial adalab suatu dokumen
Yang dibuat pejabat vang ditunjuk vaitu
Pekerja Sosial yang berisi antara lain laporan

mengenai suasana harmonis keluarga calon orang

tua anghkat.
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SEMA No. &/1983 no. IV.3.A.2.3 menentukan
pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian
memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan
pengangkatan  anak antar WNI memeriksa dan
meneliti antara lain Laporan Sopsial. Ketentuan
yang demikian itu mendasarkan ketentuan no.
IV.3.~A.1.4 SEMA No. &/1983 hanya berlaku bagi
macam pengangkatan anak antar WNI dimana anak
berada ddlam yayasan {organisasi) sosial.
Untuk macam pengangkatan anak antar WNI dimana
anak berada dalam asuhan organisasi sosial
¥ep.Men.Sos No. 1%X/1993 no. V.A.l.h menentukan
syarat calon orang tua ada Laporan Sosial.

SEMA  No. &/1983 no. IV.B.2.3 menentukan
pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian
memeriksa dan mengadili permohonan/pengesahan -
pengangkatan  anak WMNA oleh WNI memeriﬁsa dan
meneliti Laporan Sosial. Untuk macam pengang-—
katan ini Kep.Men.3Sos No. 1371997 na. V.A.1.h
menentukan syarat calon orang tua angkat WNI
ada lLaporan Sosial.

SEMA No. &/198% no. IV.3.C.2.T menentukan
pengadilan negeri dalam hal menerima kemudian
memeriksa permohonan/pengesahan pengangkatan
anak WMI oleh orang tua angkat WHA memeriksa

dan meneliti Laporan Sosial. Untuk macam

pengangkatan ini Kep.Men.Sos No. 13/17993 no.
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v.a.2.2 menentukan syarat calon orang tua
angkat ada Laporan Sasial. Laporan Sosial
berisi antara lain laporan mengenai susana
harmonis keiuvarga calon orang tua angkat,
feraturan perundang-undangan  yang mengatur
mengenai =status calon orang tua angkat sebagail
suami—isteri (kawin) sudah ada. Secara ter-—
rerinci sebagail berikut.

SEMA No. &/198% no. IV.B.Z.1.Z2 menentukan
calon orang tua angkat pada macam pengangkatan
anak WNA oleh WNI harus berstatus kawin. SEMA
Na. &/1983 ne. IV.2.C.3.1.4 menentukan calon
arang tua angkat pada macam pengangkatan anak
WNI oleh WNA harus berstatus kawin.

Kep.Men.350s No ., 1371993 no. V.A.L.a
menentukan syarat calon orang tua angkat antar
WMI dimana anak diasuh dalam organisasi ber-
status kKawin.

Ken.Men.Sos No. 1371995 no. V.ALZ.e me—
nentukan svarat calon orang tua angkat antar
WNA  herstatus xawin., Ketentuan ini  terlaku
untuk macam nengangkatan anak WNI oleh WNA.
feraturan perundang-undangan vyang mengatur
mengenai umur orang tua angkat yang memungkin-—
kan cukup wakiu melangsungkan pemeliharaan

anak sudah ada. Secara terperinci sebagai

berikut.
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vep.Men.Sos No. 1%/1993 menentukan syarat
calon orang tua angkat WNI pada macam pengang-—
vatan anak dimana anak berada dalam asuhan
organisasi cosial umur minimal X0 tabhun  dan
maksimal 4% tahun.

¥ep.Men.Sos  No. 1T/199% ne. V.A.1.B me-—
mentukan syarat calon orang tua angkat WNI
pada macam pengangkatan apak WNA oleh WNI umur
minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun.

Kep.Men.So0s No. 13/1993 no. V.A.2.e
menentukan syarat calon orang tua angkat WNA
pada macam —engangkatan anak WNA oleh WNI umut
minimal IQ tahun dan maksimal 43 tahun.
reraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai  Wsia dini calon anak angkat sudah
ada. Secara terperinci sebagai berikut.

Kep.Men.Sos No. 271795 no. 4.%.a Jic.
Per . Men.Zeos No. 1371782 umur calon anak angkat
pada macam pengangkatan anak antar WNI. dimana

anak diasuh dalam organisasi soszial umur di

bawah lima tahun.

.

Kep.Men.Sas Mo. 2/179% no. 34.3.b menentu-
kan umur calon anak angkat pada macam pengang—
katan anak antar WNI oleh WNA belum mencapai

l1ima tahun.
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Kep.Men.3os No, 2/:1995 no. 4.3.b menentu-

karm umur calon anak angkat pada macam peng-—

anghatan anak antar WNA oleb WNI belum

mencapail lima tabun.

rhn

Feraturan perundang—-undangan yang mengatur
mengenail tenggang waktu umtuk menilai hubungan
“atin antarsa calon orang tua angkat dengan
calon anak angkat sudah ada. Secara terperinci
sebagal berikut.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. III.1 jo. no.
IT.2.b menentukan adanya tenggang waktu untuk
menilai hubungan batin antara calon orang tua
angkat dengan calon anak angkat. Ketentuan itu
berlaku pada macam pengangkatan antar WNI
dimana anak diasuh olebh orang tua/wali.

Hep.Men.3os MNo. 1371993 no. V.ALl.d
nenentukan seyarat calon orang tua angkat  pade
mazam  pengangkatarn  antar WMNI  dimana anak
diasuh dalam organisasi sosial telah mnengasuh
Caion anak angrat seiama enam bulan.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no, V.ALL.d
menentukan syarat calon orang tua angkat pada
macam pengangkatan anak WNA olebh WNI telah

mengasuh calon anak angkat selama enam bulan.
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Kep.Men.30s No. 1371993 no. V.Aa.l.d

menentukan syarat calon orang tua WNA pada
macam pengangkatan anak antar WNI oleh WNA
harus mengajukan izin pengasuhan anak.
Feraturan perundang—undangan vyang mengatur
adaﬁya badan/pihan—pihak yang tugasnya memberi
saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksanaan
pengangkatan anak sudah ada. Secara terperinci
di bawah ini.

Kep.Men.Sos No. 13/1993 no. XIII.4 -jo.

no. XIII.% menentukan Pekerja Sosial diberi
hewenangan membuat Laporan Sosial dan memantau
pelaksanaan penganghkatan anak baik sebelum
maupun sesudah terjadi pengangkatan anak .
netentuan  tersebut berlaku bagi semua macam
pengangkatan anak.
Feraturan perundang-undangan vang mengatur
mengenail pentingnya kepastian hukum suatu
pengangkatan anak sudah ada. Secara terperinci
di bawah ini.

SEMA No. 471983 no. 1 menyatakan Jjaminan
kepastian hukum suatu pengangkatan amak hanva
didapat setelah memperolebh suatu putusan
pengadilan. Fermyataan tersebut berlaku untuk

semua macam pengangkatan anak.
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Fada peraturan perundang-undangan ter-—

sebut di atas terdapat ketentuan vyang meng-—

ijinkan seorang vang tidak kawin mengangkat

anak. Yetentuan tersebut terdapat pada SEMA
No. &/1937% no. IV.2.4,3.1.2 dan Kep.Men.Sos
Mo, 1371983 no. XIII.L1. Ketentuan vang

demikian itu berlaku pada macam penganghkatan
anak antar WNI. Dengan demikian dapat terjadi
pada pengangkatan anak antar WNI dimana anak
diasuh oleh ocrang tua/wali maupun anak diasuh
dalam organisasi sosial. Letentuan yang
demikian itu vaitu yang mengijinkan orang yang
tidak kawin mengangkat anak tidak memenuhi
pengertian kesejahteraan anak angkat.

Salah satu unsur pengertian kesejahteraan
anak angkat adalab umur pada waktu diangkat
berusia dini. Fada macam pengangkatan anak
antar WNI yang secara langsung (anak diasuh
ocleh orang tuaswali) ketentuan vang demikian
ini tidak ditemukan pada peraturan perundang-
undangan vang ada. Demikian juga mengenai umur
calion orang tua angkat {(suami isteri) vang
masibh Cukup waktu untuk memelihara anak angkat
pada macam pengangkatan anak antar WNI  secara
iangsung tidak ditemukan pada peraturan per-—
undang-undangan vyang ada.

Agar uraian di atas lebib dipahami, berikut

ini uraiar tersebut diberikan dalam bentuk skema

sgperti di bawah ini.
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pencangkatan anak yang mengatur kondisi

besejabhteraan anak angkat.

perundang-undangan

yang
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di

di-

{

| Kendisi we—~ | Macam Pengangkatan

| sejahteraan Frak Peraturan Perundang—undangan

I Apak Angkat

[

! SEMA No. 471989 no. 3

! Pengang— |langsung | Kep.Men.Sos No. 13/1993
katan ro, ITI.1., mo. IV.Z2.
~nak
antar melalud R No., /1993 no. IV.3.A2.3
WNT vayasan Kep.Men.Sos No. 15/1993

¥eluarga =osial no. AlLh,
harmonis

Pengang— {anak WNA | SSM No., &/1985 no.IV.3.B.2.3
katan oleh NI ¥ep.Men.Sos No. 13/1993
Anak noc. V.ALLLh.
antar
Warga anak WNI SEMS No, &/1985 no. IV.3.C.2.5

! Megara oleh NS Kep.Men.Sos Mo. 13/1993

f no. V.A.2.e.

i $SEMA No. &/1983 ro. IV,

1 Z.A.3.1.2.tdidak kawin

i Fengang— |langsung [XKep.Men.Sos Mo. 13/1993

g katan - no. XIII.i—-tidak kawin

! Fnak

i antar melalui Fep.Men . Sos Mo, 1371993

g i WINT YaYasan no. V.1i.a

! scsial Iep.Men.Scs No. 1571993

| Status no. XIII.i-tidak kawin

| kawiin :

; i SEMA No. &/1783 no. V.

| Pengang— {anak WA | 208,33, 1.2,

i Xatan olebh WNI Kep.Men.Sos No. 13/1973

| Anak no. V.A.l.a.

! antar

l Warga =EMA No. &/1953 no. IV.

E Negara anak WMI | 2.C,3.4.4.

! oleh WNA | Kep.Men.Sos No. 15/1997

} ro. V.A.2.2.
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;’ Kordisl ke ! Macam Pengangkatan l |
| zpijshterasn | Poak b Peratirsn Perurdangoordangin |
Po2rsk opghat ! : I
' 1 : — ——
_ t Pengang— [langsung | ¥ tidak ada ketentuan
,‘ xatan |
! Aak 1 :
{ antzr Imelalui | xep.Men.Sos Mo. 1T/1993
! MY | yayasan ro. Y.A.1.b
Umar orang sc=ial
tua smgkat
Pengang— janak WA | Kep.) .Zos No. 13/1993
katan oleh WNI no. V.A.l.b
Friak
antar
Warga anak Wl Kep. Men Sos No. 1371995
Negara oleh WA | no. A.2.e
! FPencang— | langsung ¥ tidak ada ketemtuan
]. katan
{ Srak
i wantar melalui Yep.Men.Bos MNo. 271999
! WM vayasan ~0. 4.3.a jo.
! sosial Fer.ren.Sos MNo. 13/1931
I Fasal 1
: Usia anak
! gini Pengang— janak WA | Nep.Mex1.Sos No. 2719935
§ Latan oleh WNI no. 4.35.b
; Priak
( boantar —]
; ! warga anak WNI | Kep.Men.Scs Mo. Z2/199% !
! P Negara  {oleh WA | no. 4.3.5
i | |
: | |
' ! | vep.Men.Sos No. 13/1993 '
Fergang— !iancsung no. [I1.1 jo. ro. II.2.b
[ Katan
i Snak
antar melalud ¥ep.Men.Sos No. 13/1993
WINT vavasan ro. V.R.i.4
Terggang zosial
waktu
Tenilai Fengang— |anak N& Kep.Men.Sos Ne. 15371973
Ratungan katan olebh WNI | no. V.A.L.L
fnak
antar
warga anak WNI Yep.Men.Sos Mo. 1371993
Negara cleh WA | no. VI
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§
| ¥endisi ke- | Macam Pengangkatan
. sejabteraan Anak: Feraturan Perundang—undangan
i fnak Angkat
s
i Kep.Men.BSos No. 1371993
: Fengang— | langsung no. X111.4 jo. no. XIII.LS
i ratan
Prak
antar melalui ¥ep.ten.Sos No. 13/1993
! Fadan/ WNI yayasan no, XIII.4 jo. no. XIII.S
pihak— sosial
pitak
yang Pengang—~ [anak WNA | ¥ep.Men.Sos No. 13/1995
membeer i ratan cleh WNI no. XI11.4 jo. no. XII1.5
sarans Fnak
nasshat/ antar
menilal Warga anak WNI | ¥Kep.Men.Sos No. 15/1995
Negara oleb WNA | no. XIII.4 jo. no. XIII.S
Pergang— {langsung | S5MA No. &/19685 No. I
katan
Frak
antar melalul
WNI Y ayasan SEMA No. &719885 No. I
1 tepastian sosial
!' Fuakum
Fengang— [anak WA
katan olet WNI SEMA No. 6/1983 No. |
Foak
antar
Warga anak WNI
Negara oleh WA | SEMA No., &/7196835 No. |
L
Sebagai simpulan akhir pada analisis mengenat
penelitian  ini adalah peraturan perundang—undangan di
bidang pengangkatan anak yang ada sudah mengatur sebagian
besar kondisi yang dapat memungkinkan seorang anak angkat
dapat tumbuh dan berkembang secara wajar rohani, jasmani
dan sosialnva.
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Mengenal ketentuan y&ang ada yvang mengijinkan
orang yang tidak kawin mengangkat amak pada macam
pengangkatan anak antara WNI pada umumnya merupa—
karm ketentuan yvang tidak sesusi dengan pengertian
kesejahteran anak angkat.

ketentuan mengenail usia dini anak maupun
ketentuan mengenai batasan umur orang tua angkat
{suami—-isteri) pada waktu mengangkat anak vyang
merupakan salah satu kondisi kesejabteraan anak
angkat tidak ada ketentuan pada macam pengangkat-

an anak antar WNI secara lamngsung.

2.1.2. Permasalahan pada Faktor Peraturan Perundang-
undangan tentang Berfungsimya Hukum pada Hukum
Pengangkatan Anak

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 1
Pendahuluan; agar supaya peraturan {tertulis
benpar-benar berfungsi, senantiasa dapat di-
kembalikan pada paling sedikit empat faktor,
valtu: (1} peraturan itu sendiriy (2) petugas
yang menegakkan atau vang menerapkan; (3) fasili-
tas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksa-
naan kaidah hukum; (4) warga masyarakat vyang

terkena ruang lingkup pelaksanaan peraturan itu.
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Fada penelitian ini pembahasan dibatasi
hanya kepada faktpr peraturan (tertulis). Masalah
umumnya disini  antara lain adalah; {1) apakah
peraturan vang &ada mengenai bidang tertentu cukup
sistematis; {2} apakah peraturan yvang sda
mengenéi bidang kehidupan tertentu cukup sinkron,
artinvya, (a) apakah secara hirarkis tidak ada
pertentangan, {(b) apakah secara horisontal tidak
ada petentangan, (3) apakah secara kuantitatif
dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang
tertentu cukup, (4) apakah penerbitan peraturan
tertentu  sesuai dengan persyaratan yuridis vyang
ada .

Pembahasan vyang berkaitan dengan hal ini
terhadap peraturan perundang-—undangan di bidsng
hukum pengangkatan anak, pada pokoknys dilakukan
kKepada:

{t) Surat Sdaran Mahkamah Agung No. $ Tahun 193%
tentang FPenvempurnaan Surat Edaran  Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan
Anak .

{Z) Keputusamn Menieri Sosial Mo. 13  Tahun 1993

tentang Pelaksanaan Pengangkatan.
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Kedua peraturan perundang-undangan ter—
sgtut merupakan ketentuan yvang dijadikan

pedoman (dasar hukum) bagi penyelenggaraan anak

anghat.

Zerikut ©i bawah ini akan disampaikan
berturﬁt—turut analisis mengenai sistematik
hukam sinkronisasi hukum, kuantitatif dan kuali-

tatift hukum, dan akhirnvya mengenai penerbitan

peraturan perundang—undangan sesual dengan per-

syaratan yuridis yang ada.

o0 ,1,3.1. Sistematik Hukum

Analisis Sistematik Hukum terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang hukum
pengangkatan anak ini dilakukan dengan memper=
gunakan pengertian—pengertlan dasar darli sistem
hukum yang iazimnya mencakup (a) subyek hukum;
(L) obvyek hukum; {c} bhak dan vewajibanj
{d) peristiwa hukum; {e) hubungan hukum

(Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudii, {985: 30).

1.7.:1.1. Analisis terhadap SEMA MNo. &£/1983

t-J

©.,2.1.3.1.1.1. Subyek Hukum
Subyek hurum merupakan pihak—pihak vyang

menjadi pendukung hak dan vewajiban, di

dalam hubungan teratur atau masyarahkat
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hukum, yang terdiri dari manusia dan badan
hukum. Sebagai subyek hukum manusia/badan
fukum mempunyai hak dan kewajiban melakukan

suatu perbuatan hukum.

Subyek hukum yang diatur oleh SEMA  No.,

'£/199% sebagai berikut.

i. Orang Tua Angkat
Orang Tua Angkat dapat terdiri:
t.1. orang tua angkat WNI vyang dapat
mengangkat anak WNI (no. Iv. 1A.)

vang dapat terdiri sebagai berikutj;

1.1.1. berstatus tidak kawin
(singie parent) (no. IV.2A.
3.1.2)3

1.1.2. orang tua angkat berstatus
kawin.
1.2. Orang tua angkat WNI vyang meng-—

angkat anak WNA (no. Iv.1.2).

i

. Orang tua angkat WNA yang meng-—

[
)

angkat anak WNI (po. IV.L1.0)

+3

Yayasan Sosial, bal ini dapat terlihat
pada (no. IV. 2A.3.2.1; Iv.Z2.B.3.1.13;
IV.2.C.3.1.3) .

T. Orang tua anak (kandung) terdapat pada

(no. IV.2,A.3.1.1).
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5.2.1.5.1.1.2. Gbyelk Hutkum
Qbyek Hukum pada dasarnya merupakan

suatu vepentingan vyang menjadi obyek
hubungan—hubungan hukum yang dilakukan oleh
subyek hukum.
Obyek hukum vyang diatur dalam GSEMA NMo.
571983 adalah anak angkat. Anak angkat
dapat terdiri dari:
1. anak warga negara Indonesia, vang

dapat terdiri:

1.1. amak vyang diasuh oleh orang tua

xandung {(no. IV.Z2A.3.1.1.);
1.2. anak vang berada dalam asuhan

s=uatu Yayasan Sosial (no. IV.2A.

I.2.2.3 IV.2C.5.1.3.)
2. anak warga negara asing (ro. IV.25.7.
1.1.)Y Pengangkatan anak warga negara

asing 2leh warga negara Indeoresisa Marus

til

melalui suatu yavasan scsial.

5.2.1.3.1.,1.3, Hak dan Kewajiban
Hak merupakan peranan vang fakultatif,
oleh karena sifatnya, yvakni boleh tidak
dilaksanakan. Kewajiban atau tugas merupa-—

kan suatu peranan yvang bersifat imperatif,
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oleh karena itu harus dilaksanakan. Hak dan
kewajiban tersebut senantiasa dalam hubung-—
an yvang berhadapan (Soekanto dan Sri
Mamudii, 1986: 81). Mengenai hak dan ke—
wajiban orang tua angkat kepada anak angkat
fidak ada ketentuannvya.

Demikian juga hak anak angkat tidak ada ke-
tentuannya Perlu diperhatikan ketentuan
pada no. IV.2R.2.3.3 IV.2B.2.3.3 Iv.2C.2.3.
¥etentuan tersebut menyatakan rbahwa isi
petitum surat permohonan pengesahan/
penetapan anak angkat bersifat tunggal
tidak disertai petitum yang lain. Cukup
dengan: "agar si anak B ditetapkan sebagai
anak angkat C", atau "agar pengangkatan
anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C}
terhadap anak B yang bernama A dinyatakan
sah", tanpa ditambab tuntutan lain,
seperti: "agar ditetapkan anak bernama A
tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris
dari ...", atau "agar anak bernama A ter-
sebut ditetapkan berwarga negara RI meng-

ikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya

bernama C tersebut”.
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Dari ketentuan itu dapat disimpulkan

bahwa mengenal hak mewaris bagi anak
(angkat), pada waktu ditetapkan putusan
thetetapan) pengadilan, beium menjadi

persoalan. SEMA Mo. &/1983 tidak memberi
ketentuan yang Jjelas mengenai hak anak
angkat. Mengenal kewajiban anak (angkat),

tidak ada ketentuan yvang mengatur.

Peristiwa Hukum

Feristiwa bhukum merupakan peristiwa ke-
masyarakatan vyang diberi akibat-akibat
bukum tertentu ocleh hukum. Dalam kaitannva
dengan hal di atas, SEMA No. &6/1983 hanva
menyebut adanvya: pengangkatan anak antar
WNI: pengangkatan anak WMA oleh WNI: peng-—
angratan anak WANI oleh WNA; tidak memberi

akibat Hukum,

Hubungan Hukum

Aubungan hukum merupakan hubungan-—-hubungan
yvang mempunyai akibat hukum. Diadakan
pembedaan antara hubungan vyang sederajat
Gan tidak sederajat dengan hubungan timbal

balix dan hubungan timpang. Hubungan se-
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derajat mis=alnya hubungan antara suami
dengan isteri. Hubungan hukum vyang tidak
cspderajat dapat dijumpai hubungan hukum
antara orang tua dengan anak {—anak)nva.
Suatu hubungan timbal balik apabila hubung-
aﬁ hukum masing—-masing mempunyai hak dan
kewajiban, Dalam hubungan hukum yang
timpang, maka sustu pihak hanya mempunyai
hak, sedangkat pihak lain mempunyai
kewajiban saja. Berkaitan dengan hal di
atas, SEMA No. &/1983 tidak mengatur
mengenai hubungan hukum pengangkatan anak.
Berdasarkan analisis di atas, ternyata
SEMA No. &/1983, vang dipandang sebagai dasar
mukum ke—-bijaksanaan (pemerintah) di  bidang
nelaksanaan pengangkatan anak (lirat pen-
jelasan Umum no. § Keputusan Menteri 3osial
MNo. Sis/RUK/Kep/VIIzifgad4 tentang Fetunijuk

Felaksanaan Ferizinan Fengangkatan Anak, dan

menjadi dasar pertimbangan hukum wep.
Men.50s. tersebut maupun Keputusan Menteri
Sosial No. 13/ HUK/1993) tidak memsnubil

sebagian unsur—unsur pokok sistematik hukum.
Hal ini terbukti dengan dijumpainya ketentuan

vang dapat dirinci sebagail berikut,
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i. Subyek hukumi no. IV.1A.; IV.2R.3.1.2.3;
IV.1.B.; iv.1.C3 IV.2A.3.2.1.3% IV.2B.3.

IVv.2C.3.1.3.

1.1,

2. Thvek hukuims no. IV.ZA.E.l;l.;
IV.2A.3.2.2.; IV.2C.3.1.3.3; IV.2B.3.1.1.
<. Hak dan kewajiban, antara orang tua angkat
dengan anak angkat dan sebaliknya, tidak

ada ketentuannva.

3. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannys.

o

Hubungan hukum, tidak ada ketentuannya.

5.7.1.3.1.2. Analisis terhadap Keputusan Menteri Sosial
No. 13 /7HUK/ 1987 tentang Fetunjuk Pelaksanaan
Fmngangkatan Anak
4,27.1.3.2.2.1. Subyek Hukum
Subyek hukum vang diatur dalam Kep. Men .
Sos No. 13/199% sebagai berikut.
1. Jrang tua angkat.

Grang tua angkat dapat terdiri:

1.1. orang tua  angkat WNI yang @meng-—
angkat anak WNI, terdapat pada
no. V.A.1, Ini dapat terdiri dari:

{.1.1. orang tua angkat yang ber-
cstatus kawin, terdapat pads
na. Y.A.1l.a;

1.1.2. orang tua angkat yang ber-
status tidak kawin (single
parent} terdapat pada no.

XITtf.Ll,
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7. Organisasi Sosial, terdapat pada no. II.

1 jo. mno. 4, IV.1)

3. Orang tua anmak {kandung) (private adop-

tiocn) terdapat pada no. IY.Z.

Cbyek Hukum
Obyek hukum vang diatur oleh Kep.Men. Sos

Mo. 13/1993 adalah: calon anak angkat vyang

dapat terdiri dari:

1. calon anak angkat WNI yang diasuh dalam
asubhan organisasi soaial, tardapat pada
no. {I.3. jo. no.d4., Y.3;

2. calon anak angkat WNI yang berada dalam
asuhan orang tua/wali terdapat pada
no, II.3. jo. mo. 43

T. Calon anak angkat (no. 1.C Kep. Men.

Socs. No, 2/71995).

Hak dan Newaljiban
Hak dan keswajibamn calon orang tua angkat
kepada anak angkat tidak aca ketentuannya.

Hak-hak anak angkat tidak ada ketentuannva.

FPeristiwa hukum

Kep. M™Men, Sos No. 13/7199% hanya menyebut:
"Pengangkatan Anak antar Warga Negara
Indonesia dan Pengangkatan Anak WNI oleh
WNA (no. II.Z.), tetapi tidak memberikan

ketentuan mencenai akibat hukum.

PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

226

s, 7,1,.%,1.2.5. Hubungan Hukum
Kep.Men. Sos. No. 1I/1993 tidak mengatur
hubungan hukum pengangkatan anak.
Herdasarkan &nalisis di  &tas ternvyata
ep. Men. Sos. No. 1371993 tidak memenuhil
semua UPhsSur—-unsur pokok sistematik hukum. Hal
ini terbukti dengam dijumpainya ketentuan
vang dapat dirinci sebagai berikut:
1. subyek hukum, ada ketentuannya pad no.
V.AR.1.a; X1II.1.3I1.1. jo. no. 4&; IVv.1l.;
IV.E}
7. obyek hukum, ada ketentuannva pada no.
IT.3, jo. ¥Y.3.; II.3. jo. no. %;
. hak dan kewaliiban, tidak ada ketentuannya;
3. Peristiwa hukum, tidak ada ketentuannya.

Yang ada hanya penyebutan sajaj

S. Hubungan hukum, tidak ada ketentuannvya.

3,2...3.2, ginkronizasi Hukum

Analisis ini pada pokoknya dilakukan
Lepada (1) SEMA No. 5/1983 dan (2) Kep. Men.
Sps. No. 1371997, Kedua peraturan tersebut
dicari taraf sinkronisasi dengan peraturan
perundang—undangan vang lain ({baik secara
nirarkis maupun horisontal) vang mengatur
pengangkatan anak. Sebagaimana diketahui,

neraturan nerundang-undangan di  bidang peng-
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angkatan anak Dbermacam—=macam dalam isi dan
tentuk hukumnva.

Penvajian pada sub bagian ini memanfaatkan
analisis vyarg &da pada S.2.1.1. khususnya
pembabhasan vang mengenai keteptuan—ketertuan
tukum pengangkatan anak. Pembahasan itu Jdilaku-
kan terhadap =emua peraturan perundang-undangan
di bidang pengangkatan anak. Penyajian pada sub
bagian ini hanvya mengemukakan ketentuan-—
ketentuan vyang saling tidak sinkron, Hal-hal
vang diatur sinkron tidak dibahas di sini;

dapat dilihat (lagi) pada S.2.1.1 di muka.

Yetentuan—-ketentuan yang tidak sinkron sebagai

berikut.

1. Sinkronisasi Sth. 1917 No. 129 dengan 3S5EMA
No., 271979 Jjo. Surat Edaran Menteri Kehakim-—
s Np, JHA L/L/271979.

Stb. 1217 No., 127 merupakan ketentuan
pengangkatan anak (adopsi) vang berlaku bagi
golongan Cina. Pasal 10 menentukan adopsi
hanva dapat dilakukan dengan aktes Notaris.

Surat Sdaran Mahkamah Agurng No. &/71983
jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1979
dan Surat Edaran Menteri Kehakiman
Mo. JHA/L/1/°271979 mengatur pada  pokoknya:

{1) pengangkatan anak dilakukan melalui
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putusan pengadilan negeri; (2} dibedakan
ketentuan pengangkatan anak antar WNI;
pengangkatan anak WNA oleh WNI; dan peng-—
angkatan anak WNI oleh WNA.

Jika peraturan di atas diperbandingkan
dengan ketentuan yang ada pada Stb. 1917 No.
129, ada ketentuan yang mengatur beda. Di
satu pihak, SEMA No. &/1983 jo. SEMA No.
2/1979 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman
No. JHA 1/1/2/1979, menentukan pengangkatan
anak melalui putusan pengadilan negeri, di
lain pihak Stb. 1917 No. 129: (1) peng—
angkatan anak {(adopsi) untuk golongan Cinaj
(2} dilakukan dengan akte Notaris.

Mendasarkan pendapat E.Utrech yang
mengatakan: "Berdasarkan hukum peraliban,
maka Undang-Undang Belanda, ordonansi dan
titahh raja (K.B.) yang masih berlaku 1itu
tedudukannya dalam tata hukum sekarang sama
dengan tedudukan undang—undang” (Utrech
{sic), 196&: 101), kedudukan hukum Stb. 1917
No. 129 sama dengan suatu undang—undang, se—
hingga dengan demikian, SEMA No. 6/1983 jo.
SEMA No. 2/19792 jo. Surat Edaran Menteri
Kehakiman No. JHA L/71/271979 tidak dapat
menghapus ketentuan yang ada dalam Stb. 1917

No. 129. Keadaan vang demikian ini memuncul-
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kan tafsir sebagai berikut (Hasil Keputusan

Zonggres ke—-IX, Ikatan Notaris Indonesia

{INI) tahurn 1980), Surat Edaran tersebut

tidak menutup kemungkinan dibuatkan akte

pengangkatan anak (adopsi) oleh Motaris
untuk:

1. pengangkatan anak olebh WNI keturunan Cina
terhadap anak WNA keturunan Cinaj

2. pengangkatan anak oleh WNA keturunan Cina
terhadap anak WNI keturunan Cinaj

%. pembuatan akte pengangkatan anak WNI
keturunan Cina oleh/terhadap anak WNI
keturunam Cina.

Dalam pengangkatan anak oleh WNI returunam

Cina terhadap anak WNA keturunan Cina, kalau

dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang

tentang kewarganegaraan RI No. &2  tahun

1938, terdapat dua perbuatan vyang harus

dipisahkan satu sama lain vaitu:

1. pengangkatan anak berdasarkan 3Stb. 1717
No. 129 vang dibuat di hadapan Noﬁaris
dan;

2. pengesahan atas pengangkatan anak ter-
sebut dengan putusan pengadilan negeri
vang membawa akibat dalam hukum publik,
vaitu diperoleh kewarganegaraan Indonesia

oleh anarn WNA yang diangkat tersebut.
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Pasal 2 ayat 1 Undang—-Undang No. &2/1958

¥
menvatakan:

"Anak asing yang belum berumur lima tabun
yang dianghkat oleh seorang warga negara
FI memperpleh kewarganegaraan RI apabila
penganghkatan itu dinyvatakan sah cleh
pengadilan negeri”.

Dari xalimat ".... apabila pengangkatan itu
dinyatakan sah oleh pengadilan negeri”,
mempunyai pengertian bahwa pengangkatan anak
ity dapat dilakukan di muka Notaris dengan
akte npotaris, kemudian disahkan oleh peng-
adilan.

Uraian di atas ingin menjelaskan bahwa
dalam pengangkatan antar anak WNA keturunan
Cina dengan WNI keturunan Cina ketentuan
Stb. 1917 No. 129 masih dapat diterapkan,
vyaitu melalui akte Notaris, baru kemudian
disahkan oleh pengadilan.

2. Sinkronisasli SEMA No. &/1983 dengan UU  No.
H2/1958 mengenai alamat pengadilan negeri
permohonan 1zin pengesabhan/pengangkatan anak

SEMA  No. 5/179873 menerntukan alamat di-
tujukan hepada MNetua Fengadilanmn Negeri di
Mman & daerab hukumnya meliputi tempat
tinggal/sdomisili anak yang akan diangksat.
Ketentuan ini tidak sinkron dengan ketentuan

Fasal 2 ayat 1 UU No. &2/71938 vang menentu-

kan alamat pengadilan negeri dari tempat

tinggal calon arang tua vang akan mengangkat

anaw.
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ruantitas dan kualitas peraturan FPerundang-—
undangan di bidang pengangkatan anak

Kuantitas peraturan perundang—undangan
dalam arti banvaknva {jumlahnya) peraturan
perundang—~undangan yang mengatur pengangkatan
anak; banyak Jjumlabnya serta bermacam—macam
materinya. Bermacam—-macam materi dalam arti
peraturan—peraturan itu mengatur khusus peng-
angkatan anak ada pula vyang mengatur suatu
bidang tertentu tetapi dalam salah satu (atau
beberapa pasalnya) mengatur {menyinggung)
pengangkatan anak. Dilihat dari aspek pemenuchan
kesejahtaraan anak {memenuhi kondisi-kondisi
vang memungkinkan anak dapat tumbuh dan ber-
kembang wajar Jasmani, rohani) sudah banvak
ketentuan—ketentuan vang mengatur (lihat
ana.lsis pada no. 3.2.1.2. hanva ada beberaps
hal vang belum ada ketentuannya vaitu keharusan
orang tua angkat sebagai suami isterij ke-
teptuamn usia dini pada pengangkatan anak secara
langsung.

Peraturan perundang-undangan tersebut yang
secara kuantitas adalah banyak, dalam hal
rualiitasnya tidak baik. Sebab ada peraturan vang

secara prinsipiel saling bertentangan. Keadaan

vang demikian, secara yuridis normatif menim-—
bulkan penafsiran—penafsiran yang terbeda. Hal
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vang demikian itu tidak dapat memberikasn ke-
pastian hukumnya. Keadaan seperti itu
memberikan kesimpulan bahwa secara kualitas
peraturan perundang—-undangan {(di bidang peng-
angkatan anak) +tidak baik (lihat pembahasan

mengenal sinkroni-sasi mengenai hal ini).

5.2.1.3.4. Persyaratan Yuridis Yang Dipenuhi 0Oleh Per-

aturan FPerundang—undangan Di Bidang Pengangkat-

an Anak
Persyaratan penerbitan peraturan per-
undang—undangan dapat kita ketemukan pada

"Pedaman Teknik Peraturan Perundang—undangan”
yvang diterbitkan Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang—undangan Departemen Kehakiman. Pada

pedoman tersebut dinyatakan bahwa bentuk dari

peraturan perundang-undangan agar memenuhi
fungsinya sebagai sumber pengenal (kenbrorn)
terdiri atasg (a) peEnamaan, {b) pembukaan,

{z) batang tubuh, td) penutup vang terdiri
atas; 1}y rumusan pengundangan 2} tanggal
pengesahan/ penetapan penanda tanganan.

Fada buku pedoman tersebut secara panjang
lebar diuraikan tentang teknik membuat per-
undang-undangan secara mendetail.

Dalam proses pembentukan peraturan per-—

undang-undangan, salabh satu proses yvang penting

adalah tindakan pengumuman daripada peraturan
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itu sendiri. Suatu peraturan dibentuk &agar
seluruh rakyat taat dengan cara terlebih dahulu
kepada mereka diberi kesempatan untuk menge-
tabui. Agar seluruh rakyat mengetahui suatu
peraturan, peraturan itu harus diedarkan atau
disebarluaskan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
19380 vang berjudul "Undang-Undang tentang
Fenmerbitan Lembaran Megara Republik Indonesia
Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia
dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mem-
beri berlakunya Undang-Undang Federal dan
Feraturan Pemerintah"” (disingkat: Undang-Undang
Lembaran NMegara dan Pengumumannyal, pada
pasal—-pasal tertentu dirumuskan mengenal bentuk
dan keterangan dari undang-undang (Pasal @),
Undang—-Undang Darurat (Pasal 1Q). Peraturan
Pemerintah (Pasal 11) dan tentang kapan suatﬁ
peraturan perundang—undangan mulai berlaku
{Pasal 13).

Kwetentuan Fengangkatan anak yvang ada pada
saat ini dasarnya adalah SEMA Mo, &/19383
jo.BEMA  No. 2/1979. Keputusan Menteri Sosial
Mo. 1371993 dan Keputusan Menteri Sosial No.
2171993 terbit untuk mengantisipasi SEMA
tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung kalau
dilibhat dJdari persyaratan vyuridis sebagaimana

diurailkan di atas adalah tidak memenuhi

retentuan-ketentuan yang ditetapkan.
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S.2.2. Aralisis Hasil fenelitian Terhadap Putusan Peng—

adilan Negeri di Ridang Pengangkatan Apak

SEMA No. &/1983 jo. SEMA No. 2/1979 memberikan
ketsntuan kKepadsa para hakim dalam hal memeriksa dan
mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak.
Ketentuan yang diberikan itu mempunyai tujuan agar
pengangkatan anak vyang dilakukan mementingkan
kepada kxesejahteraan anak. Ketentuan Mahkamab Agung
tentang bagaimana pemeriksaan persidangan per-—
mohonan pengesahan/pengangkatan anak tertuang dalam
SEMA No. 6/1983 vang pada garis besarnya sebagai
berikut di bawah ini.

remeriksaan hendaknya mengarah: (2} untuk
memperoleh gambaran yvang sebenarnya mengenai latar
belakang atau motif pihak-pihak yang akan melepas-—
kan ({termasuk badan atau yavasan sosial darimana
anak berasal} serta pihak vyvang akan menerima anak
tersebut sebagai anak angkat (b)) untuk mengetarui
seterapa Jjauh dan seberapa dalam kesungguhsan,
ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua pihak a&akan
akibat perubahan hukum melepas dan mengangkat anak;
{€) untuk mengetahul hkeadaan skonomi, keadaan rumah
tangga {kerukunan dan keserasian kebidupan kzluar-
ga} serta cara-cara pendidikan yang dianut dari
khedua pihak orang tua; {(d) untuk bisa memilai
bagaimana tanggapan anggota terdekat (untuk anak

wvang t2lah besar) dari pihak oramng tua (SEMA  No.
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/1983 no. IV.3.AL3 jJe. no. IV.3.B.3 jo. no.
IV.3.C.%. Selanjutnya, pengadilan negeri memeriksa
dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat men-
jadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan
pengadilan antara lain: surat-surat resmi tentang
velahiran dan lain-lain, surat keterangan, laporan
sosial, pernyataan (SEMA No. &/1983 no. IV.3.A.2,
jo. no. IV.3.B.3. jo. no. IV.3.C.2.). Pengadilan
mendengar langsung: {(a) orang tua angkat dan orang
tua kandung juga anggota keluarga dekat {b) orang
tua vang sah/walinya yang berkewajiban merawat,
pendidikan dan membesarkan anaki (c) badan/yayasan
instansi sosial setempats (d) petugas/pejabat
Intansi Sosial; (2) calon anak angkat kalau menurut
umurnya sudah dapat diajak bicara; (1) pihak ke-
polisian setempat (SEMA No. &6/19837 no. IV.3.A.1 jo.
no. IV.I3.B.1 jo. np. IV.3.C.1).

Di atas disampaikan bahwa pengadilan me-
meriksa antara lain laporan sosial. Laporan sosial
adalah suatu dokumen yang dibuat oleh Pekerjia
Sosial/Feiabat SDSial/Pekerja‘Sosial Masyarakat di
Limgkungan Hantor Instansi Sosial setemp$t dengan
ditantu oleh Organisasi Sosial dan harus dilegali-
sir oleh Kepala Wilayah Departemen setempat atau
peiabat vyang ditunjuk vang lingkup cakupannya

antara lain meliputi (1) identitas; (2) keadaan

kesehatan Jasmani dan mental/robanij; {3) keadaan
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keluarga dan lingkungannvas (&) keadaan ekcnomni
keluarga; (S)  Thubungan sosialj; (&) alasan dan
tujuan pengangkatan anak; (7) &esimpulan dan =aran
{Kep. Men. Sos No., 1371983 jo. ¥ep. Men. Sos. MNo.
Z,71998) .

Ketentuan vang diatur Mahkamah Agung itu
mempunyai tujuan agar hakim mendapat penilaian
secara mendalam suatu permchonan pengesahan/
pengangkatan anak. Menurut ketentuan, hakim men-—
dengar secara langsung pihak—-pihak vang terkait,
{1} mengenai keharmonisan keluarga calon orang tua
angkat, tercermin pada petuniuk vang mengatakan”"...
untuk mengetahui ... keadaan rumah tanggs (kerukun-—
an dan keserasian keshidupan keluarga L (2)
mengenai perlunya penilaian mengenai sudah adanya
hubungan batin antara calon orang tua angkat dengan
arak angkat, tercermin pada petunjuk yang me-
ngatakan”. .. untuk mengetahui seberaps dalam ke-
sungguhan, rerelaan danm kesadaran ... akan akibat
rertuatan hukum ... mengangkat anak”; {(3) mengenai
perluny2 acda pihak-pibabk atau instansi veang member:i
pertimbangan, nasehat, penilaian terhadap rencana
nengangkatan anak setelum diajukan permohonar
wepada hakim, tercezrmin pada petunjuk yang mengata-—

kam "..., memeriksa laporan sosial".
Selain itu hakim memeriksa dam meneliti alat-

alat bukti vang dapat menjadi dasar permohonan
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ataupun pertimbangan putusan pengadilan, antara
lain tentang bukti kelahiran. Usia calon anak
angkat yang ada dalam pengasuhan vyayasan sosial
adalah di bawah 1ima tahun (no. IV.2.R.3.2.2%
(v.2.8.3.41.1; IV,2.C.3.1.2. SEMA No. 146/1985. Orang
tua angka; berstatus kawin (no. IV.2.8.3.1 dan
no. IV.Z.C.5.4.4 SEMA No. 6./1983). UOrang berstatus
tidak kawin diperbolehkan sebagai orang tua angkat
pada pengangkatan anak secara langsung (no.
IV.2.A,3.1.2, SEMA No. &/1983).

Apabila ketentuan Mahkamah Agung mengenal
bagaimana hakim memeriksa permohonan pengangkatan
anak tersebut di atas dibandingkan dengan kondisi
vyang dibutuhkan bagi tercapainvya anaﬁ angkat vyang
sejahtera (sebagaimana telah diuraikan pada bab 2
di muka), pada dasarnya kedua-duanya memuat ke-
sesualian. Adanya kesesuajian tersebut di atas, agar
lebih Jjelas, di sini sekali lagi disampaikan
kondisi vana diperlukan agar anak angkat dapat
tumbuh  dan berkembang secara wajar (sa2jahtera);
(1) xeluarga orang tua angkat harmonis, {2) ber-
status kawin, (3} umur keluarga (suvami-isteri)
masih cukup waktu untuk berlangsungnya pemeliharazan
anak ., {(4) upur anak dini, (S) ada tenrnggang waktu
untuk menilai hubungan batih antara calon orang tua
angkat dengan calon anak angkat, (&) ada badan/
pihak—-pihak memberi penilaian, pertimbangan atas
permohonan {(rencana) penganghkatan anak.

Aralisis di bawah ini ingin mengetahui apakah

putusan pengadilan telah memperhatikan ketentuan
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Mahkamsah Agung dan kondisi vyvang diperlukan béqi
tercapainvya anak angkat vang sejahtera pada umum-
nya.

Mengingat macam pengangkatan anak dapat di-
bedakan antara pengangkatan anak di mana anak
sebelumnya diasuh dalam suatu vavasan sosial dengan
rengangkatan anak secara langsung yang masihb dapat
dibedakan lagi dengan pengangkatan anak yang berupa
pengesahan saja dengan vang berupa permohonan
penetapan langsung kepada hakim, maka pembahasan
akan dipisahkan satu dengan yang lain.

Pertama, mengenail macam pengangkatan anak di
mana anak sebelumnya diasuh dalam suatu vayasan
sosial disampaikan sebagai berikut. Berdasarkan
penelitian vang diadakan, di sini dilaporkan
batwa pada pértimbangan setiap putusan pengadilan
tampak bahwa hakim dalam hemeriksa permobonan
pengangkatan anak memeriksa sesual dengan
petunjuk Mahkamah Agung, yaitu mendengarkan secara
langsung calon ‘orang tua angkat, vayasan
sosial, saksi~saksi vang diperlukan serta
mempelajari surat-surat, alat—alat bukti secara
mendalam. LLagi puila setiap putusan ada laporan
sosial ftabel 83 15324:3T0;38). Ini menuniukkan
Sahwa hakim dalam memberikan putusan sudah memper-—
timbangkan aspek keharmonisan keluarga, aspek
nubungan  batin antara calon orang tua angkat dan
calon anak angkat, dan permchonan pengangkatan anak
itu sudah dipertimbangkan dengan masak-masak oleh
pihak-pihak &atau instansi vang berwenang vyaitu

petugas scsial dengan memberikan laporan sosial.
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Kedua, mengenal macam pengangkatan anak vang
langsung yang berupa pengesahan anak, di mana anak
sebelumnya sudah diangkat sebelumnya melalui
upacara adat, akte notaris, diuraikan di bawah ini.

Fada macam pengangkatan anak macam imni
kenyataannvya énak sudah (lama) hidup sebagai anak
angkat (melalui upacara adat, akte notaris).
Pengangkatan anak macam ini dilakukan secara
langsung antara orang tua angkat dengan orang tua
anak atau ke;uarganya. Mereka sama—sama sudah
mengenal satu sama lain. Orang tua anak tidak akan
menyerahkan kepada orang tua angkat itu sekiranva
mereka tidak yakin anaknya akan dipelihara dengan
baik—baik. Mereka akan menyerahkan kepada . keluarga
yang mereka yakini bahwa calon orang tua angkat
mampu  merawat dan mendidik anak—anak angkatnvya
dengan Rasih sayang. Mereka saling tahu keadaan
arang tua angkat dan keadaan oramg tua anak atau
keluarganva, apabila a&anak diambil dari kalangan
keluarga sendiri. Di sini pertimbangan mengenai
bagaimana keadaan calon orang tua angkat mengenas
keadaan ekonomi dan keserasiannya sudah diper-
timbangkan coleh orang tua amak atau keluarganya.
Fersiapan menjadi orang tua angkat pertama-tama
kesepakatan antara kedua suami-isteri sehingga

“eputusan itu benar-~benar merupakan reputusan
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serszama~sama, lalu juga zaudara—saudara yang lebih
tua diaiak konsultasi. Diskusi semacam itu dapat
membantu mematangkan keputusan. Hal ini menunjukkan
tathwa aspek mengenal sihak-pihak pemberi per-
timtangan, mnenilaian pada macam pengangkatan anak
ini sudah dipenuhi. Mengenai tenggang waktu menilai
hubungan batin, pengajuan permchonan pengangkatan
anak itu sudah menunjukkan bahwa mereka telah
mantap mengangkat anak. Ini bukti aspek hubungan
batin telah dipenuhi. Apabila orang tua mengajukan
permohonan pengesahan pengangkatan anak, hakim
mempertimbangkan dengan melalui keterangan para
nihak, saksi—-saksi dan alat-alat bukti mengenai
webenaran telah terjadinva pengangkatan anak
{melalui cara adat-istiadat, akte notaris, anak
telabh lama dipelibara sebagai anaknya sendiri).
Falau  menurut pertimbangan hakim semua keterangan
para pihak, saksi dan alat bukti vang ada menunjuk-
ran  kebenaran peristiwa i:tu hakim akan menvyatakan
s=ah pengangkatarn anak terssbut. Apabila ini terjadi
berarti semua aspek vang mendahuluinya yvang menjadi

eriimbangan untuk mengangkat anak telah dipenuhi.

dengan adanya putusan itu menurjukkan  aspek ke-—
harmonisan keluarga; penilaian hubungarn batin,
pihak—-pihak wvang memberi pertimbangan sudah di-

nenuhi.,
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di sini
dilaporkan bahwa maskipun pada putusan macam ini di
Pengadilan Negeri Surakarta, PBandung, Surabava,
Sleman tidak ada laporan sosial namun xarena pada
pertimbangan setiap putusan hakim selalu
mendengarkan para pihak; saksi-saksi, memeriksa

alat—-alat bukti vang membuktikan kebenaran telah

adanya pengangkatan anak berarti aspek-aspek
keharmonisan keluarga, dan hubungan batin,
pihak=-pihak vang memberi pertimbangan telah

terbukti terpenuhi pula.

Ketiga, mengenail putusan pengadilan macam
pengangkatan anak langsung yang berupa permohonan
penetapan anak disampaikan uraian di bawah ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di-
laporkan di sini bahwa pertimbangan setiap putusan
pada Pengadilan Negeri Surakarta, Bandung, Sura-
hava, Jakarta Selatan dan Sleman memperlihatkan
bahwa setiap putusan tampak hakim dalam memeriksa
permobhonan sesuail dengan petunjuk  vang diberikan
oleh Mahkamabh Agung, vaitu hakim mendengar langsung
pihak—-pihak vyang terkait, memeriksa alat—-alat bukti
yang diperlukan. Tambahan lagi, mulai tahun 1970
putusan macam inil sudah ada Laporan Sosial flihat
tabel 8,156, 24, 32, 38). Ini memperkuat bukti bahwa
hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak
telat memperhatikan aspek reharmonisan keluarga,
hubungsan batin dan adanya pibhak-pihak yvang memberi

pertimbangan nasehat pengangkatan anak.
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Apabila uwuraian mengenai yang pertama, kedua

dan ketiga di atas itu diramgkum dapat disimpulkan
Bandung,

bahwa Futusan Pengadilan Negeri Surakarta,

Surabava, Jakarta Selatan, Sleman telah memperhati-

ran aspek keharmonisan keluarga, hubungan batin

antara argnq tua angkat dengan anak angkat, pihak-
pihak yang memberi pertimbangan nasehat peng-
angkatan anak.

Mengenai status perkawinan orang tua angkat
sebagai berikut. Pada futusan Pengadilan Negeri
Surakarta, vang berstatus kawin 97%, yvang berstatus
ticdak kawin 3% (tabei nc.l}. Fada Putusan Pengadil-
an Negeri Bandung vang berstatus kawin 7&6% vang
berstatus tidak kawin 4% {tabel F}. Pada Putusan
Pengadilan Negeri Surabavya vang berstatus kawin 5%
yang berstatus tidaw kawin 5% tabel no. 17). Fada

Futusan F=2ngadilan Jakarts Selatan vang berstatus

wewin TN vang berstatus tidak kawin L3 {tabel no.
23, rada Putusan Fengadilan Negeri Sleman,
semuanya berstatus kawin (no.5.1.2.1.5.2.).
Sekbagian besar Futusan Fengadilan Negeri
{Surakarta, Bandung, Surabava, Jakarta Selatan,

Sleman} isi putusan mengenai status perkawinan
arang tua angkat adalah "suami-—-isteri®. Diijinkan—

nya crang berstatus tidak kawin sebagai orang tusa
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angkat karena ada dasar hukumnya yaitu SEMA  &6/19837
jo. Kep. Men Sos No. 13/1993. Frosentasenya sedikit
saja.

Mengenai umur anak sadini mungkin' sabagail
herikut. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta,
anak yang berumur £ 3 tabun B?Z sedang yang berumur
> S tahun 14% (tabel 3). Pada Putusan Pengadilan
Negeri Bandung, umur anak £ 3 tabhun 77%Z, umur anak
> 5% tahup 23% (tabel no. 11). Pada Putusan Peng-
adilan Negeri Surabaya umum anak < 95 fahun 82%,'
umur anak > 5 tahun 18% (tabel no. 1%9). Pada
Futusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan umur anak
¢ 5 tahun 81%, umur anak > 3 tahun 19% (tabel no.
?7). Pada Putusan Fengadilan Negeri Sleman, umur
anak < 5% tahun 88% umur anak > 3 tahun 12% {tabel
Mo.533). Unur di bawah lima tahun terdapat pada anak
yang ada di bawah asuhan yayasan sosial (FPenjelasan
tabel no. I, 11, 19, 27, 34).

Futusan Fengadilan Negeri itu {Surahkarta,
Sandung,. Surabaya, Jakarta Selatan, Sleman) dalam
putusannya sebagian besar memdtus mengenal anak
vang umurnva masih muda {di bawah S tahun).

Apabila uraian di atas dicocokkan dengan
ketentuan Surat Edaran Mahkamabh Agung ternyata

putusan—putusan pengadilan dalam memutuskan per-

mohonan pengesahan/pengangkatan anak telah memenuhi
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Ziterikan olein Mahkamab [Eung.
ian yang diberikarn ity mempunvai maksud agar

satamn anak dilabtokan dengan  mengutamakan

b

merngersl umur keluarga (suami/istri}

il

ik Tukup untub berlarQsurcnyva emelibharaan ANSK
jw - bl

3
bl
it
pa

=2bagsl terikut,
Fzda  Futusan Fengadilsn  Negeri Sugrakarta
= L3
umae L 45 Tahun T3 > 48 fazhun TR {lihat takel

ne. #). Fada Fuitusan Fengadilan Negeri Bandung,

umui 2 dE tahun F7E Y O3S tzhun 2% {lihat tahel

AG. Lo, Fada Putusan Fengadilan Negeri Surabava,

winw LA tabun TSY 3 48 fahul 2S% (lihat tabel
a¥e Z2Y, FPada futusan Fengadiian Negeri Jakarta

Telatan, umur I 25 fzhun 7F%y ¥ 4% tahun 213 (lihat

“atel no, 22, Fada Futusan Fengadilan Negari

Silemar, unur I 35 Sakun FE51 48 tahum 22% 0 (iitat

tabe! L= . “liTusan Tengadilan {(Bursherta,
gandung,  Suraktave, Jakarta Selatan dan  Sleman)
—endeErung ﬁemdtus umur arang  tua (suamisizte-i)
Cerumur L 4% tabum lebih Sanyak dibanding vang  »

Dengan  tamtahan data mengenail umur keluarga
{suamisistri) di atas lebih menunjukkan lagi bahwa
~utiusan-putusan pengadilan negeri +tersebut Sdalam
aeEmnuTus sermohcornar Fengesahan/penganghkatan anak
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aia memutus sesuai dengan ketentuan yang &ada

tidak
dalam Surat £daran Mahbkamah Agung tetapil juga dalam
pemenuhan kondisi

besar sesuai dengan

prosentaze
ng 2iperlukan bag:i tercapainya keseiahteraan anak

Hal tersebut disebabkan karena

va
angkat padsa UMUDIIYE .
dijumpai' putusan pengadilan sudah memenuhi per-
syaratan pemenuhan kondisi bagi tercapainya anak
anghkat sejahtersa, maka dapat dikatakan babwa
Futusan Fengadilan Surakarta, Bandung, Surabaya,
Jakarta Selatan, Sleman sudah mengérah demi
kesejahteraan.anak angkat.
lamanya sidang akan menjadi ukuran
memperhati-

Apabila
apakah hakim dalam memutus benar—benar
{sebab satu bulan ada

"demi kesejahteraan anak”
menjawabnva

¥ ar

yang sudah diputus), sulit untuk

sebagai ukuran. Sebab ada kemungkinan para saksi
bukti cukup memadal,

vang didengar, alat—alat
arhingga memperliancar jalannya pemeriksaan.

K

Aanalisis Ferkembangan Hukum Pengangkatan Ana
dianalisis adalah

A
1
f

Pada prinsipnya yang akan
perkembangan isi materi peraturan perundang—undang-—
putusan peng-—

di bidang pengangkatan anak dan
dimaksud

@l
perundang-undangan yang

adilan. Peraturan
peraturan perundang-undangan vang ada pada
Republik

zdalah
warktu setelah kemerdekaan Negara

SETIONO
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Indonesia. Futusan pengadilan vang dimakswd di sinit
adaleah Yang merupakan amar (putusan) dari suatu
putusan, {(kasus). Marena bukum yang mengatur peng-
anokatan anak bermacam—macam, yaltu hukum adat,
Stk, 1917 MNa. 129 dan hukum Islam, maka tidak dapat
dihindari pembicarazan  akan menyingung pengaruh
peraturan perundang—undangan dan putusan pengadilan

terhadap hukum-hukum tersebut. Tetapi sebagaimana

abt disampaikan di muka, karena prinsipnya anali-

—

te
sis vyang utama ditujukan kepada perkembangan isi
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadil-
arn, maka sifat znalisis pengarub perkembancan hukum
penaanokatan anak terhadap bukum—hukum di atas
hersifat diskriptif vang dibarengl dengan analisis

romperatif.
5.2.53.1. Ferrembangan Feraturan FPe2rundang-undangan di

Disampaikan di sini, bahwa peraturan peritama

ng mengatur bidarng pengangkatan anak sejak

(M

remerdekaan Fepublik Indonesia adalah Surat
Edaran Menteri HKehakiman Republik Indonesia No.
JH  1/1/2,  pada  2Z4 Pebruari 1979. Surat  itu
ditujukan kepada semua Notaris. Wakil Notaris,

Wakil Notaris sementara di seluruh Indonesia.
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Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik
Indonesia No.JHA/L1/2Z menentukan bahwa penganghkat-—
an  anarn WNI ocleh WNA hanya dapat dilakukan
dengan suatu penetapan pengadilan negeri. Tidak
dibenarkan apabilsa pengangkatan tersebut dilaku-
tan dengan akte notaris vang dilegalisir oleh
pengsadilan negeri.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan berdasar-—
ham alasan karena pada waktu itu  jumlah peng-—
angkatan anak WNI oleh orang asing ternyata makin
meningkat. Mengenai pengangkatan anak WNI oleh

orang asing mendapat sorotan masyarakat karena:

{a} tidak ada persyaratan untuk pengangkatan anak

internasional vang memberikan Jaminan yang
thalk baga kesejahteraan anak yvang dianghkat:
b leagalitas prosedur hkadang-kadang diragukan

oleh Femerintah negara lain: (¢) tidak &ada ke-—
spragaman prosedur.

Fada  tangoal Y April 1779 terbit Surat
daran Mabkamahh Agung No. Z Tahun 1777 perihal
renganghkatan anak. Surat Edaran ditujukan kepada
wetua, Wakil Xetua, Hakim—hakim Fengadilan
Tinggi, setua, Wakil Ketua, Hakim—hakim
Fengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengatur
permohonan pengesahan pengangkatan anak WNI  atau

“MA oleh seorang  WNI dan WNA. Dari SEMA  ini
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terunghap cendapat Mahkamah Agung bahwa Mabkamah
Agunc menghendaki suatu putusan pengadilan  pada
pengangkatan anak. Mahkamah Agung berpendapat
bahwa apabiia anak vang bersangkutan tidak mem—
neroleh putuean pengadilan akan mengalami banyak
wesukaran.

Mahkamah Agung dengan surat edaran tersebut
meninggalkan yurisprudensi yang lama, yaitu baru
akan memberikan penetapan apabila ada peraturan
yarng menuniuk uantuk itu  {misalnvya: penetapan
diberikan apabila diajukan oleh pegawai negeri

untuk mempercleh tuniangan bagi anak angkatnya

i}

{Zoekito, 15F83: 30},

Tanggal 0 Zeptember 1983 terbit SEMA Na. &

2 Tahun 1979. SEMA No. 5/1983 mengatur lebih
ianjut {lehih sempurnal mengenai péngangkatan
anmak,  Daih  ysng Jilakukan anftar WNIi;  anak  WNI
oleh WN3 maupun anak WNS olehn WNI,

Tenggail 14 Jurni 1584 terbit Kep.Men.Socs. No.
FL/HUSKER/VYIIAL?ES tentang Petunjuk Felaksarnaan
Fzricinan Fengangkatan Anarx. Kep.Men.Sos Mo,
41/198% 1ini dikeluarkan sebagal antisipasi adanva
SEMA No. &/719873. Dalam beherapa ketentuan 3SEMA
Nc. &/71987 menentukan adanva keterangan dari
Menteri Sosial, misalnya mengenai syarat calon

anak harus ada izin tertulis dari Menteri Sosial,

retentuan tentamg adanva laporan sosial.
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27 September 19879 terbit Surat

Fi

-

Tanggal

Sgaran Mahkamah Agung Mo. 4 Tahun 1989 tentang

Fernganghkatan Anak yang pada intinya menertukan
hahwa Laporan Sos:ial diperlukan bagi pemeriksaan

permohonan pengangkatan  anak antar WNI y&ang

diajukan lang=ung ke pengadilan negeri ({private

agcption).

Tanggal 25 Mei 1995 terbit Veputusan

Menteri Scsial No. 13/19923 tentang Fetunjuk

Felaksanaan Fengangkatan Anak menggantikan XKe-—
putusan Sosial No. 41/1984.

25 Januari 199% terbit Keputusan

Menteri Zosial NMo. Z/HUKSLY2S tentang FPenyempur-—

nmaan Lampiran <epuitusan Menteri Sosial No .,
LSSHURS LTRSS tentang Felaksanaan Fengangkatan
Bhak .

Fada mulanya, {sebelum 3EMA No. 21977,

vurisprudensi Yy andg diamnut oleh Mahkamah Agung

sebelum 7 April! 1979, ialah babwa pengadilan akan

memocerisran  penetapan mengenail  suatuw permohonan

.

apavila ada peraturan tertulis vang menunjukran-—

Nya. Dalam nal penetapan anék, baru akan ditceri-
Kan senetapan apabila diajukan oleh pegawai
negeri untuk memperogle tunjangan bagi anak-
anaxnmva (Scekito, 1983: 40). WKetentuan mengenai
turnjangan gajil ini adalah Peraturan Pemerintah

NS 7 Tahun L1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Megeri 3ipil,
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Sebelumnva (eebelum Surat Edaran Menteril
Kehakiman No. JHA L/7152) tidak ada ketentuan
mengenai prosedur pengangkatan anak inter-
nasicnal (inter country sdoption).

EMA No.2/L1779 mengatur ketentuan bagaimana

(

hakim memeriksa permohonan pengesaban pengangka-—
tan anak, baik pengangkatan anak yang antar WNI
maupun pengangkatan anak antar warga negara
{inter country adcptiocn}.

Dengan adanya SEMA No. 2/1979 itu maksud
yvang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Kehak-
iman No. JHA. 17172 telzh ditampung dalam SEMA
No. 21979, vyaitu bagaimana proses untuk  men-—
Japatvan putusan pada pengangkatan anak antar
warga negara. SEMA No. &/1933 menyempurnakan SEMA
No, TAIST?.  Fenvempurnaan yvang dilakukan oleh

dalah mengenai ketentuan syarat-

M

ZEMA MNo. &7
syarat pengangkatan anak baik yang antar warga

nenganghkatan  antar WArG A

7l
N
)
[}
rt
1
[
n
[
3

negar
negara. Fada 3EMY Mo, 278979 banva diatur bagai-
mana berscara dalam rermohonan pengesaban/
pengangkatan arak, pada BSEMA Nc. &/1983 di-
sempurnakan dengan adanva ket2ntuan syarat-syarat
orang tua angkat dan calen anak angkat pada
nengangkatan anak antar WNI; anak WNA diangkat
WMI, dan anak WNI diangkat oleh WNA. Svarat—

syvarat bahwa cZaion armak angkat vang berada dalam
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2%L
asuhan vayasan sesizal harue mempunyai izin ter-—
Menteri Socsial dam  keharusan adanva

tulis dari

menjadikan Menteri Sosial me-

Il

i&i

lapogran so

merbitkan Yep. Menteri Bosial No. 21,1984, Hal

ampak pada pertimbangan Ka2p. Men. Sos ©Mo.

ini T & o
31/1%82, wang berbunyi: ".... babwa sehubungan
dengan keiuarga SEMA  No. 5/198% tentang Fe-

Ayempurnaan SEMAY No. 271977 mengenai pengangkatan

anak dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri

Sosial  tentang Fetunjuhk relaksanaan Ferizinan

Pengangkatan Anak. Dalam Kep. Men. Sos No.

171524 i+tu mecara terperinci  diatur ketentuan

-

umntuk mendapatkan  izin,

tentang  syarati-syarat
-alecn mrang tua angkat dan calon anak angkat pada
pencangkatan anak antar WNIg syarat—-syarat calon
CE Puid o aniioaob cdan Caion AN AK anghkat pacda
ST R S DA Arvak “WMA oleh BLIMT 2 syarat-svarat
caiok orang hwa angrat dan Ccalon amak anghat pacds
LEngang kA Lan anak WNT oleh WHMA.
Men.

cztentuar—ketentuan wvang ada pada Kep.

fU

21/1952 merupakan ketentuan yamg berlaku

5agi penganghkatan anak di mana anak diasuh dalam

suatu vayasan scsial. Ragil pengangkatan anak yang

tangsuna diadakan antara orang tua  anak atau

reluarganya kepads calon orang tua angkat tidak

diatur dalam Nsp. Men. Sos itu.
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FPerkembangan vang terjadi adalah mengenai
laporan sosial. Pada SEMA No. &/7198F laporan
csosial hanya diperlukan bagi pengangkatan anak
vang diasuh dalam yayasan gosial, SEMA MNMo.4/1989
menentukan babwa laporan sosial juga diperlukan
Sagi pengangratan  anak vyang dilakukan sECara
langsung {private adoption). Dengan demikian
laporan sosial diperlukan baik pada pengangkatan
anak di mana anak diasuh dalam yayasan sosial
Taupun vang langsung {private - agoptian).
¥etemtuan mengenai laporan yang demikian itu
temudian diatur pada Kep. Men. Sos MNo. 13/1993
vana menggantikan kKep. Men. Sos No. 41/1784.

Xep. Men. Sos Mo. 1371993 vang maksudnya
hendak mwengganti Kep. Men. Sos Mo. 41/1984 ter-—
nwvata dalam ketentuannya sangat membingungkan
nagi vyang rempelajarinya. Hal tersebut dapat

ena Mep.ven. Sos No. 135371993 ber-

T
m
i
]
a.
',.l
ull
"

nakszud mencggantikan kKep. Men Tos. MNo. 41/1934

{Keputusan MNo. ¥etiga, yang berbunyi: " Dengan
dikeluarkannva #eputusan ini, maka Keputusan
Menteri Sosial RI. No. 3L /HUK/ Kep/YII/r19384

tentang Fetunjuk FPelaksanaan Perizinn Pengang-—
hatan  Anak, dinyatakan tidak berlaku"). Pada
na. il noe. 3 bagian umum Kep. Men. Sas No.
1371995, dinyatakan pengangkatan anak dalam

petuniuk pelaksanaan ini adalah: (a) pengangkatan
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I A K antar warQa negara (nfonesia dani b)) peng-
angkatan anak warga negara Indonesia oleh wargsa
negara  azing. Merurut petunjuk itu hanya dua

. implikasi dari pertuniuk itu adalah

bl

Tacam  sal
hahwa 4“etentuan yang diatur oleh Kep. Men. ESos
Mo 13,1593 itu  hanvya untuk kedua macam
penganghkatan anak itu saja. Mal ini  menimbulkan
pertanyaan bagaimana ketentuan mengenai pengang-

katan anak warga negara &asing oleh WNI. Macam

Fengangkatan anak vyang terakbhir ini pada ¥Kep.

Men, Scs 4171734 ada ketentuannvya, sebab ¥ep.
e, Tog No. «L171534  mengatur  temntang ketigs

macam pengargkatan anak, yaltu pengargkatan  anak
antar  WNT, pengangkatan anak WNA oleh WNI  dan
pengangkatan anak WNI oleh WNA, Keadaan vyang
membingungkan tozrsebut ternyata tidak lama ber-
sk  kar=2na pada targgal 25 Januari 179% terbit
vep.Men.Sos No. /1998 vang bermaksud menyeampur-—
~&ran Kep. Men., Ses No, LI/1597. Pada keputusan
Yyang pertama Yep,. Men. Sos  itu menyatakan:
"Menvempurnakan Lampiran Kep. Men. Sos No.
13/HUK 1593 tzntang Fetuniuk Felaksarnaam reng-

argkatan anak, yaitu sebagaimana  tersebut di

x

bawat imil

i. Anak I1.3 disampurnakan sebagai berikut:
Fengangkatar anak dalam petunjuk pelaksanzan

ini adalah:
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nengangkatarn anak aniar warga negarsa

s
]
——

Indonesia:
(b} Fengangkatan anak warga negara Indonesia
oleh warga negara asing;
(c) pengangkatan anak wargs negsra asing oleh
warga negara Indonesia.
Dengan xkeluarnya Kep. Men. GSaos No.2/1995
itu Mep. Men. Sos. No. 13717993 sudah disempurna-
Xep. Men. Bos. MNo. 1371993

wan. Dengan demikian X

tidaw dapat dipisahkan dari Kep. Men, Sos. No.

Adapun perkembangan retentuan meng=nail
svarat-syarat pengangkatan anak telah disampaikan
cada pembahazan no. S.2.01001, khususnya pada
halaman 140 sampal dengan halaman 178,

Dari uraian di atas tampak perkembangan

Rubkum penganghkatan anak vang diatur dalam peratu-

~an perundang—undangan. Ferkembangan: {1) s=mutla
reretapan perngadilsan hanva diberikan kalau  aca
veraturan vang menunjuk hal terssbut., retentuan
nengeEral oroassdur cengangkatan znak antar warga
Nmegara vinter countree adoption) oelum adag

{Z) terbit BSurat Zdaran Menteri Kehakiman No.
vang menentukan pengangkatan anak WNI
cleh WNA hanva dapat dilakukan dengan penetapan

mEngadilan (3} SEMA No.Z/71979 mengatur  tentang

Nrosedur pemeriksaan permahonan pergesahan
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[N]
A
o

cengengkatan anak LMD ztaw anak WNA ocleh seorang
Wil dan permehonan pengesahan pengangkatan  anak
WMI  oieh seorang WMA, Fada SEMA  itu  ditentukan
Dabma demi memperalseh iaminan kenastian PukLm
nanva didapat z2telizh mempercleh  suatu  putusan
perngadilian: (&) 3EMA Mo. &/1983 yang menvempurna-

kan SEMA No. 2/1977. Fenyempurnaan berupa di-

tentukannya svarat—-syarat calon orang tua asngkat

L.
bl
]
]

alon anak angkat vang sebelumnya tidak ada

tentuannys; {3) ¥ep. Men. Sos No.41/1984 vya&ang

[
*

m

mengantisipasi ketentuan yang ada pada SEMA No.

/1983 joa. SEMA Ne. 271979; (5) SEMA MNMo. 4/1939

=

nenghendaki tapoQran csosial berlaku Juga bagi

rengangkatan anak secara lamgsung (privates
adoptisn): {7y ¥ep, Men. ZSos No. 1371992 meng-—

uantitan sep. Men, Sos. Mo, 3151984, rep. Men.

s, Mo, 1IOLFFI antar lain juga menentukan bahwa

ARSI AN =55R150 cerlaku juga oagi pengangkatan
fpak Refara langsung: (3) FWern., Msn. Eos.  No.

FES tezrbhit untuk menvempurnakan Yep. Men. Soe.

S2rkemtangan  fada Futusan P=ngadilan di Bidang

Fenganglatan Snak
Mengenal nasus dari puitusan pengadilan
di sini Jdisampaikan nutusan mengenai (1;

pengarghkatan snak oleh avabh *iri; {(2) penganghkat-
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nak oileh katew, menek; (I} orang VvYang ber—
cstatus +icak kawin mengangkat anak.
Fengangkatan anak oleh avah tiri (Pergadilan

deneri Surakarta No. 175 /Pdts LRI /PN/Surakarta),

2i  =ini ada dua perbuatan  hukum yang masing-

masing = mempunyai fujuan berlainan. Ferbuatan
Aubkum  tersebut adakah (a) melakukan perkawinan;:
B} menganghkat anzk,

Mengangkat anak berarti memasukkan anak
crang lain ke dalam lingkungan keluarga orang
tuan angkat. Orang tua anak, pada kasus indi, ibu

=i anak vang merupakan ister:i ayah tiri.

dianqkat sebagal amak  angkat, tidak

3T}
e
0
4
s
7
1]
“

memasukkan anak orang lain, Rarensa i=teri avyah
adaiah ibu anak i*u. Ibu si amak (vang merupakan
isteri avah angkat) nyata-nyata telah ada menurut
ztatus  anak e ak lahir meskipun anak labir
diiuar mivah. Cengan demikian perbuatan mengang-—

s

Lat anak oish avan hird itu sebensrnysa ~idak

pl

nemenuhi pengsriian pengangkatan anak.,

Susty  pertawinan merupakan  suatu ikatan
iahir batin antara secrang pria dengan wanita
sebagai suamli—isteri dengan tujuan membentuk
weluargs {rumaih tangga) yang bahagia dan kekal
Lserdasarkan  ©etuharan vang Maha Esa. Jadi xalau
isu si anak kawin gdengan avah tiri di sipi  tidak

acla  lagi kepentingan hukum anak untuk diangkat,
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(¥ ]
~

sebat dengan cerkawinan, mereka {suwami—-isteri)
membentuk keluarga (rumah tangga) vyang bahagia
dam  kekal berdasarkan Ketuhanan ‘Yang Maha Esa,
Sajam membeniuk keluarga {rumeh tangga) vang

ekl itu termasuk dengan enak =i ibu
-t atu merupaksn arnak iri). Halsu iounvya rewinr
dengan ayah tiri maka tidak ada lagil vepentingan
hukum anak  anghkat. walau vanmg dituju adalah
status hukum maka berarti perawatan dan ke~
hangatan tidak merupakan unsur utama. Kalau
demikian halnya tujuan pengangkatan anak ini
tidak ses=uai dengan tujuan pengangkatan  anak
terdasarksn kese’jahteraan  anak, di mara vang
lan kehangatan perawatan  pemelihz-—
~aan  orang tua. Alasan itu telah dicapai dsngan

corkawinan ibu cengan avabh tirinva.

i

Mengernal pengargkatan anak oleh kakelk,
menzk. Fencangratan ampak oleh kakek, nan2k tar-

]

P

hagen  cucu aerobah bhukun  merngsnal  perderajeac
QAris lurus nadga urutan antara ibu <andung {ibu

=21 Cucu) dengan cucu. Feneliti =setuiuw  dengan

-

Futusan Fengadilan MNegeri Bandung No. 18471982/

DI

PN Bandurng varng  menclak permohonan kakek-nenek
mengangkat anak cucunva. Feneliti tidak setuiu
“engan keputusan PN Surabaya No. 1884/Pdt.P/198Z27
n Surabava. Yalau pertimbangannya paca  kesadaan

finansiil dan fisik kakek-nenek mampu wmendidik
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LA
m

Jdarm  qaembkesartan anak agar tidak sda kerancuan

mengenai akibat bukumnva sebaiknva tidak dilaku-
»an pengangkatan anak. Upaya dapat dilakukan
derngan  upava lain misalnva dengan pemeliharaan
amat  yang tidak mempuyai akibat  hukum mervubah
nerderaiadan garis lurus.

Mengenai orang vang berstatus tidak kawin
mengangrkat anak. Ferkembangan mengenai orang vyang
berztatus tidak hkawin mengangkat anak adalah
waria (M Surabava No., &34/Pdt.F/19B7/FN Surabava
dan Jejaka (FN  EBandung No. 811/8%/Pdt.P/rAa/
Tandung. Menurut pendapat peneliti, pengangkatanr
vang demikian 1tu tidak sesual dengan pengertian
pengargiataxn anak berdasarkan kesajahteraan anak.

Feneliiti mengikuti pendapat yang disampaikan
aleh Siti Zeemarti Hartono pada waktu beliau

member ikan Lomentar  atas  Futusan Pengadilan

Samdung yang mengllinkan secrang nona  mengangkat

at

smat , wang mergaitakan ... maka dengan zeretapan-—
Llan MNegeri Handung tidak sadar
t=lah menyulan My, Surlianne Tanukarmadia menisadi
ieghorn  vyang dapat ber*=zlur tanpa avam jantan.
Fadahal, szorarg anak itu di  samping materiil
Sutuh sehalil vas=lh sayang ayah—ibu agar supava

pertumbuban jiwa raganya wajar"”.
Hukum vyang mengatur penganghkatan anak ,

sebagaimana telah Z2isampaikan di muka terdapsat
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n
4

pada hukum adat, 3tb, 1917 No. 129 dan hukum
Islam. Sagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh
peraturan perundang—undangan dan putusan
rencadilan terhadap masing—masing hukum tersebut

dibabas sebagaimana di bawah ini.

fFhalisis permasalabhan  tersebut bersifat
deskriptif yang dibarengi dengan analisis
womparatif. Deskripsinva berupa pengungkapan

milai-nilal  hukum adat yamg terdapat dalam tats
Hukum adat serta yvang terdapat dalam nilai-nilai
Hukum Islam. Fendeskripsian nilai-nilai yang
tertuang dalam tata hukum adat dan Hukum Islam
tersebut dikaitkan dengan ketentuan—ketentuan
vang tertuang dalam peraturan perundang—undangan
dan atau putusan pengadilan di bidang pengangkat-
am anan.

Analisis Stbh. 1717 Nao. 129 dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan i bidang peng—

ngkatan anak dilakukan dengan berpedeman asas

I

perundang —undandgan, yaitu undang-undang vandg
dibust oleh penguasa vang lebih tinggi mempunyai
hedudukan yang lebih tinggi pula ({(FPurnadi dan
Soeriono Scekanto, 1985 : 168). Analisis Stbh 1717
NOo . 127 dikaitkan dengan putusan pengadilan
negeri penelit:i berpedoman Kepada ketentuan Pasal
27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Fekuasaan
Mebakiman, wvang pada intinvyva hakim tidak saja
bertugas mengadili berdasarkan hukum vang ada

tetapi Jjuga mencar-i dan menemukan  hukum  untuk
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remudian dituangkan di dalam keputusannya&., nilai-
nilai hukum  yang terdapat dalam masyarakat,
s@hingga Keputusan Hakim merupakan (salah satu)
sumber hukum {Kansil, 1983 : 3).

Analisie sebagaimana dijelaskan di atas
memberi pemahaman yang berwawasan vomprehensif
hukum pengangkatan anak yang ada saat ini.

mertama terhadap bhukum adat (di bidang
pengangkatan anak). Hukum adat mengenai pengang-—
katan anak bermacam—macam. Secara umum pengangka—
tan anak berdasarkan adat tidak ditujukan
pertama—tama dan terutama pada kepentingan
hesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun

oc=ixl {3udiarto, M., 128%: ZT). Nzabsahan anak

16

angkat didasarkan kepsada upacarsa adat (Harahap,
1993 153). Akibat pengangkatan anak, mempunyai
tingkatan—tingkatan tertentu kedudukan anak
angkat di dalam masyarakat yang sifat susunan
vekeluargaannva yang parental seperti misalya di
Jawa berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam
masyarakat hukum yang sifat sutsunan rekeluargaan—
nya patrilineal seperti di Bali.

Feraturan perundang-=-undangan yand khusus
mengatur pengangkatan arnak pada saat ini
(Eebagaimanq disampaikan pada S.2.1.1. di auka)
nada dasarnya adalah 3EMA No. &/1%83 jo. SEMA No.
2/1979. Sebagai akibat dari adanya SEMA itu
wemudian terbit ¥ep. Men. Sos. RI. Dari peraturan
perundang-undangan itu yang dapat ditarik sebagai

retermtuan vang dendasar adalah:
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{a) pengangkatan anak dilakukan dengan suatu
sutusan pengadilan; {b) pengangkatan anak dilaku-
wan dengan mengutamakan kepentingan anak. Untuk
manuniang maksud vang terakbir ini terbit
retentuan bahwa pada macam pengangkatan anak vang
langsungpun {private agopticn) maupun anak vyang

4i asuh oleh ayayasan sosial diperlukan adanya
laporan sosial. Melalui laporan sosial itu

diharapkan permohonan pengangkatan anak dinilai
apakah sesual dengan kepentingan anak atau tidak.

Merngenail ékibat hukuam, peraturan perundang—
undangan itu tidak memberikén pedoman .

Apabila ketentuén vang ada pada peraturan‘
merundang—undangan  itu diperbandingkan dengan
retentuan hukum adat tampak bahwa peraturan  itu
ada yang mengatur berbeda dari retentuan  hukum
adat yaltu yang mengenal keabsahan anak angkat
dan  tujuan pengangkatan anak. Dengan demikian
ceraturan  perundang-—undangan itu meninggalkan
Letentuan hukum adat terutama mengenai  keabsanan
anak dam tujuan pengangkatan anak.

veadaan vyang demikian ini  kiranya sesual
dengan pendapat Yahya Harahap pada waktu beliau
nemjelaskan peran hbukum adat pada saat ini. Yahvya
Harahap mengatakan bahwa sejalan dengan Derubahan
Taman terjadi proses penciutan peran bukum  adat
dalam kelompok masyarakat asli. Dari hari ke hari
semakin mengecil gperannya, dia masih tetap 2ksis,

namun demikiarm, satu demi satu l=2nyap ditsian
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oleh berbagai proses penciutan. Faktor—faktor

vang mengambil bagian dalam proses penciutan itu

adalahs {a) proses horisontalg (b} proses
vertikals; {c} modernisasi dan emansipasi;
{d} kogifikasij; (@) putusan dan kebijaksanaan

aeradilan {Harahap, 1993: 8-Z4). Mengenai peran
hukum adat ini Abdurrahman menyatakan PR hukum
adat kian .hari kian dibatasi sebagai akibat
daripada tidak berperannyé hukum adat dalam
wehidupan vang sudah tidak terjangkau” {Abhdurrah-
man, 1978: 15). Sukadji Ranuwihardjo berpendapat
hukum adat hanya dapat menyelesaikan masalah
cengreta hukum dan keadilan dalam segi kehidupan
vang bersifat tradisiocnal {Ranuwidiaja, 1983:
3%). ismail Saleh menyatakan bahwa pada dasarnya
hukum adat kurang dapat diandalkan untuk men—
ciptakan Letertiban dan  kepastian hukum  pada
saman modern ini (Saleh, 178&%: 48).

Memperhatikan pendapat Yahya Harahap di muka
r=rutama pada penvebutan  faktor putusan dan
vepbljarksanaan badan peradilan, adalah sesual
denaan analisis di atas. Hal ini disebabkan
Larena SEMA No. 571783 jo. SEMA No. 2/LFT7?
nerupakan. produk dari Mahkamah Agung yang meng-—
atur parihal pengangkatan anak, sehingga Sengan
demikian,~- meminiam istilah yang dipakai ol=h
Yahya Harahap,-, SEMA No. &/1733 jo. SEMA No.
2/1%79 menciuthkan ketentuan hukum adat mengenai

pengangkatan anak.
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Fedua. mengenai pergaruh peraturan per-—

undangan di  bidang pengangkatan anak terbadap

122

Sth. 1917 No.129. Ketentuan Stb. 1917 No.

rt

~ada dasarnva mengatue sebagali berikut: (1)
reabsahan  pengangkatan anak dengan akte notaris
= 10 avat 1}z (Z) anak yang diangkat harus
searang lLaki-laki Cina (Pasal &) akibat hukum
pangangkatan anak, anak mempercleh nama marga
dari ayah angkatnyai (3) perngangkatan anak di-
iakukar oleh suamli bersama isterinva (Pasal S
ayat 2}.
Apabila Stb. 1917 No. 129 dibandingkan
dengan ketentuan yang ada pada SEMA dan peraturan
prerundang—undangan yang ada, tampak ada per-—

bedaannya. Ferbtedaan itu adalah SEMA menentukan

pengangkatan anak melalui: (1) putusan pengadilan

negeri; {Z2) ftujuan penganghkatan anak mementingkan
resejahteraan anak ; (31 tidak ada ketentuan
ELhusus mangenal jenis kelamin calon anak .

vetentuan ini seeual pula dengan ketentuan Fasal

74U No. LG Tahun 1962 tentang Perkembangan d&n

Fembangunan Kependudukan vyang pada dasarnya
mengatakan bahwa setiap penduduk sebagai anggota
| Leluarga mempunyal hak untuk membangun relusrga
‘ sejahtera dengan mempunyai anak vyang jumlahnya
idesal atau mengangkat anak". Ketentuan itu
menyatakan bahwa dalam hal penentuan anak dalam
pengangkatan anak diserahkan sepenuhnya kepa&a

setiap masing-masing keluarga, laki—-laki atau

pErempuan mama sajs.
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Sesuai dengan uraian peneliti pada halaman
28 vang menyatakan bahwa Stb. 1917 No. 129 belum
dicabut dan kedudukannya di atas SEMA No. &/19835
jo. SEMA No. 271979, secara vyuridis peraturan
perundang-—undangan itu tidak dapat mengubah
retentuan vang ada pada Stb. 1917 No. 129.

Data putusan pengadilan negeri menunjukkan

ebagai berikut.

1t

. Tabel S, 13, 21, 29, 36 menunjukkan WNI ke—

b

turunan Cina datang ke pengadilan negeri untuk
mengajukan permchonan pengangkatan anak. Ini
menunjukkan meskipun bagil mereka secara
vuridis dapat mengajukan permobonan melalui
S te Motaris, mereka mengilikuti Ketentuan
peraturan perundang—undangan vang ada (SEMA
MNo. &/71983 Jo. SEMA No. Z2/71979) vaitu mereka
mengajukan melalul putusan pengadilan.

Z. Putusan Fengadilan Negeri Istimewa Jakarta,
Mo, SOTF/17635.P tertanggal 9 Mei 1963, me-
mutuskan seorang anak perempuan dapat diangkat
sebagai anak angkat. Palam pertimbangannya
menyebutkan bahwa di kalangan WNI keturunan
Cima di Indonesia telah lama meninggalkan
sifat patriiineal sehingga sekarang lebih
bercorak parental.

Futusan di atas mengenvampingkan keten-
tuan Stb. 1917 No. 129, vang mengatur tentang

ketentuan anak yaitu seorang anak laki-laki.

Z. Putusan Fengadilan Negeri Bandung No. 3271970
Comp., Z Februari 1970, menyatakan sah secrang

perempuan {Cina) sebagal orang tua angkat.
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Putusan itu  mengenyampingkan ketentuan
Sth, 1917 Mo. 129 mengenail pihak yang mengang-—
kat anak vaitu suami istri (Fasal S ayat 2.

Sebagai simpulan dari ursian ini adalah
sebagal berikut.

1. Feraturan perundang-—undangan di bidang
pengangkatan anak (SEMA No. &6/1983 jo. BSEMA
No. 271979, tidak dapat mengubah ketentuan
Stbh. 1917 No. 129.

~. wetentuan Stb. 1917 No. 129 mengenal anak
angkat harus seorang laki-laki, dikesampingkan
oleh putusan pengadilan, yang mengabulkan anak
perempuan sebagal anak anghkat.

=, Ketentuan Stb. 1917 No. 129 mengenai pihak
vang mengangkat anak, harus berstatus suami
ietri dikesampingkan oleh putusan pengadilan
yang mengabulkan seorang naona mengangkat anak.

3. WNI keturunan Cina, meskipun secara yuridis
mereha dapat mengangkat amak melalui Akte
Motaris, mengikuti ketentuan SEMA Mo. 671933

ia. SEMA Mo. 27179 vaitu mengaiukan permohon-
arn  pengangkatan anak melalui putusan  peng-—
adilan.

Mengenai  hukum  Islam. Ketentuan mengenal
pengangratan @nak dalam hukum Islam bersumber

langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera

dalam surat Al Ahzab (33: 4-5-37). Surat A1 Ahzab
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dalam garis tesarnya dagat dirumuzkan sebagai

(1) Allah tidak

on
L1
)
b
L1

terikut (Budiarto, 178
menjadikan dua hati dalam dada manusias (Z2) Anak
angkatmu bukanlah anax kandungmui {(3) FPanggillah
anak angkatmu menurul nama bapaknyas; () bekas
igsteri anak angkat bSoleh hkawin dengan bapak
angkat. Dari rumusan ayat tersebut dapat di-
wetabui bahwa menurut bukum Islam, anak angkat
tidak dapat dianggap sebagai anak kandung.
Hubungan darah tidak pernah terputus antara avyah
wandung dengan =nak kandung. OGCleh karena itu
szharusnva =i anak dipanggil menurut nama bapak
wandunanya., menurut hukum Islam tidak ada halang-—
an sama sekali untuk  menikah antara anak kandung
dengan anak angkat (Budiarteo, 1983: 24).

Apa vyanqg bertentangan dengan ajaran  Islam
adalabh @enganghbat anak dengan memberikan status
vanQ Ssama dengan #nak kangdungnya sendiri. malau
vang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam
pengertian yarQg terbatas vaitu asuhan ataun
cemeliharaan saja, diperbolehkan saja. Di  sini
tekarman pengangkatan anak adalah perlakuan
sebagali anahk dalam segi kecintsan, pemberian
nafhah, pendidikan dan pelavyanan segala kebutuh-

annva, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya

sendiri (Zaini, 1985 : 351}.
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Pengertian anak angkat sebagaimans disebut

di atas ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam
Pacal 171 huruf h mengatakan:

*Anak angkat adalah anak yang dalam pe-

meliharaan untuk hidupnya sebhari—hari, biava

nendidikan, dan sebagainya beralih tanggung

jawabnya dari crang tuanvya berdasarkan putusan
pengadilan”.

FPenegasan oleltl Kompilasi Hukum Islam dengan
cara memberikan pengertian anak angkat dalam
zuatu pasal tertentu itu, menurut pendapat
peneliti, pasal itu ingin menunjukkan bahwa
pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak beoleh
dikelirukan atau dicampur dengan ketentuan vyang
mempunyai pengertian berbeda. Fasal tersabut
mengantisipasi adanya rRetentuan dalam suatu
peraturan yang memberikan pengertian penganghkatan
anak vang berbeda dengan ketentuan vyang diatur
Yukum Isalam. Dengan demikian, Hukum Islam, yang
tidak mengijinkan peagangkatan anak dimana anak

Serztatus sebagai anak kandung tidakx  akan ter—

pengaruh dengan peraturan yang mengstur lain.
Fenegasan sebagaimana ditentukan oleh
¥ompilasi Hukum Islam itu menurut pendapat
neneliti perlu diberikan karena SEMA No. 6&/1983
| jo. SEMA No. /1979 tidak memberikan ketentuan
mengenai akibat hukum vang berkaitan dengan
status anak angkat kaitannya dengan kedudukan
sebagai anak randumg. SEMA No. 2/1979 tidak

mempersoalkan apakah pengangkatan anak mempunyai
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akibat hukum yang penuh/szempurna atau akibat
nukum  yang terbatas. Mengenai pembagian harta
warisan pada waktu ditetapkan putusan pengadilan
helun menjad:l persoalan. Hal ini menjadi per-
soalan kalau kelak ada sengketa {(Rapat Konsultasi
Mahkamah Agung dan BAKOLAK INFRES &/1971, tanggal

772 September 1982). Jadi, menurut SEMA ada dua

oy

kemungkinan akibat hukum. FPertama, pengangkatan
anak melalui putusan pengadilan bisa berakibat
amak angkat sebagai anak kandung, kedua, peng—
angkatan anak tidak mengakibatkan sebagai anak
kandung.

Data menunjukkan orang yang beragama Islam
mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan
we pengadilan negeri (tabel &, 14, 22, JQ, 27).
Jira melihat data vanmg ada itu menimbulkan kesan,
crang-orang tersebut, sebagaimana dikatakan
Sudarge Gautama, tidak meresepsir larangan Hukum
's=lam pada pengangkatan anak (Gautama, 1981 :
29). Mamun, apabila SEMA Mo. &/1987 jo. SEMA  No.
T/1979 dipelajari secara cermat dan sesuai dengan
pernvataan hasil rapat Konsultasi Mahkamah Agung
dengan BAKOLAK INFRES &/1%71 di atas, SEMA itu
tidak mengatur akibat hukum pengangkatan anar .
maka mereka yang mengajukan permochonan itu ada
vang hanya menginginkan formalitas saja vyaitu
misalnya untuk mendapatkan tunjangan anak bagi

Fegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No. 7 Tahun
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1777 tentang FPeraturan Gaji Pesgawai Negeri Sipil,
sedang akibat bukumnya tidak sampai menjadikan
anak vyang bersangkutan menjadi anak kandungnya
sendiri. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan
pula mereka mengajukan permobhonan itu  bermaksud
untuk menjadikan sebagal anak kandungnya,
5ebagéimana contoh Penetapan No. 3J1/71990/Pdt.P/

PN.Ska., dimana pemohon mengajukan permohonan

dengan makzud: "... bersedia mengasuh, mendidik
anarn tersebut sebagaimana anak kandung
sendiri, «v. tidak membedakan dalam segala

hal, ... bersedia menanqgung akibat yang timbul
karena pengangkatan anak tersebut ...". Kalau
nermohonan yang seperti terakhir ini  terjadi,
maka apa vang dikatakan Sudargo Gautama itu

adalah benar.

Ketentuan Fasal 171 huruf h kKompilasi Hukum

Islam, vyang menentukan pengangkatan anak "...
berdasarkan putusan pengadilan eeea menurut
peneliti hendaknya diartikan sebagai Futusan
Fengadilan Agama. Alasannya adalahbh (1) Pasal 1

No. 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
nenyvatakan 5eradiian Agama adalah Peradilan bagi
orang-orang vang beragama islam; {2) memberikan
repastian apa vang dimaksud dengan tujuan
pengangkatan amnak vyang dilakukan oleh orang
tertentu. Sebab kalau didasarkan putusan peng-
adilan berdasar SEMA No. &/1983 jo. SEMA  No.

2,1979 belum memberikan kepastian status anak.
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s}

= atze tampab

Tebkagai zimrulap gralar—graliae o1
sakbwa  di lipat dari scodut perkambangan hukum, ner-—
aturan perundang~undancan yang mengatur sengangkatan
anak Lerangsur—-angsur Jan secara bertahap-tahap dalzam
hal waktu dan isi materi hukumnysa mengalami per-
kembangan. Isi materi hukum peraturan itu pada tahap
terakhir pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan
xendisi kesejahteraan anak. Kondisi yang diatur
adalah ketentuan mengenai keharmonisan keluarga orang
tuz angkat, mengenai status kawin {suami-isteri) pada
orang  tua angkat, umur suami-isteri yang masih me-—

mungkinkan cukup untuk berlangsungnya pemeliharaan

tentang adanva instansi pihak-

anal, usia dini armak, + =
slhak Yang memberikan  pertimbangan  dan menilai

hubungan batin antara calon orang tua angkat dan
calon  anak angkat dan adanya laporan sosial. Sedang
ketentuan berstatus tidak kawin pada perkawinan
antara warga negara Indonesisa (domestic adoptian) dan

- adanya  ket2ntuan usia Jini anak pada peng-

Lo
L

ity

angkatan arnak vang cilakukan secars langsung antara

bu

nak dengan Zalon orarg tua angkat (private

o

asopticn})  merupakan hal vang tidak memenuhi konsep

pemenuhan kondisi kesejahteraan anak .
Meshkipun masih tardapat ketentuan vyang tidak

memenuh: konsep pemenuhan kesejahteraan anak, Ealau

gilihat dari perkembangan materi hukum dari masing-

MAasing peraturan, ketentuan yang ada menunjiukkan

|-+
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adanya kemajuan. Hal imni dapat dilihat pada ketentuan
mengenail keharusan adanya pernyataan bahwa . peng-
angkatan anak itu dilakukan "demi kesejahteraan anak”
dan disvyaratkan pula mampu ekonomi pada calon orang
tus pada  Kep. Men. Sos. No. 153/1993, syarat mana
tLaideak ada pada peraturan sebelumnvya. Mengenali ke
ten btuan tentang adanvs laporan soasial, S5EMA No.
3SLEES Zan verp. Men. Sos., MNe. IZ/157T qeenentukan
nengangkatan anak yang langsung pun harus ada laporan
sosial  merupakan  kemajuan, sebab pada peraturan
sebelumnya ketentuan seperti itu tidak ada.

Mengenal putusan pengadilan negeri tampak bahwa
putusan pengadilan negeri di bidarg pengangkatan anak
dalam putusanmnya sudah mengarah kepada "demi kessjah-—
treraanry anan . Memaong pada bebor apa putusan didapati
suatu putusarn di mana orang berstatus  tidak rawin
diijinkan sebagai orang tua angkat, hal ini dapét
dimaklumi karena sampai saat ini ketentuannya masih
membolehkan. Ferkembangan hukum yvang ada pada putusan
pengadilan negeri adalah ayah tiri mengangkat anan;
rarek-nenek menganghkat anak cucunvya, orang berstatus
T1dan FALTY selain nona dapat pula berupa jeliaka
MALTIN wWarlia,

Feraturan perundang-—undangan di bidang perngang-
ratam anak menciutkan peran hukum adat. Peraturan

perundang-undangan i1tu meninggalkan ketentuan bukum

adat vyaitu mengenai tujuan pengangkatan anak dan

reabsahan pengangkatan anak.
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Pengaruh peraturan perundang-—undangan di bidang
pengangkatan anak dan putusan pengadilan terhbadap
Sth, 1917 No. 129. Peraturan perundang-undangan di
hidang pengangkatan anak yang ada tidak dapat merubah

Letentuan Stb. 1§17 No. 129, karena Stb. 1717 No. 129

Selun dicabut  dan keduduRkannya Texbiih timggli dari
peraturan perundarnd-undangain yang ada .
Futusan pengadilan negeri mengenyampingkan

tetentuan Stb. 1917 No. 127 mengenai ketentuan anak
angkat harus seorang laki-laki; ketentuan orang vyang
mengangkat anak harus berstatus suami—isteri. Data
menunjukkan WNI keturunan Cina mengajukan permochonan
kepada pengadilan negeri. Ini menunjukkan mereka
mengikuti ketentuan Mahkamah Agung bukan sebagaimana
diatur oleh 5tb. 1917 No. 129 yanag menentukan peng-
angkatan anak dengan akte notaris.

Mengenai hukum Islam; ketentuan pengangkatan
anak menurut Hukum Islam sudah ada penegasannya dalam
Kompilasi rHukum Islam Fasal 171 huruf h, sehingga
dengan deﬁikian ketentuan Hukum Islam (y&ng tidak
mengijinkan pengangkatan anak berstatus sebagai aﬁak
randung) tidak berpengaruh oleh ketentuan dengan
peraturan yang mengatur lain.

Peraturan perundang-undangan di bidang peng-

arngkatan anak (hhususnva SEMA No. /1953 dan Mep. Men,
Sos  No. 13/1973) ditiniau darsi permasalahan pada

faktor peraturan perundang-—undangan berfungsinva
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hukum  tampak babwa mengerai sistematik  hukum tidak
memenuhi unsur-unsur pokok sistematik hukum. Adapun
perinciannya dapat dilihat pada hal 218-226; Mengenai
sinkronisasi hukum, ada ketentuan seling tidek
sinkron. Ketidak sinkronan terdapat pada  ketentuan
dengan UU No. &2Z/1738 dan Stb. No. 1917 No. 129.
Mengenai kuantitas dan kualitas peraturan perundang-—
undangan., sudah banvak ketentuan yvang mengatur kon-
disi yang memungkinkan anak dapat tumbubh dan berkem-—

ecara wajar. Di lihat dari kualitasnya, keten-—

"

bang
tuan—ketentuan vang ada tidak baik karena ada keten-
tuan—ketentuan vyang saling tidak sinkron. Sedang
menganal persyarataﬁ vyuridis penerbilitan vang harus
dipenuhi, dapat dijumpail bahwa peraturan itu tidak
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian hasil analisis pada Bab ini. Perlu
disampaikan ulang di sini penelitian yang dilakukag
ini dilakukan terbadap ketentuan peraturan perundang-—
undangan dan putusan  pengadilan negeri, adapun
cengertian kesejabhteraan anak mendasarkan pada konsep
psinoliogi perkembangan anak. Fenelitiam ini tidak
membicarakan bagaimana kenyataan keselahteraan anak
vang ada pada anak angkat. Hal ini karena ke-—
terbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini.
Nengénai bagaimanakah kenyataan anak angkat diangkaf
mendasarkan peraturan yvang ada ini dan diputus oleh
pengadilan negeri venar—benar sejahtera perlu diada-

wam geneglitian lamjutan oleh pemeliti yang lain.
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BAR &

PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Pengangkatan Anak

Dari analisis ®BAD 5 di  muka telah diketghui
bahwa bukum pengangkatan anak telah mengalami per-
rembarngan.

Peraturan perundang-—undangan di bidang pergang—
katan anak berkembang secara berangsur—angsur dan
secara bertahap menuiju kepada pengangkatan anak
berdasarktan kesejahterzan anak. Perkembangan hukum

vang demikiarn itu berkaitan dengan perkembangan

Mengenai hubungan perkembangan hukum  dan per-
wembangan masvarakat, Satjipto Rahqrdjo mengatakan
bahwa antara sistem hukum dan lingkungannya +fterdapat
Autungan vang  arat yaitu hubungan  interakei atan
saling tukar menukar a&antara YXeduanva (Rahzardjic,
1982 Z00), Mal ini berarti bahwa di samping hukum
meruvpakan suatu institusi ncermatif yang memberikan
pengaruh terhadap macsvarakat (lirgkungannya), ia juga
menerima pengarub serta dampak dari masyarakat.

Fada umumnya dapat dikatakam bahwa sebab-sebab
teriadi perubahap—perubahan dalam masyarakat ber-
sumber nada masvarakat itu sendiri dan dari  luar
nwaswacakat ity sendiri, vaitu datangnya dari pengarub

masvarakat  lain., Sebab-=sebab vang bersumber pada
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masvarakat esendiri ite antarz lain Bertambabsberku-
ranghnvysa nenduduk . penemuan—"eEnEmMUSn baryu, oer—
tentangan dan terjadinys revolusi. Sebab-zebkab  wvang

luar masyarakat misalnwva peEngarun

[

berasal dar

-l

webudaysan lain, lingkungan alam dan peperangan. DI
samping faktor—-faktor vang meniadi sebabh  terjzdinvya
nerubahnan masvarakat terdapat faktor yang mempenga—
ruhi zalannya proses perubahan, vaitu faktor kontak
dengan budaya lain, =sistem pendidikan vang maju,
sistem stratifikasi sosial yang terbuhka dan  penguduk
yang heterpgen dan ketideak puasan  terhadap  bidang-—
bidang kehidupan terteniy {Scekanto, 197&, 139 -
140). ‘Ferangka teori ini akan dipakal sebacai acuan
rembahasan pada subk bab ini.

Terjadinva peruvhanan vang terdagpat pada masyara—

vat (di bidang pengangkatasn anak) vang memgpengaruahi

gerkembangan hukum pengangkatan anak sebsgsi  Derikut

ini.

Dahuia Fanwa direns: pengangkatan znak Si
lingkungan masvarakat =adat  {penduduk sslid wvang
mendasarkan  oadas bhukum 2ds%. Pzda umumny=s tuivan

pengangkatan  amak tidak vang terutama untuk  kKe-—
pentingan anak: keabsahan anak angkat dengan ‘upatara
adat. Bagi wvang dahulu termasuk lingkungan golengan
penduduk Cina {5th. 1217 No. 1272 hanya Jikenal
adopsi terhadan anak laki-laki Cina dengan  tujuan

untuk memperolesh keturunan laki-laki.
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Teckempoangan yang bersumber dari masya~akat

serndiry vang berupa venemuan baruw. Masyarakat di sini
e Mmasvarabat pegawad noger:, MERN2MLRan Suia tu
metentuan  vang ada pada Feratursan Femerintah No. 7
Tahur 1§77 tentang Feraturan Gaji Fegawai Negeri,
Yang memungkinkan pengangkatan anak oleh pagawai
negeri mendapat tunjangan anak. Setelah diundangkan-
Ny & FF No. 771977 banvak pegawal negeri yang

membutuhkan putusan pengadilan sebagal buktilbahwa ia
telah moenganghkat anak agar memperoleh tunjangan dari
Fomere intain,

Fenganghkatan anak Indonesia olebh warga negara
asing, dibutuhikan adanya putusan pengadilan, sebab
kalau tidak ada putusan pengadilan, amnak kurang
mendapat perligdungan hukum di negara orang tua
angktatnya. Pengangkatan anak antar negara inl tidak
sata mengenal perlindungan hukum «nak , Jjuga
menvanghut  asper heamanan., politik, szhingga  dJdengan
Sermir L Gn periu dL o Uk an 9ecéra wselektif, Un tur
e bl hebatuhan tu perio diperiksa secara teliti
MElaiul Suatu prosedur tertentu yang berakhir pada
sutusan pengadilan.

Kenyataan (terutama di kota—-kota tesar) banyak
pengangkatan anak dilakukan terhadap bayi atau anak-—
anak terliantar yvang ditimggalkan oleh orang tuanva,

Yayasan sosial dalam usaha melindungi kepentingan

SN REXYR RS Ak g Jliserabhan Lepada calon orang tua
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zrgpliat, merzki mergetabiei kzlau di  negara-negara
Zarat melalui suatu  prosedur  tertentu sehingg=

“aperntingan anak dilindungi. Hal ini dapat dimengerti
Larzna pada umnumnya hubkum adat melihat pengangkatan
znak  hanva dari sudut keperntingan crramg  tua saja

1t wuntuk mempercizih kesturunan ) Zan kurmang &

e

ut
o

i

e \’v
Sahkan tidak dari =udut kepentingan calcn amak. OSlzh
tarerna  itu vavasan tempat penampungan  pemeliharaan
ayil mensyaratkan bagi para aorang tua angkat untuk

remperaleh putusan pengadilan sebelum bBavi atauw  anak

oy

teresebut diserahkan kepada calon orang tua angkat.

Faktor~ vang mempengaruhi perubahan vang karena
hetsrzgsnnya  masvyaraket, dagat ditunjukkan di sini

Babtwa fakta yvang tidak dagpat dirzmesikan terutama

-t

s—-wobta Lesar (vang magyarzkatnva h=terogen) re-—

Sidugan Zmwaza ini szudah Zipsrgaruki olizh cemgertizan
~zZecn, CEagan bherrurangrva Kebiwasn lsmbaga-lazmbaca
sdatb, SErERNMIacgan mas; ararat opcang wini oDz alan =
mrne A Lie dan Usilah amrisbulbtan Zerbagsel  nacala-
yang  tidaw  z@muanyva dapat diselzsaikan 2l2h hukun

nsevararat unftuk mencari penvelesaian
Zilam. Hal ini {di bidang nenrngang-
hatan anak) mendcrong pihak-pibhak vang bzrkepentingan

whntuk nendapatkan putusan peErgadilan.

T ool F e o = . { - = . -
aktor <ang mempergaruhl f=rubakan vang hareras
T T an Frpat didbuemuantan g1 o=ioad R R U7 o “arwon
. —_ i N = = . = - - .
b el 1S R-tats TiezleEnggarakan colesh Femarintan
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+ odam mein menghasilkan suatu

Al

Cemesin domitilian fed
: arn wmada manyarakat tahwa nenganail marlindungan
Hzn weseiaht=rzan amak csedikit demi zedikit

mEraal aml sarubakar . Mereka zacdar ATEMOYA mak=hkak anak

<iszi  ada perbadasn xmtara anak 1aki-laki dan anak

i

perempuan. vesadaran terhadap +ujuan wutama bangsa

pikn o unmtuh mEncapal mazvarskat zdil dan makmur yalitu
Posaiabhimzraan =oeial Faci  selucud Faivst.  Saotiac
WETQ& NEGaVR dapat hidup lavyak g Yyehaa meanggarakikan

eCara konetruktif untuk mempertinggi Lesejahteraan
orang SEsSETrang. Bertambabnya sengetahuan masyarakat
Indonssia  mENJENAal ~rerlindungan arak dan hkssejah-
rzrasn  anaik sedikit demi sedikit tarjadi perubahan
tujuan perlindungan amak. Hal—-hal

mengenal cemanaman

2i atas merupakan ~al yanmg menyebabkan sganya  per-

kambangan mEngenai PErIVYa putusan nengadilan atas
=aknwg sErgandkatar =0& dzrm 2oiuan pengenghkatan ana¥
oMok hEpsntingan anah .
&.T7. Fersyaratan tentang Berfungsinya Hukum
mari wraian 3B 3 di auka Aapat diketahui Dbahwa
Hdzi sudut persyaratan merfungseinya hukum, perataran
cerundang-undang 41 bidang pengangkatan anak tidak
memenuhi pErsyaratan.
vazdaan vang demikian itu dapa*t dimaklumi karena
~eraturan LIni reprhit STranguieTangsur dan isi materi
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hukumnya mengatur sesuatu  hal secCara bertahap,
Terlihat kesan bahwa peraturan terbit seperti tambal
sulam. SEMA No. 2/1979 terbit, kemudian disempurnakan

dengan B3EMA No. &/198%, kemudian terbit SEMA  No.

J098S . Dumikian Juga Heputusan Mentoeri Sosial. Mg
Mern . Tow . Mo, 41,1933 diganti Kep. Men. Sos., No.
1370205, Lenudian Jdisempurmakan oleh Kep. Men. Sos
No. /719935,

SEMA No. 271979 Jjo. S5EMA ﬁo. &/1983F diterbitkan
untuk mengisi kebutuhan pengaturan di bidang pengang-
katan anak karena ketentuan yang ada sudah tidak
sesuai dengan kebutubhan masvarakat.

Fermobhonan pengesahan/pengakatan anak yanyg
drajunran hepada poeroganit oo negea 0 yany Boeannid i
diputus tampak kian hari: kian bertambah. Dari per-
BT TR IERCAR tersebut menunjuk kan adanya perubahan/
nerideseran,variasi pada motif dasarnya (SEMA No.
SSLEFBIY. seadaan Ltersaebut merupakan gambaran  bahwvia
webutuhan akan pencangkatan anax dalam masvarakat
makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh
Jaminan Lkepastian Rukum  untuk itu banya didapat
setelabl memperoleb putusan pengadilan.

Dulu, hanva dikenal pengangkatan anak di
linghungan masyarakat adat (penduduk asli), di mana
sahnva pengangkatan amak cukup disaksikan oiebh

Mmasyarakst sekitarnva saja. Setelah diundangkannya PF

-—

No. 7 Tahun 1977 tentang FPeraturan Gaji Pegawai

DISERTASI PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ... SETIONO




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA >80

Negeri Sipil yvanga memungkinkan pengangkatan arak oleh
secrang pegawal neqeri, maka bertambah banyak para
pegawal negeri yang mengajukan permohonan pengangkat-—
an anak vang bersifat administratif vang terdorong
oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari
Femerintah. Di kKota-kota besar banvak terjadi
pengangkafan anak baik yang terang orang tua kandung-
nya dengan perantaraan yvayasan—-vyavasan sosial. Stb.
1717 MNo. 129, bagi wvang dabulu termasuk golongan
pendudux Cimna, hanya dikenal adopsi terbadap anak
laki—-laki dengan motif memperoleh keturunan anak
laki—-laki. Ferkembangan pengangkatan anak terhadap
anak perempuan, ﬁerupakan perkembangan vyang sesuail
dengan kebutuhan, kesadaran dan kevakinan hukum
sSEgenap warga. negara Indonesia vyang berketurunan
£ina. PBanvarn masalab pengaﬁgkétan anak antar nejara

yang dihadapi menuntut penvelesaian dengan segera,

saedangkan peraturan—-peraturan vyang ada (UuU No.
HT/SLFEE dam Stb. 71T NMo. 129) sudah  tidak memacdai
iagi. Udndang-Undang tentang fewarganegaraan [Republix

inoonesia merupakan suatu dasar yang dapat digunakan
oleih yang berkepentingan unituk melakukan pengangkatan
anak  melalui  ketentuan Fasal 2 undang-undang ter-—
sebiut, yang menyatakan bahwa danan asing  vang  telum
herumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga
negars Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik.
Indonesis apabila pengangkatan itu dinvatakan sah

oleh pengadilan negeri. Mengenai persyaratan untuk
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memperalan Lewarganegaraan Republik Indonesia dengan

Jalan pPENSGalegaraaln penurat ketentuan wvang  ada
V:Ukup Tuml T dan memakan banvak o waktu. Kenyataan
SAMpaH HIET NS Danvar cermahoean pengangkatan anak
anak-—anak warga negara Cina oleh warga nagara
Indonesia  elas terdorong keingingan untuk mendapat

kewarganegaraan Republik Indonesia daripada keinginan

ials Tuhur Yang mendasari permchonan rengangkatan

o

i

anak . Sar tambabnva warga negara Indonesia ur tuk
bergaul dengan warga negara asing telabh menimbulbkan

Nasrat para warga negara asing {Barat}) untuk meng-

angkat  anah wana makin banyak  terjadi pengamghkatan
ANAar —Anak {ndonesia  oleh warga negarx  asing  vang
menimbulikan permasalaban pengangkatan anar antar

negara, cdan kesemuarnya dimintakan pengesahan kepada

rengadilan negeri (SEMA No. 571983). Di pihak lainm,

peraturan perundang-undangan vang ada di bidang
cenganagkatan amak WMI o2leh WNA ternvata tidax men-—
cukups . Cenvataan Cara oEmEr ik saan Maupan bentuk
serta 121 pertimbangan dalam  putusan—putusan peng-—

adilan  Ji Didang ini menunjukkan adanva kekurangan- |

Rekurangas vang htioak menguntungkan. Fadahal sangat
Ginarapkan jary  putugan-—putusan  pengadilan dapat
diperaoleb pedoman—pedomans/petunjuk-petuniuk, arah

serts Xepastian pada perkembangan lembaga pengangkat-
&N apak (SEMA  No. &/1983). Dalam hal pengangkatan
apak  WNT  sieh  WNA  diharapkan putusan pengadilan

mariipak an ar.hor vang aerentukan. European Convention
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an The Adopitian oF Children, menetapkan bahwa peng-
angkatan anak antara negara dianggap sah atau sab
sifatnya apabila dinyatakan oleh pengadilan,'sehingga
dengah demikian putusan pengadilan merupakan svyarat
penentu bagi sahnya pengangkatan anak. Untuk
menanggtlangi masalah—-masalah tersebut diperlukan
petunjuk. yang‘dalam hal ini terutama Mahkamah Agung
sangat berperan mengambil tind;k lanjut dala@ lingkup
kewenangannya untuk mengatur tatacara/prosedur
mengajukan permohonan, pengesahan/pengangkatan anak.
Berdasarkan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2
Tahun 1979 tanggal 7 April 1979. Pengaturan tersebut
adalah berdasarkan kKewenangan Mahkamah Agung vyang
diuraikan dalam Fasal 13% Undang-Undang Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1950 Bab WVIII
tentang Feraturan Rupa—ﬁqpa vyang berbunyi: "Jika
dalam =~ jalan peradilan ada moal vang tidak diatﬁr
dalam undang—undang maka Mahkamah Rgung dapat
menentukan sendiri secara bagaimana scal itu  bharus
dibicarakan (Syukri, 1992:; 5).

Jadi dengan demikian SEMA No. 4/1983 jo. SEMA
No. 271975 dibuat berdasarkan Pasal 1T1 WU nNo.
1719531 . Hal itu dilakukan karena peraturan perundang-
undangan di  bidang pengangkatan anak belum ada.
Dengan demikian latar belakang terbitnya SEMA Na.
271979 dJe. BEMA No. &6/1983 sehingga dapat dipahbami
jika sema tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis

tentang berfungsinya hukum.
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Putusan Pengadilan di Bidang Pengangkatan Anak FPada
Dasarnya Telah Mengarah Memutuskan Untuk Kepentingan
Kesejahteraan Anak

Fada saat belum ada ketentuan bagaimana pemerik-
saan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan
anak , Mahkamah Agung mengeluarbkan SEMA Nao., 271979 jo.
SEMA No. &/1983. Fengaturan tersebut adalah berdasar—
wan  kKewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Fasal 131 Undang—-Undang Mahkamah Agung Republik
indonesia No. 1 Tahun 1950 ERab VPII tentang Peraturan
Rupa-rupa, yang berbunyi: "Jika dalam jalan peradilan
ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka
Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagai-
mana soal itu harus dibicarakan (Sjukri, 1992 3).
SEMA No. &/1983 jo. SEMA No. 2/1979 menentukan
bagaimana memeriksa permohonan pengesahan/peng-
angkatan anak yang mementingkan kepentingan anak {no.
IY.2A.1.3 SEMA No. &/1983).

Ha=sil penelitian menunjukkan bahwa putusan
pengadilan di bidang pengangkatan anak pada dasarnya
diputus sesual dengan ketentuan Mahkamah Agung yang
teriuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. redua
SEMA ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua Hakim—hakim
Tinggi dan Ketua dan Wakil Ketua dan hakim—hakim di
seluruh Indonesia. Sebagai ketentuan vang tertuang
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, pada tempatnya
kalau para hakim dalam memeriksa permohonan pengesah-

an/pengangratan  anak mematuhi ketentuan itu. Selain
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patuh kepada ketentuan yang diberikan oleh Mahkamah
Agung  itu  juga faktor individu hakim mempengaruhi
dalam memutus perkara. Hakim secara individual,
mempunyal pendidikan tinggi, pergaulan serta bacaan
luas sehingga kesadaran untuk memberikan perlindungan
kepentingan anak mempunyai par#n penting memeriksa
permohonan/pengangkatan anak berdasarkan kepentingan
anak. Dalam hal keharusan adanya Laporan Sosial pada
permohonan pengesahan/pengangkatan anak secara
langsung (private adoption) yang ditentukan oleh SEMA
No. 471989 sudah ada putusan tabun 1990 dan tahun
berikutnya menyertakan Laporan Sosial sebagai salab
satu édrat di antara surat-surat vyang dijladikan
nertimbangannya, meskipun ketentuan tentang Laporan
Sosial bagi pengangkatan anak ﬁecara langsung

{private adoption) baru diatur dalam Kep. Men. B5os.

No . 13/1993%, menunjukkan bahwa putusan itu “"men-
datului” setentuan vang ada dalam Mep. Men. Sos No.
13/ L%935. Sebagaimana diketahui bLaporan 3Sosial bagi

pemganghkatarn anaw di  mana anak  asuh  dalam  suatu
yvayasan sasial sudah diatur sebelumnya oleh Megp. Men.
Sos. No. 41/1984.

Putusan—putusan pengadilan di bidang pengangkat-
an anak yang diputus sesuai dengan Ketentuan Mahkamah
Agung 1itu apabila dibandingkan dengan pemenuhan
kondisi yang diperlukan bagi tercapainya anak angkat

cgjahtera (hal. 58) sebagai berikut di bawah ini.
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Pada nputusan nengadilan ditemul {dalam praosen-—
tase xecil) putusan yang mengijinkan orang yang
berstatus tidak kawin mengangkat anak, {pada per-
xembangan mana jejaka dan waria sebagai orang tua

dan anak bherumur di atas lima tahun sebagai

angkat)
anak angkat. Kalau ditinjau dari sudut pengangkatan
anak berdasarkan kesejahteraan anak, putusan yang

demikian itu tidak sesuai dengan maksud pengangkatan

nak berdasarkan kesejahteraan anak. Namun demikian,

1]

karena putusan-putusan dalam prosentase besar telab
memutus sesuai dengan tujuan pemenuhan kondisi peng-
angkatan anak yang sejahtera, maka dapat dikatakan
hahwa putusan pengadilan  di bidang nengangkatan
anak saat ini pada dasarnvya telah mengarah untuk

wepentingan kesejahteraan anak.

Huhum Pengangkatan Anak di Kemudian Hari

o
i

Papngangrkatan anak merupakan sesuatu  yang ber-
~1ilai ganda dan kontradiktif. Di satu pihak dapax
menguntungkan, di lain pihak dapat merugikan yang
hersangkutan. Fengangkatan apak tidak dapat dilarang

juga tidak dapat dianjurkan secara umum. Pengangkatan

ananx Sukan jalan atauw cara untuk mengatasi persoalan
anak yang utama; pengangkatan anak hanya boleh
dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak

hertentangan dengan kepentingan anak (Per. Men. Sos.

No. 13/1981}).
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Kesadaran.yang demikianlah kiranya yang diharap-
kan oleh Pasal 12 UU No. 4/19%9, vyang pada intinya
menentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan
mengutamakan kesajahteraan anak. Ketentuanlyang mulia
ini sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan-
nya. Dalam keadaan yang demikian ini merupakan suatu
keberuntungan bahwa peraturan yang ada, materi hukum-
nya pada dasarnya sudah mengatur pemenuhan kondisi
kesejahteraan anak, meskipun dilihat dari segi ber-
fungsinva hukum belum memenuhinya.

Pasal 12 (U No. 4/1977 menghendaki agar peng-
angkatan anak berdasarkan kesejahteraan anak diatur
dalam suatu peraturan  perundang—undangan. Kehendak
vang demikian ini mempunyai konsekuensi vyaitu ke-—
tentuan tersebut akan berlaku untuk selurubh wilayah
Indonesia. Ketentuan yang mengatur secara nasional
itu, selain sesuai dengan rekomendasi yvang diajukan
oleh pertemuan—-pertemuan ilmiah, juga sejalan dengan
tumbubhnya cita=-cita welrfare state yaitu suatu cita-
zita wvang menuntut perlindungan dan kesajahteraan
bagi kehidupan masvarakat dan individu, di mana
penguasa dituntut untuk campur tangan yang luas dalam
mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan umum vang
dipikulkan kepadanvya, memerlukan peraturan perundang-
undangan tertulis yang semakin banyak. Tidak mungkin
lagi tumntutan perlindungan dan kesejahteraan diserah-—

kan pengaturan dan kebijaksanaannya berdasarkan hukum
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yang tidak tertulis (Harahap, 1993: 46). Dalam hal
ini, Soetandyo Wignyosoebroto mengatakan {Wignyosoe-
broto, 19%6: 3): "... hukum itu kini tak lagi memper-—
lihatkan sikapnya vyang murah hati  untuk selalu
berkemauan menjamin. kebebasan individu-individu warga
masyarakat yvang penuh prakarsa untuk membuat kontrak-
kontrak guna menciptakan berbagai hubungan baru". MPR
melalui ketetapannya vaitu TAP. MPR No. IV/MPR/1973
menggariskan politik pembangunan hukum adalah dengan
cara mendinamisir pembaharuan hukum, caranya melalui
kodifikaéi yang bersifat unifikasi namun harus mem—
perhatikgn kesadaran hukum masvarakat. Ketentuan mana
diulang lagi dalam TAP. MPR No. IV/MPR/1978; TAP. MPR
No. I1/1983% dan TAP. MPR No. 11/1988.

Halau pengangkatan anak akan ‘diatur‘ secara
kodifikasi vyang bersifat unifikasi, ;persoalan Yoaiig
timbul adalah bagaimana kodifikasi- yang bersifat
unifikasi itu dilakukan, mengingat pengangkatan anak
dikenal pada beberapa ketentuan yaitu hukum adat,

Stb. 1917 No. 129 dan hukum Islam.

UU No. 471979 Pasal 12 diberikan penjelasan.
Penjelasan Fasal 12 ayat (1) menyatakan pengangkatan
anak berdasarkan pasal ini tidak memutus hubungan
darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga
orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak

-

vyang bersangkutan. Penjelasan Pasal 12 avyat (2)

menyatakan Peraturan Pemerintah yang dimaksud antara

lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah
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zdanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepanting-
an kesejahteraan anak vang bersanghkutan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) vang meﬁyatakan
nengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah
antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang
tuanva, menurut pendapat peneliti sesuai dengan
ketentuan vyang ada pada hukum adat dan Hukum Islam.
Mengenai akibat hukum pengangkatan anak pada keten-—
tuan—ketentuan hukum yang ada diatur berbeda.. Pada
nrinsipnysa  aca dud maco akibat nukum, yaitu akibat
Aukum di mana anak harus dianggap dalam pertalian
nuebungannya dengan arang tua angkatnya sabagal anak
=ah {anak kandung) {Gautama, 1581: 20), dan anak
sehagai anak pemeliharaan atau anak asuh. Akibat
hukum  yang demikian ini yang menjadi titik silang
antara Hukum Islam dengan ketentuan hukum vang &da
yvaitu hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dan

No. 129, Pzreilangan ketentuan ini vang

L)

merupakan suatu hal yang membuat pembentuk  undang-
undang selalu menangguhkan pengaturan dalam suatu
ceraturan vyang bersifat nasional, untuk mence&gah
timbuli keresahan pada masyarakat. Bagaimanakah men-—
sikapi hal yang demikian itu 7 °

Umtuk memberikan jawaban atas pertanyaan di
atas, perlu diperbatikan hal—-hal di bawah ini.

Fengangkatan anak sering dilakukan di Indonesia.

wesejahteraan anak sudah menjadi perhatian bangsa-
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bangsa dunia. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan
Presiden No. 36 Tahun 1990 telaﬁ mengesahkan Konvensi
Hak-Hak Anak. Anak adalah.potensi serta penerus cita-
cita bangsa sehingga perlu dilindungi. Pasal 12 UU
NG. 471979 menentukan pengangkatan anak supaya diatur
dalam suatu peraturan perundang—undangan. Rekomendasi
pertemuan ilmiah menyatakan agar segera dibentuk
undang-undang pengangkatan anak diatur secara
nasional. Bentuk hukum yang diper;ukan menurut
peridapat peneliti adalah bentuk thum berupa undang-
undang, bukan bentuk hukum yang ditentukan oleh Pasal
12 Wy Mo. 371979 yang berupa peraturan pemerintah
(avat 2. Hila diikuti petunjuk ayvat (3) Pasal 12
tersebut dikatakan bentuknya adalah peraturan
perundang—undangan maka supaya ditegaskan saja dalam
bentuk undang—-undang. Alasan mengapa harus berbentuk
undang-undang, karena saat ini ada dua peraturan vyang
mengatur perihal pengaﬁgkatan anak vyaitu Undang-
Undang No. 62 Tahun 1938 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, dan Stb, 1917 No. 129. Dengan
bentuk hukum berupa undang—undang maka bherdasarkan
asas bhukum; ketentuan—-ketentuan hukum yang ada pada
undang-undang itu dapat menghapuskan masalah—-masalah

hukum vyang muncul vang disebabkan karena pengaturan

kedua peraturan tersebut.

Pada ketetapan—ketetapan MPR di atas menentukan

antara lain bahwa dalam pembaharuan hukum itu harus
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memperhatikan kesadaran hukum yang ada pada masyara—
kat. Pada pengangkatan anak (khusunya mengenaj akibat
pengangkatan anak), jika diinventarisir pada prinsip—
nya ada dua, yaitu pertama, mereka yang manghendaki
agar mereka mengangkat anak, anak menjadi berstatus
sebagal anak kandung sendiri (Soetanto, 19831 03)
(Gautama, 1981: 90) yang kedua mereka menghendaki
agar anak vyang diangkat tidak berstatus sebagai anak
kandung, hanya sebagai anak asuh atau anak pemeliha-
raan saja. Pada Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171
huruf h menyatakan: bahwa anak angkat adalah anak
vang dalam hal pemelibaraan untuk hidupnya kesehari-
hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat-
nya berdasar putusan pengadilan, menunjukkan bahwa
vang beralih adalah hal pemeliharaan hidup sehari-
hari dan biaya pendidikan saja. Selain itu perlu pula
diperhatikan laporan yang diberikan cleh M. Budiarto,
yang mengatakan bahwa pengadilan di dalam praktek
telah merintis menagenai akibat hukum di dalam peng-—
angkatan anak dengan orang tua sebagai berikut: ta)
hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang
sulit untuk memutuskan hubungan &anak dengan orang tua
kandung; (b} hubungan waris: anak vyang diangkat
mendapat waris dari orang tua kandung;y (c) dalam
hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak
dengan orang tua kandung dan beralibh kepada orang tua
angkat. PBeralibnya ini baru dimulai sewaktu putusan

diucapkan oleh pengadilan: (d) hubungan marga, gelar,
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kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan men-—
tdapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan
dari orang tua angkat (Budiarto, 1985: 29). Praktek
pengadilan ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka
yang menghendaki anak berstatus sebagai anak kandung
diberikan oleh pengadilan. Mengingat hal-hal tersebut
di atas, maka dalam undang—undang pengangkatan anak
dikemudian hari agar dibedakan akibat hukum pada
pengangkatan anak ini. Yang pertama, pengangkatan
anak vyang berakibat hukum anak menjadi berstatus
sepagal anak kandung, vyang kedua anak berstatus
sebagai anak pemelibharaan atau anak asuh. Bagi peng-
angkatan anak, ketentuan—-ketentuan yang sudah ada
pada peraturan perundang-undangan dibidang peng—
angkatan anak selama ini pada prinsipnya dapat diper-—
lakukan, vaitu ketentuan—ketentuan yang sesuai dengan
pemenuhan pada kondisi yang diperlukan bagi tercapai-
nya anak éngkat yvang sejahtera,

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian hukum
doktrinal ini, maka dapat dibangun konsep dalam dalil
dalil berikut:

{1} bentuk hukum pengaturan hukum pengangkatan anak
berbentuk undang—undangs;

(2} dalam undang—undang itu dibedakan pengertian
antara anak angkat dengan anak asuh atau anak
pemeliharaang

(3) anak angkat berstatus sebagai anak kandung orang

tua angkat;
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{4} anak asuh  atau anak pemeliharaan berstatus
sebagai anak asubh atau anak pemeliharaan orang
tua asuhy

(3) bagi mereka yang menghendaki mengangkat anak
dengan akibat anak berstatus sebagai anak
kandung, permohonan pengesahan anak diajukan
kepada pengadilan negeri;

bagi mereka vang menghendaki mengangkat anak

i
—

dengan akibat anak berEtatﬁs sebagai amak asuh
atau anak pemelibaraan diajukan kepada pengadilan
negeri bagi mereka yang tidak beragama Islam;

{(7) bagi mereka vyang menghendaki mengangkat  anak
dengan akibat anak berstatus sebagai anak asuh
atau anak pemeliharaan diajukan xepada Pengadilan
Agama bagi mereka yang beragama Isiam;

{8) ketentuan—-ketentuan ¥ang berlaku pada reng-—

angkatan amak, adalah: orang tua aﬁgkat berstatus

bawing  usia  anak dini; ada badan yYyang memberi
=aAran, pertimbangan, penilaian permchonan
rengangkatan amak;  ada  hadan yang mengawasi

pelaksanaan pengangkatan anak i
{9) pada undang—undang itu diatur tersendiri mengenai
pengangkatan anak asuh atau anak pemeliharaang

(10} penganakatan anak merupakan upaya terakhipr pada

L

wzana kesejahteraan anak.
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BAR 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Herdasarkan pembabasan vang dilakukan terhadap
perumusan masalah pada penelitian ini dapat di-
simpulkan seperti berikut ini.

7.1.1. Peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkatan anak yang ada sudah mengatur
sebagian besar kondisi yang dapat memungkin-
ran seorang anak angkat dapat tumﬁuh dan
berkembang secara wajar robani, jasmani dan
sosial.

Kondisi yang diperlukan agar anak
angkat tumbuh dan berkembang secara wajar,
rohani, jasmani dan sosial adalah (1) ling-
kungan keluarga orang tua angkat : harmonis,
aorang tua angkat berstatus kawin {suami
'iStEFi}, umur  orang tua angkat yang me-—
MUNgRiINAAn Zurup melaﬁgsungkan pemeliharaan
anak angkat, fZ) umur anak dinig (3) ada
temggang waktu untuk menilai hubungan batin
antara calon orang tua angkat dengan calon
anak angkat; (4) ada badan/pibak—pihak vyang
tugasnya memberi saran, nasehat, menilai
maksud dJdan pelaksanaan pengangkatan anak

vwang sudah adai; (3) adanva kepastian hukum

s

sttatu pengangkatan anak.
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Peraturan perundang—-undangan yang
mengatur mengenai perlunya suasana harmonis
keluarga orang tua angkat adalah SEMA No.
5/1983 No. 3 dan Kep.Men.Sos. No. 13/1993
No.III.l; no.IV.2 pada macam pengangkatan
anak antar WNI secara langsung. SEMA No.
$/1983 no.IV.2.A.2.3 dan Kep.Men.Sos No.
1371993 no.Y.A.l.h pada macam pengangkatan
anak antar WNI dimana anak diasuh dalam
organisasi sosial., SEMA No. 6/1783
no.iv.2.B.2.3 dan Kep.Men.Sos No. 1371993
no.V.A.1.h pada macam pengangkatan anak WNA
cleh WNI. SEMA No. &/71986 no.IV.2.C.2.3 dan
Kep.Men.Soes. No. 13/1993 no.VY.A.2.2 pada
macam pengangkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang-undangan yang meng-—
atur mengenai status kawin orang tua angkat
adalah Kep.Men.Sos No. 1371993 ne. V.A.l.a
ﬁada macam pengangkatan anak antar WNI
dimana anak diasuh dalam organisasi socsial.
SEMA Mo. &/1983 no.Iv.2.8.3.1.2 dan
Xep.Men.Scs. No. 1371993 no.V.A.l.a pada
macam pengangkatan anak WNA oleh WNI. SEMA
No. &/1983 no. IV.2.C.3.1.4 dan Kep.Men.Sos
No. 1371993 no.V.A.2.e pada macam peng-
angkatan anak WNI oleh WNA.

Peraturan perundang—undangan yang

mengatur mnengenai umur orang tua angkat
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adalah Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. VYV.a.l.f
pada macam pengangkatan anak antar WNI di
mana anak diasuh dalam organisasi sosial.
Kep.Men.Sos. No. 13/1993 no. V.A.l.b pada
macam pengangkatan anak WMA oleh WMI.
Yep.Men.Sos. ND.‘13/1993 no. VY.A.2.e pada
macam pengangkatan anak WNI oleh WMA.

Feraturan perundang—-undangan vang
mengatur mengenali usia dini anak adalah
Kep.Men.Sos. Na. 1371993 no.3.3.a jo.
Per.Men.Scs.No.13/1981 Pasal 1 pada macam
pengangkatan anak antar WNI dimana anak
diasuh dalam suatu organisasi sosial.
vep.Men.Sos. No. 2/1998 no.4.3.b pada macam
penaangkatan anak WNA oleh WNI. Kep.Men.Sos.
No. 2/1993 no. 4.3.b. pada macam pengangkat-
an anak WNI oleh WNA.

Feraturan perundang-undangan yang meng-—
atur mengenai tenggang waktu untuk hubungan
batin antara calon orang tua angkat dengan
calon anak angkat adalah Kep.Men.Sos. Na.
183/1993 no.J1ll.1 jo. no.lI.2.b pada macam
pengangkatan anak antar WNI secara langgung.
Kep.Men.Sos. No. 13/199% no.V.A.l.i pada
macam pengangkatan anak antar WNI dimana
anak berada dalam organisasi sosial.

Kep.Men.Sgs. No. 13/1993 no.V.A.l.i pada
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macam pengangkatan anak WNA oleh WNI
Kep.Men.Sos. No. 13/1993% no.VI.1 pada macam
pengangkatan anak WNI oleh WNA,

Peraturan perundang-—undangan yang meng-
atur mengenai badan/pihak-pihak yang memberi
saran, nasehat, menilai maksud dan pelaksa-
naan pengangkatan anak adalah Kep.Men.Sos
NO . 13/1995 no,., XIII.S pada semga  macam
pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan vyang meng-
atur mengenai kepastian hukum suatu peng-
angkatan anak adalah SEMA No. 6/1983 no. I
pada semua macam pengangkatan anak.

Yetentuan mengenai bataéan umur orang
tua angkat pada macam pengangkatan anak
antar WNI secara langsung tidak ditemukan
pada peraturan perundang—-undangan: batasan
umur —alon orang tua angkat merupakan salah
satu kondisi vang diperlukan bagi terpenuhi-
nva keseiahteraan anak angkat. Demikian juga
Usia dini vang Jjuga merupakan salah satu
kondisi vang diperlukan bagi terpenubinvya
kesejahteraan anak angkat, tidak ditemukan
pada peraturan perundang—undangan pada macam

pengangkatan anak zantar WNI secara langsung.
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Fetenituan peraturan perundang-undangan
yang mengatur seliuruhn kondisi vang diperlu-
kan bagi tercapainya kesejahteraan anak
ANgkat  ada semuanvya pada macam pengangkatan
anar WNA olsh WNI mavpun WNI oleh WNA. Pada
macam  oenganghatan  anak antar WNI secaira
Langsung tidak ada ketentuan yang mengatur
mengenai Londisi vang menvangkut batasan
umue o arang tua angkat dan usia dini. Lain-
lain kondisi untuk tercapainya kesejahteraan
anak pada macam pengangkatan ini telah ada
Letentuannva, Dengan demikian, peraturan
Rerundang-undaingan di hidang Fengangkatan
anak vang ada sudah mengatur sebagian besar
Kondisi ¥ang dapat memungkinkan Seorang anak
dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
rohani, jasmani dan sosial.

Fada SEMA No. 571933 no., IV.2.A.3.1.2.

da etentian rang membolehkan 2rang bersta-

1]
a1

tus  tidak Lawin mengangkat anak Pada macam
REngangkatan anak secara langsung. “ep.Men.
Ses. No. 1371993 oL, XITILL membolehkan drang
berstatus +idak Fawin MENgangkat anak pada
Macan pengangk atan AnNak antara wWiNi s2cara
langsung dimana anak diasuh dalam Qrganisasi
sosial. Ketentuan Seperti itu tidak Sesuial

dengan Mak s ud kesejahteraan anak angkat,.
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7.1.2, Pengaruh peraturan perundang-undangan dan
atau  putusan pengadilan  di bidang peng-
angkatan anak terhadap hukum pengangkatan
anak yang ada.

Fengaruh peraturan rerundang-undangan
dan atau putusan pengadi lan negeri terhadap
hukum pendangka ban vYang ada sebagai berikut.

7.l.Z201. Penqgarul peraturan perundang-undangan

terhadap hukum adat.

Pengaruh peraturan perundang-undangan
terhadap  hukum  adat  adalah ketentuan—
ketentuan  hukum adat (di bidang peng-

angkatarny  anak) vang tidak sesualr  dengan

ketentuarn preraturan perundang-undangan
ditinggalkan slehr ketentuan peraturan
rerundany —undangan . Ketentuan Yang di-—

tlnggaltan ity sdalah ketentuan nengenal
Bl g eRenganhigbkabtan aNAak yang mernuryt
betantuay Peraturan rerundang-undangan

]

mENQutasakan  kesejiahteraan anak . Tidak
=EMua peEngangkatan anak berdasarkan hukum
adal  Lertuivan uptuk kepentingan anak.
Ketentuan hukum adat Yang tidak mengutama-—
Kan  Resorahteraan anak ditinggalkan cleh
Feratburon Ferinmdang-undangan di bidang

FEeQangl o alan o anal . Selain itu mengenai

koabsaiiog ANvak menurut hukon adat Yang
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didasarkan pada upacara adat setempat
ditinggalkan oleh ketentuan peraturan

perundang-—undangan yang ada vang mensntu-—
kan keabeahannya di dasarkan kepada putus-—
an pendgadilan negeri.

Faktor yamyy menyebabkan hukum adat
ditinggalkan oleh peraturan perundang-
undangan  itu adalah faktor kebijaksanaan
badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung

melalul SEMA No. 6/71983 jo. SEMA No.

251379,

ForLuldL Fengaraln perundang-undangan dan putusan
pengadiion terhadap Stb. 1717 no. 129,

7.1.T08010 Peraturan perundang-undangan di bidang |

pengangkatan  anak  yang ada saat ini
yaitu SEMA No. 6/1983 jo. SEMA No.2/1979
dan Nep.Men.Sos. No. 1371993 jo.
¥ep.Men.Sos. No. 2/1995 tidak dapat
mengubah  ketentuan Stb. 1917 no. 129
karena berdasarkan asas perundang-—
undangan yang berbunyi peraturan yang
lebih rendabh tidak dapat mengubah per-
aturan yang lebih tinggi.

vetentuan Stb. 1917 no. 129 me-
ngenai anak angkat harus seorang laki-
laki Jdikesampingkan oleh putusan  peng-
adilain  vang mengabulkan anak perempuan

sebagail anah angkat.
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Ketentuan Stbh. 1917 no. 1279 me-

ngenai  svyarat orang tua angkat harus

herstatus suami istri (kawin) di-
resampingkan oleh putusan pengadilan
neqers yang mengabullkan seorang nora

sebagal orang tua angkat.

PData menunjubkbkan WND keturunan Cinag
Mo tkan paerrmohonan pengangkatan anak
kepada pengadilan negeri untuk mendapat-—
kan putusan pengadilan mendasarkan

Fepada  SEMA No. &/1983 jo. SEMA  No.

3]

SiFTe mESR DU sebenarnya berdasarkan
Stb. 917 o, 129 mereka dapat meng-—
angkal anak melalui Akte Motaris,

-

L2030 Pengaruh peraturan perundang-undangan
terhadap  Hukum [slam di bidang peng—
anckatan anak.

Yetentuan Hukum Istam vang tidak
mengiljinkan perngangkatan anak dimana
zebagai  akibatrmya anak berstatus sebagai

anak kandung tidak terpengaruh oleh per-

aturan rerundang-undangan di bidang peng-

J

angkat

s

" anak  yang ada. Hal tersebut

disebabhan peraturan vang ada vailty SEMA

No . L1985

9

. SEMA No. 271979 dan
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Kep.Men.Sas. Na. 1371993 je. FKep.Men.Soe.
No. 2/199% tidak menentukan akibat hukum
sttatu pengangkatan anak.

Basar  hukum pengangkatan anak dalam
hukum  I=lam adalah Wahyu Illahi, yang
tertera dalam surat Al Ahzab (X; 9-5 . 37}
Yang  welarang  pengangkatan  anak dengan
mamberihan anak ahghkat statug sebagai anak
kandungnya  vendiri. Falauw yang dimaksud
dengan peagangkatan anak dalam pengertian
Yang terbatas vaitu asuhan atau memelihara
Saja dipertolehkan. Bagi mereka Yang
mempercayvai dan menjalankan syariat agama
Islam, nereka itu akan patuh pada ke~
tentuan  vang diatur dalam surat A1 Ahzab
itu. Mestipun ditemukan data banvak orang
YarQ teragama Islam mengangkat ariak
melalui cerncadil an negeri (tabe} .14,
22,330,357 belum herarti merchka itu  tidak
metresessi larangan  hukum Islam, rarena
SEMA  no. &s1ogx Jo. SEMA No. 251977 dan
“ep.Men.Ses. No. 1371993 4o, Kep. Men.Sos.
No. 2/17995 sama sekali tidak menentukan
akibat huiium suaty Pengangratan anak. Ada

Kemungk 1huan mer2ka nengajutan Prengangkatan

NO
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anak  untuk memenuhi syarat formal PP
771977 untuk mendapatkan tunjangamn anak
bagi pegawai negeri sipil, sedang anak
angkatnvya hanya =ebagai anak asuh saja.
Namun tidak menutup kemungkinam ada yang
mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak
dengan maks=ud supaya anak angkatnya
sebagal anak kandung.,

Ketentuan peraturan perundang-
undangan berpengaruh pada bukum Islam
adalah mengenai persyaratan formal peng-—
angkatan anak sebagaimana tampak pada
ketentuan  FPagal 174 buruf f bFompilasi
Hukum lslam yang menentukan berdasarkan
Fputusan pengadilan. Pada nilai aslinya
trdak mezngenal putusan pengadilan per—
syaratarn formal itu.

e

-1.3. FPeraturan perundang-undangan di bidang

~}

FENgangratan anak  pada dasarnya kurang
memenuhi persyaratan tentang berfungsinvya
Patkuam  khicsusnya meragenal fak tor perundanag -
undangan. Ha i tersebut tampak sebagai
Lerikut,

SEMA No, &/1982 dan Kep.Men.Sos. No.

LEAL99S wmerupakan dasar hukum utama perg-

angkatan anak .,
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SEMS No. &/1983, mengenai subyek hukum,
memnuat pada no. Iv.1.A; IV.2.A.3.1.2;
IV.1.B; IV.IC; IV.Z2.A.3.2; IV.2B.3.1.1;

IM.2C.3.L.3, Mengenai obyek hukum SEMA No.

S/1783 memuat pada rno., IV.2.A.3.2.2;
IVv.z.c.z=. -J3 IV.2.B.3.1.1. Mengenai Hak dan
kewajiban antara orang tua angkat dan

sebaliknyva; reristiva hukum  dan hubungan
hukum, SEMA No. &/1983 tidak memuatnya.
Kep.Men.Sos. No. 13/1993, Mengenai
subyek hukum, Xep.Men.Sos No. 1371993 memuat
pada no, ViAll.a: po. XIIT.1l: no.IT.1 Jo no,
F.IV.1; noLIV. 2. Mengenai obyek bukam,
“ep.Men.S50s. No. 1371993 memuat pada no.

;o

IT.3 jo. e 4.V.Z: no.Il.3 jo. 0.4 no.l.c

Kep.Men.Sos No.2/ 1995, Mengenai hak dan
kewajibam calen orang tua angkat dan se—
balikrvay FEristiwa hukum g Bubungan  Aukum

Kep.Men.Sos MoOL1Z/1993 tidak memuat .

PL oS L Putusan FEhgadilan negeri di hidang peng-—
angkatan  anak dalam memutuskan permohonan
Rengangkatan anak pada dasarnya sudah sesuai
dengan retentuan SEMA No. &/1983.

Futusan Fengaditan Negeri Surakarta,

Bandung, Swrabava, Jakarta Selatan, Sleman,

IONO
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memperlihatkan bahwa setiap putusan pada
pengadilan pegeri tersebut tampak hakim
dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak
melakukan pemeriksaan dan memutuskan sesual
dengan pedoman yang diberikan dalam SEMA MNa.
5/1983, yaitu tenggang pemeriksaan mengenai
keharmonisan keluarga,. hubungan batin antara
talon orang tua angkat dan calon anak angkat
dan adanya pihak—-pihak yang memberi pertim-
bangan/nasehat pengangkatan anak. Megenai
status perkawinan orang tua angkat, menun-—
Jukkan setagian terbesar berstatus suami-
isteri {(Putusan Fengadilan MNegeri Surakarta,
F7%; Putusan FPengadilan Negeri Bandung 96%;
Putusaq Fengadilan Negeri Surabava FSN;
Putusan Fengadilan Negeri Jakarta Selatan
PNy Putusan Fengadilan Negeri Sleman 100%).
Orang tua angkat vang berstatus tidak kawin

pada masing-masing pengadilan negeri ter-

sebut prosentasenya sedikit saja, vaitu
masing-masing pengadilan berturut-turut
seperti d:i atas, IX; 4¥%; S5%; 1% ;3 O%. Umur

sedini mungkin pada setiap pengadilan tampak
bahwa bagi Fengadilan Megeri Surakarta usia

3 tahun B86%; Pengadilan NMegeri Bandung 77%;
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Surabaya 82%3 Jakarta Selatan 81%; Pengadil-
an  Negeri Sleman 88%. Putusan pengadilan
negeri itu dalam putusannya sebagian ter-—
besar memituskan anak amgkat vyang umurnya
masih muda di bawabh lima tabhun. Apabila hal
tersebut dicocokkan dengan  ketentuan vyang
ada dalam SEMA Mo. &/71983 ternyata  putusan
pengadilan negeri tersebut dalam memutuskan
permohonan pengesahan/pengangkatan anak
telah memenuhi ketentuwan yang diberikan oleh
Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA No.
L7158, ketentuan mana mempunyai maksud agar
pengangkatan anak dilakukan dengan meng-—

utamakran kesejahteran anak.

Saran vang diajukan.

o
a

Bentuk hukum peraturan  perundang-undangan
vang mengatur pengangkatan anak di kemudian
hari ialabh undang-undang, tidak sebagaimana
disebut oleh ayat () Pasal 12 Undang-Undang
no. 1251977 tentang kKesejahteraan Anak yvaltu
dengan bentuk praturan pemerintah. Fila

diikuti penyebutan ayat (3) Pasal 12, yang

menyebu bl bentuknva peraturan perundang-—
uwndangan, maka disini disarankan SUupaya
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ditegaskan saja bentuk hukum peraturan per-
undang—undangan di bidang penganghkatan anak
di kemudian hari itu adalah undang—undang.

Bentuk hukum yang disarankan undang-
undang mempunyai maksud yaitu kalau ber-—
ben tuk undang—-undang maka permasalahan—
permasalahan vyang timbul yang disebabkan
masih berlakunya Stb. 1917 no. 129 dan
adanva Undang—-Undang No. 62/1938 Tentang
Kewarganegaraan RI vyamng mungkin ada ke-
tentuan tidak sesuail dengan ketentuan UU
mengenai Fengangkatan Anak di kemudian hari
ity dapat hapus dengan peraturan yang ber-
tentuk undang—undang itu  berdasarkan asas
perundang—undangan vang mengatakan ketentuan
reraturan yang berlaku belakamngan membatal-
kan ketentuan yang bherlaku terdahulu.

Dalam undang—-undang vang mengatur peng-—
angkatan anak di kemudian hari itu hendaknya
diberikaen pembedaan pengertian pengangkatan
anak dengan pengangkatan anak asuh atau anak
pemeliharaan. Fembedaan juga diberikan pada
prosedur untuk mengajukan pengangkatan anak
dengan pengangkatan anak asubh atau anak
pemeliharaan.

Undang-undang di bidang pengangkatan anak

yang mengutamakan kesejahteraan anak angkat
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hendaklah segera dibuat supavya maksud
Undang-Undang No. 471979 Pasal 12 peng-
angkatan anak dilakukan dengan mengutamakan
kesejahteraan anak segera terwujud. Ke—
tentuan—-ketentuan yang berlaku pada undang-
undang di bidang pengangkatan anak tersebut
adalabk suasana lingkungan orang tua angkat
harmonis, orang tua angkat berstatus kawin
(suami istri), unur orang tua angkat masih
cukup waktu untuk melangsungkan pemelibaraan
anak anghkat, usia anak angkat dini, ada
tenggang waktu untuk menilai hubungan batin
antara calon orang tua angkat dengan calon
anak angkat, ada badan/pihak-pihak yang
memberl saran, menilali maksud dan pelaksa-—
naan pengangkatan anak, kepastian bukum
dalam bentuk putusan pengadilan.

Diadakan penelitian lanjutan yang meneliti
mengenal retentuan yang menyvangkut syarat
pengangkatan anak asub atau anak pe—
meliharaan. Hal tersebut disebabkan karena
ada perbedaan mengenai akibat hukum antara
reduanya. Mamun demikian saran no. 7.2.3 di
atas disarankan dapat dipakai sebagai
pedoman penelitian itu dalam menentukan
retentuan syarat-svarat pengangkatan anak

asuh atau anak pemelibaraan.
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